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KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha 
Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul "Sumber 
Daya Masa Kini: Menjawab Tantangan, Mewujudkan Daya Saing" ini 
dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai 
bentuk kontribusi pemikiran dalam memahami dinamika pemanfaatan 
sumber daya di era modern, serta bagaimana strategi pengelolaan yang 
tepat dapat menjadi kunci untuk menghadapi tantangan global dan 
memperkuat daya saing bangsa. 

Di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat—dari 
pesatnya kemajuan teknologi, tekanan perubahan iklim, hingga 
kompetisi ekonomi yang makin kompleks—pengelolaan sumber daya 
tidak lagi dapat dilakukan secara konvensional. Saat ini, dibutuhkan 
pendekatan yang lebih inovatif, berkelanjutan, dan adaptif agar 
sumber daya yang kita miliki tidak hanya memberi manfaat untuk 
generasi sekarang, tetapi juga tetap lestari bagi generasi yang akan 
datang. Buku ini mencoba menjawab berbagai pertanyaan penting: 
Bagaimana sumber daya masa kini dapat dikelola secara bijak? Apa 
tantangan utama yang kita hadapi saat ini? Dan bagaimana strategi-
strategi efektif dapat meningkatkan daya saing di tingkat lokal, 
nasional, maupun global? 

Melalui pemaparan teori, analisis kritis, dan studi kasus, buku 
ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi 
mahasiswa, peneliti, pembuat kebijakan, serta masyarakat umum yang 
peduli terhadap isu keberlanjutan dan pembangunan yang berkeadilan. 
Semoga kehadiran buku ini dapat membuka cakrawala berpikir dan 
menginspirasi pembaca untuk turut serta menjadi bagian dari solusi 
atas tantangan-tantangan besar yang kita hadapi bersama. 

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan 
buku ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan 
demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. 
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PENDAHULUAN 

 

 

 

 

 

 

Dalam era globalisasi, revolusi industri 4.0, dan transisi 
menuju era Society 5.0, dunia dihadapkan pada berbagai tantangan 
kompleks dan multidimensi. Isu-isu seperti perubahan iklim, 
degradasi lingkungan, krisis energi, kemiskinan, ketimpangan sosial, 
hingga disrupsi teknologi menuntut setiap negara untuk berpikir dan 
bertindak secara strategis, adaptif, dan berkelanjutan. Indonesia 
sebagai negara berkembang yang memiliki kekayaan sumber daya 
alam dan potensi demografi yang besar, perlu membekali generasi 
mudanya dengan kapasitas intelektual dan moral yang memadai agar 
mampu bersaing di tingkat global. Dalam konteks ini, pembangunan 
sumber daya manusia tidak cukup hanya dengan meningkatkan 
kemampuan akademik dan teknis, tetapi juga harus mencakup 
kesadaran terhadap pentingnya keberlanjutan hidup dan tanggung 
jawab terhadap lingkungan. 

Pendidikan berkelanjutan dan literasi lingkungan menjadi 
fondasi penting dalam upaya menjawab tantangan-tantangan tersebut. 
Pendidikan berkelanjutan tidak hanya mengajarkan konsep-konsep 
dasar pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mendorong 
terbentuknya karakter, nilai, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk 
menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Sementara itu, 
literasi lingkungan memberikan kemampuan bagi individu untuk 
memahami sistem alam dan dampaknya terhadap kehidupan manusia, 
serta untuk mengambil keputusan yang bijak dan etis dalam 
berinteraksi dengan lingkungan. Integrasi kedua pendekatan ini dalam 
sistem pendidikan akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas 
secara intelektual, tetapi juga bijak secara ekologis. 

Lebih dari sekadar solusi terhadap krisis lingkungan, 
penguatan pendidikan berkelanjutan dan literasi lingkungan juga 
merupakan strategi kunci untuk meningkatkan daya saing bangsa. 
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Dunia kerja dan pasar global kini semakin menghargai inovasi yang 
berbasis pada prinsip keberlanjutan, efisiensi energi, ekonomi sirkular, 
dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, membangun budaya sadar 
lingkungan sejak dini melalui pendidikan formal, nonformal, dan 
informal akan mendorong terciptanya sumber daya manusia unggul 
yang mampu menjadi agen perubahan di berbagai sektor. 
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BAB I 

URGENSI PEMBANGUNAN SDM DALAM 
PEREKONOMIAN MODERN 

 

 

 
 

 
 

Dalam era perekonomian modern yang ditandai dengan 
kemajuan teknologi dan globalisasi, pembangunan sumber daya 
manusia (SDM) menjadi salah satu aspek paling vital yang harus 
mendapat perhatian serius oleh setiap negara. Perekonomian modern 
tidak lagi hanya bergantung pada faktor produksi tradisional seperti 
modal dan sumber daya alam, melainkan menempatkan SDM sebagai 
faktor utama yang menentukan daya saing dan kemajuan suatu 
bangsa. Oleh karena itu, urgensi pembangunan SDM dalam konteks 
ini sangatlah besar karena peran SDM yang berkualitas mampu 
menciptakan inovasi, meningkatkan produktivitas, dan mengadaptasi 
perubahan yang sangat cepat. Salah satu alasan utama mengapa 
pembangunan SDM sangat penting adalah karena perekonomian 
modern didorong oleh pengetahuan dan teknologi. Di tengah revolusi 
industri 4.0, teknologi digital, kecerdasan buatan, dan otomasi 
menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah negara dalam bersaing di 
pasar global. Semua teknologi tersebut membutuhkan tenaga kerja 
yang terampil, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang 
terus-menerus. Tanpa investasi yang cukup dalam pengembangan 
kualitas SDM, maka kemampuan suatu negara untuk memanfaatkan 
teknologi baru dan melakukan inovasi akan sangat terbatas. Selain itu, 
pembangunan SDM juga sangat berkaitan dengan pertumbuhan 
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Perekonomian modern tidak 
hanya mengejar pertumbuhan angka produk domestik bruto (PDB), 
tetapi juga berfokus pada pemerataan kesempatan dan peningkatan 
kualitas hidup masyarakat. Dengan SDM yang terdidik dan kompeten, 
pemerataan akses ke lapangan kerja yang layak bisa terwujud, 
sehingga mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan 
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kesejahteraan secara menyeluruh. Pembangunan SDM yang baik juga 
berarti penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan 
global, seperti perubahan iklim, pandemi, dan dinamika pasar 
internasional. 

Kualitas SDM yang tinggi menjadi kunci bagi daya saing 
nasional. Dalam perekonomian modern, negara-negara bersaing dalam 
hal inovasi, produktivitas, dan kualitas produk serta jasa. Tenaga kerja 
yang berpendidikan dan terampil mampu menghasilkan produk 
dengan nilai tambah tinggi, mengelola teknologi dengan efektif, serta 
menciptakan ide-ide baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan 
kualitas produksi. Negara yang mampu mengembangkan SDM unggul 
cenderung memiliki ekonomi yang lebih kuat, berdaya tahan tinggi 
terhadap krisis, dan mampu memimpin dalam berbagai sektor industri 
strategis. Tidak kalah penting, pembangunan SDM juga berkaitan erat 
dengan peningkatan kapasitas institusi dan tata kelola pemerintahan 
yang baik. SDM yang berkualitas di sektor publik mampu merumuskan 
kebijakan yang tepat dan implementasi yang efektif, terutama dalam 
bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Pemerintahan 
yang didukung oleh SDM profesional akan lebih mampu mendorong 
inovasi kebijakan dan pengelolaan sumber daya negara secara 
efisien, sehingga menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan 
mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam 
konteks global pembangunan SDM juga berperan sebagai modal 
utama dalam integrasi ekonomi internasional. Dengan adanya SDM 
yang kompeten, negara dapat lebih mudah menjalin kerja sama 
ekonomi, menarik investasi asing, dan berpartisipasi aktif dalam rantai 
nilai global. Tenaga kerja yang memiliki kemampuan bahasa asing, 
pengetahuan lintas budaya, serta keterampilan teknis yang memadai 
akan membuka peluang besar bagi perusahaan lokal untuk menembus 
pasar internasional dan bersaing dengan perusahaan multinasional. Di 
sisi lain, pembangunan SDM juga berperan dalam menciptakan 
lapangan kerja baru yang sesuai dengan kebutuhan perekonomian 
modern. Seiring dengan perkembangan teknologi, beberapa jenis 
pekerjaan tradisional mungkin akan tergantikan oleh otomatisasi. 
Namun, hal ini justru membuka peluang bagi munculnya jenis 
pekerjaan baru yang memerlukan keahlian khusus dan kemampuan 
adaptasi tinggi. Oleh karena itu, pembangunan SDM harus diarahkan 
untuk memberikan pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan tren 
ekonomi saat ini agar angkatan kerja tidak kehilangan daya saing dan 
mampu berkontribusi optimal. 
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A. PERAN STRATEGIS SDM DALAM PEMBANGUNAN 
EKONOMI 

1. Pengertian dan Konsep Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah unsur penting dalam 
pembangunan suatu bangsa dan menjadi penentu utama dalam 
keberhasilan pembangunan ekonomi. SDM terdiri dari keseluruhan 
kemampuan, tenaga, kreativitas, dan kompetensi yang dimiliki oleh 
individu dalam masyarakat yang digunakan untuk mendukung kegiatan 
produktif. Dalam definisi yang lebih luas, SDM bukan sekadar tenaga 
kerja yang tersedia, melainkan mencakup kualitas, pengetahuan, 
kesehatan, keterampilan, motivasi, dan kapasitas inovasi yang dimiliki 
oleh individu tersebut. 

Dimensi SDM: Kuantitas: Merujuk pada jumlah tenaga kerja yang 
tersedia dalam suatu negara. 

Kualitas: Mencakup aspek pendidikan, keterampilan, kesehatan, 
pengalaman kerja, dan nilai-nilai yang dimiliki tenaga kerja. 

Produktivitas: Kemampuan tenaga kerja untuk menghasilkan output 
dalam jumlah dan mutu yang tinggi. 

Pentingnya SDM dalam pembangunan ekonomi tidak lepas 
dari konsep bahwa manusia bukan hanya objek pembangunan, tetapi 
juga subjek utama yang memimpin, mengarahkan, dan menjalankan 
pembangunan. Hal ini berbeda dengan sumber daya alam atau modal 
fisik yang bersifat pasif. Dalam era globalisasi dan revolusi industri 
4.0, konsep SDM semakin kompleks. SDM harus mampu menguasai 
teknologi, beradaptasi dengan perubahan cepat, dan memiliki 
kemampuan inovasi agar dapat bersaing di tingkat global. Oleh karena 
itu, pengembangan SDM harus terintegrasi dengan kebutuhan pasar 
tenaga kerja, dinamika teknologi, serta perkembangan sosial budaya. 

Contoh pentingnya SDM di Negara-negara maju seperti 
Jepang dan Jerman menempatkan SDM sebagai prioritas utama 
pembangunan mereka. Pendidikan dan pelatihan yang berkualitas 
menjadi fokus utama untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten 
dan produktif. Di negara berkembang, tantangan utama adalah 
peningkatan kualitas SDM untuk mengatasi masalah pengangguran, 
kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Pengembangan SDM yang 
efektif akan menciptakan tenaga kerja yang tidak hanya memenuhi 
kebutuhan pasar domestik, tetapi juga mampu bersaing di pasar global, 
yang pada akhirnya mempercepat proses pembangunan ekonomi dan 
kesejahteraan masyarakat. 
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2. Pentingnya Peran SDM dalam Pembangunan Ekonomi 

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang bertujuan 
meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan masyarakat agar 
tercipta kemakmuran yang merata. Dalam proses ini, SDM memegang 
peranan yang sangat penting karena beberapa alasan utama sebagai 
berikut: 

1) Penggerak Utama Produktivitas Ekonomi Produktivitas tenaga 
kerja secara langsung memengaruhi jumlah dan kualitas output 
yang dihasilkan oleh suatu negara. Tenaga kerja yang 
berpengetahuan, terampil, dan sehat mampu bekerja lebih efisien, 
mengurangi kesalahan, serta berinovasi dalam proses produksi. 
Misalnya, penerapan teknologi modern dalam industri 
membutuhkan tenaga kerja yang menguasai teknologi tersebut 
agar dapat memaksimalkan output dan kualitas produk. 

2) Sumber Inovasi dan Kreativitas Inovasi adalah motor penggerak 
pembangunan ekonomi jangka panjang. SDM yang kreatif dan 
inovatif dapat menghasilkan teknologi baru, model bisnis, atau 
metode produksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. 
Contohnya, munculnya startup digital yang didirikan oleh SDM 
berpendidikan tinggi mampu membuka lapangan kerja baru dan 
meningkatkan daya saing nasional. 

3)  Peningkatan Kualitas dan Kapasitas SDM Mendorong 
Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Pendidikan dan pelatihan 
yang berkualitas meningkatkan kapasitas SDM sehingga tenaga 
kerja dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar kerja 
yang dinamis. Hal ini sangat penting di era digital, di mana 
perubahan teknologi terjadi sangat cepat. Negara dengan SDM 
yang adaptif mampu menjaga stabilitas ekonomi dan 
mempercepat pertumbuhan. 

4)  Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial Dengan 
peningkatan kemampuan SDM, masyarakat dapat memperoleh 
pekerjaan yang layak dan penghasilan yang lebih baik. Hal ini 
membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf 
hidup. Selain itu, peningkatan kualitas SDM berkontribusi pada 
pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan 
antarwilayah. 

5)  Peran SDM dalam Globalisasi dan Persaingan Internasional 
Dalam konteks globalisasi, tenaga kerja harus mampu bersaing 
dengan tenaga kerja dari negara lain. Negara yang memiliki 
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SDM berkualitas tinggi akan lebih mudah menarik 
investasi asing dan memperluas akses pasar internasional. 
Misalnya, negara-negara seperti Korea Selatan dan 

Singapura berhasil menjadi negara maju berkat fokus pada 
pengembangan SDM. Faktor Pendukung Peran SDM dalam 
Pembangunan Ekonomi: 

1) Ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai. 

2) Sistem pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri. 

3) Kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja. 

4) Dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan yang kondusif. 

5) Keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam pengembangan 
SDM. 

3. Strategi Pengembangan SDM dalam Mendukung 
Pembangunan Ekonomi 

Agar SDM dapat berkontribusi secara optimal dalam 
pembangunan ekonomi, diperlukan strategi pengembangan yang 
sistematis dan terintegrasi. Berikut beberapa strategi penting yang 
perlu dilakukan: 

1) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan 
merupakan fondasi utama pengembangan SDM. Strategi ini 
meliputi peningkatan kualitas kurikulum, pelatihan guru, dan 
akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan 
vokasi juga harus dikembangkan agar lulusan siap kerja dan 
sesuai dengan kebutuhan industri. 

2) Pengembangan Kesehatan dan Kesejahteraan SDM Kesehatan 
yang prima akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. 
Pemerintah perlu menyediakan layanan kesehatan yang 
terjangkau dan berkualitas, serta program-program peningkatan 
kesehatan masyarakat seperti imunisasi dan pola hidup sehat. 

3) Penguatan Kebijakan Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial 
Kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan 
perlindungan tenaga kerja sangat penting. Ini termasuk regulasi 
ketenagakerjaan yang adil, sistem jaminan sosial, dan 
pengembangan pasar kerja yang dinamis dan inklusif. 

4) Pemberdayaan SDM melalui Teknologi dan Inovasi Penerapan 
teknologi informasi dan komunikasi harus diimbangi dengan 
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peningkatan kemampuan SDM dalam bidang teknologi. 
Pelatihan teknologi digital dan inovasi harus dijadikan prioritas 
untuk menciptakan tenaga kerja yang siap menghadapi revolusi 
industri 4.0. 

5) Pengembangan Kepemimpinan dan Motivasi SDM 
Kepemimpinan yang efektif dan motivasi kerja yang tinggi 
sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang 
produktif. Pelatihan kepemimpinan, pemberian insentif, dan 
pembinaan budaya kerja positif harus diterapkan. 

6) Membangun Sinergi antara Pemerintah, Dunia Usaha, dan 
Pendidikan Kerjasama antara 

7) pemerintah, sektor swasta, dan institusi pendidikan sangat 
penting untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan 
industri, menyediakan magang, dan meningkatkan kesempatan 
kerja. 

8) Peningkatan Literasi dan Kompetensi Digital Kemampuan 
digital merupakan keharusan di era modern. Program literasi 
digital dan pengembangan keterampilan teknologi harus 
diperluas untuk meningkatkan daya saing SDM di pasar global. 
 

B. SDM SEBAGAI ASET DAN MODAL MANUSIA 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor 
terpenting dalam pembangunan dan kemajuan suatu organisasi, 
perusahaan, bahkan negara. Dalam konteks manajemen dan ekonomi, 
SDM tidak hanya dianggap sebagai tenaga kerja yang sekadar 
menjalankan tugas, tetapi telah berkembang menjadi aset berharga 
yang memiliki nilai strategis. SDM sebagai aset adalah pandangan 
yang menempatkan manusia sebagai kekayaan utama yang 
memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan 
organisasi. Mereka adalah pemegang pengetahuan, keterampilan, dan 
kemampuan yang mampu menciptakan nilai tambah dan inovasi. Oleh 
karena itu, investasi dalam pengembangan SDM menjadi prioritas 
utama untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas. Selain 
sebagai aset, SDM juga dipandang sebagai modal manusia (human 
capital). Modal manusia mengacu pada keseluruhan kapasitas, 
kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang 
dimiliki individu yang dapat digunakan untuk menghasilkan output 
ekonomi atau sosial. Konsep modal manusia menekankan pentingnya 
pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan kesejahteraan sebagai faktor 
yang meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Modal 
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manusia bukan sekadar kumpulan tenaga kerja, tetapi merupakan 
sumber daya yang terus berkembang dan mampu beradaptasi dengan 
perubahan lingkungan. Dalam dunia yang semakin kompetitif dan 
dinamis, pengembangan modal manusia menjadi kunci keberhasilan 
jangka panjang. 

Pemahaman tentang SDM sebagai aset dan modal manusia 
menuntut adanya perhatian serius terhadap bagaimana individu 
dikembangkan, dilindungi, dan dimotivasi. Manajemen SDM modern 
berfokus pada pengelolaan yang holistik, mulai dari proses rekrutmen, 
pelatihan, pengembangan karir, hingga kesejahteraan karyawan. 
Dengan demikian, SDM dapat memberikan kontribusi maksimal dan 
berkelanjutan bagi kemajuan organisasi. Hal ini sekaligus menegaskan 
bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh aset fisik 
atau modal finansial, tetapi sangat bergantung pada kualitas dan 
komitmen sumber daya manusianya. 

1. Pengertian dan Konsep Sumber Daya Manusia sebagai Aset 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen vital dalam 
keberlangsungan suatu organisasi maupun negara. Secara sederhana, 
SDM dapat didefinisikan sebagai keseluruhan tenaga kerja yang 
memiliki kemampuan fisik dan intelektual untuk melaksanakan tugas-
tugas yang dibebankan. Namun, dalam kerangka manajemen modern, 
SDM lebih dari sekadar tenaga kerja; mereka adalah aset berharga 
yang mampu memberikan nilai tambah dan mendukung pencapaian 
tujuan organisasi. Aset dalam konteks ini berarti sesuatu yang memiliki 
nilai ekonomi dan strategis yang dapat dimanfaatkan untuk 
memperoleh keuntungan dan keunggulan kompetitif. Konsep SDM 
sebagai aset mulai berkembang seiring dengan perubahan paradigma 
manajemen, dari fokus pada aset fisik menuju aset intelektual dan 
sumber daya manusia. Pendekatan ini menempatkan SDM sebagai 
modal strategis yang harus dikelola dengan cermat agar dapat 
meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan inovasi. Hal ini menuntut 
organisasi untuk memperlakukan karyawan bukan hanya sebagai 
pelaksana tugas, tetapi sebagai mitra strategis yang berperan penting 
dalam pengambilan keputusan dan penciptaan nilai. Oleh sebab itu, 
investasi dalam pengembangan SDM, seperti pelatihan, 
pengembangan karir, dan peningkatan kesejahteraan, menjadi sangat 
penting. Pengelolaan SDM sebagai aset juga menekankan perlunya 
sistem penilaian kinerja yang objektif dan transparan, sehingga 
kontribusi individu dapat diukur dan dihargai secara adil. Dengan 
demikian, karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan 
performa terbaiknya. Selain itu, organisasi yang mampu mengelola 
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SDM dengan baik akan memiliki tingkat retensi karyawan yang tinggi 
dan mampu menarik talenta-talenta terbaik, yang pada akhirnya 
memperkuat posisi organisasi di pasar. 

2. Sumber Daya Manusia sebagai Modal Manusia (Human 
Capital) 

Konsep modal manusia (human capital) merupakan 
pengembangan dari pemikiran bahwa manusia tidak sekadar tenaga 
kerja, tetapi merupakan modal utama yang memiliki nilai ekonomi 
dan sosial. Human capital mengacu pada keseluruhan pengetahuan, 
keterampilan, kemampuan, kesehatan, dan atribut lain yang dimiliki 
individu yang dapat digunakan untuk menghasilkan output produktif. 
Dalam teori ekonomi, modal manusia merupakan salah satu faktor 
produksi yang berperan penting selain modal fisik dan sumber daya 
alam. Pendidikan dan pelatihan merupakan elemen utama dalam 
pengembangan modal manusia. Dengan pendidikan yang baik, 
seseorang dapat meningkatkan kapasitas intelektual dan 
keterampilannya sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih 
besar dalam pekerjaan. 

Selain itu, kesehatan dan kesejahteraan juga menjadi aspek 
penting, karena tenaga kerja yang sehat akan lebih produktif dan 
mampu bertahan dalam lingkungan kerja yang menuntut. Investasi 
dalam modal manusia memiliki dampak jangka panjang yang 
signifikan. Tidak hanya meningkatkan produktivitas individu, tetapi 
juga berkontribusi pada kemajuan sosial dan ekonomi secara umum. 
Negara-negara yang mengutamakan pengembangan modal manusia 
biasanya memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi 
dan kualitas hidup yang lebih baik. Dalam konteks organisasi, modal 
manusia menjadi sumber inovasi dan daya saing yang berkelanjutan, 
yang memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan 
pasar dan teknologi. 

3. Peran dan Pentingnya Pengelolaan SDM sebagai Aset dan 
Modal Manusia dalam Organisasi 

Pengelolaan SDM sebagai aset dan modal manusia merupakan 
kunci keberhasilan organisasi dalam menghadapi tantangan global 
yang semakin kompleks dan dinamis. Organisasi yang memahami 
nilai strategis SDM akan berupaya menciptakan lingkungan kerja 
yang kondusif untuk pengembangan potensi individu, serta 
mendorong kolaborasi dan inovasi. Manajemen SDM yang efektif 
mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan tenaga kerja, 
rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, 
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hingga pemberian kompensasi dan penghargaan. 

Dengan pengelolaan yang baik, SDM dapat berperan sebagai 
sumber daya yang adaptif dan inovatif, sehingga mampu memberikan 
kontribusi optimal dalam mencapai tujuan organisasi. Selain itu, 
perhatian terhadap kesejahteraan karyawan dan pengembangan karir 
akan meningkatkan loyalitas dan motivasi, yang berdampak positif pada 
produktivitas dan kualitas kerja. Organisasi juga akan lebih mudah 
menarik dan mempertahankan talenta terbaik di tengah persaingan 
yang ketat. Pengelolaan SDM sebagai modal manusia juga menuntut 
adanya investasi berkelanjutan dalam pendidikan dan pelatihan, serta 
pengembangan budaya organisasi yang mendukung pembelajaran dan 
inovasi. Dalam era digital dan globalisasi, kemampuan SDM untuk 
terus belajar dan beradaptasi menjadi sangat penting. Oleh karena itu, 
organisasi harus mampu menyediakan fasilitas dan program yang 
mendukung pengembangan kompetensi serta meningkatkan kesehatan 
dan kesejahteraan karyawan secara menyeluruh. 

 
C. TANTANGAN SDM DI NEGARA BERKEMBANG 

Tantangan pengembangan sumber daya manusia di negara 
berkembang merupakan isu yang sangat kompleks dan melibatkan 
berbagai aspek yang saling terkait. Pada dasarnya, sumber daya 
manusia adalah modal utama dalam proses pembangunan nasional, 
karena kualitas tenaga kerja secara langsung memengaruhi 
produktivitas dan daya saing sebuah negara. Di negara berkembang, 
kondisi SDM sering kali masih belum memadai sehingga menjadi 
penghambat utama dalam mencapai kemajuan ekonomi dan sosial. 
Salah satu tantangan terbesar adalah kualitas pendidikan yang masih 
rendah dan tidak merata. Banyak negara berkembang menghadapi 
kendala dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai dan 
merata di seluruh wilayah. Keterbatasan jumlah sekolah, guru yang 
belum memadai, dan fasilitas pembelajaran yang kurang lengkap 
membuat kualitas pendidikan sulit untuk ditingkatkan. Selain itu, 
kurikulum pendidikan di banyak negara berkembang masih kurang 
relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang semakin dinamis dan 
berbasis teknologi. Hal ini menyebabkan lulusan pendidikan formal 
seringkali tidak memiliki keterampilan yang sesuai sehingga sulit 
bersaing di pasar tenaga kerja. 

Ketimpangan akses pendidikan juga menjadi masalah yang 
sangat nyata, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Anak-
anak yang tinggal di daerah terpencil sering kali tidak memiliki 
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kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang 
berkualitas, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan kualitas 
sumber daya manusia di tingkat nasional. Selain itu, faktor ekonomi 
keluarga yang rendah menyebabkan banyak anak terpaksa putus 
sekolah dan masuk ke dunia kerja informal sejak usia dini, sehingga 
potensi mereka sebagai sumber daya manusia yang produktif belum 
tergali secara optimal. Tantangan pendidikan ini semakin diperparah 
dengan tingkat melek huruf yang belum merata dan masih rendah di 
beberapa negara berkembang. Selain pendidikan, kesehatan 
masyarakat juga menjadi salah satu tantangan utama yang 
memengaruhi kualitas SDM di negara berkembang. Masalah 
kesehatan seperti malnutrisi, kurang gizi, dan tingginya angka penyakit 
menular masih menjadi kendala serius yang berdampak langsung pada 
produktivitas tenaga kerja. Kondisi kesehatan yang buruk 
menyebabkan rendahnya energi dan daya tahan tubuh tenaga kerja 
sehingga mereka kurang mampu bekerja dengan optimal. Selain itu, 
akses layanan kesehatan yang terbatas, terutama di daerah pedesaan 
dan wilayah miskin, membuat banyak masyarakat tidak mendapatkan 
perawatan yang memadai. 

1. Kondisi Umum SDM di Negara Berkembang 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor 
utama yang menentukan kemajuan dan pembangunan suatu negara. Di 
negara berkembang, kondisi SDM sering kali menghadapi tantangan 
yang cukup kompleks. Faktor demografis, seperti tingkat 
pertumbuhan penduduk yang tinggi, memberikan tekanan besar pada 
penyediaan pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Kualitas SDM 
di negara berkembang masih jauh dari ideal jika dibandingkan dengan 
negara maju, khususnya dalam aspek pendidikan dan keterampilan 
teknis. Tingkat melek huruf dan akses pendidikan formal di beberapa 
wilayah masih rendah, terutama di daerah pedesaan dan daerah 
terpencil. Hal ini menyebabkan ketimpangan kompetensi antar wilayah 
yang cukup mencolok. Selain itu, masalah kesehatan seperti malnutrisi, 
kurang gizi, dan rendahnya akses layanan kesehatan dasar turut 
mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Kondisi ini membuat 
produktivitas tenaga kerja di negara berkembang sering kali belum 
optimal, sehingga berpengaruh pada tingkat daya saing negara dalam 
pasar global. Selain itu, masih terdapat ketimpangan gender dalam 
dunia pendidikan dan pekerjaan, di mana perempuan di beberapa 
negara berkembang masih menghadapi hambatan sosial dan budaya 
yang membatasi partisipasi mereka dalam dunia kerja. Secara umum, 
pengembangan SDM di negara berkembang memerlukan pendekatan 
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komprehensif yang tidak hanya fokus pada pendidikan dan pelatihan, 
tetapi juga memperhatikan aspek kesehatan, kesejahteraan, dan inklusi 
sosial agar potensi manusia dapat dimaksimalkan secara menyeluruh. 

2. Tantangan Pengembangan SDM di Negara Berkembang 

Pengembangan SDM di negara berkembang menghadapi 
berbagai tantangan yang sangat beragam dan kompleks. Salah satu 
tantangan utama adalah rendahnya kualitas pendidikan yang disebabkan 
oleh keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas, 
serta kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan pasar kerja 
saat ini. Selain itu, ketimpangan akses pendidikan antara wilayah 
perkotaan dan pedesaan memperparah kondisi ini, di mana anak- anak 
di daerah pedesaan sering kali tidak mendapatkan kesempatan yang 
sama untuk mengenyam pendidikan berkualitas. Di sisi lain, masalah 
pengangguran dan underemployment juga menjadi permasalahan 
serius yang harus dihadapi oleh negara berkembang. Banyak lulusan 
pendidikan tinggi yang belum memiliki keterampilan yang sesuai 
dengan kebutuhan industri sehingga sulit untuk terserap ke dalam pasar 
kerja formal. Tantangan lain adalah masalah kesehatan yang 
mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, seperti tingginya angka 
kematian ibu dan bayi, penyakit menular, dan kurangnya akses ke 
fasilitas kesehatan dasar. Selain itu, terdapat pula hambatan sosial dan 
budaya, seperti diskriminasi gender, ketidaksetaraan sosial, serta 
konflik yang dapat menghambat pengembangan potensi SDM. 
Ketidakstabilan politik dan kurangnya investasi di bidang pendidikan 
dan pelatihan juga menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, 
strategi pengembangan SDM di negara berkembang harus 
memperhatikan berbagai dimensi tersebut dengan pendekatan 
multisektoral agar hasilnya lebih efektif dan berkelanjutan. 

3. Upaya dan Strategi Pengembangan SDM di Negara 
Berkembang 

Untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, negara 
berkembang telah melakukan berbagai upaya dan strategi dalam 
pengembangan sumber daya manusia. Salah satu pendekatan utama 
adalah peningkatan kualitas pendidikan melalui perbaikan kurikulum, 
peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta perluasan akses 
pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Program-program 
pemerintah dan lembaga internasional sering kali fokus pada pemberian 
beasiswa, pelatihan vokasi, dan peningkatan fasilitas pendidikan 
terutama di daerah tertinggal. Selain pendidikan, sektor kesehatan 
juga menjadi prioritas dengan upaya peningkatan pelayanan kesehatan 
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dasar, imunisasi, dan kampanye kesehatan masyarakat untuk 
meningkatkan kondisi fisik dan mental tenaga kerja. Pengembangan 
keterampilan dan pelatihan kerja menjadi bagian penting agar SDM 
mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja yang dinamis, 
terutama di era globalisasi dan digitalisasi. Selain itu, pemberdayaan 
kelompok rentan seperti perempuan dan kaum muda juga menjadi 
fokus agar tercipta inklusi sosial dan pengurangan kesenjangan. 
Kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam 
program pelatihan kerja dan kewirausahaan turut membantu 
memperluas kesempatan kerja dan mengurangi angka pengangguran. 
Transformasi digital dan pemanfaatan teknologi informasi juga mulai 
dimaksimalkan untuk meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan 
secara lebih merata. Secara keseluruhan, pengembangan SDM di 
negara berkembang memerlukan pendekatan yang holistik dan 
sinergis agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan 
memperkuat daya saing nasional dalam jangka panjang. 

 
D. TRANSFORMASI EKONOMI DAN DAMPAKNYA 

TERHADAP SDM 

Transformasi ekonomi merupakan proses perubahan struktur 
ekonomi yang terjadi di sebuah negara dari sektor-sektor tradisional 
menuju sektor yang lebih modern dan produktif, seperti dari pertanian 
ke industri dan jasa. Proses ini biasanya disertai dengan kemajuan 
teknologi, peningkatan produktivitas, dan perubahan pola konsumsi 
masyarakat. Di negara berkembang, transformasi ekonomi menjadi 
kunci utama dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, proses ini juga 
membawa dampak yang signifikan terhadap sumber daya manusia yang 
harus disiapkan agar mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. 
Transformasi ekonomi sering kali menuntut adanya pergeseran 
keterampilan tenaga kerja dari yang bersifat manual dan tradisional 
menjadi lebih teknis, kreatif, dan berbasis teknologi. Oleh sebab itu, 
kemampuan SDM harus dikembangkan agar mampu memenuhi 
tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks dan dinamis. Di sisi lain, 
transformasi ekonomi dapat membuka peluang lapangan kerja baru di 
sektor-sektor modern yang tumbuh pesat, seperti manufaktur, 
teknologi informasi, dan jasa keuangan. Namun, apabila tidak 
diimbangi dengan peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan serta 
pelatihan, maka akan terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar 
kerja dan kemampuan tenaga kerja, yang dapat menyebabkan 
meningkatnya pengangguran dan underemployment. 
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Dampak transformasi ekonomi terhadap SDM juga terlihat 
dari perubahan pola mobilitas tenaga kerja, di mana banyak pekerja 
yang beralih dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, terutama 
di wilayah perkotaan. Urbanisasi yang meningkat akibat transformasi 
ekonomi ini menimbulkan tantangan tersendiri, seperti kebutuhan 
akan perumahan, infrastruktur, dan pelayanan sosial yang memadai 
bagi penduduk kota yang bertambah. Selain itu, transformasi ekonomi 
dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja jika diiringi dengan 
investasi dalam pengembangan keterampilan dan kesehatan. 
Peningkatan produktivitas ini akan meningkatkan pendapatan dan 
kualitas hidup masyarakat secara umum. Namun, apabila transformasi 
ekonomi berjalan terlalu cepat tanpa kesiapan SDM yang memadai, 
maka dapat menimbulkan masalah sosial seperti pengangguran 
struktural, ketimpangan pendapatan, dan ketidakstabilan sosial. Oleh 
karena itu, pengembangan SDM harus menjadi bagian integral dari 
strategi transformasi ekonomi untuk memastikan bahwa tenaga kerja 
mampu mengikuti perubahan dan berkontribusi secara maksimal 
terhadap pembangunan ekonomi. Selain itu, transformasi ekonomi 
juga menuntut perubahan dalam sistem pendidikan dan pelatihan. 
Pendidikan formal harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki 
keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri yang berkembang, 
seperti kemampuan digital, pemecahan masalah, dan kreativitas. 
Pelatihan vokasi dan pengembangan keterampilan juga perlu 
diperkuat agar tenaga kerja dapat terus meningkatkan 
kapabilitasnya seiring dengan perubahan teknologi dan proses 
produksi. Transformasi ekonomi juga mendorong pergeseran 
paradigma dari pekerjaan yang bersifat fisik menjadi pekerjaan yang 
lebih berbasis pengetahuan dan layanan, sehingga pendidikan tinggi 
dan pelatihan khusus menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, peran 
pemerintah dan sektor swasta sangat penting dalam menyediakan 
program pelatihan yang relevan dan akses pendidikan yang merata 
untuk memperkuat daya saing tenaga kerja. 

1. Konsep dan Proses Transformasi Ekonomi 

Ekonomi adalah proses perubahan struktur ekonomi suatu 
negara dari sektor tradisional, seperti pertanian, ke sektor modern yang 
meliputi industri dan jasa yang lebih produktif dan bernilai tambah 
tinggi. Di negara berkembang, transformasi ekonomi ini menjadi 
kunci utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proses 
transformasi ini biasanya ditandai dengan peningkatan investasi dalam 
infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia, serta diversifikasi 
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ekonomi yang mampu mengurangi ketergantungan pada sektor 
primer. Transformasi ekonomi juga melibatkan perubahan pola 
konsumsi, produksi, serta perdagangan internasional. Perubahan ini 
tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga 
pada struktur sosial dan pasar tenaga kerja. Dalam prosesnya, 
transformasi ekonomi dapat mempercepat urbanisasi, mengubah pola 
migrasi penduduk dari desa ke kota, serta meningkatkan permintaan 
akan tenaga kerja dengan keterampilan khusus dan teknologi yang 
lebih maju. Oleh karena itu, transformasi ekonomi menjadi tantangan 
sekaligus peluang bagi negara berkembang dalam meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia agar dapat menyesuaikan diri dengan 
perubahan yang cepat dan dinamis. 

2. Dampak Transformasi Ekonomi terhadap SDM 

Dampak transformasi ekonomi terhadap sumber daya manusia 
di negara berkembang  sangat  signifikan  dan  bersifat  
multidimesional.  Pertama, transformasi ini menuntut peningkatan 
kualitas SDM yang lebih adaptif dan terampil, terutama dalam 
menghadapi perubahan teknologi dan inovasi yang berkembang pesat. 
Hal ini memerlukan perubahan paradigma dalam pendidikan dan 
pelatihan yang lebih menekankan pada penguasaan keterampilan 
teknis dan kemampuan berpikir kritis. Kedua, transformasi ekonomi 
juga berdampak pada perubahan struktur pasar tenaga kerja, di mana 
permintaan terhadap tenaga kerja sektor industri dan jasa meningkat, 
sementara sektor pertanian yang selama ini menjadi penopang utama 
menurun perannya. Kondisi ini menyebabkan pergeseran kebutuhan 
keterampilan dan peluang kerja yang harus diantisipasi oleh 
pemerintah dan masyarakat. Ketiga, transformasi ekonomi dapat 
memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi jika tidak diimbangi 
dengan kebijakan yang tepat. Peningkatan produktivitas di sektor 
modern sering kali tidak diikuti oleh pemerataan kesejahteraan, 
sehingga kelompok masyarakat tertentu dapat tertinggal. Di sisi lain, 
perubahan ekonomi juga membawa tantangan baru berupa kebutuhan 
akan perlindungan sosial yang lebih baik, pelatihan ulang bagi tenaga 
kerja yang terdampak, serta pengembangan kewirausahaan untuk 
menyerap tenaga kerja baru. Secara keseluruhan, dampak transformasi 
ekonomi terhadap SDM menuntut respons strategis dari berbagai 
pihak agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan. 
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3. Strategi Menghadapi Dampak Transformasi Ekonomi pada 
SDM 

Menghadapi dampak transformasi ekonomi terhadap sumber 
daya manusia, negara berkembang perlu mengimplementasikan 
strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Salah satu strategi utama 
adalah reformasi sistem pendidikan yang berfokus pada peningkatan 
relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja, pengembangan 
keterampilan vokasi, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses 
pembelajaran. Pendidikan sepanjang hayat juga harus menjadi bagian 
dari strategi untuk memastikan tenaga kerja dapat terus memperbarui 
kemampuan dan beradaptasi dengan perubahan teknologi. Selain itu, 
penguatan program pelatihan kerja dan pengembangan kewirausahaan 
sangat penting untuk membuka lebih banyak lapangan kerja dan 
meningkatkan daya saing tenaga kerja.  

Pemerintah juga perlu memperkuat sistem perlindungan sosial 
dan mekanisme redistribusi agar kesenjangan sosial akibat 
transformasi ekonomi dapat diminimalisir. Pengembangan kebijakan 
inklusif yang memberdayakan kelompok rentan, seperti perempuan, 
kaum muda, dan masyarakat miskin, menjadi prioritas agar 
transformasi ekonomi dapat memberikan manfaat secara merata. Di 
samping itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga 
pendidikan perlu ditingkatkan untuk menciptakan ekosistem yang 
kondusif bagi pengembangan SDM. Dengan strategi yang tepat, 
negara berkembang dapat mengoptimalkan dampak positif 
transformasi ekonomi sekaligus meminimalisir risiko yang muncul, 
sehingga pembangunan berkelanjutan dapat terwujud. 

 
E. INVESTASI SDM DAN DAYA SAING GLOBAL 

Investasi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor 
kunci yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi 
dan peningkatan daya saing sebuah negara di tingkat global. Investasi 
ini merujuk pada upaya pengembangan kualitas dan kapasitas individu 
melalui pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, serta 
pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar 
tenaga kerja. Dalam konteks globalisasi dan persaingan dunia yang 
semakin ketat, kualitas SDM menjadi modal utama bagi suatu negara 
untuk dapat bersaing dan berkontribusi secara efektif dalam rantai 
nilai internasional. Negara-negara yang mampu mengalokasikan 
sumber daya secara optimal dalam pengembangan SDM akan 
menghasilkan tenaga kerja yang produktif, inovatif, dan adaptif 
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terhadap perubahan teknologi dan dinamika pasar global. Hal ini akan 
meningkatkan kemampuan mereka untuk menciptakan produk dan 
jasa bernilai tambah tinggi yang diminati oleh pasar internasional. 

Daya saing global suatu negara sangat dipengaruhi oleh 
kemampuan tenaga kerja dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, serta kapasitas untuk berinovasi. Oleh karena itu, investasi 
dalam pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tidak hanya 
meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga mendorong 
kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan problem solving. Tenaga 
kerja yang memiliki kompetensi tersebut dapat mendukung 
terciptanya proses produksi yang efisien, pengembangan produk 
baru, serta peningkatan kualitas layanan. Di sisi lain, investasi dalam 
kesehatan juga memegang peranan penting karena tenaga kerja yang 
sehat akan memiliki produktivitas yang lebih tinggi dan mampu 
berkontribusi dalam jangka panjang. Sebaliknya, jika suatu negara 
mengabaikan aspek pengembangan SDM, maka akan sulit bagi negara 
tersebut untuk meningkatkan daya saingnya, yang pada akhirnya dapat 
memperlambat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. 

1. Pengertian Investasi Sumber Daya Manusia 

Investasi sumber daya manusia merupakan proses 
pengalokasian sumber daya, baik berupa waktu, tenaga, maupun 
biaya, untuk meningkatkan kualitas, keterampilan, dan kapasitas 
individu agar dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan 
ekonomi dan sosial. Investasi ini mencakup berbagai bentuk seperti 
pendidikan formal, pelatihan keterampilan, kesehatan, dan 
pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia 
kerja. Konsep investasi SDM menekankan pentingnya peningkatan 
kualitas manusia sebagai modal utama pembangunan, yang mampu 
menciptakan nilai tambah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. 
Dengan investasi yang tepat dan berkelanjutan, individu tidak hanya 
memperoleh kemampuan teknis, tetapi juga keterampilan sosial dan 
kemampuan adaptasi yang penting di era globalisasi dan revolusi 
industri 4.0. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan SDM 
menjadi aspek yang sangat strategis bagi negara manapun yang ingin 
meningkatkan daya saing dan posisi ekonominya di kancah 
internasional. 

2. Hubungan Investasi SDM dengan Daya Saing Global 

Investasi sumber daya manusia memiliki korelasi yang sangat 
erat dengan daya saing global sebuah negara. Daya saing global 
mencerminkan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang 
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dan jasa yang dapat bersaing di pasar internasional, yang pada 
gilirannya menentukan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran 
bangsa. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing 
tinggi menjadi faktor penentu utama dalam menciptakan produk dan 
layanan bernilai tambah tinggi, inovatif, serta mampu beradaptasi 
dengan perubahan teknologi dan pasar global. Negara yang 
menginvestasikan sumber daya secara besar-besaran dalam 
pendidikan, pelatihan, dan kesehatan akan menghasilkan tenaga kerja 
yang lebih produktif, kreatif, dan memiliki kemampuan problem 
solving yang baik. Hal ini memperkuat posisi negara tersebut dalam 
rantai nilai global dan menarik investasi asing yang lebih besar. 
Sebaliknya, negara yang kurang berinvestasi dalam SDM akan 
mengalami kesulitan bersaing karena kekurangan tenaga kerja 
terampil dan inovatif, sehingga potensi pertumbuhan ekonomi 
menjadi terbatas. 

3. Strategi Investasi SDM untuk Meningkatkan Daya Saing 

Untuk meningkatkan daya saing global melalui investasi SDM, 
negara perlu menerapkan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan. 
Pertama, peningkatan kualitas pendidikan menjadi prioritas utama 
dengan fokus pada kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri 
dan perkembangan teknologi. Selain itu, pemerintah dan sektor swasta 
harus berkolaborasi dalam menyediakan program pelatihan dan 
pengembangan keterampilan yang adaptif terhadap perubahan pasar 
kerja. Investasi dalam kesehatan juga sangat penting untuk 
memastikan tenaga kerja yang sehat dan produktif. Di samping itu, 
perlu adanya kebijakan yang mendorong inklusi sosial dan 
pengurangan kesenjangan agar seluruh lapisan masyarakat memiliki 
akses yang sama terhadap pendidikan dan pelatihan berkualitas. 
Penguatan sistem inovasi nasional, dukungan terhadap penelitian dan 
pengembangan, serta pemanfaatan teknologi digital juga menjadi 
bagian dari strategi investasi SDM. Dengan pendekatan yang 
menyeluruh ini, sumber daya manusia dapat menjadi motor penggerak 
utama peningkatan daya saing global yang berkelanjutan dan 
menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 

 
F. STUDI KASUS: SDM SEBAGAI FOKUS RPJMN DAN 

RPJPN INDONESIA 

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu fokus utama 
dalam perencanaan pembangunan nasional Indonesia, terutama yang 
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
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(RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN). Pemerintah menyadari bahwa kualitas SDM sangat 
menentukan kemajuan bangsa dan daya saing negara di kancah global. 
Oleh karena itu, RPJPN dan RPJMN menempatkan pengembangan 
SDM sebagai prioritas, dengan tujuan meningkatkan kualitas 
pendidikan, kesehatan, dan keterampilan tenaga kerja. Melalui 
berbagai program seperti peningkatan akses pendidikan yang merata, 
pelatihan vokasi, serta peningkatan layanan kesehatan, pemerintah 
berupaya membangun SDM yang tidak hanya cerdas secara intelektual, 
tetapi juga sehat dan kompeten menghadapi tantangan zaman, 
khususnya di era revolusi industri 4.0. Selain itu, fokus 
pengembangan SDM juga diarahkan untuk mengurangi kesenjangan 
sosial dan ekonomi antar daerah, sehingga pembangunan dapat 
berjalan lebih merata. Dengan demikian, melalui penguatan SDM, 
Indonesia berharap dapat memanfaatkan bonus demografi dan 
mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. 
Studi kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan SDM 
dalam mencapai target-target pembangunan nasional yang telah 
ditetapkan dalam RPJPN dan RPJMN, serta bagaimana strategi 
tersebut diimplementasikan melalui kebijakan dan program yang 
konkret. 

1. Pentingnya Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam 
RPJPN dan RPJMN 

a. Peran Strategis SDM dalam Pembangunan Nasional Sumber 
Daya Manusia (SDM) memiliki peran yang sangat strategis 
dalam pembangunan nasional. Kemajuan suatu negara tidak 
hanya diukur dari kekayaan alam atau infrastruktur fisiknya, 
tetapi lebih pada kualitas dan kapasitas manusia yang mengelola 
sumber daya tersebut. Di Indonesia, SDM menjadi kunci utama 
dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang dan 
menengah yang tertuang dalam RPJPN dan RPJMN. Hal ini 
karena SDM yang berkualitas mampu meningkatkan 
produktivitas, mendorong inovasi, dan memperkuat daya saing 
nasional. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia menjadikan 
pengembangan SDM sebagai prioritas utama dalam 
perencanaan pembangunan nasional, agar Indonesia dapat 
menjadi negara maju yang berdaulat, adil, dan makmur. 

b. Fokus Pengembangan SDM dalam Dokumen RPJPN dan 
RPJMN Dokumen RPJPN 2005-2025 dan RPJMN yang 
merupakan rencana lima tahunan sebagai pelaksana RPJPN 
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menegaskan pentingnya pengembangan SDM melalui berbagai 
pendekatan komprehensif. Fokus utama dalam pengembangan 
SDM meliputi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, 
serta keterampilan kerja. Pemerintah berkomitmen untuk 
menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas 
mulai dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi, agar seluruh 
lapisan masyarakat dapat memperoleh kesempatan yang sama 
untuk meningkatkan kapasitas diri. Selain itu, kesehatan sebagai 
prasyarat produktivitas SDM juga menjadi perhatian utama 
melalui peningkatan layanan kesehatan dasar dan promotif 
preventif. Keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan 
industri modern juga terus dikembangkan untuk menyiapkan 
tenaga kerja yang mampu beradaptasi dengan perkembangan 
teknologi dan ekonomi global. 

c. Dampak Positif Pengembangan SDM bagi Pembangunan 
Nasional Pengembangan SDM yang terencana dan terarah akan 
memberikan dampak positif yang luas bagi pembangunan 
nasional. Dengan SDM yang berkualitas, produktivitas nasional 
meningkat, inovasi teknologi dan bisnis berkembang pesat, serta 
kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata. SDM yang 
sehat dan berpendidikan juga mampu mengurangi kemiskinan 
dan kesenjangan sosial, sehingga menciptakan stabilitas sosial 
yang kondusif bagi pembangunan. Lebih jauh, penguatan SDM 
memungkinkan Indonesia memanfaatkan bonus demografi 
secara optimal, di mana jumlah penduduk usia produktif yang 
besar dapat menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. 
Dengan demikian, fokus pada SDM dalam RPJPN dan RPJMN 
bukan sekadar program jangka pendek, melainkan investasi 
jangka panjang yang akan menentukan masa depan bangsa. 

2. Strategi Pengembangan SDM dalam RPJMN dan RPJPN 

Dalam RPJPN dan RPJMN, strategi pengembangan SDM 
dirancang secara komprehensif untuk menjawab berbagai tantangan 
dan perubahan zaman. Pertama, peningkatan mutu dan akses 
pendidikan menjadi pilar utama, mulai dari pendidikan dasar hingga 
perguruan tinggi. Pemerintah melakukan reformasi kurikulum, 
peningkatan kualitas guru, dan pengembangan fasilitas pendidikan 
agar mampu mencetak SDM yang unggul dan adaptif terhadap 
perubahan. Selain itu, pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi 
menjadi bagian penting dalam menyiapkan tenaga kerja yang siap 
menghadapi kebutuhan dunia industri, terutama dalam menghadapi 



22 | Ekonomi Sumber Daya Manusia; Tantangan Digital, Ketimpangan, dan Daya Saing Globa 

revolusi industri 4.0 yang menuntut keterampilan digital dan teknis. 
Di sisi lain, peningkatan layanan kesehatan juga menjadi fokus, 
karena kesehatan yang baik adalah modal utama produktivitas SDM. 
Pemerintah berupaya meningkatkan akses layanan kesehatan dasar 
dan program promotif preventif untuk memastikan masyarakat tetap 
sehat dan produktif. Pengembangan inovasi dan penelitian juga 
didorong sebagai bagian dari strategi untuk menguatkan kapasitas 
SDM, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, 
tetapi juga pencipta teknologi yang mampu bersaing secara global. 
Keseluruhan strategi ini dilaksanakan melalui berbagai program dan 
kebijakan yang sinergis antar kementerian dan lembaga, serta 
melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha. 

3. Tantangan dan Peluang dalam Pengembangan SDM di 
Indonesia 

Meskipun pengembangan SDM menjadi prioritas dalam 
RPJPN dan RPJMN, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan 
signifikan. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan kualitas 
SDM antar daerah, khususnya antara wilayah perkotaan dan daerah 
terpencil yang masih jauh dari pemerataan fasilitas pendidikan dan 
kesehatan. Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya di beberapa 
wilayah menyebabkan sebagian besar masyarakat sulit mengakses 
layanan pendidikan dan pelatihan berkualitas. Selain itu, 
perkembangan teknologi yang sangat cepat menuntut adaptasi SDM 
secara cepat dan berkelanjutan agar tidak tertinggal dalam kompetisi 
global. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya 
partisipasi angkatan kerja dalam pelatihan keterampilan dan sertifikasi, 
yang menjadi penghambat dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja 
Indonesia. Di sisi lain, Indonesia memiliki peluang besar yang dapat 
dimanfaatkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Bonus demografi 
yang sedang dialami Indonesia memberikan potensi besar dalam 
membentuk angkatan kerja produktif yang dapat mendorong 
pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan 
digitalisasi membuka akses pembelajaran dan pelatihan yang lebih 
luas, termasuk untuk daerah-daerah terpencil. Dengan dukungan 
kebijakan yang tepat dan sinergi antar pemangku kepentingan, peluang 
ini dapat dijadikan momentum untuk mempercepat peningkatan 
kualitas SDM yang inklusif dan berkelanjutan. 
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BAB II 
BONUS DEMOGRAFI DAN KESIAPAN TENAGA 

KERJA MUDA 
 

 

 

 

 

Bonus demografi merupakan sebuah fenomena demografis di 
mana proporsi penduduk usia produktif biasanya antara 15 hingga 64 
tahun mendominasi jumlah total penduduk suatu negara. Fenomena ini 
memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi karena tenaga 
kerja muda yang melimpah dapat menjadi motor penggerak 
produktivitas, inovasi, dan perkembangan sosial. Namun, bonus 
demografi tidak serta merta menjamin kemajuan, karena 
keberhasilannya sangat bergantung pada sejauh mana negara tersebut 
mampu mempersiapkan dan memberdayakan tenaga kerja muda agar 
siap menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompleks dan 
dinamis. Kesiapan tenaga kerja muda menjadi faktor krusial dalam 
memastikan bonus demografi menjadi keuntungan dan bukan beban. 
Hal ini meliputi pemberian pendidikan yang berkualitas, pelatihan 
keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta 
penguatan karakter dan soft skills yang mendukung kemampuan 
beradaptasi dan berinovasi. Di era globalisasi dan revolusi industri 4.0, 
kesiapan tenaga kerja muda juga harus mencakup kemampuan digital 
dan literasi teknologi agar mampu bersaing di tingkat nasional 
maupun internasional. Selain itu, tantangan pengangguran dan 
mismatch antara kompetensi yang dimiliki dengan kebutuhan industri 
menjadi isu yang harus diatasi melalui strategi pengembangan SDM 
yang terintegrasi dan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan 
lembaga pendidikan. Investasi dalam pengembangan tenaga kerja 
muda melalui program-program pendidikan vokasi, magang, pelatihan 
kerja, serta pemberdayaan kewirausahaan menjadi langkah strategis 
yang tidak bisa diabaikan. Dengan demikian, kesiapan tenaga kerja 
muda dalam menghadapi bonus demografi merupakan fondasi utama 
bagi Indonesia untuk meraih pertumbuhan ekonomi yang inklusif, 
berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
secara luas. 
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A. KONSEP DAN PELUANG BONUS DEMOGRAFI 

Bonus demografi adalah suatu kondisi yang terjadi ketika 
suatu negara mengalami peningkatan proporsi penduduk usia 
produktif (sekitar usia 15 hingga 64 tahun) dibandingkan dengan 
penduduk usia non-produktif (anak-anak di bawah usia 15 tahun dan 
lansia di atas 64 tahun). Kondisi ini biasanya merupakan hasil dari 
perubahan struktur demografi yang berlangsung secara bertahap, di 
mana angka kelahiran menurun, angka kematian juga menurun, dan 
terjadi peningkatan usia harapan hidup. Dengan kata lain, lebih 
banyak penduduk berada pada usia kerja dan siap untuk berkontribusi 
dalam aktivitas ekonomi produktif. Perubahan ini menciptakan 
peluang besar bagi suatu negara untuk meraih pertumbuhan ekonomi 
yang tinggi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara 
menyeluruh, asalkan peluang tersebut dimanfaatkan dengan kebijakan 
yang tepat dan sistem yang mendukung. Konsep bonus demografi 
berkaitan erat dengan transisi demografi, yaitu proses perubahan 
struktur penduduk dari pola tradisional yang didominasi oleh angka 
kelahiran dan kematian tinggi menuju pola modern dengan angka 
kelahiran dan kematian yang rendah. Dalam fase bonus demografi, 
rasio ketergantungan penduduk yakni perbandingan antara penduduk 
yang tidak produktif dengan yang produktif menjadi lebih kecil. Hal 
ini berarti beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk 
produktif menjadi lebih ringan, sehingga tersedia lebih banyak sumber 
daya untuk investasi dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, 
kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Jika dikelola dengan baik, 
kondisi ini memungkinkan terjadinya peningkatan pendapatan per 
kapita dan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. 

Peluang dari bonus demografi sangat besar, namun 
pemanfaatannya sangat tergantung pada kesiapan suatu negara dalam 
menyediakan akses terhadap pendidikan berkualitas, pelatihan kerja, 
lapangan pekerjaan yang memadai, serta perlindungan sosial yang kuat. 
Pendidikan menjadi kunci penting karena akan menentukan kualitas 
sumber daya manusia yang tersedia. Penduduk usia produktif yang 
terdidik dan memiliki keterampilan tinggi akan lebih mudah terserap 
dalam sektor ekonomi formal, berinovasi, serta menciptakan nilai 
tambah bagi negara. Selain itu, sektor kesehatan juga berperan penting 
agar penduduk usia kerja tetap sehat, produktif, dan berdaya saing. 
Pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk menciptakan 
iklim ekonomi yang mendukung kewirausahaan, investasi, dan 
pengembangan industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam 
jumlah besar dan berkualitas. 
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1. Pengertian Bonus Demografi 

Bonus demografi adalah suatu kondisi yang terjadi ketika 
struktur penduduk suatu negara didominasi oleh kelompok usia 
produktif, yakni penduduk berusia antara 15 hingga 64 tahun. Pada saat 
yang sama, proporsi penduduk usia non-produktif, yaitu anak-anak (0–
14 tahun) dan lansia (65 tahun ke atas), berada pada tingkat yang lebih 
rendah. Dalam konteks kependudukan, fenomena ini dianggap sebagai 
sebuah “jendela peluang” atau window of opportunity yang hanya 
terjadi sekali dalam sejarah demografi suatu bangsa. Bonus demografi 
bukanlah sebuah kondisi yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil 
dari proses panjang perubahan struktur umur penduduk yang 
umumnya didorong oleh menurunnya angka kelahiran (fertilitas) dan 
meningkatnya angka harapan hidup (life expectancy). Ketika keluarga 
memiliki lebih sedikit anak, populasi anak- anak akan menurun, 
sementara generasi muda dari dekade sebelumnya telah memasuki 
usia produktif. Bila populasi produktif ini dapat dimaksimalkan 
dengan kebijakan pembangunan yang tepat, maka negara berpotensi 
mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Namun, perlu digarisbawahi bahwa bonus 
demografi bukan otomatis menghasilkan keuntungan. Tanpa adanya 
strategi pembangunan yang inklusif, peningkatan investasi pada sektor 
pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja yang luas, 
potensi tersebut bisa berubah menjadi beban demografi. Oleh karena 
itu, pemahaman akan pengertian dan dinamika bonus demografi sangat 
penting untuk menjadi dasar dalam merancang kebijakan publik yang 
berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. 

2. Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Bonus Demografi 

Bonus demografi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama 
yang berhubungan erat dengan dinamika kependudukan serta kebijakan 
sosial dan ekonomi. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain: 

a. Penurunan Angka Kelahiran (Fertilitas) Salah satu indikator 
awal terjadinya bonus demografi adalah penurunan tingkat 
kelahiran. Ketika tingkat kelahiran menurun secara konsisten, 
jumlah penduduk usia muda akan berkurang dalam jangka 
panjang. Penurunan fertilitas ini biasanya terjadi karena 
peningkatan kesadaran keluarga berencana, perubahan pola 
hidup masyarakat, dan meningkatnya partisipasi perempuan 
dalam pendidikan dan dunia kerja. Dengan lebih sedikit anak 
yang lahir, rasio ketergantungan akan menurun, dan proporsi 
usia produktif meningkat. 
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b. Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Harapan Hidup Kemajuan di 
bidang kesehatan berkontribusi terhadap meningkatnya usia 
harapan hidup masyarakat. Ketika lebih banyak penduduk 
mampu hidup lebih lama dan tetap sehat, mereka tetap bisa aktif 
secara sosial dan ekonomi lebih lama pula. Ini memperpanjang 
masa produktif penduduk dan meningkatkan kontribusi 
terhadap pembangunan ekonomi nasional. 

c. Pendidikan dan Urbanisasi Akses yang lebih luas terhadap 
pendidikan, terutama pendidikan menengah dan tinggi, 
mendorong generasi muda untuk memperoleh keterampilan 
yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Urbanisasi yang terjadi 
seiring waktu juga menciptakan peluang ekonomi yang lebih 
luas. Kota-kota menjadi pusat kegiatan ekonomi, inovasi, dan 
lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja usia produktif. 

d. Perubahan Sosial dan Peran Perempuan Transformasi sosial 
seperti meningkatnya keterlibatan perempuan dalam dunia kerja 
juga memperkuat dampak bonus demografi. Ketika perempuan 
menunda usia pernikahan dan memiliki lebih sedikit anak, 
mereka memiliki peluang lebih besar untuk berpartisipasi dalam 
ekonomi formal. Hal ini memperbesar jumlah tenaga kerja 
potensial dan memperkuat kontribusi penduduk produktif 
terhadap ekonomi nasional. 

Dengan kata lain, bonus demografi bukan hanya soal struktur 
penduduk, tetapi juga hasil dari sinergi berbagai aspek pembangunan 
seperti pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan kebijakan 
ketenagakerjaan. 

3. Peluang dan Tantangan dalam Memanfaatkan Bonus 
Demografi 

Bonus demografi membuka peluang besar bagi suatu negara 
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya secara signifikan. 
Namun, untuk benar-benar memanfaatkannya, negara harus mampu 
mengatasi sejumlah tantangan yang kompleks. Berikut adalah 
penjabaran lebih lanjut: 

a. Peluang Bonus Demografi Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih 
Cepat Dengan mayoritas penduduk berada pada usia produktif, 
potensi tenaga kerja meningkat secara signifikan. Jika tenaga 
kerja ini dapat diserap ke dalam sektor-sektor produktif, maka 
produksi barang dan jasa akan meningkat, dan secara langsung 
mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Meningkatnya 
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Pendapatan Per Kapita Penduduk usia kerja yang memiliki 
pekerjaan tetap dan pendapatan akan menyumbang pada 
peningkatan pendapatan rumah tangga. Secara makro, hal ini 
akan berdampak pada naiknya pendapatan per kapita nasional. 
Peningkatan Tabungan dan Investasi Penduduk produktif yang 
bekerja akan cenderung memiliki pendapatan yang 
memungkinkan mereka untuk menabung. Akumulasi tabungan 
ini dapat menjadi sumber investasi dalam negeri, mendorong 
pembangunan infrastruktur, industri, dan inovasi. Inovasi dan 
Transformasi Digital Bonus demografi seringkali juga identik 
dengan pertumbuhan generasi muda yang lebih akrab dengan 
teknologi digital. Dengan dukungan yang tepat, generasi ini bisa 
menjadi motor penggerak inovasi, start-up digital, dan 
transformasi ekonomi berbasis teknologi. 

b. Tantangan dalam Memanfaatkan Bonus Demografi Tingginya 
Risiko Pengangguran Salah satu risiko utama dalam periode 
bonus demografi adalah jumlah angkatan kerja yang meningkat 
tidak seimbang dengan pertumbuhan lapangan kerja. Jika pasar 
kerja tidak mampu menyerap tenaga kerja yang tersedia, maka 
akan terjadi pengangguran massal yang justru menjadi beban 
sosial dan ekonomi. 

c. Ketidaksesuaian Keterampilan (Skill Mismatch) Pendidikan 
yang tidak selaras dengan kebutuhan pasar kerja akan 
menghasilkan lulusan yang tidak siap kerja. Ketimpangan 
antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri bisa 
memperparah tingkat pengangguran terselubung dan 
menurunkan produktivitas nasional. Ketimpangan Wilayah dan 
Akses Tidak semua wilayah memiliki akses yang merata 
terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. 
Ketimpangan ini dapat menyebabkan bonus demografi hanya 
dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, terutama di daerah 
perkotaan, sementara daerah tertinggal tetap mengalami 
stagnasi. Ketahanan Sosial dan Stabilitas Politik Jika bonus 
demografi gagal dikelola, dan masyarakat usia produktif tidak 
mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak, maka 
berisiko menimbulkan gejolak sosial. Ketidakpuasan 
masyarakat dapat memicu ketegangan sosial, kriminalitas, 
hingga instabilitas politik. 
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B. TANTANGAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN 

Pendidikan dan keterampilan merupakan fondasi utama dalam 
pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, 
berbagai tantangan masih menghambat upaya peningkatan mutu 
pendidikan dan pengembangan keterampilan di berbagai negara, 
terutama di negara berkembang. Salah satu tantangan utama adalah 
kesenjangan akses terhadap pendidikan, terutama di wilayah terpencil 
dan terpinggirkan. Banyak anak dan remaja yang tidak memiliki 
kesempatan belajar yang layak akibat keterbatasan fasilitas, 
kekurangan tenaga pendidik, dan faktor ekonomi keluarga. Selain itu, 
kualitas pendidikan yang tidak merata juga menjadi masalah serius, di 
mana sebagian sekolah belum mampu menyediakan pembelajaran 
yang relevan dengan kebutuhan zaman. Tantangan lain yang semakin 
nyata adalah ketidaksesuaian antara keterampilan yang diajarkan di 
sekolah atau perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja yang 
terus berubah. Revolusi industri 4.0, digitalisasi, dan otomatisasi 
menuntut lulusan untuk memiliki keterampilan abad ke-21 seperti 
berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan literasi digital. Sayangnya, 
banyak kurikulum masih terfokus pada aspek teoritis dan kurang 
memberikan ruang bagi pengembangan keterampilan praktis dan soft 
skills. Di sisi lain, kurangnya pelatihan bagi guru dan pendidik untuk 
menyesuaikan metode pembelajaran dengan perkembangan teknologi 
juga menjadi hambatan tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya 
terpadu dari pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan 
masyarakat untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, 
adaptif, dan berorientasi pada masa depan. 

1. Kesenjangan Akses Pendidikan 

Salah satu tantangan paling mendasar dalam sistem 
pendidikan di berbagai negara, termasuk Indonesia, adalah kesenjangan 
akses pendidikan. Kesenjangan ini mencakup berbagai aspek seperti 
geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Anak-anak yang tinggal di 
daerah terpencil, pedalaman, atau kepulauan sering kali menghadapi 
hambatan fisik untuk mengakses sekolah. Infrastruktur yang kurang 
memadai seperti jalan, jembatan, dan transportasi umum 
menyebabkan mereka harus berjalan jauh setiap hari hanya untuk 
sampai ke sekolah. Dalam beberapa kasus ekstrem, anak-anak bahkan 
harus menyeberangi sungai tanpa jembatan atau melewati hutan untuk 
menuntut ilmu. Selain faktor geografis, kondisi ekonomi juga menjadi 
penghalang besar dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak. 
Banyak keluarga miskin yang tidak mampu membiayai perlengkapan 
sekolah, buku, seragam, atau bahkan biaya transportasi harian. 
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Walaupun pemerintah telah mengadakan program bantuan seperti 
Kartu Indonesia Pintar (KIP), implementasi dan jangkauannya masih 
belum merata. Tidak jarang, anak-anak dari keluarga tidak mampu 
harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, sehingga 
pendidikan menjadi hal yang tersisihkan. 

Faktor sosial dan budaya juga berperan dalam memperlebar 
kesenjangan akses pendidikan. Di beberapa komunitas, terutama di 
daerah terpencil, pendidikan masih belum dipandang sebagai 
kebutuhan utama. Ada anggapan bahwa anak perempuan tidak perlu 
sekolah tinggi karena perannya dianggap hanya sebatas di rumah 
tangga. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi gender dalam 
pendidikan dan menghambat partisipasi perempuan dalam dunia kerja 
dan pembangunan. Dampak dari kesenjangan akses pendidikan sangat 
besar, karena menyebabkan ketimpangan dalam kualitas sumber daya 
manusia antar wilayah. Anak-anak yang tidak mendapatkan 
pendidikan yang memadai cenderung kesulitan dalam 
mengembangkan potensi diri, sulit bersaing di dunia kerja, dan lebih 
rentan terhadap kemiskinan jangka panjang. Oleh karena itu, 
diperlukan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan untuk menjamin 
bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang, memiliki 
kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan berkualitas. 

2. Kualitas Pendidikan yang Belum Merata 

Selain permasalahan akses, kualitas pendidikan juga menjadi 
tantangan besar yang terus dihadapi. Kualitas pendidikan yang tidak 
merata terjadi antara daerah kota dan desa, sekolah negeri dan swasta, 
serta antar jenjang pendidikan. Di wilayah perkotaan, peserta didik 
umumnya memiliki akses ke fasilitas yang lebih baik seperti 
laboratorium, perpustakaan digital, guru yang lebih berpengalaman, 
dan berbagai program pengayaan. Sebaliknya, di daerah pedesaan atau 
3T (tertinggal, terdepan, terluar), banyak sekolah yang masih 
kekurangan guru, menggunakan gedung yang tidak layak, serta minim 
alat bantu pembelajaran. Kualitas guru juga sangat memengaruhi mutu 
pendidikan. Masih banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan 
yang memadai atau tidak memiliki kompetensi pedagogik yang sesuai 
dengan tuntutan zaman. Padahal, guru adalah ujung tombak proses 
pembelajaran. Jika guru tidak mampu mengelola kelas, 
mengembangkan metode pembelajaran aktif, atau mengintegrasikan 
teknologi ke dalam pembelajaran, maka siswa tidak akan mendapatkan 
hasil belajar yang optimal. Selain itu, banyak guru yang masih 
berorientasi pada hafalan dan nilai ujian, bukan pada pengembangan 
keterampilan berpikir kritis dan kreatif. 
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Permasalahan kurikulum juga turut memperparah 
ketidakmerataan kualitas pendidikan. Kurikulum yang bersifat 
seragam nasional sering kali tidak relevan dengan kebutuhan lokal di 
masing-masing daerah. Misalnya, anak-anak di daerah agraris atau 
pesisir memerlukan pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan 
mereka. Namun, karena kurikulum tidak fleksibel, proses 
pembelajaran menjadi kaku dan tidak menarik bagi siswa. 
Ketidakmerataan kualitas ini berdampak pada rendahnya daya saing 
lulusan, terutama dari daerah-daerah yang tertinggal. Ketika lulusan 
dari sekolah-sekolah di daerah tidak memiliki keterampilan dan 
pengetahuan yang setara dengan siswa dari kota besar, mereka akan 
sulit bersaing dalam pendidikan lanjutan maupun pasar kerja. Oleh 
karena itu, peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi  
prioritas,  bukan  hanya  dari  sisi kurikulum, tetapi juga 
penguatan kompetensi guru, penyediaan fasilitas yang memadai, serta 
pengembangan sistem evaluasi yang menyeluruh. 

3. Ketidaksesuaian Keterampilan dengan Kebutuhan Dunia 
Kerja 

Tantangan besar lain dalam dunia pendidikan saat ini adalah 
ketidaksesuaian antara keterampilan yang diajarkan di sekolah dan 
perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah. 
Dunia kerja modern, yang didorong oleh kemajuan teknologi dan 
transformasi digital, membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya 
menguasai teori, tetapi juga mampu berpikir kritis, bekerja dalam tim, 
berkomunikasi secara efektif, serta memiliki literasi teknologi dan 
digital yang baik. Sayangnya, banyak institusi pendidikan masih 
berfokus pada aspek akademis yang bersifat teoritis dan kurang 
memberikan ruang bagi pembelajaran berbasis proyek, praktik 
langsung, atau magang industri. Revolusi industri 4.0 telah mengubah 
lanskap pekerjaan secara drastis. Pekerjaan-pekerjaan tradisional 
banyak yang hilang atau tergantikan oleh otomatisasi, sementara 
pekerjaan baru bermunculan yang membutuhkan keterampilan digital, 
pemrograman, analisis data, dan inovasi. Lulusan yang tidak dibekali 
dengan keterampilan baru ini akan tertinggal dan sulit mendapatkan 
pekerjaan yang layak. Ini menjadi tantangan besar terutama bagi 
lulusan dari lembaga pendidikan yang belum melakukan penyesuaian 
terhadap perkembangan zaman. Selain itu, minimnya keterlibatan 
dunia industri dalam proses pendidikan juga memperburuk 
ketidaksesuaian ini. Dunia pendidikan dan dunia kerja sering berjalan 
sendiri-sendiri tanpa ada sinergi yang kuat. Kurangnya program 
magang, inkubasi bisnis, atau pelatihan industri menyebabkan lulusan 
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tidak mengenal realitas lapangan kerja sejak dini. Hal ini menjadikan 
mereka tidak siap ketika terjun ke dunia kerja yang menuntut 
fleksibilitas, kreativitas, dan keahlian khusus. Penting bagi institusi 
pendidikan untuk merancang ulang kurikulum agar lebih fleksibel dan 
responsif terhadap perubahan. Pembelajaran berbasis kompetensi, 
integrasi pendidikan vokasi dan teknologi, serta kolaborasi dengan 
dunia industri perlu ditingkatkan. Dengan demikian, lulusan tidak 
hanya memiliki ijazah, tetapi juga keterampilan dan kesiapan yang 
dibutuhkan untuk menghadapi tantangan global yang kompleks dan 
dinamis. 

 
C. PARTISIPASI ANGKATAN KERJA MUDA 

Partisipasi angkatan kerja muda merujuk pada keterlibatan 
individu berusia muda, umumnya antara 15 hingga 24 tahun, dalam 
kegiatan ekonomi yang mencakup bekerja atau aktif mencari 
pekerjaan. Tingkat partisipasi ini menjadi indikator penting dalam 
menilai dinamika pasar tenaga kerja suatu negara, serta mencerminkan 
akses generasi muda terhadap kesempatan kerja yang produktif. 
Partisipasi yang tinggi menandakan bahwa banyak anak muda yang 
telah masuk ke dunia kerja, baik karena dorongan ekonomi, 
keterbatasan pendidikan, atau adanya peluang kerja yang menarik. 
Sebaliknya, rendahnya partisipasi bisa disebabkan oleh tingginya 
jumlah pemuda yang masih berada dalam jenjang pendidikan, 
minimnya lapangan pekerjaan, atau ketidaksesuaian antara 
keterampilan yang dimiliki dan kebutuhan industri. Dalam konteks 
pembangunan ekonomi, partisipasi angkatan kerja muda memiliki 
peran strategis karena kelompok ini membawa energi, inovasi, serta 
potensi pertumbuhan jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi 
pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan kebijakan dan 
program yang mendukung peningkatan kapasitas, pelatihan 
keterampilan, serta akses terhadap pekerjaan layak bagi generasi 
muda. 

1. Pengertian dan Karakteristik Angkatan Kerja Muda 

Angkatan kerja muda merupakan bagian dari populasi usia 
kerja yang berada dalam rentang usia 15 hingga 24 tahun dan secara 
aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun 
pencari kerja. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan Organisasi 
Perburuhan Internasional (ILO), kelompok usia ini dikategorikan 
sebagai pemuda yang berada dalam masa transisi dari pendidikan ke 
dunia kerja. Dalam masa ini, individu mulai membentuk identitas 
profesional, mengeksplorasi berbagai pilihan karier, dan menghadapi 
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tantangan dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan sesuai dengan 
keterampilan yang dimiliki. 

Karakteristik angkatan kerja muda umumnya mencerminkan 
situasi transisional antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Banyak 
dari mereka belum memiliki pengalaman kerja yang cukup atau 
keterampilan teknis yang dibutuhkan  oleh  pasar tenaga kerja,  
sehingga mereka rentan menghadapi pengangguran atau bekerja di 
sektor informal dengan kondisi kerja yang tidak menentu. Di sisi 
lain, generasi muda juga dikenal memiliki semangat tinggi, daya 
inovasi, kemampuan adaptasi terhadap teknologi, serta keinginan 
untuk mengembangkan diri. Dalam konteks demografi, jumlah 
angkatan kerja muda di Indonesia sangat besar, sehingga keberadaan 
mereka memiliki potensi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 
jika dikelola dengan tepat. 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Angkatan 
Kerja Muda 

Tingkat partisipasi angkatan kerja muda dalam kegiatan 
ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari aspek individu 
maupun struktural. Salah satu faktor utama adalah tingkat pendidikan. 
Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh oleh pemuda, 
semakin besar kemungkinan mereka menunda masuk ke dunia kerja 
untuk menyelesaikan studi. Sebaliknya, mereka yang tidak memiliki 
akses ke pendidikan atau terpaksa putus sekolah lebih cepat memasuki 
pasar kerja, biasanya dalam posisi pekerjaan yang tidak menuntut 
kualifikasi tinggi. 

Faktor ekonomi keluarga juga memiliki pengaruh besar. 
Pemuda dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah cenderung 
terdorong untuk bekerja lebih awal demi membantu memenuhi 
kebutuhan rumah tangga. Selain itu, ketersediaan lapangan kerja yang 
sesuai juga menjadi faktor penentu utama. Jika pasar tenaga kerja tidak 
mampu menyerap tenaga kerja muda secara optimal, maka tingkat 
pengangguran di kalangan pemuda cenderung tinggi. Faktor lain yang 
tak kalah penting adalah akses terhadap pelatihan keterampilan, 
magang, dan bimbingan karier. Ketiadaan program transisi dari 
pendidikan ke pekerjaan menyebabkan kesenjangan keterampilan 
antara kebutuhan industri dan kemampuan yang dimiliki oleh tenaga 
kerja muda. Kebijakan pemerintah juga memainkan peran strategis 
dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi partisipasi angkatan 
kerja muda. Kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan vokasi, dan 
program pemagangan dapat meningkatkan kesiapan kerja pemuda. 
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Selain itu, faktor sosial- budaya, seperti norma gender dan harapan 
masyarakat, turut memengaruhi keputusan pemuda untuk bekerja 
atau tidak, serta jenis pekerjaan yang dipilih. 

3. Tantangan dan Peluang bagi Angkatan Kerja Muda 

Angkatan kerja muda dihadapkan pada berbagai tantangan 
dalam memasuki pasar tenaga kerja. Salah satu tantangan terbesar adalah 
tingginya tingkat pengangguran di kalangan pemuda, yang seringkali 
dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran umum. 
Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengalaman kerja, keterampilan 
yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri, serta keterbatasan 
informasi mengenai peluang kerja. Selain itu, sebagian besar pemuda 
yang bekerja berada di sektor informal, di mana perlindungan kerja, 
upah layak, dan jaminan sosial sangat terbatas. Tantangan lainnya 
adalah ketidakstabilan pekerjaan. Banyak pemuda terjebak dalam 
sistem kerja kontrak jangka pendek atau paruh waktu, yang membuat 
mereka sulit untuk membangun karier jangka panjang. Selain itu, 
kurangnya akses terhadap modal dan pelatihan kewirausahaan juga 
menghambat potensi pemuda untuk menciptakan lapangan kerja 
sendiri melalui usaha mikro dan kecil. Meski demikian, angkatan 
kerja muda juga memiliki berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan 
untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas kerja. Perkembangan 
teknologi digital, misalnya, telah membuka berbagai peluang baru di 
bidang ekonomi kreatif, e-commerce, dan pekerjaan berbasis platform 
digital. Generasi muda yang akrab dengan teknologi memiliki 
keunggulan kompetitif dalam memanfaatkan peluang tersebut. Selain 
itu, berbagai program pelatihan vokasi dan pemberdayaan dari 
pemerintah, lembaga internasional, maupun sektor swasta juga 
memberikan dukungan bagi pemuda untuk meningkatkan 
keterampilan kerja mereka. Kesadaran akan pentingnya investasi pada 
tenaga kerja muda telah mendorong banyak negara, termasuk 
Indonesia, untuk merancang kebijakan yang fokus pada peningkatan 
kualitas pendidikan, pelatihan kerja, dan akses terhadap pekerjaan 
layak. Dengan pendekatan yang tepat, tantangan yang dihadapi oleh 
angkatan kerja muda dapat diubah menjadi peluang strategis untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

 
D. KETIMPANGAN WILAYAH DAN AKSES KESEMPATAN 

Ketimpangan wilayah adalah kondisi di mana terdapat 
perbedaan yang mencolok antara satu daerah dengan daerah lainnya 
dalam hal pembangunan ekonomi, sosial, infrastruktur, dan kualitas 
hidup masyarakat. Ketimpangan ini bisa muncul dalam berbagai 
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bentuk, seperti perbedaan tingkat pendapatan, akses terhadap 
pendidikan, fasilitas kesehatan, serta peluang kerja. Wilayah 
perkotaan yang lebih maju biasanya memiliki infrastruktur yang lebih 
lengkap dan akses layanan yang lebih baik dibandingkan dengan 
wilayah pedesaan atau daerah terpencil yang masih mengalami 
keterbatasan. Hal ini menyebabkan kesenjangan yang cukup besar 
antara pusat-pusat ekonomi dan wilayah-wilayah pinggiran, sehingga 
memengaruhi distribusi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 
Salah satu faktor utama yang memperparah ketimpangan wilayah 
adalah perbedaan dalam akses terhadap kesempatan. Kesempatan 
yang dimaksud mencakup akses pendidikan yang berkualitas, peluang 
kerja yang memadai, akses terhadap layanan kesehatan, dan fasilitas 
pendukung lainnya yang memungkinkan individu dan komunitas 
untuk berkembang. Wilayah yang memiliki akses lebih baik terhadap 
kesempatan ini akan lebih cepat maju karena sumber daya manusianya 
dapat tumbuh dan berkontribusi secara optimal dalam perekonomian. 
Sebaliknya, wilayah yang aksesnya terbatas cenderung stagnan dan 
sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan atau keterbelakangan. 

Ketimpangan akses kesempatan juga berdampak pada 
mobilitas sosial masyarakat. Ketika akses pendidikan dan pekerjaan 
terbatas di suatu daerah, generasi muda di wilayah tersebut akan sulit 
meningkatkan taraf hidupnya karena mereka tidak mendapatkan 
peluang yang sama seperti di wilayah lain. Kondisi ini berpotensi 
memperkuat kesenjangan antarwilayah dalam jangka panjang, bahkan 
menimbulkan masalah sosial seperti urbanisasi yang tidak terkelola, 
kemiskinan, dan ketidakstabilan ekonomi regional.Oleh karena itu, 
upaya pengurangan ketimpangan wilayah harus dilakukan secara 
menyeluruh dan berkelanjutan dengan fokus utama pada 
pemerataan akses kesempatan. Pemerintah dan pemangku 
kepentingan perlu merancang kebijakan yang mampu membuka akses 
pendidikan, meningkatkan ketersediaan lapangan kerja, memperbaiki 
infrastruktur, dan memberikan layanan sosial yang merata di seluruh 
wilayah. Dengan begitu, potensi setiap daerah dapat dikembangkan 
secara optimal, dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan 
masyarakat dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat 
di berbagai wilayah. 

1. Definisi dan Konsep Ketimpangan Wilayah 

Keyimpangan wilayah merujuk pada ketidakseimbangan 
dalam distribusi sumber daya, fasilitas, dan peluang antara satu 
wilayah dengan wilayah lain. Ketidakseimbangan ini dapat terlihat 
dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, 
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infrastruktur, dan lapangan kerja. Keyimpangan wilayah bukan hanya 
masalah kesenjangan ekonomi, melainkan juga mencakup akses 
terhadap pelayanan dasar yang memengaruhi kualitas hidup 
masyarakat di suatu wilayah. 

Konsep keyimpangan wilayah mengacu pada perbedaan 
signifikan antara wilayah pusat dan wilayah pinggiran dalam hal 
pembangunan dan akses terhadap sumber daya. Wilayah pusat 
biasanya memiliki perkembangan yang lebih pesat, dengan akses lebih 
mudah ke pendidikan, teknologi, dan layanan kesehatan, sementara 
wilayah pinggiran cenderung tertinggal dan mengalami keterbatasan 
akses tersebut. Fenomena ini dapat menimbulkan konsentrasi 
kemiskinan dan ketidakadilan sosial, yang pada gilirannya 
menghambat pembangunan nasional secara keseluruhan. Dalam studi 
geografi dan pembangunan, keyimpangan wilayah menjadi fokus 
utama karena dapat menimbulkan disparitas sosial-ekonomi yang 
berkelanjutan dan memperlebar jurang antara kelompok masyarakat 
yang berbeda secara geografis. Oleh karena itu, memahami konsep 
dan definisi keyimpangan wilayah menjadi penting untuk 
merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. 

2. Faktor-faktor Penyebab Keyimpangan Akses Kesempatan 

Ketimpangan akses terhadap kesempatan di wilayah tertentu 
disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait dan kompleks. 
Faktor utama yang mempengaruhi ketimpangan ini antara lain: 

1) Faktor Ekonomi Wilayah dengan potensi ekonomi yang lebih 
besar, seperti sumber daya alam melimpah atau pusat industri, 
cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap kesempatan 
kerja dan pengembangan ekonomi. Sebaliknya, wilayah yang 
minim potensi ekonomi sering mengalami keterbatasan lapangan 
kerja dan investasi. 

2) Faktor Infrastruktur Infrastruktur yang memadai seperti jalan, 
listrik, air bersih, dan telekomunikasi sangat menentukan akses 
masyarakat terhadap layanan dan kesempatan. Wilayah yang 
kurang terjangkau oleh infrastruktur ini akan sulit mengakses 
pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun pasar kerja. 

3) Faktor Pendidikan dan Keterampilan Akses terhadap 
pendidikan berkualitas sangat mempengaruhi kesempatan 
seseorang dalam memperoleh pekerjaan dan meningkatkan taraf 
hidup. Ketimpangan dalam kualitas dan akses pendidikan antar 
wilayah menyebabkan perbedaan dalam kesempatan sosial dan 
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ekonomi. 

4) Faktor Kebijakan Pemerintah Kebijakan pembangunan yang 
kurang merata, serta alokasi anggaran yang lebih condong ke 
wilayah tertentu, dapat memperkuat ketimpangan akses 
kesempatan. Wilayah yang kurang diperhatikan oleh 
pemerintah biasanya memiliki keterbatasan fasilitas dan 
program pemberdayaan masyarakat. 

5) Faktor Sosial Budaya Perbedaan budaya, adat istiadat, dan 
struktur sosial juga dapat membatasi akses kelompok tertentu 
terhadap kesempatan, misalnya kelompok minoritas atau 
masyarakat adat yang tinggal di wilayah terpencil. 

Faktor-faktor ini berinteraksi dan memperkuat satu sama lain 
sehingga menciptakan kondisi ketimpangan yang sulit diatasi tanpa 
adanya intervensi terpadu dari berbagai pihak. 

3. Dampak Keyimpangan Wilayah terhadap Kesempatan dan 
Pembangunan 

Ketimpangan wilayah memiliki dampak signifikan terhadap 
akses kesempatan dan perkembangan pembangunan secara umum. 
Dampak utama yang muncul antara lain: 

1) Dampak Sosial Ketimpangan wilayah menyebabkan 
ketidakmerataan kualitas hidup masyarakat. Wilayah yang 
tertinggal sering mengalami tingginya angka kemiskinan, 
rendahnya tingkat pendidikan, serta keterbatasan akses 
pelayanan kesehatan. Kondisi ini dapat menimbulkan 
ketidakpuasan sosial, migrasi penduduk ke wilayah yang lebih 
berkembang, dan potensi konflik sosial. 

2) Dampak Ekonomi Wilayah dengan akses terbatas terhadap 
kesempatan ekonomi biasanya mengalami stagnasi pertumbuhan 
ekonomi. Hal ini berkontribusi pada kesenjangan pendapatan 
antar wilayah, menurunkan potensi produktivitas nasional, serta 
menghambat distribusi kesejahteraan yang merata. 

3) Dampak Pembangunan Ketimpangan wilayah dapat 
menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. 
Ketika wilayah tertentu terus tertinggal, maka upaya 
pembangunan nasional menjadi tidak optimal karena sumber 
daya manusia dan potensi lokal tidak termanfaatkan secara 
maksimal. 

4) Dampak Politik dan Kebijakan Ketimpangan yang terus 
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berlanjut dapat mempengaruhi stabilitas politik dan 
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Wilayah yang 
merasa terpinggirkan dapat menuntut perhatian dan perubahan 
kebijakan yang lebih adil. 
 

E. STRATEGI PEMANFAATAN BONUS DEMOGRAFI 

Bonus demografi adalah kondisi di mana proporsi penduduk 
usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan 
penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lansia). Kondisi ini 
memberikan peluang besar bagi suatu negara untuk mempercepat 
pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
jika dikelola dengan tepat. Oleh karena itu, strategi pemanfaatan 
bonus demografi sangat penting untuk memastikan bahwa potensi 
besar tersebut tidak menjadi beban, melainkan menjadi pendorong 
utama kemajuan bangsa. Strategi ini meliputi beberapa aspek krusial, 
dimulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui 
pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja 
masa kini dan masa depan. Pendidikan yang berkualitas dan 
keterampilan yang memadai akan menjamin angkatan kerja yang siap 
bersaing di era globalisasi dan teknologi yang terus berkembang. 
Selain itu, pemerintah dan sektor swasta perlu mendorong terciptanya 
lapangan kerja yang produktif dan inovatif sehingga jumlah angkatan 
kerja yang besar ini dapat terserap secara optimal dalam berbagai 
sektor ekonomi. Investasi di bidang infrastruktur, teknologi, dan 
sektor produktif juga menjadi bagian dari strategi penting untuk 
meningkatkan daya saing dan produktivitas. Di samping itu, 
peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya 
kelompok usia produktif, sangat vital agar mereka mampu 
berkontribusi secara maksimal. Strategi pemanfaatan bonus demografi 
juga harus mencakup pengembangan kewirausahaan dan akses 
permodalan agar masyarakat mampu menciptakan peluang ekonomi 
baru, tidak hanya bergantung pada sektor formal. Di sisi kebijakan, 
dibutuhkan perencanaan jangka panjang yang terintegrasi antara sektor 
pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan ekonomi guna 
menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan potensi 
demografi tersebut. Jika strategi ini dijalankan secara konsisten dan 
terarah, bonus demografi akan menjadi momentum emas yang 
membawa perubahan positif dalam peningkatan pertumbuhan 
ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup 
masyarakat secara keseluruhan. Sebaliknya, jika bonus demografi 
tidak dimanfaatkan dengan baik, risiko pengangguran tinggi, 
kemiskinan, dan ketidakstabilan sosial dapat meningkat, sehingga 
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potensi besar ini justru menjadi tantangan berat bagi pembangunan 
nasional. 

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan 
langkah fundamental dalam memanfaatkan bonus demografi secara 
optimal. Bonus demografi membawa peluang besar dengan 
bertambahnya jumlah penduduk usia produktif, namun tanpa 
peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja, potensi tersebut tidak 
akan berbuah hasil maksimal. Oleh karena itu, investasi di bidang 
pendidikan menjadi sangat penting. Pendidikan tidak hanya sebatas 
peningkatan angka partisipasi sekolah, tetapi juga harus 
mengutamakan relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja 
yang terus berubah akibat perkembangan teknologi dan globalisasi. 
Pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan teknis harus 
dikembangkan secara lebih masif dan sesuai dengan kebutuhan industri 
agar lulusan memiliki keahlian yang dibutuhkan dan siap kerja. Selain 
pendidikan formal, pengembangan soft skills seperti kemampuan 
komunikasi, kerja sama tim, serta kemampuan beradaptasi dan berpikir 
kritis juga perlu diperhatikan, karena hal ini sangat menentukan 
produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Pemerintah perlu 
memperluas akses pendidikan berkualitas, terutama bagi daerah-
daerah terpencil dan kelompok masyarakat kurang mampu, agar 
distribusi kesempatan kerja menjadi lebih merata dan inklusif. 
Pelatihan berkelanjutan dan program pengembangan kompetensi juga 
harus tersedia bagi tenaga kerja dewasa agar mereka dapat 
meningkatkan kapasitasnya dan beradaptasi dengan perubahan pasar 
kerja. Dengan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas, 
Indonesia dapat memanfaatkan bonus demografi untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan taraf 
hidup masyarakat secara keseluruhan. 

2. Pengembangan Lapangan Kerja dan Infrastruktur 

Ekonomi Memanfaatkan bonus demografi juga menuntut 
upaya besar dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja yang 
produktif dan berkelanjutan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk 
usia kerja, maka secara otomatis kebutuhan akan pekerjaan yang 
memadai pun meningkat. Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku 
sektor swasta harus bersinergi dalam menciptakan iklim investasi 
yang kondusif dan membuka peluang kerja di berbagai sektor, baik 
industri manufaktur, jasa, teknologi informasi, maupun sektor kreatif. 
Pengembangan sektor UMKM menjadi salah satu strategi penting 
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karena sektor ini mampu menyerap banyak tenaga kerja dan menjadi 
tulang punggung ekonomi nasional. Dukungan berupa akses permoda-
lan, pelatihan manajemen usaha, dan pemasaran akan membantu 
UMKM berkembang dan membuka lapangan kerja baru. Selain itu, 
pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, pelabuhan, jaringan 
listrik, dan konektivitas digital harus ditingkatkan agar mempermudah 
mobilitas barang, jasa, dan tenaga kerja. Infrastruktur yang memadai 
juga akan menarik investasi domestik dan asing yang pada akhirnya 
membuka lapangan kerja baru. Pengembangan teknologi dan 
digitalisasi sektor ekonomi juga harus menjadi fokus, karena dunia 
kerja semakin bergeser ke arah ekonomi digital dan inovasi teknologi. 
Dengan lapangan kerja yang cukup dan sesuai dengan kompetensi 
tenaga kerja, bonus demografi akan mampu menjadi pendorong utama 
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

3. Kebijakan Terpadu untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan 
Kewirausahaan 

Untuk memastikan bonus demografi dapat dimanfaatkan 
secara maksimal dan berkelanjutan, diperlukan kebijakan yang 
komprehensif dan terpadu di berbagai sektor. Kebijakan ini harus 
mengintegrasikan aspek pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan 
pengembangan kewirausahaan secara sinergis. Kesehatan merupakan 
fondasi utama agar penduduk usia produktif dapat bekerja secara 
optimal. Oleh karena itu, program-program kesehatan yang fokus pada 
pencegahan penyakit, peningkatan gizi, serta pelayanan kesehatan 
yang mudah diakses sangat diperlukan. Di sisi lain, peningkatan 
kesejahteraan tenaga kerja juga harus didukung dengan perlindungan 
sosial, upah layak, serta lingkungan kerja yang aman dan kondusif. 
Selain itu, pengembangan kewirausahaan menjadi bagian penting dalam 
strategi pemanfaatan bonus demografi. Mendorong masyarakat untuk 
menjadi wirausaha baru tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja 
sendiri, tetapi juga membuka peluang kerja bagi orang lain dan 
menumbuhkan inovasi dalam perekonomian. Kebijakan yang 
memudahkan akses modal, pembinaan bisnis, dan pemasaran produk 
harus diperkuat, terutama bagi kalangan muda dan perempuan. 
Pemerintah juga perlu memfasilitasi kolaborasi antara lembaga 
pendidikan, dunia usaha, dan 

Pemerintah untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan yang 
kuat dan berkelanjutan. Dengan kebijakan yang terpadu dan berfokus 
pada peningkatan kualitas hidup dan daya saing, bonus demografi akan 
menjadi sumber daya yang mampu membawa kemajuan besar bagi 
bangsa dan negara. 
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F. STUDI KASUS: STRATEGI INDONESIA MENYONGSONG 
BONUS DEMOGRAFI 2030 

Indonesia sedang berada di ambang bonus demografi yang 
diperkirakan mencapai puncaknya sekitar tahun 2030. Pada masa ini, 
proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) diperkirakan 
mencapai lebih dari 70% dari total populasi, menciptakan peluang 
besar bagi percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan 
kesejahteraan nasional. Namun, kesempatan emas ini juga menuntut 
kesiapan dan strategi yang matang agar potensi demografi tersebut 
dapat benar- benar dimanfaatkan secara optimal dan tidak justru 
menjadi tantangan baru bagi bangsa. Berbagai strategi telah 
dirumuskan dan mulai dijalankan oleh pemerintah Indonesia untuk 
menyongsong dan memanfaatkan bonus demografi ini secara efektif. 
Salah satu fokus utama pemerintah adalah meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan pelatihan. 
Program-program pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan telah 
diperkuat untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap dan kompeten 
menghadapi kebutuhan industri modern yang semakin menuntut 
kemampuan teknologi dan inovasi. Pemerintah juga menggenjot 
pembangunan fasilitas pendidikan yang merata hingga ke daerah- 
daerah terpencil agar tidak terjadi kesenjangan akses dan kualitas 
pendidikan. Selain itu, digitalisasi pendidikan mulai digalakkan untuk 
mendukung pembelajaran yang adaptif dan fleksibel, sesuai dengan 
perkembangan zaman. 

Di sisi lain, pemerintah menaruh perhatian besar pada 
penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan. Melalui 
program pengembangan UMKM, dorongan investasi, serta 
pembangunan infrastruktur yang masif, kesempatan kerja di berbagai 
sektor ekonomi diharapkan dapat meningkat. Pemerintah berusaha 
menciptakan ekosistem usaha yang kondusif dengan memangkas 
birokrasi, memberikan insentif fiskal, dan memperluas akses modal, 
khususnya bagi wirausaha muda dan perempuan. Infrastruktur yang 
memadai seperti transportasi, energi, dan teknologi informasi juga 
menjadi prioritas utama untuk mendukung mobilitas tenaga kerja dan 
distribusi produk secara efisien. Selain itu, kebijakan kesehatan dan 
perlindungan sosial juga diperkuat agar penduduk usia produktif dapat 
bekerja secara maksimal dan produktif. Program- program kesehatan 
preventif, peningkatan akses layanan kesehatan, serta jaminan sosial 
seperti BPJS Ketenagakerjaan dioptimalkan untuk menjaga kesehatan 
dan kesejahteraan tenaga kerja. Pemerintah juga mendorong 
pengembangan kewirausahaan sebagai alternatif untuk membuka 



 Ekonomi Sumber Daya Manusia; Tantangan Digital, Ketimpangan, dan Daya Saing Global | 41 

lapangan kerja baru, mengurangi angka pengangguran, dan 
mendorong inovasi ekonomi. 

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 

Salah satu pilar utama strategi Indonesia dalam menyongsong 
bonus demografi 2030 adalah fokus pada peningkatan kualitas 
pendidikan dan pelatihan vokasi. Pemerintah menyadari bahwa 
keberhasilan pemanfaatan bonus demografi sangat bergantung pada 
kualitas sumber daya manusia yang siap dan kompeten. Oleh karena 
itu, berbagai program pendidikan formal dan nonformal terus diperkuat 
untuk menghasilkan tenaga kerja yang tidak hanya berpendidikan, 
tetapi juga memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar 
kerja masa kini dan masa depan. Pendidikan vokasi menjadi perhatian 
khusus karena mampu menjembatani antara dunia pendidikan dengan 
dunia industri sehingga lulusan lebih siap pakai. Pemerintah berupaya 
memperluas akses pendidikan vokasi dan meningkatkan relevansi 
kurikulum dengan perkembangan teknologi serta dinamika pasar 
tenaga kerja. Selain itu, pelatihan keterampilanberbasis kompetensi 
juga didorong secara masif, termasuk program pelatihan bagi tenaga 
kerja yang sudah bekerja agar kemampuan mereka selalu up to date. 
Pengembangan soft skills seperti kemampuan komunikasi, 
kepemimpinan, dan adaptasi juga menjadi bagian penting agar tenaga 
kerja dapat bersaing secara global. Program digitalisasi pendidikan 
juga mulai diterapkan untuk mempermudah akses belajar, terutama di 
daerah-daerah terpencil. Dengan demikian, peningkatan kualitas 
pendidikan dan pelatihan vokasi merupakan fondasi utama yang akan 
mendukung produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia di era 
bonus demografi. 

2. Pengembangan Lapangan Kerja Melalui Investasi dan 
Infrastruktur 

Sub bab ini membahas upaya pengembangan lapangan kerja 
sebagai strategi vital dalam menyambut bonus demografi 2030. 
Meningkatnya jumlah penduduk usia produktif memerlukan 
penciptaan lapangan kerja yang memadai dan berkualitas agar potensi 
demografi tidak berubah menjadi beban pengangguran. Pemerintah 
Indonesia telah menggalakkan berbagai program untuk menarik 
investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dengan 
memberikan kemudahan regulasi, insentif fiskal, serta 
penyederhanaan birokrasi. Investasi diarahkan pada sektor-sektor 
strategis yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, 
seperti industri manufaktur, pariwisata, teknologi informasi, dan 
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sektor kreatif. Selain itu, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas 
utama guna mendukung aktivitas ekonomi dan mempercepat distribusi 
barang serta jasa. Infrastruktur transportasi, energi, telekomunikasi, 
dan digitalisasi ekonomi ditingkatkan agar dapat menciptakan 
ekosistem yang kondusif bagi perkembangan usaha dan bisnis. 
Pemerintah juga mendorong pengembangan UMKM sebagai motor 
penggerak ekonomi dan penyedia lapangan kerja yang fleksibel serta 
inklusif. Dengan peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur 
yang merata, diharapkan akan terbuka banyak peluang kerja baru yang 
dapat menampung jumlah angkatan kerja yang besar, sehingga bonus 
demografi dapat diubah menjadi sumber daya ekonomi yang produktif 
dan berkelanjutan. 

3. Kebijakan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan 
Pengembangan Kewirausahaan 

Kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja menjadi aspek krusial 
dalam strategi Indonesia menyongsong bonus demografi 2030. 
Kualitas tenaga kerja tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dan 
keterampilan, tetapi juga oleh kondisi fisik dan mental yang sehat. 
Oleh karena itu, pemerintah memperkuat layanan kesehatan yang 
mudah dijangkau dan terjangkau, termasuk program pencegahan 
penyakit, peningkatan gizi, dan kesehatan reproduksi. Program 
jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan juga 
diperluas untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerja, sehingga 
mereka memiliki rasa aman dan kesejahteraan yang memadai dalam 
menjalankan aktivitas produktif. Selain itu, kebijakan pengembangan 
kewirausahaan menjadi bagian strategis dalam menghadapi bonus 
demografi. Pemerintah mendorong masyarakat, terutama kalangan 
muda dan perempuan, untuk mengembangkan usaha sendiri melalui 
program pembinaan, pelatihan kewirausahaan, dan kemudahan akses 
permodalan. Pengembangan kewirausahaan tidak hanya menciptakan 
lapangan kerja baru, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal dan 
mendorong inovasi. Dukungan terhadap ekosistem startup dan 
ekonomi digital juga menjadi prioritas agar generasi muda dapat 
memanfaatkan peluang di era teknologi. Sinergi kebijakan kesehatan, 
perlindungan sosial, dan kewirausahaan diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas tenaga kerja, sehingga 
bonus demografi dapat menjadi momentum untuk pertumbuhan 
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 
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BAB III 
KETIMPANGAN KETERAMPILAN DAN 

KEBUTUHAN INDUSTRI 
 

 

 

 
Ketimpangan keterampilan dan kebutuhan industri merupakan 

permasalahan yang semakin sering muncul dalam dinamika pasar 
tenaga kerja modern, di mana terdapat jarak atau mismatch antara 
keahlian yang dimiliki oleh para pekerja dengan kompetensi yang 
dibutuhkan oleh perusahaan atau sektor industri. Fenomena ini 
biasanya disebabkan oleh perubahan teknologi yang berlangsung 
sangat cepat, transformasi digital, dan inovasi dalam metode produksi 
yang mengharuskan tenaga kerja memiliki kemampuan baru yang 
lebih kompleks dan spesifik. Sementara itu, sistem pendidikan dan 
pelatihan sering kali belum mampu mengikuti laju perubahan tersebut 
sehingga lulusan dari institusi pendidikan maupun peserta pelatihan 
tidak selalu siap atau relevan dengan kebutuhan industri yang 
berkembang. Sebagai contoh, banyak perusahaan teknologi kini 
membutuhkan tenaga kerja yang menguasai keterampilan seperti 
pemrograman, analisis data, dan kecerdasan buatan, tetapi lulusan 
perguruan tinggi dan sekolah kejuruan mungkin masih lebih banyak 
yang menguasai keterampilan dasar yang tidak cukup untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut. Ketimpangan ini menyebabkan kesulitan bagi 
perusahaan dalam mencari tenaga kerja yang memenuhi standar 
kualitas, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas, efisiensi, 
dan inovasi perusahaan. Di sisi lain, pekerja yang tidak memiliki 
keterampilan yang sesuai juga mengalami kesulitan mendapatkan 
pekerjaan yang layak atau harus bekerja di bidang yang tidak sesuai 
dengan keahlian mereka, yang dapat menimbulkan ketidakpuasan dan 
menurunkan motivasi kerja. Dampak lebih luas dari ketimpangan ini 
juga dapat dirasakan pada perekonomian secara keseluruhan, karena 
potensi sumber daya manusia yang ada tidak dapat dimanfaatkan 
secara maksimal, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. 
Oleh sebab itu, penting bagi berbagai pemangku kepentingan, 
termasuk pemerintah, dunia pendidikan, dan pelaku industri, untuk 
berkolaborasi dalam merancang kurikulum dan program pelatihan 
yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan industri. Pendekatan 
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ini dapat membantu menutup kesenjangan keterampilan, 
meningkatkan daya saing tenaga kerja, serta mendukung 
perkembangan industri yang berkelanjutan dan inklusif di masa depan. 

 
A. SKILL GAP DI PASAR TENAGA KERJA 

Skill gap di pasar tenaga kerja merujuk pada ketidaksesuaian 
atau kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja 
dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja atau industri. 
Fenomena ini muncul ketika para pencari kerja tidak memiliki 
kompetensi, pengetahuan, atau kemampuan teknis yang relevan 
dengan tuntutan pekerjaan yang tersedia. Skill gap bisa terjadi karena 
berbagai faktor, salah satunya adalah perkembangan teknologi yang 
sangat cepat, di mana keterampilan yang dulu dianggap cukup kini 
menjadi usang atau kurang relevan. Misalnya, kemajuan dalam 
bidang digitalisasi dan otomasi menuntut tenaga kerja untuk 
menguasai teknologi informasi dan keterampilan digital yang lebih 
maju, sementara banyak pekerja masih berpegang pada keterampilan 
tradisional yang kurang sesuai dengan kebutuhan industri modern. 
Selain itu, perubahan dalam model bisnis dan tuntutan pasar juga 
mempercepat terjadinya perubahan kompetensi yang diperlukan, 
sehingga institusi pendidikan dan pelatihan sering kali tertinggal 
dalam menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai. Skill gap ini tidak 
hanya berdampak negatif pada individu, yang mungkin mengalami 
kesulitan mendapatkan pekerjaan atau dipaksa menerima pekerjaan di 
luar bidang keahlian mereka, tetapi juga pada perusahaan dan 
perekonomian secara keseluruhan. Perusahaan menghadapi kesulitan 
dalam menemukan tenaga kerja yang memenuhi standar kualitas, 
sehingga produktivitas dan daya saing menjadi terhambat. Di tingkat 
makro, skill gap dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan 
inovasi karena potensi sumber daya manusia tidak dimanfaatkan 
secara optimal. Oleh karena itu, mengatasi skill gap menjadi salah 
satu tantangan utama dalam pengembangan tenaga kerja yang 
berkelanjutan, yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, 
sektor pendidikan, dan dunia industri untuk memastikan adanya 
pelatihan yang tepat sasaran, kurikulum yang adaptif, serta program 
pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar 
tenaga kerja yang dinamis. 

1. Definisi Ketimpangan Keterampilan dan Kebutuhan Industri 

Ketimpangan keterampilan dan kebutuhan industri adalah 
suatu keadaan di mana terdapat kesenjangan atau mismatch yang 
signifikan antara kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh tenaga 
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kerja dengan keterampilan yang sebenarnya dibutuhkan oleh sektor 
industri. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat banyak 
tenaga kerja yang tersedia di pasar, tidak semua dari mereka mampu 
memenuhi kriteria keterampilan yang dipersyaratkan oleh perusahaan 
atau institusi industri. Ketimpangan ini menjadi salah satu tantangan 
utama dalam dunia ketenagakerjaan, terutama di era globalisasi dan 
kemajuan teknologi yang bergerak sangat cepat. Dalam konteks ini, 
keterampilan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada keahlian teknis 
(hard skills), tetapi juga mencakup kemampuan lunak(soft skills) seperti 
komunikasi, manajemen waktu, pemecahan masalah, dan adaptabilitas 
yang juga sangat dibutuhkan dalam dunia kerja modern. Ketimpangan 
keterampilan ini muncul karena banyak faktor, termasuk perubahan 
teknologi yang cepat, dinamika pasar yang berubah, dan 
ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan 
industri. Selain itu, ketimpangan ini juga menimbulkan dampak yang 
besar bagi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari individu 
tenaga kerja yang mengalami kesulitan mencari pekerjaan, hingga 
perusahaan yang kesulitan mendapatkan sumber daya manusia 
berkualitas untuk mendukung pertumbuhan dan inovasi. Oleh karena 
itu, pemahaman yang mendalam tentang definisi dan karakteristik 
ketimpangan keterampilan ini menjadi sangat penting untuk 
merancang strategi pengembangan tenaga kerja yang efektif dan 
berkelanjutan. 

2. Faktor Penyebab Terjadinya Ketimpangan Keterampilan dan 
Kebutuhan Industri 

Berbagai faktor kompleks menjadi penyebab utama terjadinya 
ketimpangan keterampilan dan kebutuhan industri. Faktor pertama 
yang sangat dominan adalah percepatan perubahan teknologi dan 
digitalisasi yang mempengaruhi hampir seluruh sektor industri. 
Inovasi seperti kecerdasan buatan, otomatisasi, Internet of Things 
(IoT), dan teknologi cloud computing telah merubah secara 
fundamental cara kerja dan jenis keterampilan yang dibutuhkan di 
tempat kerja. Contohnya, pekerjaan manual dan repetitif mulai 
digantikan oleh mesin dan robot, sementara muncul kebutuhan untuk 
tenaga kerja yang memiliki kemampuan analisis data, pemrograman, 
dan pengelolaan sistem teknologi informasi. Sayangnya, tenaga kerja 
yang sudah ada sering kali belum memiliki keterampilan baru tersebut 
sehingga terjadi gap besar. Faktor kedua adalah kurangnya adaptasi 
sistem pendidikan dan pelatihan kerja terhadap kebutuhan industri 
yang dinamis. Kurikulum di banyak institusi pendidikan cenderung 
statis dan ketinggalan zaman, sehingga lulusan yang dihasilkan tidak 
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selalu siap menghadapi tuntutan dunia kerja modern. Keterbatasan 
fasilitas, kurangnya pengajar yang kompeten, serta minimnya integrasi 
antara dunia pendidikan dengan dunia industri memperparah kondisi 
ini. Ketiga, minimnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, 
institusi pendidikan, dan pelaku industri juga menjadi penyebab 
utama. Tanpa kolaborasi yang efektif, program pelatihan dan 
pendidikan sulit untuk diselaraskan dengan kebutuhan nyata di 
lapangan. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi juga turut 
mempengaruhi, seperti akses terbatas terhadap pelatihan lanjutan, 
biaya pendidikan yang tinggi, serta disparitas regional dalam distribusi 
pendidikan dan pelatihan. Kesemua faktor ini berkontribusi pada 
terbentuknya kesenjangan keterampilan yang sulit diatasi tanpa 
intervensi dan strategi yang terencana dengan baik. 

3. Dampak Ketimpangan Keterampilan terhadap Dunia Industri 
dan Tenaga Kerja 

Dampak dari ketimpangan keterampilan dan kebutuhan industri 
sangat luas dan dapat dirasakan pada berbagai tingkat, mulai dari 
individu hingga skala nasional. Bagi dunia industri, ketimpangan ini 
menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja yang 
berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Hal ini 
berujung pada menurunnya produktivitas kerja karena pekerja yang 
ada belum sepenuhnya mampu menjalankan tugas secara optimal. 
Selain itu, perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk 
pelatihan ulang atau rekrutmen tenaga kerja asing yang memiliki 
keterampilan sesuai, yang tentu saja meningkatkan beban biaya 
operasional. Ketimpangan ini juga dapat memperlambat inovasi dan 
adopsi teknologi baru karena kurangnya sumber daya manusia yang 
mampu mengelola dan mengembangkan teknologi tersebut secara 
maksimal. Dari sisi tenaga kerja, ketimpangan keterampilan ini 
menyebabkan tingginya tingkat pengangguran struktural, di mana para 
pencari kerja memiliki keterampilan yang tidak sesuai dengan 
lowongan yang tersedia. Banyak lulusan baru yang sulit mendapatkan 
pekerjaan sesuai bidangnya sehingga harus menerima pekerjaan yang 
kurang sesuai atau di bawah  standar kemampuannya. Kondisi  ini  
berpotensi menurunkan motivasi kerja, mengurangi kepuasan hidup, 
bahkan menimbulkan masalah sosial seperti kemiskinan dan 
ketidakstabilan ekonomi keluarga. Pada tingkat makro, ketimpangan 
keterampilan ini menghambat pertumbuhan ekonomi secara 
keseluruhan karena sumber daya manusia tidak termanfaatkan secara 
optimal dan produktivitas nasional menjadi stagnan. Oleh karena itu, 
penanganan ketimpangan keterampilan melalui reformasi pendidikan, 
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pelatihan yang relevan, serta kebijakan ketenagakerjaan yang sinergis 
menjadi sangat krusial untuk menciptakan tenaga kerja yang siap 
menghadapi tantangan industri masa depan dan mendorong 
pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

 
B. PEMETAAN KEBUTUHAN INDUSTRI TERKINI 

Pemetaan kebutuhan industri terkini merupakan proses 
penting yang bertujuan untuk memahami dan mengidentifikasi 
berbagai kebutuhan serta tren yang sedang berkembang dalam dunia 
industri saat ini. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin 
maju, industri menghadapi perubahan cepat yang menuntut adaptasi 
dalam berbagai aspek, mulai dari teknologi, sumber daya manusia, 
hingga model bisnis. Kebutuhan industri saat ini tidak hanya berfokus 
pada aspek produksi semata, tetapi juga melibatkan inovasi teknologi, 
efisiensi operasional, dan keberlanjutan lingkungan. Misalnya, banyak 
industri yang kini membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya 
memiliki keterampilan teknis tradisional, tetapi juga kemampuan 
digital, analisis data, serta pemahaman terhadap otomatisasi dan 
kecerdasan buatan (AI). Selain itu, industri juga semakin menuntut 
bahan baku dan proses produksi yang ramah lingkungan sebagai 
bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan. Pemetaan kebutuhan ini 
dilakukan melalui pengumpulan data dan analisis pasar, survei 
kebutuhan tenaga kerja, serta identifikasi tren teknologi yang sedang 
berkembang, seperti Internet of Things (IoT), big data, dan robotik. 
Dengan pemetaan yang tepat, pelaku industri dan pembuat kebijakan 
dapat merumuskan strategi pengembangan yang efektif, meningkatkan 
daya saing, serta menyiapkan sumber daya manusia yang siap 
menghadapi tantangan di masa depan. Selain itu, pemetaan ini juga 
membantu dalam merancang program pendidikan dan pelatihan 
yang relevan dengan kebutuhan industri, sehingga menciptakan 
sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Secara keseluruhan, 
pemetaan kebutuhan industri terkini menjadi fondasi utama untuk 
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing di era 
teknologi yang terus berkembang. 

1. Definisi dan Tujuan Pemetaan Kebutuhan Industri 

Pemetaan kebutuhan industri adalah proses sistematis yang 
dilakukan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis 
berbagai kebutuhan yang ada dalam sektor industri pada suatu periode 
tertentu. Proses ini mencakup penggalian data terkait sumber daya 
manusia, teknologi, bahan baku, proses produksi, serta kebutuhan lain 
yang mendukung kelancaran dan perkembangan industri. Definisi ini 
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menegaskan bahwa pemetaan bukan sekadar pengumpulan data, 
melainkan sebuah aktivitas strategis yang bertujuan untuk memahami 
secara mendalam kondisi nyata yang dialami oleh industri. Tujuan 
utama dari pemetaan kebutuhan ini adalah untuk menyediakan infor-
masi yang akurat dan relevan sehingga pelaku industri, pemerintah, dan 
lembaga pendidikan dapat menyusun kebijakan, program pelatihan, 
serta strategi bisnis yang tepat sasaran. Dengan mengetahui kebutuhan 
terkini, industri dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi 
secara cepat, meningkatkan efisiensi produksi, serta mengantisipasi 
tantangan di masa depan. Selain itu, pemetaan ini juga berfungsi untuk 
menjembatani kesenjangan antara kebutuhan industri dan kemampuan 
tenaga kerja yang tersedia, sehingga menghasilkan sinergi yang dapat 
meningkatkan daya saing nasional di pasar global. Dalam konteks 
yang lebih luas, pemetaan kebutuhan industri membantu memastikan 
bahwa pembangunan ekonomi berjalan berkelanjutan dengan 
memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. 

2. Tren dan Faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Industri 

Saat Ini Kebutuhan industri saat ini dipengaruhi oleh sejumlah 
tren dan faktor yang bersifat dinamis dan saling terkait. Salah satu tren 
utama adalah digitalisasi yang mengubah cara produksi dan 
manajemen industri secara fundamental. Teknologi seperti Internet of 
Things (IoT), kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), big data, dan 
otomatisasi telah menggeser paradigma industri dari proses manual ke 
proses yang lebih terintegrasi dan efisien. Tren ini menuntut kebutuhan 
tenaga kerja yang tidak hanya memiliki keahlian teknis dasar, tetapi 
juga kemampuan digital dan analisis data. Faktor kedua yang 
mempengaruhi kebutuhan industri adalah tuntutan keberlanjutan dan 
ramah lingkungan. Semakin banyak industri yang berkomitmen pada 
praktik produksi yang berkelanjutan untuk memenuhi regulasi 
pemerintah dan harapan konsumen yang semakin sadar lingkungan. Hal 
ini berdampak pada kebutuhan bahan baku alternatif yang lebih hijau 
dan proses produksi yang minim limbah serta emisi. Selain itu, 
globalisasi dan perubahan perilaku konsumen turut mendorong 
industri untuk lebih responsif terhadap kebutuhan pasar yang semakin 
beragam dan dinamis. Faktor regulasi, termasuk kebijakan pemerintah 
yang mendukung inovasi teknologi dan perlindungan lingkungan, juga 
menjadi pendorong utama dalam menyesuaikan kebutuhan industri. 
Semua faktor ini secara kolektif membentuk lanskap kebutuhan yang 
kompleks dan menuntut pemetaan yang akurat agar setiap elemen dapat 
terakomodasi dengan baik. 
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3. Strategi dan Implementasi Pemetaan Kebutuhan Industri 

Strategi pemetaan kebutuhan industri harus dilakukan secara 
komprehensif dan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, 
seperti pelaku industri, pemerintah, institusi pendidikan, dan lembaga 
penelitian. Metode yang digunakan meliputi pengumpulan data 
melalui survei, wawancara, dan studi pasar yang mendalam. Analisis 
data dilakukan untuk mengidentifikasi gap atau kesenjangan antara 
kebutuhan industri dengan kapasitas sumber daya manusia dan 
teknologi yang tersedia. Selain itu, penting untuk melakukan 
pemantauan tren teknologi dan kebijakan yang sedang berkembang 
agar hasil pemetaan selalu relevan dengan kondisi terkini. 
Implementasi dari hasil pemetaan biasanya diwujudkan dalam bentuk 
perumusan program pelatihan keterampilan baru yang sesuai dengan 
kebutuhan industri, pembaruan kurikulum pendidikan, serta 
perancangan kebijakan insentif yang mendukung inovasi dan adopsi 
teknologi. Kolaborasi lintas sektor sangat penting agar strategi ini 
berjalan efektif, misalnya kerja sama antara universitas dengan 
perusahaan dalam mengembangkan program magang dan penelitian 
terapan. Lebih jauh lagi, pemetaan kebutuhan harus menjadi proses 
berkelanjutan yang dilakukan secara periodik agar industri selalu siap 
menghadapi perubahan yang cepat dan tidak terjebak dalam 
ketertinggalan. Dengan strategi dan implementasi yang tepat, 
pemetaan kebutuhan industri dapat menjadi alat yang efektif untuk 
memperkuat daya saing industri nasional serta mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

 
C. KURIKULUM PENDIDIKAN DAN RELAVANSINYA 

Kurikulum pendidikan merupakan suatu rancangan atau 
susunan sistematis mengenai materi pembelajaran, metode 
pengajaran, serta tujuan pendidikan yang ingin dicapai dalam suatu 
jenjang pendidikan. Kurikulum bukan hanya sekadar daftar mata 
pelajaran, melainkan sebuah kerangka kerja yang mengatur apa saja 
yang harus diajarkan, bagaimana cara mengajarkannya, dan 
kompetensi apa yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah 
menyelesaikan proses pembelajaran. Relevansi kurikulum sangat 
penting untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan dapat 
memenuhi kebutuhan zaman dan mempersiapkan peserta didik agar 
siap menghadapi tantangan dunia nyata, khususnya dalam konteks 
perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang cepat berubah. 
Kurikulum yang relevan harus mampu mengintegrasikan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru serta 
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menyesuaikan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Hal ini 
termasuk penyesuaian materi pembelajaran agar tidak hanya berfokus 
pada teori, tetapi juga praktik dan keterampilan yang aplikatif, seperti 
kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kerja sama, dan penguasaan 
teknologi digital. Relevansi kurikulum juga mencakup adaptasi 
terhadap perubahan kebutuhan tenaga kerja dan tren industri agar 
lulusan pendidikan dapat langsung berkontribusi secara produktif dan 
kompetitif di dunia kerja. Dengan kata lain, kurikulum  yang  relevan  
mampu  menjembatani  kesenjangan  antara  dunia pendidikan dan 
dunia kerja sehingga menciptakan sumber daya manusia yang 
kompeten dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global. Selain 
itu, kurikulum yang dirancang dengan memperhatikan relevansi juga 
dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik karena mereka 
merasa materi yang dipelajari bermanfaat dan sesuai dengan 
kebutuhan masa depan mereka. Oleh karena itu, pengembangan 
kurikulum harus dilakukan secara dinamis dan melibatkan berbagai 
pemangku kepentingan, termasuk pendidik, ahli kurikulum, pelaku 
industri, serta pemerintah agar tercipta sistem pendidikan yang 
responsif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Secara keseluruhan, 
relevansi kurikulum pendidikan menjadi faktor kunci dalam 
menciptakan generasi penerus yang mampu berinovasi, berdaya saing, 
dan berkontribusi positif bagi pembangunan bangsa. 

1. Pengertian dan Komponen Kurikulum Pendidikan 

Kurikulum pendidikan merupakan suatu rancangan terpadu 
yang memuat berbagai komponen esensial dalam proses 
pembelajaran, yang meliputi tujuan pendidikan, materi pelajaran, 
metode pengajaran, serta sistem evaluasi dan penilaian hasil belajar. 
Kurikulum tid ak hanya sekadar daftar mata pelajaran yang harus 
diajarkan, melainkan merupakan suatu kerangka kerja yang mengatur 
secara sistematis dan terstruktur mengenai apa yang perlu diajarkan, 
bagaimana cara mengajarkannya, serta hasil apa yang diharapkan dari 
proses pembelajaran tersebut. Komponen tujuan pendidikan 
mencerminkan kompetensi dan sikap yang ingin dicapai oleh peserta 
didik sebagai hasil akhir dari suatu jenjang pendidikan. Materi 
pelajaran dirancang berdasarkan kebutuhan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta nilai-nilai sosial yang berlaku dalam 
masyarakat. Metode pengajaran dalam kurikulum disesuaikan agar 
mampu memberikan pengalaman belajar yang efektif dan menarik, 
serta mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif 
peserta didik. Sedangkan sistem evaluasi bertujuan mengukur 
pencapaian kompetensi peserta didik secara objektif dan 
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komprehensif, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun 
psikomotorik. Dalam kurikulum yang baik, komponen- komponen 
tersebut saling mendukung dan terintegrasi dengan baik sehingga 
menghasilkan proses pendidikan yang bermakna dan berkelanjutan. 
Kurikulum juga berperan sebagai pedoman utama bagi guru dan 
lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar 
sehingga standar mutu pendidikan dapat terjaga secara konsisten di 
berbagai jenjang pendidikan. 

2. Pentingnya Relevansi Kurikulum dalam Menjawab 
Kebutuhan Zaman Relevansi 

Kurikulum menjadi aspek yang sangat krusial dalam dunia 
pendidikan modern karena dunia saat ini ditandai oleh perubahan yang 
sangat cepat di berbagai bidang, seperti teknologi, sosial, ekonomi, dan 
budaya. Kurikulum yang tidak relevan dengan perkembangan zaman 
berpotensi membuat peserta didik tidak siap menghadapi tantangan 
dan tuntutan di masa depan, sehingga mempengaruhi kualitas sumber 
daya manusia yang dihasilkan. Relevansi kurikulum berarti bahwa 
materi pembelajaran dan metode pengajaran harus senantiasa 
disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
kebutuhan dunia kerja yang dinamis. Sebagai contoh, dalam era 
digital, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi 
kebutuhan mendasar yang harus dimasukkan ke dalam kurikulum agar 
lulusan dapat bersaing secara global. Selain itu, relevansi kurikulum 
juga mencakup pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti 
kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi 
yang sangat dibutuhkan di berbagai sektor industri. Kurikulum yang 
relevan tidak hanya meningkatkan motivasi belajar peserta didik 
karena materi yang dipelajari dirasakan bermanfaat dan aplikatif, 
tetapi juga membantu mengurangi kesenjangan antara pendidikan dan 
dunia kerja. Dengan demikian, lulusan pendidikan dapat lebih cepat 
beradaptasi dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan 
ekonomi dan sosial. Berbagai studi dan praktik terbaik dari berbagai 
negara menunjukkan bahwa kurikulum yang responsif terhadap 
kebutuhan zaman mampu mendorong inovasi dan memperkuat daya 
saing nasional di tingkat internasional. 

3. Strategi Pengembangan dan Implementasi Kurikulum yang 
Relevan 

Pengembangan kurikulum yang relevan memerlukan strategi 
yang terencana dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar 
dapat menciptakan sistem pendidikan yang adaptif dan responsif 
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terhadap perubahan. Salah satu strategi utama adalah melakukan 
kolaborasi yang erat antara dunia pendidikan, pemerintah, dan sektor 
industri. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperoleh masukan 
langsung mengenai kebutuhan keterampilan dan kompetensi yang 
dibutuhkan di dunia kerja sehingga materi dan metode pembelajaran 
dapat disesuaikan secara tepat. Selain itu, pengembangan kurikulum 
harus berbasis data dan penelitian yang valid, termasuk pemetaan 
kebutuhan industri, survei pasar tenaga kerja, serta evaluasi hasil 
belajar peserta didik. Strategi lainnya adalah penerapan pendekatan 
pembelajaran yang berbasis kompetensi dan proyek, yang menempat-
kan peserta didik dalam situasi nyata sehingga mereka dapat 
mengembangkan kemampuan problem solving dan aplikasi praktis. 
Implementasi kurikulum yang relevan juga harus didukung dengan 
pelatihan intensif bagi guru dan tenaga pendidik agar mereka mampu 
mengadaptasi metode pengajaran yang inovatif dan menggunakan 
teknologi pendidikan secara efektif. Selain itu, evaluasi dan revisi 
kurikulum harus dilakukan secara berkala untuk memastikan kuriku-
lum tetap up-to-date dan mampu memenuhi tuntutan zaman. Teknologi 
pendidikan juga memegang peranan penting dalam mendukung 
implementasi kurikulum, seperti penggunaan platform pembelajaran 
digital, multimedia, dan sumber belajar interaktif yang membuat 
proses pembelajaran lebih menarik dan efektif. Dengan strategi 
pengembangan dan implementasi yang matang, kurikulum pendidikan 
dapat menjadi instrumen utama dalam mencetak generasi muda yang 
kompeten, kreatif, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global. 

 
D. PERAN PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN KERJA 

Pendidikan vokasi dan pelatihan kerja memiliki peran yang 
sangat strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang siap 
pakai dan kompeten di dunia kerja. Pendidikan vokasi dirancang secara 
khusus untuk membekali peserta didik dengan keterampilan teknis 
dan pengetahuan praktis yang sesuai dengan kebutuhan industri dan 
pasar kerja. Melalui pendekatan pembelajaran yang lebih aplikatif dan 
berbasis kompetensi, pendidikan vokasi mampu menghasilkan lulusan 
yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu menerapkannya 
secara langsung dalam situasi kerja nyata. Selain itu, pelatihan kerja 
berfungsi sebagai sarana pengembangan kapasitas dan peningkatan 
keahlian bagi tenaga kerja, baik yang baru memasuki dunia kerja 
maupun yang sudah berpengalaman, sehingga mereka dapat mengikuti 
perkembangan teknologi dan metode kerja terbaru. Dengan demikian, 
pendidikan vokasi dan pelatihan kerja berkontribusi dalam 
mengurangi angka pengangguran, meningkatkan produktivitas, serta 
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mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyediaan 
tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan global dan dinamika 
pasar kerja yang terus berubah. Di sisi lain, kedua bentuk pendidikan 
ini juga membantu meningkatkan daya saing individu di pasar tenaga 
kerja, mempercepat proses adaptasi lulusan terhadap dunia kerja, dan 
mendorong terciptanya inovasi serta kewirausahaan yang 
berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan vokasi dan pelatihan kerja 
menjadi kunci penting dalam menjembatani kebutuhan dunia 
pendidikan dengan tuntutan dunia industri, sehingga tercipta sinergi 
yang efektif dalam pengembangan sumber daya manusia berkualitas 
dan berdaya saing tinggi. 

1. Peran Pendidikan Vokasi dalam Mempersiapkan Tenaga 
Kerja yang Kompeten 

Pendidikan vokasi memiliki peran utama dalam mempersiapkan 
tenaga kerja yang siap pakai dan kompeten sesuai dengan kebutuhan 
dunia industri dan pasar kerja. Pendidikan ini menitikberatkan pada 
penguasaan keterampilan teknis dan aplikasi praktis yang dapat 
langsung digunakan oleh peserta didik ketika memasuki dunia kerja. 
Berbeda dengan pendidikan akademik yang lebih teoritis, pendidikan 
vokasi mengintegrasikan teori dengan praktik kerja secara intensif, 
sehingga lulusan pendidikan vokasi memiliki kemampuan yang 
matang dalam menjalankan tugas profesinya. Selain itu, pendidikan 
vokasi juga menyesuaikan kurikulumnya dengan perkembangan 
teknologi dan kebutuhan industri terbaru sehingga peserta didik selalu 
mendapatkan ilmu yang relevan dan up-to-date. Peran penting lainnya 
adalah pendidikan vokasi menjadi sarana untuk menurunkan angka 
pengangguran di kalangan lulusan karena mereka memiliki keahlian 
yang spesifik dan langsung dibutuhkan oleh pasar kerja. Dengan 
demikian, pendidikan vokasi berperan sebagai jembatan yang 
menghubungkan dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri, 
memfasilitasi kelancaran transisi dari status pelajar menjadi tenaga 
kerja produktif dan profesional. 

2. Peran Pelatihan Kerja dalam Peningkatan Kualitas dan 
Produktivitas Tenaga Kerja 

Pelatihan kerja memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan 
kualitas dan produktivitas tenaga kerja, terutama dalam menghadapi 
perkembangan teknologi yang cepat dan perubahan tuntutan pasar 
kerja. Melalui pelatihan kerja, tenaga kerja tidak hanya memperoleh 
keterampilan baru, tetapi juga melakukan penyegaran dan peningkatan 
kompetensi agar dapat beradaptasi dengan inovasi dan metode kerja 
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terbaru. Pelatihan ini dapat diikuti oleh tenaga kerja yang baru 
memasuki dunia kerja maupun mereka yang telah berpengalaman 
tetapi membutuhkan peningkatan kemampuan agar tetap kompetitif. 
Dengan adanya pelatihan kerja yang terstruktur dan berkelanjutan, 
tenaga kerja menjadi lebih efisien, produktif, dan mampu 
menyelesaikan tugasnya dengan kualitas tinggi. Selain itu, pelatihan 
kerja juga berperan dalam mengurangi kesenjangan keterampilan 
(skills gap) antara kebutuhan industri dengan kemampuan tenaga kerja 
yang ada, sehingga mendukung terciptanya sumber daya manusia 
yang berkualitas dan kompetitif secara nasional maupun internasional. 
Lebih jauh, pelatihan kerja juga dapat membuka peluang bagi tenaga 
kerja untuk berkarier lebih baik atau bahkan berwirausaha, sehingga 
memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan 
kesejahteraan masyarakat. 

3. Sinergi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Kerja 

Dalam Mendukung Pembangunan SDM yang Berdaya Saing 
Sinergi antara pendidikan vokasi dan pelatihan kerja merupakan 
aspek penting dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang 
unggul dan berdaya saing tinggi. Pendidikan vokasi berperan sebagai 
fondasi awal dalam membekali peserta didik dengan keterampilan 
dasar dan pengetahuan praktis yang sesuai dengan standar industri, 
sementara pelatihan kerja berfungsi sebagai pengembangan lanjutan 
untuk memperdalam dan memperbarui kompetensi yang dimiliki. 
Kolaborasi ini menjamin bahwa lulusan pendidikan vokasi tidak hanya 
siap kerja pada saat lulus, tetapi juga dapat terus meningkatkan 
kemampuannya sesuai kebutuhan pasar yang dinamis. Sinergi ini juga 
mendorong terciptanya model pembelajaran yang fleksibel dan 
responsif, di mana dunia pendidikan dan dunia industri saling 
bersinergi dalam menyusun kurikulum, metode pembelajaran, serta 
program pelatihan yang relevan dan berkualitas. Dengan pendekatan 
ini, pembangunan SDM menjadi lebih terarah dan efektif, 
menghasilkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki keterampilan 
teknis yang mumpuni, tetapi juga mampu beradaptasi dengan 
perubahan global. Akhirnya, sinergi pendidikan vokasi dan pelatihan 
kerja ini berkontribusi dalam meningkatkan daya saing nasional, 
mendukung inovasi, dan memperkuat ketahanan ekonomi di tengah 
persaingan global yang semakin ketat. 
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E. PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP DALAM 
PENGEMBANGAN SDM 

Public Private Partnership (PPP) dalam pengembangan sumber 
daya manusia (SDM) merupakan sebuah kolaborasi strategis antara 
sektor publik, seperti pemerintah dan institusi pendidikan, dengan 
sektor swasta atau dunia usaha, yang bertujuan untuk meningkatkan 
kualitas dan daya saing tenaga kerja secara efektif dan berkelanjutan. 
Model kemitraan ini memanfaatkan keunggulan masing- masing 
pihak; pemerintah memiliki peran dalam merancang kebijakan, 
menyediakan regulasi, serta mendukung pendanaan dan infrastruktur 
pendidikan, sementara pihak swasta membawa pengalaman praktis, 
kebutuhan industri, teknologi terbaru, serta akses terhadap pasar kerja 
yang sebenarnya. Melalui PPP, program pengembangan SDM dapat 
dirancang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga 
lulusan atau tenaga kerja yang dihasilkan tidak hanya memiliki 
kompetensi akademik, tetapi juga keterampilan praktis yang 
sesuai dengan standar dan dinamika pasar. Selain itu, PPP juga 
memungkinkan adanya pembagian risiko dan sumber daya antara 
pemerintah dan swasta, sehingga upaya pengembangan SDM menjadi 
lebih efisien dan inovatif. Dalam praktiknya, bentuk PPP dalam 
pengembangan SDM dapat berupa penyelenggaraan pendidikan vokasi 
yang didukung langsung oleh industri, program magang atau kerja 
praktik yang terintegrasi dengan dunia usaha, pelatihan bersama, serta 
pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan pasar. Dengan adanya 
kerjasama ini, proses transfer ilmu dan teknologi menjadi lebih 
optimal, dan tenaga kerja yang dihasilkan dapat langsung diserap oleh 
industri, mengurangi kesenjangan keterampilan dan tingkat 
pengangguran. Secara keseluruhan, Public Private Partnership dalam 
pengembangan SDM berperan penting dalam menciptakan sinergi 
antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan dunia usaha, mempercepat 
adaptasi tenaga kerja terhadap perubahan teknologi dan pasar, serta 
mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan 
inklusif. 

1. Pengertian dan Konsep Public Private Partnership (PPP) 
dalam Pengembangan SDM 

Public Private Partnership (PPP) merupakan sebuah model 
kemitraan strategis antara sektor publik, yaitu pemerintah dan 
lembaga pendidikan, dengan sektor swasta atau dunia usaha dalam 
rangka mengoptimalkan pengembangan sumber daya manusia (SDM). 
PPP dalam pengembangan SDM bertujuan untuk menggabungkan 
kekuatan dan keunggulan masing- masing pihak guna menciptakan 
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program pelatihan dan pendidikan yang lebih efektif, efisien, dan 
sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Konsep PPP lahir dari 
kesadaran bahwa tantangan dalam membangun SDM yang berkualitas 
tidak dapat diatasi oleh satu pihak saja, sehingga perlu adanya 
kolaborasi yang sinergis antara pemerintah dan sektor swasta. 
Pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator, serta penyedia 
kebijakan dan pendanaan yang mendukung pengembangan SDM, 
sementara sektor swasta berkontribusi dengan pengalaman praktis, 
kebutuhan pasar kerja yang aktual, teknologi mutakhir, dan akses 
terhadap jaringan industri. Melalui model kemitraan ini, pendidikan dan 
pelatihan dapat dirancang agar lebih relevan dan responsif terhadap 
dinamika industri serta perkembangan teknologi. PPP juga 
memungkinkan penyelarasan antara kurikulum pendidikan dengan 
standar kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja, sehingga lulusan 
yang dihasilkan tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki 
keterampilan praktis yang siap diterapkan di lapangan. Konsep ini 
mendorong terjadinya integrasi dan sinergi antara dunia pendidikan 
dan industri, mengurangi kesenjangan antara kemampuan lulusan 
dengan tuntutan pasar, sekaligus mempercepat proses adaptasi tenaga 
kerja terhadap perubahan global yang semakin cepat. 

2. Bentuk dan Implementasi Public Private Partnership dalam 
Pengembangan SDM 

Implementasi Public Private Partnership dalam pengembangan 
sumber daya manusia dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yang 
disesuaikan dengan kebutuhan sektor pendidikan, pelatihan, dan 
industri di suatu wilayah atau negara. Salah satu bentuk utama PPP 
adalah penyelenggaraan pendidikan vokasi yang melibatkan langsung 
pihak industri dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 
pembelajaran. Industri dapat berkontribusi dalam merancang 
kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan teknis dan kompetensi yang 
dibutuhkan di lapangan, menyediakan fasilitas praktik dan magang, 
serta memberikan pelatihan langsung di lingkungan kerja. Hal ini 
menjamin bahwa peserta didik mendapatkan pengalaman nyata dan 
memahami proses kerja sesungguhnya sehingga siap menghadapi dunia 
kerja sesaat setelah lulus. Selain itu, PPP juga diwujudkan melalui 
program pelatihan bersama antara lembaga pelatihan pemerintah 
dengan perusahaan swasta, yang bertujuan meningkatkan keterampilan 
tenaga kerja yang sudah ada maupun calon tenaga kerja baru agar 
lebih kompeten dan produktif. Dalam konteks ini, pelatihan tidak 
hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan berbasis kebutuhan 
industri terkini. Bentuk lain dari PPP adalah pengembangan program 
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sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional maupun 
internasional, yang menjadi standar baku dalam penilaian kemampuan 
tenaga kerja. Kemitraan ini juga melibatkan pembiayaan bersama 
antara pemerintah dan swasta serta pembagian risiko sehingga 
menjamin kelangsungan dan keberlanjutan program pelatihan dan 
pendidikan. Melalui sinergi ini, transfer teknologi, pengetahuan, dan 
inovasi dari dunia industri ke lembaga pendidikan dan pelatihan 
berlangsung lebih optimal, mendorong peningkatan kualitas SDM 
secara sistematis dan berkesinambungan. 

3. Manfaat dan Tantangan Public Private Partnership dalam 
Pengembangan SDM 

Public Private Partnership dalam pengembangan sumber daya 
manusia membawa berbagai manfaat strategis yang sangat penting bagi 
kedua belah pihak serta bagi kemajuan pembangunan nasional secara 
umum. Salah satu manfaat utama dari PPP adalah meningkatnya 
relevansi pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan dunia kerja 
yang sebenarnya, sehingga mengurangi kesenjangan keterampilan atau 
skills gap antara kemampuan tenaga kerja yang ada dengan tuntutan 
pasar. Dengan demikian, tingkat pengangguran akibat ketidaksesuaian 
kompetensi dapat ditekan secara signifikan. PPP juga memberikan 
peluang untuk memperkenalkan inovasi dalam metode pembelajaran 
dan pelatihan, mempercepat proses adaptasi tenaga kerja terhadap 
kemajuan teknologi, serta membuka akses yang lebih luas terhadap 
pendidikan dan pelatihan berkualitas. Lebih jauh, kolaborasi ini 
membantu mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja dan daya 
saing industri nasional di pasar global. Namun demikian, pelaksanaan 
PPP tidak lepas dari berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu 
kendala utama adalah adanya perbedaan visi, tujuan, dan kepentingan 
antara sektor publik yang cenderung berorientasi pada pelayanan 
masyarakat dan pembangunan jangka panjang, dengan sektor swasta 
yang lebih fokus pada efisiensi dan keuntungan bisnis. Tantangan 
lainnya adalah kompleksitas koordinasi dan komunikasi antar berbagai 
institusi dan pihak yang terlibat dalam kemitraan, yang memerlukan 
mekanisme pengelolaan yang transparan dan profesional. Selain itu, 
permasalahan regulasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya 
mendukung kemitraan ini juga dapat menghambat implementasi 
program. Aspek pembiayaan dan pembagian risiko antara pemerintah 
dan swasta juga harus diatur dengan baik agar tidak menjadi beban salah 
satu pihak saja. Akhirnya, menjaga keberlanjutan program agar tidak 
hanya berjalan dalam jangka pendek menjadi tantangan tersendiri yang 
membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Oleh karena itu, 
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keberhasilan PPP dalam pengembangan SDM sangat bergantung pada 
sinergi, kepercayaan, dan kemauan kolaboratif antara pemerintah, 
dunia usaha, dan lembaga pendidikan, sehingga tujuan meningkatkan 
kualitas dan daya saing tenaga kerja dapat tercapai secara optimal. 

 
F. STUDI KASUS: STRATEGI INDONESIA MENYONGSONG 

BONUS DEMOGRAFI 2030 

Indonesia menghadapi peluang besar yang dikenal dengan 
istilah bonus demografi pada tahun 2030, yaitu periode ketika jumlah 
penduduk usia produktif (15-64 tahun) jauh lebih besar dibandingkan 
jumlah penduduk tidak produktif (anak-anak dan lansia). Bonus 
demografi ini berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang 
signifikan jika dimanfaatkan dengan tepat, namun juga menjadi 
tantangan besar apabila sumber daya manusia tidak siap menghadapi 
tuntutan zaman. Strategi Indonesia dalam menyongsong bonus 
demografi ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya 
manusia sebagai modal utama untuk menciptakan produktivitas yang 
tinggi dan daya saing nasional yang kuat. Pemerintah melalui 
berbagai kebijakan dan program telah mengimplementasikan langkah-
langkah strategis seperti penguatan pendidikan vokasi, pengembangan 
pelatihan kerja berbasis kompetensi, serta peningkatan akses 
pendidikan dan pelatihan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. 
Selain itu, program pengembangan kewirausahaan dan peningkatan 
kapasitas digital juga menjadi fokus utama agar generasi muda mampu 
beradaptasi dengan revolusi industri 4.0 dan perubahan teknologi yang 
cepat. Tidak hanya itu, sinergi antara sektor publik dan swasta melalui 
kemitraan strategis juga dioptimalkan untuk menciptakan peluang 
kerja dan mengurangi angka pengangguran di kalangan generasi 
produktif. Upaya ini didukung oleh investasi dalam teknologi 
pendidikan dan infrastruktur, serta penguatan kebijakan 
ketenagakerjaan yang responsif terhadap kebutuhan pasar. Strategi 
nasional ini juga mengedepankan inklusivitas agar bonus demografi 
dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa 
kecuali, sehingga dapat menekan kesenjangan sosial dan ekonomi. 
Secara keseluruhan, strategi Indonesia menyongsong bonus demografi 
2030 merupakan sebuah pendekatan terpadu yang menggabungkan 
peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, kewirausahaan, dan 
kolaborasi multisektor, dengan tujuan menciptakan sumber daya 
manusia yang produktif, inovatif, dan adaptif, sehingga bonus 
demografi dapat benar-benar menjadi momentum untuk percepatan 
pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial bangsa. 
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1. Pengertian dan Potensi Bonus Demografi di Indonesia 

Bonus demografi merupakan kondisi demografi di mana 
proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) jauh lebih besar 
dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif, yaitu anak-anak 
dan lansia. Indonesia diprediksi akan memasuki masa bonus 
demografi sekitar tahun 2030, saat puncak jumlah penduduk usia 
produktif mencapai lebih dari 70 persen dari total populasi. Kondisi ini 
membuka peluang besar untuk percepatan pembangunan ekonomi 
karena jumlah tenaga kerja yang melimpah dapat mendorong 
peningkatan produksi, konsumsi, dan investasi secara signifikan. Namun, 
potensi bonus demografi ini bukanlah jaminan otomatis bagi 
kemajuan negara; keberhasilannya sangat tergantung pada bagaimana 
sumber daya manusia tersebut dikelola dan dikembangkan. Jika 
generasi produktif ini tidak dibekali dengan pendidikan yang memadai, 
keterampilan yang relevan, serta kesempatan kerja yang cukup, maka 
bonus demografi justru bisa menjadi beban, berupa tingginya 
pengangguran dan masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, memahami 
potensi bonus demografi dan tantangan yang menyertainya menjadi 
langkah awal yang penting bagi Indonesia untuk memaksimalkan 
keuntungan dari periode demografis ini. Peran pemerintah, sektor 
swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas sangat krusial dalam 
mempersiapkan strategi yang tepat guna memanfaatkan momentum 
ini demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. 

2. Strategi Pendidikan dan Pengembangan Keterampilan dalam 
Menyongsong Bonus Demografi 

Salah satu strategi utama yang dijalankan Indonesia untuk 
menyambut bonus demografi adalah peningkatan kualitas pendidikan 
dan pengembangan keterampilan tenaga kerja. Pemerintah 
mengembangkan berbagai program yang fokus pada pendidikan 
vokasi, pelatihan kerja berbasis kompetensi, serta penguatan 
pendidikan formal dan non-formal yang relevan dengan kebutuhan 
pasar kerja dan perkembangan teknologi terkini. Pendidikan vokasi 
diperkuat dengan kerjasama antara institusi pendidikan dan dunia 
industri agar kurikulum yang diajarkan sesuai dengan standar 
kompetensi yang dibutuhkan. Selain itu, pelatihan kerja juga 
dikembangkan agar dapat menjawab tantangan revolusi industri 4.0 
dengan menekankan keterampilan digital, kewirausahaan, serta soft 
skills seperti kreativitas dan kemampuan beradaptasi. Pemerataan 
akses pendidikan menjadi prioritas agar seluruh wilayah, termasuk 
daerah terpencil, mendapat kesempatan yang sama untuk meningkatkan 
kualitas SDM. Melalui strategi ini, generasi muda diharapkan tidak 



60 | Ekonomi Sumber Daya Manusia; Tantangan Digital, Ketimpangan, dan Daya Saing Globa 

hanya siap memasuki dunia kerja, tetapi juga mampu menciptakan 
lapangan kerja baru melalui kewirausahaan. Program beasiswa, 
penguatan lembaga pelatihan masyarakat, serta peningkatan kualitas 
tenaga pengajar juga menjadi bagian dari langkah strategis ini. 
Dengan demikian, pengembangan SDM menjadi fondasi utama agar 
bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal demi kemajuan 
ekonomi dan sosial. 

3. Sinergi Pemerintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat dalam 
Mendukung Bonus Demografi 

Keberhasilan menyongsong bonus demografi tidak hanya 
bergantung pada pemerintah saja, melainkan juga memerlukan sinergi 
yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat luas. 
Pemerintah berperan dalam merancang kebijakan yang mendukung 
pengembangan sumber daya manusia, menyediakan infrastruktur 
pendidikan dan pelatihan, serta menciptakan iklim investasi yang 
kondusif untuk penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, dunia 
usaha sebagai pengguna tenaga kerja harus berperan aktif dalam 
pengembangan kompetensi calon pekerja melalui kemitraan dengan 
institusi pendidikan dan penyelenggaraan pelatihan yang relevan. 
Dunia usaha juga perlu memberikan kesempatan magang, praktik 
kerja, serta menciptakan lapangan kerja yang berkualitas agar tenaga 
kerja dapat terserap dengan baik. Masyarakat dan keluarga berperan 
dalam mendukung pendidikan dan pengembangan anak-anak mereka 
agar tumbuh menjadi individu yang produktif dan siap menghadapi 
tantangan masa depan. Selain itu, kolaborasi lintas sektor dan 
stakeholder, termasuk organisasi non-pemerintah dan komunitas, 
menjadi penting dalam menyukseskan program-program 
pengembangan SDM dan kewirausahaan yang inklusif. Sinergi ini 
diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang mendukung lahirnya 
tenaga kerja yang kompeten, inovatif, dan berdaya saing tinggi. 
Dengan kerjasama yang solid, bonus demografi 2030 dapat benar-
benar menjadi momentum emas yang membawa Indonesia menuju 
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan sosial 
bagi seluruh rakyat. 
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BAB IV 
DIGITALISASI DAN SDM ABAD KE-21 
 

 

 

 

 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah 
melahirkan gelombang digitalisasi yang menyentuh hampir seluruh 
aspek kehidupan manusia. Dalam konteks ketenagakerjaan dan 
pengelolaan sumber daya manusia (SDM), digitalisasi membawa 
dampak yang sangat signifikan. Istilah digitalisasi sendiri merujuk 
pada proses mengubah aktivitas, proses, atau sistem yang semula 
berjalan secara manual atau analog menjadi berbasis digital dengan 
dukungan teknologi. Proses ini mencakup otomatisasi pekerjaan, 
penggunaan perangkat lunak berbasis cloud, integrasi sistem kerja 
daring, pemanfaatan data besar (big data), hingga pengembangan 
kecerdasan buatan (AI). Dalam dunia kerja, digitalisasi 
memungkinkan efisiensi operasional, peningkatan produktivitas, serta 
transparansi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Namun, di 
sisi lain, digitalisasi juga menuntut tenaga kerja untuk menguasai 
kemampuan baru yang sesuai dengan tuntutan zaman. 

SDM abad ke-21 muncul sebagai jawaban atas tuntutan zaman 
yang dipenuhi dengan perubahan cepat, kompleksitas tinggi, dan 
persaingan global. Tenaga kerja masa kini tidak lagi cukup hanya 
mengandalkan pendidikan formal dan pengalaman kerja, melainkan 
juga harus menguasai keterampilan digital dan sosial yang kuat. SDM 
abad ke-21 dituntut untuk melek teknologi, mampu menggunakan 
berbagai perangkat digital, serta memiliki pemahaman tentang 
dinamika dunia digital seperti keamanan data, etika digital, dan 
transformasi platform digital. Selain itu, keterampilan berpikir kritis, 
komunikasi yang efektif, kreativitas, kemampuan memecahkan 
masalah, serta kolaborasi lintas budaya dan lintas disiplin menjadi 
sangat penting dalam menghadapi kompleksitas pekerjaan masa kini. 
SDM juga perlu memiliki kemampuan untuk terus belajar sepanjang 
hayat (lifelong learning), sebab perkembangan teknologi selalu 
menghadirkan tantangan dan kebutuhan baru yang tidak bisa diatasi 
hanya dengan pengetahuan lama. 
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Hubungan antara digitalisasi dan SDM abad ke-21 bersifat 
saling memperkuat. Digitalisasi menciptakan lingkungan kerja yang 
dinamis dan serba cepat, sementara SDM yang adaptif dan berdaya 
saing menjadi penentu keberhasilan transformasi digital itu sendiri. 
Misalnya, hadirnya teknologi digital telah memungkinkan penerapan 
model kerja yang fleksibel seperti kerja jarak jauh (remote work), kerja 
hibrida, serta berkembangnya platform kerja lepas (freelance dan gig 
economy). Semua perubahan ini membutuhkan tenaga kerja yang 
tidak hanya mahir dalam penggunaan teknologi, tetapi juga disiplin, 
bertanggung jawab, dan mampu bekerja secara mandiri maupun dalam 
tim virtual. Di sisi lain, keberhasilan implementasi teknologi di tempat 
kerja sangat bergantung pada kesiapan SDM dalam mengadopsi 
teknologi tersebut. Banyak inovasi digital yang gagal diterapkan 
karena kurangnya keterampilan atau resistensi dari karyawan terhadap 
perubahan. 

Digitalisasi juga mendorong terjadinya pergeseran dalam 
kebutuhan keterampilan kerja. Pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutin 
dan administratif semakin digantikan oleh mesin dan perangkat lunak 
otomatis. Sebaliknya, keterampilan yang berkaitan dengan analisis 
data, pengembangan sistem, desain digital, keamanan siber, serta 
kecerdasan buatan justru semakin dibutuhkan. Oleh karena itu, 
pengembangan SDM melalui pelatihan, pendidikan vokasi, dan 
pembelajaran digital menjadi strategi penting dalam menghadapi 
perubahan ini. Negara-negara yang berhasil dalam pengembangan 
SDM digital cenderung lebih siap menghadapi tantangan Revolusi 
Industri 4.0 dan berpotensi menjadi pemimpin dalam ekonomi global. 
Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan literasi digital dan 
kompetensi kerja telah dilakukan melalui berbagai program seperti 
Kartu Prakerja, pelatihan berbasis daring (online training), dan 
penguatan kurikulum vokasi yang berbasis kebutuhan industri. 

Namun, digitalisasi juga membawa tantangan serius yang 
harus diantisipasi. Salah satunya adalah kesenjangan digital (digital 
divide), yaitu perbedaan kemampuan akses dan penguasaan teknologi 
antara kelompok masyarakat atau wilayah geografis. Di Indonesia, 
misalnya, kesenjangan antara kota dan desa masih menjadi hambatan 
besar dalam menciptakan SDM digital yang merata. Selain itu, 
terdapat pula resistensi terhadap perubahan dari kalangan tenaga kerja 
yang merasa tidak siap beradaptasi dengan teknologi baru, terutama 
dari generasi yang lebih senior. Ancaman lainnya adalah risiko 
hilangnya lapangan pekerjaan akibat otomatisasi dan robotisasi. 
Pekerjaan di sektor manufaktur, administrasi, dan layanan pelanggan 



 Ekonomi Sumber Daya Manusia; Tantangan Digital, Ketimpangan, dan Daya Saing Global | 63 

kini banyak yang digantikan oleh sistem digital. Oleh karena itu, 
penting bagi pemerintah dan dunia usaha untuk secara aktif melakukan 
upskilling dan reskilling terhadap tenaga kerja agar mereka tetap 
relevan dan memiliki daya saing. 

Strategi pengembangan SDM abad ke-21 harus bersifat 
menyeluruh dan inklusif. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, 
industri, lembaga pendidikan, serta masyarakat untuk menciptakan 
ekosistem pembelajaran yang adaptif dan berkelanjutan. Pendidikan 
formal perlu diarahkan pada kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan 
dunia digital, sementara pelatihan non-formal dapat menyediakan 
alternatif pembelajaran yang cepat dan fleksibel. Teknologi 
pembelajaran berbasis daring, seperti platform Massive Open Online 
Courses (MOOCs), microlearning, dan bootcamp digital telah terbukti 
efektif dalam mempercepat peningkatan keterampilan kerja. Selain itu, 
investasi dalam infrastruktur digital seperti jaringan internet, perangkat 
teknologi, dan pusat pelatihan digital juga menjadi prasyarat penting 
dalam membangun SDM yang mampu menghadapi era digital. 

Dalam jangka panjang, keberhasilan suatu bangsa dalam 
memanfaatkan potensi digital sangat ditentukan oleh kualitas dan 
kesiapan SDM-nya. Digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi 
juga tentang manusia yang menggunakannya secara produktif, kreatif, 
dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pembangunan SDM yang 
memiliki karakter unggul, berpikiran terbuka terhadap inovasi, serta 
memiliki semangat belajar yang tinggi, adalah fondasi penting untuk 
menghadapi tantangan dan meraih peluang di era digital. Indonesia, 
dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar, memiliki potensi 
luar biasa dalam menghadapi era transformasi digital ini. Namun, 
potensi tersebut hanya akan dapat diwujudkan bila diiringi dengan 
komitmen serius untuk membangun SDM yang berkualitas, adaptif, 
dan siap bersaing di tingkat global. 

 
A. REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN DAMPAKNYA TERHADAP 

SDM 

Revolusi Industri 4.0 merupakan transformasi besar dalam 
cara manusia bekerja dan hidup melalui penerapan teknologi digital 
secara luas di berbagai sektor kehidupan. Istilah ini merujuk pada era 
di mana teknologi siber dan fisik terintegrasi dalam satu ekosistem 
kerja yang cerdas dan saling terhubung. Ciri utama dari Revolusi 
Industri 4.0 meliputi penggunaan kecerdasan buatan (Artificial 
Intelligence), Internet of Things (IoT), big data analytics, robotika, 
dan komputasi awan (cloud computing). Inovasi-inovasi ini telah 
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mengubah paradigma bisnis dan struktur kerja secara mendasar, 
menciptakan peluang dan tantangan baru yang signifikan terhadap 
pengelolaan sumber daya manusia. 

Dalam konteks sumber daya manusia, Revolusi Industri 4.0 
menuntut perubahan mendalam dalam pola kerja, keterampilan yang 
dibutuhkan, dan sistem manajemen organisasi. Pekerjaan tradisional 
yang bersifat manual, berulang, dan tidak berbasis teknologi perlahan 
mulai tergantikan oleh mesin pintar dan sistem otomatis. Pekerjaan 
seperti operator produksi, kasir, atau bahkan analis dasar kini mulai 
dialihkan ke algoritma dan robot. Sebagai gantinya, muncul jenis-jenis 
pekerjaan baru yang sangat bergantung pada keterampilan digital, 
seperti data analyst, cloud engineer, digital marketing specialist, 
hingga AI developer. Dengan kata lain, lanskap ketenagakerjaan 
menjadi semakin kompleks dan kompetitif, di mana hanya tenaga 
kerja yang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman yang 
akan bertahan dan berkembang. 

Dampak nyata dari Revolusi Industri 4.0 terhadap SDM dapat 
dilihat dalam tiga aspek utama: perubahan jenis pekerjaan, pergeseran 
kompetensi, dan transformasi sistem kerja. Pertama, jenis pekerjaan 
mengalami transformasi secara cepat. Beberapa pekerjaan menjadi 
usang, sementara pekerjaan baru bermunculan yang belum pernah ada 
sebelumnya. Kedua, kompetensi yang dibutuhkan juga berubah. Tidak 
hanya keterampilan teknis seperti coding atau penguasaan perangkat 
lunak tertentu, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, pemecahan 
masalah kompleks, komunikasi lintas budaya, dan kemampuan untuk 
terus belajar menjadi sangat penting. Ketiga, sistem kerja turut 
berubah menjadi lebih fleksibel, terdesentralisasi, dan berbasis 
teknologi. Konsep seperti kerja jarak jauh, kerja berbasis proyek 
(project-based working), serta penggunaan platform digital untuk 
mengelola pekerjaan telah menjadi bagian dari realitas baru dunia 
kerja. 

Namun demikian, dampak dari Revolusi Industri 4.0 tidak 
bersifat seragam di seluruh lapisan masyarakat. Kesenjangan 
keterampilan (skill gap) menjadi salah satu tantangan terbesar. Banyak 
pekerja, terutama dari generasi lama atau sektor informal, menghadapi 
kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi. Mereka yang 
tidak memiliki akses terhadap pelatihan, pendidikan, dan teknologi 
rentan tergeser dari pasar tenaga kerja. Selain itu, terdapat pula 
tantangan dalam hal mentalitas dan budaya kerja. Tidak semua 
individu siap menghadapi disrupsi dan perubahan terus-menerus. 
Dalam beberapa kasus, Revolusi Industri 4.0 juga menimbulkan 
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kecemasan akan hilangnya pekerjaan dan ketidakpastian masa depan, 
yang dapat berdampak pada psikologi dan produktivitas tenaga kerja. 

Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan reorientasi dalam 
kebijakan pengembangan SDM. Pemerintah, sektor swasta, dan 
lembaga pendidikan perlu bekerja sama untuk menciptakan sistem 
pendidikan dan pelatihan yang adaptif terhadap perubahan zaman. 
Pendidikan harus mulai mengintegrasikan literasi digital dan 
keterampilan abad ke-21 sejak dini. Program pelatihan kerja juga harus 
diarahkan pada peningkatan kapasitas digital tenaga kerja melalui 
pendekatan upskilling dan reskilling. Selain itu, perusahaan 
harus berinvestasi dalam transformasi budaya organisasi agar lebih 
terbuka terhadap inovasi, kolaborasi lintas disiplin, dan pembelajaran 
berkelanjutan. 

Tidak kalah penting adalah pendekatan inklusif dalam 
menghadapi Revolusi Industri 4.0. Pengembangan SDM harus 
memperhatikan keadilan sosial dan pemerataan akses terhadap 
teknologi. Pemerintah daerah, misalnya, dapat memainkan peran 
penting dalam memperluas jaringan internet, menyediakan pelatihan 
teknologi berbasis komunitas, serta mendampingi UMKM dalam 
transformasi digital. Dengan cara ini, Revolusi Industri 4.0 tidak 
hanya akan dinikmati oleh segelintir elite teknologi, tetapi juga 
memberikan manfaat luas bagi masyarakat. 

Revolusi Industri 4.0 adalah keniscayaan yang tidak dapat 
dihindari. Tantangan dan peluang yang muncul harus direspons secara 
strategis melalui penguatan kapasitas SDM. Tenaga kerja masa depan 
adalah mereka yang tidak hanya mahir secara teknis, tetapi juga 
mampu beradaptasi, berkolaborasi, dan terus belajar dalam ekosistem 
kerja yang semakin kompleks dan terhubung. Dengan pendekatan 
yang tepat, Revolusi Industri 4.0 bukan hanya tentang mesin yang 
menggantikan manusia, tetapi tentang bagaimana manusia 
bertransformasi untuk memimpin perubahan itu sendiri 

1. Ketimpangan Digital sebagai Tantangan SDM 

Salah satu tantangan utama yang muncul dalam konteks 
Revolusi Industri 4.0 adalah ketimpangan digital atau digital divide. 
Ketimpangan ini mengacu pada perbedaan akses, kemampuan, dan 
pemanfaatan teknologi digital antara berbagai kelompok 
masyarakat—baik berdasarkan wilayah geografis, status sosial 
ekonomi, tingkat pendidikan, hingga generasi. Di negara-negara 
berkembang seperti Indonesia, ketimpangan digital masih menjadi isu 
mendesak. Perbedaan antara kota dan desa dalam hal infrastruktur 
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teknologi, jaringan internet, serta ketersediaan perangkat digital 
menyebabkan banyak individu dan komunitas tertinggal dalam proses 
transformasi digital. 

Ketimpangan ini tidak hanya menghambat produktivitas 
individu, tetapi juga memperbesar jurang kesenjangan sosial dan 
ekonomi. Pekerja di daerah terpencil misalnya, kesulitan mengakses 
pelatihan daring, platform kerja digital, atau informasi pasar kerja 
yang relevan. Hal ini membuat mereka sulit untuk meningkatkan 
kompetensi atau mendapatkan peluang kerja baru yang semakin 
terdigitalisasi. Sementara itu, di kota-kota besar, tenaga kerja muda 
dengan latar belakang pendidikan tinggi lebih cepat menyerap 
teknologi dan mengambil posisi strategis dalam ekonomi digital. 
Mengatasi ketimpangan digital membutuhkan pendekatan yang 
sistemik dan inklusif. Pemerintah harus memperluas infrastruktur 
TIK hingga ke pelosok, memberikan subsidi perangkat, serta 
menyediakan pelatihan literasi digital secara gratis. Dunia usaha juga 
perlu berperan aktif dalam mengembangkan solusi digital yang 
terjangkau dan mudah diakses. 

Ketimpangan digital bukan sekadar isu teknis, melainkan 
persoalan keadilan sosial dalam pembangunan SDM nasional. 

2. Profesi Baru di Era Industri 4.0 

Revolusi Industri 4.0 tidak hanya menghapus atau 
menggantikan pekerjaan tradisional, tetapi juga menciptakan berbagai 
profesi baru yang belum pernah ada sebelumnya. Profesi-profesi ini 
tumbuh seiring meningkatnya kebutuhan akan keterampilan berbasis 
teknologi, data, dan inovasi. Di tengah berkembangnya otomatisasi 
dan kecerdasan buatan, muncul peran-peran seperti data scientist, cloud 
engineer, machine learning engineer, UI/UX designer, dan digital 
transformation specialist. Profesi- profesi ini bukan sekadar lanjutan 
dari pekerjaan lama, melainkan perwujudan langsung dari integrasi 
teknologi digital ke dalam berbagai aspek industri. 

Di bidang pemasaran, munculnya profesi digital marketer, 
SEO specialist, dan content creator menjadi bukti nyata bahwa 
transformasi digital merambah hingga ke ranah komunikasi dan strategi 
bisnis. Di sektor manufaktur dan logistik, automation engineer dan 
industrial IoT analyst menjadi ujung tombak produktivitas baru. 
Bahkan di sektor pelayanan publik, pekerjaan seperti data governance 
officer dan cybersecurity analyst kini semakin dibutuhkan. 
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Kehadiran profesi-profesi baru ini membuka peluang besar 
bagi generasi muda untuk mengembangkan karier di bidang yang 
dinamis, berbasis teknologi, dan sangat global. Namun, tantangannya 
adalah bagaimana lembaga pendidikan dan pelatihan dapat 
menyesuaikan kurikulum dengan cepat agar lulusan siap mengisi 
kebutuhan tersebut. Pekerjaan masa depan tidak hanya memerlukan 
keahlian teknis, tetapi juga kemampuan beradaptasi, berpikir analitis, 
dan belajar mandiri. Oleh karena itu, pengembangan SDM di era 
Revolusi Industri 4.0 harus berorientasi pada kebutuhan masa depan 
yang terus berkembang. 

3. Pendidikan Vokasi sebagai Pilar Pengembangan SDM 

Dalam menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0, pendidikan 
vokasi menempati posisi strategis sebagai pilar pengem-bangan SDM 
yang siap pakai dan berdaya saing. Pendidikan vokasi memiliki 
keunggulan karena fokus pada keterampilan praktis yang langsung 
dibutuhkan oleh dunia kerja. Di tengah perubahan teknologi yang cepat, 
pendidikan akademik saja tidak cukup untuk menyiapkan tenaga kerja 
yang siap masuk ke pasar. Dibutuhkan sistem pelatihan yang responsif 
terhadap dinamika industri, berbasis kebutuhan riil, dan mampu 
mencetak lulusan yang adaptif terhadap teknologi. 

Program vokasi yang kuat dapat menjembatani kesenjangan 
keterampilan (skill gap) antara lulusan pendidikan dan kebutuhan 
pasar kerja. Sebagai contoh, pelatihan dalam bidang pemrograman, 
desain digital, pengelolaan sistem jaringan, otomasi industri, serta 
pemeliharaan alat berat berbasis teknologi menjadi sangat penting. 
Pendidikan vokasi juga harus melibatkan pelaku industri secara 
langsung dalam penyusunan kurikulum, pelaksanaan praktik kerja 
lapangan, hingga sertifikasi kompetensi. Dengan demikian, lulusan 
tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga pengalaman dan keahlian yang 
relevan. 

Selain itu, pendidikan vokasi juga harus disinergikan dengan 
pendekatan pembelajaran digital. Pemanfaatan platform daring untuk 
pelatihan, penggunaan simulasi virtual, hingga integrasi teknologi 
augmented reality (AR) dalam proses belajar  dapat  memperkaya 
pengalaman siswa vokasi. Pemerintah perlu memberikan dukungan 
penuh dalam bentuk pendanaan, peralatan, pelatih bersertifikat, dan 
kebijakan yang pro terhadap pengembangan vokasi. Dengan 
memperkuat pendidikan vokasi, Indonesia dapat menghasilkan SDM 
yang tidak hanya siap bekerja di dalam negeri, tetapi juga mampu 
bersaing di pasar tenaga kerja global. 
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B. KOMPETENSI DIGITAL SEBAGAI KEBUTUHAN DASAR 

Di tengah transformasi teknologi yang berlangsung secara 
masif dan cepat, kompetensi digital telah beralih dari sekadar keahlian 
tambahan menjadi kebutuhan dasar yang wajib dimiliki setiap 
individu. Perubahan besar-besaran dalam dunia kerja, sistem 
pendidikan, layanan publik, hingga kehidupan sosial akibat Revolusi 
Industri 4.0 telah mendorong digitalisasi ke hampir seluruh lini 
kehidupan. Dalam konteks ini, kemampuan untuk memahami, 
menggunakan, dan beradaptasi dengan teknologi digital bukan lagi 
monopoli kalangan profesional teknologi, tetapi telah menjadi 
kompetensi minimum yang dibutuhkan oleh semua lapisan 
masyarakat, dari pelajar, guru, petani, pedagang, hingga birokrat dan 
pemimpin organisasi. 

Kompetensi digital secara umum merujuk pada kemampuan 
seseorang dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi secara efektif dan bertanggung jawab. Ini 
mencakup sejumlah dimensi, mulai dari literasi digital dasar, 
penggunaan perangkat lunak dan internet, pemahaman terhadap 
keamanan siber dan privasi data, hingga penguasaan keterampilan 
teknologi menengah dan lanjutan. Di era di mana proses kerja, 
komunikasi, transaksi ekonomi, serta pengambilan keputusan banyak 
dilakukan secara daring dan otomatis, kompetensi digital menjadi 
bagian tak terpisahkan dari produktivitas dan efisiensi. 

Perubahan ini sangat terasa dalam dunia kerja. Proses 
rekrutmen kini banyak dilakukan melalui platform digital, dokumen 
kerja disimpan di cloud, komunikasi internal perusahaan berlangsung 
lewat aplikasi kolaborasi daring, dan pelaporan kinerja karyawan 
memanfaatkan sistem berbasis data. Tanpa kompetensi digital, tenaga 
kerja tidak hanya mengalami kesulitan dalam beradaptasi, tetapi 
bahkan dapat tersingkir dari pasar kerja. Bahkan sektor informal 
dan tradisional, seperti perdagangan kecil atau pertanian, kini mulai 
terdampak oleh digitalisasi. Petani modern membutuhkan kemampuan 
untuk membaca data cuaca atau harga pasar melalui aplikasi, 
sementara pelaku UMKM perlu memahami pemasaran digital agar 
tetap kompetitif. 

Lebih jauh, kompetensi digital juga menjadi dasar dari 
kesiapan individu dalam belajar sepanjang hayat (lifelong learning). 
Kemajuan teknologi membuat ilmu dan keterampilan cepat menjadi 
usang. Oleh karena itu, seseorang harus mampu mengakses dan 
mengikuti pelatihan daring, membaca materi digital, serta 
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menggunakan sumber belajar mandiri yang tersedia secara daring. 

Namun demikian, kompetensi digital tidak hanya menyangkut 
kemampuan teknis, tetapi juga kesadaran sosial, etika digital, dan 
tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Dalam konteks 
masyarakat digital, setiap orang menjadi bagian dari jaringan yang 
lebih luas dan kompleks. Salah menggunakan media sosial, 
menyebarkan informasi palsu, atau mengabaikan aspek keamanan data 
dapat berakibat luas, bukan hanya bagi individu, tetapi juga organisasi 
dan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, pembangunan 
kompetensi digital harus menyertakan pemahaman kritis dan nilai-
nilai moral dalam pemanfaatan teknologi. 

Sayangnya, pemerataan kompetensi digital belum tercapai 
secara merata di semua wilayah dan kelompok masyarakat. Masih 
banyak penduduk, terutama di daerah tertinggal, yang belum memiliki 
akses terhadap teknologi, jaringan internet yang stabil, atau pelatihan 
dasar mengenai penggunaan perangkat digital. Hal ini menciptakan 
ketimpangan digital (digital divide) yang semakin memperdalam 
kesenjangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan 
kompetensi digital harus dilakukan secara inklusif, terencana, dan 
lintas sektor, melibatkan negara, lembaga pendidikan, komunitas, 
serta sektor swasta. 

Penting juga disadari bahwa pengembangan kompetensi 
digital harus dimulai sejak dini. Pendidikan dasar dan menengah harus 
mengintegrasikan pelatihan digital ke dalam kurikulum, tidak hanya 
dalam bentuk mata pelajaran komputer, tetapi juga dalam pendekatan 
pembelajaran yang berbasis teknologi. Guru perlu dibekali dengan 
pelatihan digital agar mampu menjadi fasilitator pembelajaran yang 
relevan dengan tuntutan zaman. Selain itu, lembaga pendidikan 
tinggi dan vokasi harus mampu bertransformasi untuk melahirkan 
lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga melek 
teknologi dan adaptif. 

kompetensi digital adalah fondasi yang akan menentukan arah 
dan kualitas pembangunan sumber daya manusia di masa depan. 
Negara yang mampu membangun masyarakat dengan literasi digital 
tinggi, keterampilan teknologi yang mumpuni, serta etika digital yang 
kuat akan memiliki daya saing yang lebih tinggi di tengah persaingan 
global. Sebaliknya, masyarakat yang abai terhadap pentingnya 
kompetensi digital akan tertinggal dan kehilangan posisi dalam 
ekonomi modern. Oleh karena itu, menjadikan kompetensi digital 
sebagai kebutuhan dasar adalah keputusan strategis dan investasi 
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jangka panjang untuk kemajuan bangsa. 

1. Literasi Digital sebagai Fondasi Kecakapan Modern 

Literasi digital kini menjadi syarat utama untuk bisa hidup 
produktif di tengah masyarakat yang semakin terdigitalisasi. Literasi 
digital tidak hanya tentang mengoperasikan perangkat elektronik, 
tetapi juga tentang kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi 
informasi digital, memahami sistem kerja platform digital, serta 
memiliki kesadaran akan etika dan keamanan dalam dunia maya. 
Tanpa literasi digital, masyarakat berisiko tertinggal dalam mengakses 
layanan publik, memperoleh pekerjaan, bahkan menjalani kehidupan 
sosial di ruang digital. Hal ini menjadikan literasi digital sebagai 
kompetensi dasar baru di abad ke-21, setara pentingnya dengan 
membaca dan berhitung. 

Dalam lingkungan kerja, literasi digital memungkinkan seorang 
pekerja untuk beradaptasi dengan sistem manajemen berbasis teknologi, 
mengakses dokumen daring, menggunakan perangkat lunak 
produktivitas seperti spreadsheet atau aplikasi manajemen proyek, 
hingga berpartisipasi dalam rapat virtual dan pelatihan daring. 
Sementara di sektor pendidikan, literasi digital menjadi prasyarat 
penting bagi guru dan siswa untuk menjalankan proses pembelajaran 
jarak jauh yang efektif. Banyak contoh kegagalan pembelajaran daring 
selama pandemi COVID-19, misalnya, berakar pada lemahnya literasi 
digital, baik dari sisi pengajar, peserta didik, maupun orang tua. 

Dari sisi sosial, literasi digital juga berkaitan erat dengan 
kemampuan menyaring informasi yang kredibel di tengah banjir 
konten digital. Masyarakat yang tidak memiliki kemampuan evaluatif 
terhadap informasi akan mudah menjadi korban hoaks, ujaran 
kebencian, atau manipulasi data. Ini berbahaya tidak hanya bagi 
individu, tetapi juga bagi stabilitas sosial dan demokrasi. Oleh karena itu, 
literasi digital harus didefinisikan bukan sebagai keterampilan teknis 
semata, tetapi sebagai kesadaran dan tanggung jawab dalam 
menggunakan teknologi secara bijak dan konstruktif. 

Penguatan literasi digital harus dilakukan secara sistematis 
dan berkelanjutan. Di tingkat pendidikan dasar dan menengah, literasi 
digital perlu menjadi bagian dari kurikulum wajib. Di tingkat 
masyarakat umum, pelatihan literasi digital dapat dilakukan melalui 
program-program pemerintah, LSM, atau komunitas lokal berbasis 
kebutuhan praktis. Literasi digital juga harus sensitif terhadap konteks 
budaya dan wilayah, sehingga materi pelatihan disesuaikan dengan 
karakteristik masyarakat sasaran, misalnya dalam bahasa lokal dan 
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pendekatan yang lebih partisipatif. Literasi digital bukanlah tujuan 
akhir, melainkan fondasi untuk membangun kompetensi digital tingkat 
lanjut yang akan dibahas pada bagian berikutnya. 

2. Keterampilan Teknologi Tingkat Menengah dan Tinggi 

Setelah memiliki fondasi literasi digital yang kuat, 
pengembangan sumber daya manusia harus diarahkan pada 
keterampilan teknologi tingkat menengah dan tinggi yang relevan 
dengan kebutuhan industri. Keterampilan tingkat menengah meliputi 
pengoperasian perangkat lunak profesional, penggunaan platform 
analisis data sederhana, desain konten digital, serta manajemen 
informasi. Sementara keterampilan tingkat tinggi mencakup 
penguasaan bidang-bidang seperti pemrograman (coding), pemrosesan 
big data, kecerdasan buatan (AI), keamanan siber, dan pengembangan 
perangkat lunak (software engineering). 

Kebutuhan akan keterampilan ini semakin meningkat seiring 
dengan digitalisasi lintas sektor. Di bidang kesehatan, misalnya, 
rekam medis elektronik, sistem diagnosis berbasis AI, dan layanan 
telemedicine membutuhkan tenaga kerja yang memahami interface 
sistem teknologi. Di sektor pertanian, penggunaan sensor berbasis 
Internet of Things (IoT), drone pemantau lahan, dan sistem irigasi 
otomatis memerlukan petani atau operator yang dapat membaca data 
dan mengelola sistem berbasis perangkat lunak. Di sektor manufaktur, 
kemampuan membaca kode mesin CNC, mengoperasikan robotic arm, 
dan memantau produksi secara real time menjadi kompetensi vital. 

Masalahnya, perkembangan kurikulum pendidikan dan 
pelatihan formal sering tertinggal dari kecepatan inovasi industri. Banyak 
lulusan yang tidak memiliki keahlian teknis yang dibutuhkan dunia 
kerja. Hal ini mendorong perlunya reformasi dalam sistem pendidikan 
vokasi dan universitas, di mana integrasi dengan dunia industri menjadi 
sangat penting. Pendekatan “link and match” yang menghubungkan 
lembaga pendidikan dengan kebutuhan sektor riil perlu ditingkatkan, 
tidak hanya melalui kerja sama industri, tetapi juga melalui 
penyesuaian kurikulum, pelibatan praktisi sebagai dosen tamu, serta 
program magang yang bermakna. 

Pelatihan berbasis proyek (project-based learning), bootcamp 
digital, dan certification track yang terstruktur bisa menjadi solusi 
jangka pendek dalam menjawab kesenjangan keterampilan. 
Pemerintah juga perlu memperluas akses terhadap platform pelatihan 
daring bersertifikat yang terjangkau atau gratis. Keterampilan tingkat 
menengah dan tinggi menjadi kekuatan utama dalam menghadapi era 
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otomatisasi, karena pekerja yang menguasainya tidak mudah 
tergantikan oleh mesin. Mereka justru menjadi pengendali dan 
pengembang sistem otomatis itu sendiri. 

3. Penguatan Soft Skills dalam Konteks Digital 

Di tengah fokus besar pada keterampilan teknis, soft skills 
atau keterampilan non-teknis tetap menjadi pilar penting dalam 
kompetensi digital, bahkan semakin relevan di era kerja jarak jauh dan 
ekosistem digital yang kompleks. Soft skills seperti kemampuan 
berkomunikasi secara efektif, kepemimpinan digital, empati dalam 
komunikasi daring, manajemen waktu, berpikir kritis, hingga 
kemampuan untuk terus belajar secara mandiri menjadi faktor 
pembeda utama di antara tenaga kerja digital. 

Salah satu contoh nyata adalah pentingnya keterampilan 
komunikasi dalam kolaborasi tim lintas negara atau zona waktu. 
Seorang profesional yang mahir dalam bidang teknis tetapi tidak 
mampu menyampaikan ide secara jelas dan etis dalam ruang digital 
berisiko menciptakan kesalahpahaman yang merugikan tim. Demikian 
pula, dalam lingkungan kerja hibrida atau remote, manajemen waktu, 
kedisiplinan pribadi, dan akuntabilitas menjadi jauh lebih penting 
karena tidak ada pengawasan langsung seperti di kantor konvensional. 

Adaptabilitas juga menjadi soft skill kunci. Di era ketika 
teknologi dan sistem kerja berubah dalam hitungan bulan, tenaga kerja 
harus memiliki mentalitas pembelajar (growth mindset). Ini termasuk 
kemampuan menghadapi kegagalan dalam mencoba teknologi baru, 
ketahanan terhadap tekanan perubahan, serta keterbukaan untuk 
menerima masukan dalam proses transformasi. Di sisi lain, etika 
digital dan kesadaran sosial menjadi dimensi penting dari soft skills 
modern—misalnya dalam penggunaan data pribadi, interaksi di media 
sosial perusahaan, serta kebijakan keamanan digital. 

Soft skills bukanlah keterampilan yang dilatih secara instan, 
melainkan dibentuk melalui proses pendidikan, pembiasaan, dan 
lingkungan kerja yang mendukung. Oleh karena itu, perusahaan dan 
lembaga pelatihan perlu menyusun modul pelatihan soft skills yang 
relevan dengan konteks digital, tidak hanya melalui seminar, tetapi 
juga dengan simulasi kerja nyata dan evaluasi berbasis kinerja. Tanpa 
penguatan soft skills, kompetensi digital akan menjadi kering dan tidak 
humanistik. Justru kombinasi antara keahlian teknis dan karakter kerja 
yang kuat inilah yang membentuk SDM unggul di era transformasi 
digital. 
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C. RESKILLING DAN UPSKILLING TENAGA KERJA 

Perubahan cepat dalam dunia kerja yang didorong oleh 
Revolusi Industri 4.0 telah menciptakan kebutuhan mendesak untuk 
melakukan reskilling dan upskilling terhadap tenaga kerja. Kebutuhan 
ini bukan hanya muncul sebagai respons terhadap munculnya 
teknologi baru dan otomatisasi pekerjaan, tetapi juga karena sifat 
pekerjaan sendiri yang mengalami transformasi mendasar. Banyak 
pekerjaan lama yang mulai ditinggalkan atau tergantikan oleh sistem 
otomatis dan kecerdasan buatan, sementara pekerjaan baru yang 
muncul menuntut keterampilan yang sama sekali berbeda. Dalam 
konteks ini, reskilling dan upskilling menjadi kunci utama dalam 
menjaga daya saing tenaga kerja, mempertahankan produktivitas, dan 
mencegah eksklusi ekonomi akibat ketertinggalan kompetensi. 

Reskilling merujuk pada proses pelatihan ulang untuk mempe-
roleh keterampilan baru yang sepenuhnya berbeda dari keterampilan 
lama, biasanya karena pergeseran profesi atau peran kerja. Misalnya, 
seorang operator mesin konvensional yang mulai tergantikan oleh 
mesin otomatis perlu dilatih ulang untuk menjadi teknisi pemeliharaan 
sistem otomatis atau data entry digital. Sementara itu, upskilling 
adalah peningkatan atau penyempurnaan keterampilan yang sudah 
dimiliki agar relevan dengan kebutuhan baru, seperti ketika seorang 
akuntan mempelajari perangkat lunak akuntansi berbasis cloud untuk 
menggantikan sistem manual yang telah usang. 

Transformasi digital tidak hanya berdampak pada sektor 
teknologi, tetapi juga pada sektor-sektor tradisional seperti pertanian, 
kesehatan, manufaktur, logistik, dan pelayanan publik. Oleh karena 
itu, reskilling dan upskilling harus dilakukan secara luas dan lintas 
sektor. Sebagai contoh, tenaga kesehatan kini dituntut untuk memiliki 
kemampuan menggunakan sistem rekam medis elektronik, 
telemedicine, dan perangkat diagnosis digital. 

Sayangnya, banyak tenaga kerja, terutama dari kalangan usia 
menengah ke atas dan sektor informal, mengalami kesulitan dalam 
mengikuti perkembangan teknologi. Mereka tidak hanya mengalami 
kesenjangan keterampilan, tetapi juga hambatan psikologis seperti 
rasa takut terhadap teknologi, ketidakpercayaan terhadap pelatihan 
daring, dan keengganan untuk keluar dari zona nyaman. Oleh karena 
itu, program reskilling dan upskilling tidak hanya memerlukan desain 
pelatihan yang tepat, tetapi juga pendekatan yang inklusif dan berbasis 
kebutuhan nyata pekerja. Pelatihan harus dibuat mudah diakses, 
relevan secara langsung dengan pekerjaan, serta disesuaikan dengan 
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latar belakang sosial dan pendidikan peserta. 

Pemerintah memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan 
mendukung proses peningkatan keterampilan ini. Di Indonesia, 
program Kartu Prakerja menjadi salah satu inisiatif nasional dalam 
menyediakan akses pelatihan kerja yang fleksibel, terutama dalam 
format daring. Meski masih memiliki berbagai tantangan, program ini 
membuktikan bahwa pelatihan digital dapat menjangkau jutaan orang 
dalam waktu singkat. Selain itu, perluasan pelatihan berbasis 
komunitas, kerja sama dengan lembaga pendidikan vokasi, serta 
insentif bagi perusahaan yang melakukan pelatihan internal menjadi 
langkah-langkah strategis yang harus terus didorong. 

Dari sisi dunia usaha, penting untuk menyadari bahwa 
investasi pada SDM adalah bentuk investasi jangka panjang yang 
mendatangkan manfaat besar. Perusahaan yang secara aktif 
membangun kapasitas internal melalui pelatihan dan pengembangan 
akan memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Selain itu, 
keterlibatan dunia industri dalam merancang kurikulum pelatihan 
berbasis kebutuhan nyata akan memperkecil kesenjangan antara dunia 
pendidikan dan dunia kerja. Perusahaan juga dapat memanfaatkan 
teknologi seperti Learning Management System (LMS), simulasi 
berbasis AR/VR, atau microlearning untuk menjangkau karyawan 
secara efisien dan menarik. 

Ke depan, konsep reskilling dan upskilling tidak bisa 
dipandang sebagai kegiatan insidental atau reaktif, tetapi harus 
menjadi bagian dari strategi pembangunan SDM yang sistematis dan 
berkelanjutan. Lembaga pendidikan perlu menyusun sistem 
pembelajaran yang fleksibel dan modular agar memungkinkan 
pembelajar dewasa (adult learners) mengikuti pelatihan sesuai 
waktunya. Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan peta kebutuhan 
tenaga kerja di wilayahnya dengan program pelatihan lokal. 
Bahkan individu juga didorong untuk mengambil inisiatif dalam 
pengembangan diri melalui berbagai platform belajar terbuka yang 
kini tersedia luas dan terjangkau. 

Dengan dunia kerja yang semakin tidak pasti dan cepat 
berubah, kemampuan untuk belajar ulang dan meningkatkan 
keterampilan akan menjadi “mata uang” paling berharga dalam 
perekonomian masa depan. Masyarakat yang adaptif, yang mampu 
terus mengembangkan diri sesuai kebutuhan zaman, akan menjadi 
pilar pembangunan nasional yang tangguh. Oleh karena itu, 
mendorong budaya belajar sepanjang hayat, memperkuat ekosistem 
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pelatihan kerja, dan menjadikan reskilling dan upskilling sebagai 
prioritas kebijakan nasional adalah langkah strategis menuju masa 
depan tenaga kerja yang inklusif, produktif, dan berdaya saing. 

1. Model Program Reskilling Berbasis Industri 

Dalam rangka menjawab tantangan transformasi dunia kerja, 
program reskilling berbasis industri menjadi model yang paling efektif 
dan relevan. Model ini didasarkan pada prinsip bahwa kebutuhan 
keterampilan tenaga kerja harus ditentukan secara langsung oleh 
dinamika dan tuntutan industri, bukan semata-mata oleh institusi 
pendidikan atau lembaga pelatihan konvensional. Dalam pendekatan 
ini, pelatihan dirancang berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan 
keterampilan yang spesifik dari sektor industri tertentu, kemudian 
diterjemahkan ke dalam modul pembelajaran yang terfokus, aplikatif, 
dan berdurasi relatif singkat. 

Ciri utama dari program reskilling berbasis industri adalah 
adanya keterlibatan langsung perusahaan dalam setiap tahapan 
pelatihan: mulai dari penyusunan kurikulum, penyediaan instruktur 
praktisi, fasilitas belajar, hingga evaluasi kompetensi. Di beberapa 
negara maju, skema ini sudah berkembang dalam bentuk 
apprenticeship modern, yaitu pelatihan kerja sambil magang yang 
didukung oleh insentif pemerintah dan diakui secara formal oleh 
asosiasi industri. Di Indonesia, model ini mulai diadopsi melalui kerja 
sama antara balai latihan kerja (BLK) dengan kawasan industri, 
pelatihan kerja oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan program 
dual system di sekolah menengah kejuruan (SMK). 

Keunggulan dari model ini adalah efisiensi dan efektivitas. 
Pelatihan berfokus pada keterampilan yang betul-betul dibutuhkan di 
lapangan kerja, sehingga mengurangi kemungkinan mismatch antara 
lulusan pelatihan dan kebutuhan tenaga kerja. Selain itu, karena pelatihan 
dilakukan dalam konteks dunia kerja nyata, peserta tidak hanya 
memperoleh keterampilan teknis, tetapi juga memahami budaya kerja 
industri, standar keselamatan kerja, dan etos profesional. 

Namun, untuk menjalankan model ini secara masif dan 
berkelanjutan, diperlukan dukungan kebijakan publik yang kuat. 
Pemerintah perlu memberikan insentif kepada perusahaan yang 
berinvestasi dalam pelatihan tenaga kerja, termasuk insentif pajak atau 
subsidi pelatihan. Selain itu, sistem sertifikasi kompetensi nasional perlu 
diperkuat agar lulusan program reskilling memiliki pengakuan yang 
sah dan berlaku lintas wilayah. Kolaborasi antara pemerintah, sektor 
swasta, dan lembaga pendidikan merupakan kunci sukses 
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pengembangan reskilling berbasis industri. 

2. Studi Kasus Keberhasilan Upskilling di Sektor Manufaktur 

Sektor manufaktur menjadi salah satu sektor yang paling 
terdampak oleh otomasi dan digitalisasi. Namun, banyak perusahaan 
manufaktur yang berhasil mengubah tantangan ini menjadi peluang 
melalui program upskilling internal yang terstruktur dan sistematis. 
Salah satu studi kasus yang menonjol adalah transformasi tenaga kerja 
di perusahaan manufaktur otomotif di kawasan industri Karawang, 
Jawa Barat. 

Menghadapi adopsi teknologi robotik dan sistem produksi 
berbasis Internet of Things (IoT), perusahaan tersebut menyadari 
bahwa mempertahankan karyawan lama dengan keterampilan tradisional 
tidak akan cukup untuk menunjang produktivitas. Sebagai solusi, 
manajemen perusahaan merancang program upskilling untuk teknisi dan 
operator mesin yang mencakup pelatihan dasar pengoperasian 
perangkat otomasi, pembacaan sensor produksi, pemeliharaan sistem 
berbasis komputer, dan pemanfaatan dashboard digital produksi. 
Pelatihan ini dilakukan secara berkala dengan modul modular, berbasis 
proyek, dan diikuti dengan sistem mentoring langsung oleh senior 
engineer. 

Hasilnya, perusahaan tidak hanya berhasil meningkatkan 
efisiensi produksi, tetapi juga menumbuhkan loyalitas karyawan yang 
merasa dihargai karena diberi kesempatan berkembang. Tingkat 
turnover karyawan menurun signifikan, dan perusahaan mampu 
mempertahankan daya saing tanpa harus melakukan pemutusan 
hubungan kerja massal. Keberhasilan ini juga menjadi model bagi 
perusahaan lain di sektor serupa yang ingin menghadapi Revolusi 
Industri 4.0 tanpa mengorbankan tenaga kerja manusia. 

Studi kasus ini menunjukkan bahwa upskilling bukan hanya 
tentang peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga tentang strategi 
manajemen perubahan dan pembangunan budaya belajar dalam 
organisasi. Hal ini relevan tidak hanya di sektor manufaktur, tetapi 
juga bisa diterapkan di sektor jasa, logistik, pertanian modern, hingga 
layanan publik. 

3. Tantangan Implementasi di Lapangan dan Solusinya 

Meskipun urgensi reskilling dan upskilling telah diakui secara 
luas, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai 
tantangan struktural, teknis, dan budaya. Salah satu hambatan utama 
adalah keterbatasan akses dan biaya. Banyak pekerja di sektor 
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informal atau di daerah tertinggal yang tidak memiliki akses terhadap 
program pelatihan berkualitas. Infrastruktur digital yang belum merata 
juga menjadi penghalang dalam mengikuti pelatihan daring, terutama 
di wilayah pedesaan. 

Tantangan berikutnya adalah kurangnya kesadaran dan motivasi 
tenaga kerja. Banyak individu masih memandang pelatihan sebagai 
kegiatan tambahan yang tidak mendesak, apalagi jika pelatihan tidak 
langsung menghasilkan insentif ekonomi. Ada pula ketakutan 
terhadap teknologi, terutama di kalangan usia menengah ke atas, yang 
membuat mereka enggan untuk belajar ulang atau mengubah cara 
kerja. Budaya kerja yang belum adaptif terhadap pembelajaran 
sepanjang hayat (lifelong learning) juga menghambat keberhasilan 
program pelatihan. 

Dari sisi kelembagaan, tantangan datang dari kurangnya integrasi 
antara sistem pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan industri. Banyak 
program pelatihan yang bersifat generik, tidak relevan dengan 
kebutuhan lapangan, dan tidak disertai jaminan keberlanjutan atau 
tindak lanjut setelah pelatihan. Di samping itu, koordinasi antar-
lembaga pelaksana pelatihan (baik di tingkat pusat maupun daerah) 
masih lemah, sehingga program berjalan tumpang tindih atau tidak 
merata. 

Untuk menjawab tantangan-tantangan ini, dibutuhkan 
pendekatan multipihak dan multisektor. Pemerintah perlu memperkuat 
peran balai latihan kerja (BLK) dengan mendigitalisasi layanan mereka, 
memperbanyak pelatihan berbasis komunitas, serta meningkatkan 
pelibatan sektor swasta dalam penyusunan kurikulum pelatihan. 
Perusahaan perlu membangun budaya pembelajaran di lingkungan 
kerja dan memberikan insentif internal bagi karyawan yang aktif 
mengikuti program pengembangan diri. Lembaga pendidikan juga harus 
membuka jalur pendidikan nonformal dan pendidikan berbasis 
kompetensi agar lebih inklusif. 

Selain itu, pendekatan personalisasi dan modularisasi pelati-
han dapat menjadi solusi. Pelatihan berbasis modul singkat yang bisa 
diikuti secara fleksibel akan lebih mudah diterima oleh pekerja aktif. 
Sertifikat mikro (microcredentials) juga menjadi strategi baru dalam 
membangun portofolio keterampilan pekerja tanpa harus menempuh 
pendidikan panjang. Solusi digital seperti aplikasi pelatihan mandiri, 
pembelajaran berbasis video interaktif, serta pelatihan melalui media 
sosial dan komunitas daring juga dapat memperluas jangkauan dan 
efektivitas reskilling dan upskilling di seluruh Indonesia. 
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D. TANTANGAN SDM DI ERA OTOMATISASI DAN AI 

Era otomatisasi dan kecerdasan buatan (Artificial 
Intelligence/AI) membawa perubahan besar yang menjanjikan 
efisiensi, produktivitas, dan kemajuan teknologi. Namun di sisi lain, 
perubahan ini juga memunculkan tantangan serius terhadap dunia 
kerja dan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Perusahaan-
perusahaan di berbagai sektor kini mulai mengadopsi sistem 
otomatis, mesin cerdas, dan algoritma berbasis data untuk 
menggantikan sebagian fungsi kerja manusia. Transformasi ini, yang 
dikenal sebagai automation shift, berimplikasi langsung terhadap 
struktur pekerjaan, kebutuhan keterampilan, dan keberlanjutan 
pekerjaan bagi jutaan tenaga kerja. 

Salah satu tantangan utama yang muncul adalah ancaman 
hilangnya pekerjaan (job displacement). Banyak pekerjaan rutin yang 
sebelumnya dilakukan oleh manusia, seperti administrasi perkantoran, 
operator produksi, akuntansi dasar, hingga layanan pelanggan, kini 
dapat dijalankan oleh algoritma dan mesin otomatis. Teknologi seperti 
chatbot, robotic process automation (RPA), dan software akuntansi 
berbasis AI telah menggantikan sejumlah posisi di sektor formal. Di 
sektor manufaktur, penggunaan mesin otomatis dan sistem produksi 
berbasis Internet of Things (IoT) secara drastis mengurangi kebutuhan 
akan tenaga kerja fisik. Hal ini menciptakan keresahan akan 
meningkatnya pengangguran struktural, terutama di negara-negara 
berkembang yang belum siap dengan SDM adaptif. 

Tantangan berikutnya adalah kesenjangan keterampilan (skill 
gap) yang makin melebar. Otomatisasi dan AI menuntut keterampilan 
baru yang lebih kompleks, seperti analisis data, pengembangan 
perangkat lunak, desain sistem digital, serta kemampuan mengelola 
interaksi manusia-mesin. Sayangnya, sebagian besar tenaga kerja saat 
ini belum memiliki kompetensi tersebut. Banyak pekerja 
berpengalaman yang merasa tertinggal dan mengalami kesulitan dalam 
mengejar perubahan teknologi. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian 
antara kebutuhan pasar tenaga kerja dan kompetensi tenaga kerja yang 
tersedia. 

Selain aspek teknis, muncul pula tantangan sosial dan 
psikologis, seperti ketakutan terhadap teknologi, hilangnya makna 
kerja, dan meningkatnya stres akibat ketidakpastian pekerjaan. Di 
lingkungan kerja yang semakin terdigitalisasi, individu dituntut untuk 
selalu terhubung, belajar cepat, dan bersaing secara global. Hal ini 
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menciptakan tekanan mental yang besar, terutama bagi kelompok usia 
kerja yang lebih tua dan belum terbiasa dengan lingkungan digital. 
Ketimpangan akses terhadap pelatihan dan teknologi juga 
memperparah situasi, di mana hanya kelompok tertentu yang dapat 
mengikuti transformasi ini dengan baik. 

Dari sisi kebijakan, tantangan lain muncul dalam bentuk 
kesiapan regulasi dan sistem perlindungan kerja. Banyak undang-
undang ketenagakerjaan yang belum mampu mengakomodasi 
perubahan bentuk hubungan kerja akibat digitalisasi, seperti 
munculnya kerja platform (gig economy), kerja jarak jauh, dan sistem 
kerja berbasis proyek. Akibatnya, banyak pekerja di era AI yang 
berada dalam situasi kerja yang tidak terlindungi secara hukum, tanpa 
jaminan sosial, asuransi, atau hak-hak dasar lainnya. Perubahan 
teknologi terjadi jauh lebih cepat dibanding reformasi kebijakan 
ketenagakerjaan yang idealnya bersifat progresif dan adaptif. 

Di sisi lain, penggunaan AI juga menimbulkan tantangan etika 
dan tata kelola SDM. Keputusan berbasis algoritma dalam proses 
rekrutmen, penilaian kinerja, hingga promosi karyawan menimbulkan 
risiko diskriminasi sistematis jika tidak diawasi dengan ketat. Sistem 
AI yang tidak transparan atau bias data dapat merugikan kelompok 
tertentu secara tidak adil. Oleh karena itu, integrasi AI dalam 
manajemen SDM harus disertai dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, 
dan perlindungan hak-hak pekerja. 

Menghadapi tantangan ini, strategi penguatan SDM harus 
berfokus pada peningkatan resiliensi dan adaptabilitas tenaga kerja. 
Pemerintah perlu memperkuat sistem pendidikan dan pelatihan yang 
berbasis keterampilan masa depan (future skills), termasuk literasi 
digital, pemikiran kritis, kolaborasi daring, dan kemampuan inovatif. 
Dunia usaha harus menanamkan budaya pembelajaran berkelanjutan 
(continuous learning) dan investasi jangka panjang pada 
pengembangan karyawan. Lembaga pendidikan harus merancang 
kurikulum yang dinamis, responsif terhadap perubahan teknologi, dan 
mendukung pembelajaran lintas usia. 

Tak kalah penting, perlindungan tenaga kerja di era AI juga 
harus direformasi. Perlu ada pendekatan kebijakan yang menjamin 
hak-hak pekerja digital, termasuk hak atas jaminan sosial, kesehatan 
mental, dan akses terhadap pelatihan ulang. Sistem pengawasan 
terhadap penggunaan AI di sektor ketenagakerjaan juga harus 
dibentuk, untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara etis 
dan tidak menimbulkan diskriminasi tersembunyi. Kolaborasi antara 
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pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi 
kunci dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang manusiawi 
di era otomatisasi. 

Tantangan SDM di era otomatisasi dan AI tidak hanya 
berkaitan dengan teknologi, tetapi juga dengan manusia itu sendiri: 
bagaimana mereka belajar kembali, beradaptasi, dan bertumbuh dalam 
lingkungan yang terus berubah. Revolusi teknologi harus diimbangi 
dengan revolusi dalam cara kita mengelola dan membangun kapasitas 
manusia. Hanya dengan demikian, transformasi digital dapat menjadi 
kekuatan yang inklusif, berkelanjutan, dan bermartabat bagi seluruh 
lapisan masyarakat. 

1. Disrupsi Lapangan Kerja dan Hilangnya Pekerjaan 
Tradisional 

Salah satu dampak paling nyata dari otomatisasi dan kecerdasan 
buatan (AI) adalah disrupsi terhadap lapangan kerja tradisional, yang 
menyebabkan perubahan mendasar dalam struktur ketenagakerjaan. 
Pekerjaan yang dulunya stabil dan menjadi tulang punggung kelas 
menengah, seperti operator produksi, kasir, call center, hingga 
administrasi dasar, kini mulai tergantikan oleh mesin otomatis, 
chatbot, atau sistem perangkat lunak berbasis AI. Proses ini tidak 
terjadi secara tiba-tiba, tetapi berlangsung bertahap dan sistematis, 
dimulai dari sektor yang paling mudah diautomatisasi. 

Teknologi seperti Robotic Process Automation (RPA) dan 
machine learning memungkinkan perusahaan menjalankan fungsi 
administrasi dan operasional tanpa keterlibatan manusia secara 
langsung. Misalnya, perusahaan jasa keuangan telah mengadopsi 
sistem yang dapat memproses dokumen klien, menganalisis risiko 
kredit, bahkan memberikan rekomendasi investasi, semuanya secara 
otomatis. Di sektor ritel, kasir manusia mulai tergantikan oleh sistem 
kasir swalayan (self-checkout). Di manufaktur, jalur produksi yang 
sepenuhnya dikendalikan oleh sistem robotik menjadi hal umum. 

Kondisi ini menciptakan kekhawatiran akan hilangnya jutaan 
pekerjaan konvensional, terutama di negara berkembang yang 
bergantung pada sektor padat karya. Tanpa intervensi kebijakan yang 
tepat, kelompok pekerja berisiko rendah dan menengah bisa 
mengalami eksklusi ekonomi dalam skala luas. Oleh karena itu, 
negara perlu menyiapkan kebijakan antisipatif dan adaptif melalui 
pemetaan sektor yang paling terdampak, penyiapan program pelatihan 
ulang (reskilling), dan dukungan bagi pekerja yang terdampak disrupsi 
pekerjaan. 
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2. Ketimpangan Keterampilan dan Akses terhadap Teknologi 

Tantangan besar lainnya di era otomatisasi dan AI adalah 
ketimpangan keterampilan antara yang memiliki akses dan yang 
tertinggal. Munculnya pekerjaan baru yang bersifat digital dan 
berbasis teknologi menyebabkan kebutuhan terhadap tenaga kerja 
dengan keahlian khusus meningkat pesat, sementara sebagian besar 
tenaga kerja belum memiliki keterampilan tersebut. Ketimpangan ini 
menciptakan jurang lebar dalam kesempatan kerja dan mobilitas sosial. 

Kelompok pekerja di kota besar dan pusat teknologi lebih 
mudah memperoleh akses terhadap pelatihan digital, infrastruktur 
internet, dan sumber daya pembelajaran. Sebaliknya, pekerja di daerah 
terpencil, wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), dan sektor 
informal seringkali terhambat oleh minimnya infrastruktur, biaya 
pelatihan yang mahal, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya 
peningkatan keterampilan. Bahkan dalam satu organisasi, sering kali 
terjadi kesenjangan antara generasi muda yang lebih fasih teknologi 
dengan pekerja senior yang kesulitan beradaptasi. 

Ketimpangan ini jika dibiarkan akan memperdalam digital 
divide, yaitu kesenjangan antara mereka yang mampu memanfaatkan 
teknologi dan mereka yang tertinggal. Pemerintah harus mengambil 
langkah afirmatif, seperti subsidi pelatihan digital untuk kelompok 
rentan, perluasan akses internet murah dan cepat, serta penyediaan 
materi pelatihan yang kontekstual dan berbahasa lokal. Lembaga 
pendidikan dan perusahaan juga harus terlibat aktif dalam mendesain 
pelatihan berbasis kebutuhan nyata, dengan pendekatan yang inklusif 
dan adaptif terhadap kondisi peserta. 

3. Etika AI dan Tantangan Perlindungan Tenaga Kerja 

Kemajuan AI dalam dunia kerja tidak hanya menimbulkan 
tantangan teknis, tetapi juga menyentuh dimensi etika dan 
perlindungan hak-hak tenaga kerja. Semakin banyak perusahaan yang 
menggunakan sistem AI dalam proses rekrutmen, evaluasi kinerja, dan 
pengambilan keputusan manajemen SDM. Meski efisien, penggunaan 
sistem ini juga berisiko menimbulkan bias algoritmik, diskriminasi 
tersembunyi, dan pengambilan keputusan yang tidak transparan. 

Misalnya, sistem rekrutmen berbasis AI yang dilatih 
menggunakan data historis dari perusahaan dapat secara tidak sadar 
mereplikasi bias yang ada— misalnya, lebih memprioritaskan kandidat 
laki-laki atau dari latar belakang pendidikan tertentu. Tanpa 
mekanisme akuntabilitas, keputusan yang diambil oleh mesin bisa 
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merugikan individu secara sistematis. Selain itu, pekerja juga semakin 
diawasi oleh sistem pelacakan produktivitas yang canggih, seperti 
pemantauan aktivitas layar, waktu istirahat, hingga pola komunikasi. 
Meskipun bertujuan meningkatkan efisiensi, hal ini menimbulkan 
kekhawatiran atas privasi, kebebasan, dan tekanan kerja yang 
berlebihan. 

Di sisi lain, hubungan kerja juga mengalami pergeseran. 
Munculnya kerja berbasis platform seperti ojek online, jasa antar, 
hingga freelancing digital menyebabkan banyak pekerja berada di zona 
abu-abu secara hukum. Mereka tidak terikat kontrak kerja formal dan 
tidak mendapatkan jaminan sosial, cuti, atau hak atas keselamatan 
kerja yang layak. Sementara itu, sistem algoritma platform menjadi 
penentu utama penghasilan mereka tanpa ruang negosiasi yang 
seimbang. 

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan kerangka hukum 
baru yang adaptif terhadap ekosistem digital dan penggunaan AI. 
Pemerintah harus menyusun regulasi etika penggunaan AI di tempat 
kerja, mengatur hak digital pekerja, serta membentuk lembaga 
pengawasan yang dapat mengaudit sistem algoritmik secara 
independen. Transparansi, keadilan, dan inklusivitas harus menjadi 
prinsip utama dalam penggunaan AI untuk pengambilan keputusan di 
bidang ketenagakerjaan. Selain itu, pelibatan serikat pekerja dan 
organisasi sipil dalam penyusunan kebijakan digital akan membantu 
memastikan bahwa suara pekerja tetap terdengar dalam era teknologi 
yang sangat dominan. 

 
E. INOVASI DIGITAL DALAM PENGEMBANGAN SUMBER 

DAYA MANUSIA 

Perkembangan teknologi digital tidak hanya mengubah cara 
manusia bekerja, berkomunikasi, dan mengakses informasi, tetapi juga 
membuka peluang baru dalam pengembangan sumber daya manusia 
(SDM). Inovasi digital telah menjadi katalis yang mempercepat, 
memperluas, dan mempersonalisasi proses pembelajaran, pelatihan, 
dan pengembangan kompetensi. Di era di mana keterampilan cepat 
usang dan kebutuhan pasar tenaga kerja berubah dinamis, 
pemanfaatan teknologi digital bukan lagi pilihan tambahan, melainkan 
fondasi strategis dalam pembangunan SDM nasional yang adaptif dan 
kompetitif. 

Salah satu wujud nyata inovasi digital dalam pengembangan 
SDM adalah penggunaan platform pembelajaran daring (online 
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learning platforms). Platform seperti massive open online courses 
(MOOCs), e-learning berbasis perusahaan, hingga microlearning 
memungkinkan individu dari berbagai latar belakang untuk mengakses 
materi pelatihan secara fleksibel, kapan saja, dan di mana saja. Di 
Indonesia, program seperti Kartu Prakerja telah menjadi contoh 
penerapan inovasi digital dalam skala nasional, dengan menyajikan 
ratusan modul pelatihan dari berbagai mitra swasta dalam format 
daring. Selain efisien secara biaya, pendekatan ini memberikan 
kesempatan yang lebih merata bagi kelompok marjinal, seperti pekerja 
informal, ibu rumah tangga, dan pencari kerja di wilayah tertinggal. 

Inovasi lain yang kian berkembang adalah pemanfaatan 
teknologi kecerdasan buatan (AI) dan big data dalam personalisasi 
pelatihan SDM. Melalui pemrosesan data perilaku belajar, preferensi, 
dan performa pengguna, sistem pembelajaran kini dapat 
merekomendasikan konten yang sesuai dengan kebutuhan individu 
secara otomatis. Ini menciptakan pengalaman belajar yang lebih 
relevan dan efisien. Dalam konteks perusahaan, sistem berbasis AI 
bahkan dapat memetakan potensi dan kelemahan karyawan untuk 
disesuaikan dengan jalur pengembangan karier atau rotasi jabatan. 

Selain itu, virtual reality (VR) dan augmented reality (AR) 
juga mulai digunakan dalam pelatihan berbasis simulasi. Di sektor 
industri, pelatihan keamanan kerja, pemeliharaan mesin, atau operasi 
alat berat kini bisa dilakukan dalam lingkungan virtual yang aman 
namun realistis. Teknologi ini juga digunakan di sektor kesehatan 
untuk pelatihan tindakan medis tanpa risiko terhadap pasien. Dengan 
pendekatan ini, proses pelatihan menjadi lebih menarik, praktis, dan 
mengurangi biaya operasional pelatihan konvensional. 

Di dunia kerja modern, platform manajemen pembelajaran 
(Learning Management System/LMS) menjadi tulang punggung 
sistem pengembangan SDM di banyak organisasi. LMS 
memungkinkan perusahaan atau institusi untuk menyusun kurikulum 
internal, memantau progres pelatihan karyawan, memberikan sertifikat 
digital, serta melakukan evaluasi berbasis data. LMS juga dapat 
diintegrasikan dengan sistem manajemen kinerja, sehingga hasil 
pelatihan langsung berdampak pada perencanaan karier dan promosi. 
Hal ini menjadikan proses pengembangan SDM lebih terstruktur, 
terukur, dan sejalan dengan arah strategis organisasi. 

Inovasi digital juga memungkinkan pengembangan jejaring 
kolaboratif antar individu dan institusi. Melalui forum digital, 
webinar, dan komunitas belajar daring, pekerja dan pelajar dari 
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berbagai latar belakang dapat saling berbagi pengetahuan, 
pengalaman, dan sumber daya. Ini menciptakan ekosistem 
pembelajaran yang tidak terikat oleh batas geografis dan birokrasi 
formal. Bahkan, kolaborasi global kini bisa dilakukan oleh pelajar di 
desa dengan mentor dari luar negeri berkat teknologi komunikasi 
digital yang semakin inklusif. 

Namun, pemanfaatan inovasi digital dalam pengembangan 
SDM juga menghadapi tantangan. Tidak semua kelompok masyarakat 
memiliki akses yang setara terhadap teknologi dan internet. Di 
beberapa wilayah, konektivitas masih rendah dan harga perangkat 
masih menjadi hambatan. Selain itu, banyak pekerja belum terbiasa 
belajar mandiri dalam format digital, atau belum memiliki literasi 
digital yang memadai. Oleh karena itu, pengembangan SDM melalui 
inovasi digital harus disertai dengan kebijakan afirmatif untuk 
menjembatani kesenjangan akses dan keterampilan dasar. 

Pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan memiliki 
peran strategis dalam mengoptimalkan inovasi digital ini. Pemerintah 
perlu memperluas infrastruktur digital, menyediakan insentif bagi 
pelatihan berbasis teknologi, dan menetapkan standar kualitas 
pelatihan daring. Dunia usaha dapat mengadopsi sistem pembelajaran 
digital yang adaptif dan berkelanjutan, sementara lembaga pendidikan 
perlu menyelaraskan kurikulum dengan pendekatan blended learning 
yang menggabungkan pengajaran daring dan tatap muka secara 
seimbang. 

Ke depan, transformasi pengembangan SDM berbasis digital 
harus diarahkan pada penciptaan SDM yang fleksibel, cepat belajar, 
dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Tidak hanya dari sisi 
teknis, tetapi juga dari sisi karakter, etika digital, dan kemampuan 
berpikir lintas disiplin. Inovasi digital bukanlah pengganti peran 
manusia, melainkan alat untuk memperkuat kapasitas manusia agar 
tetap relevan, produktif, dan unggul di tengah era perubahan yang 
serba cepat. 

1. Platform Digital Nasional untuk Pelatihan SDM 

Dalam upaya membangun sumber daya manusia (SDM) yang 
unggul dan kompetitif di era digital, keberadaan platform digital 
nasional untuk pelatihan dan pengembangan SDM menjadi kebutuhan 
yang sangat strategis. Platform ini berfungsi sebagai infrastruktur 
pembelajaran berskala nasional yang mengintegrasikan berbagai 
program pelatihan, sumber daya pendidikan, sertifikasi kompetensi, 
dan jejaring industri dalam satu sistem yang terakses luas oleh 
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masyarakat dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan 
geografis. 

Salah satu contoh implementasi nyata di Indonesia adalah 
program Kartu Prakerja, yang menyediakan akses pelatihan daring 
melalui platform digital. Program ini menjadi terobosan penting dalam 
memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat, terutama mereka yang 
terkena dampak pandemi, pengangguran, maupun pekerja sektor 
informal. Melalui integrasi dengan penyedia pelatihan swasta, peserta 
dapat memilih modul sesuai kebutuhan, mengikuti kelas daring, dan 
mendapatkan sertifikat kompetensi. 

Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana memperkuat 
sistem digital ini secara berkelanjutan, menjadikannya bukan hanya 
program insentif sementara, tetapi ekosistem pembelajaran nasional 
yang aktif dan responsif. Platform digital nasional seharusnya bersifat 
terbuka (open access), inklusif, dan adaptif terhadap perubahan 
kebutuhan keterampilan di pasar tenaga kerja. Fitur-fitur seperti 
dashboard pemetaan kebutuhan industri, modul berbasis 
microlearning, sistem tracking pembelajaran individu, serta integrasi 
dengan sistem sertifikasi nasional perlu diperkuat agar platform ini 
tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi pusat 
pengelolaan SDM berbasis data. 

Lebih lanjut, penting pula membangun kolaborasi lintas 
kementerian (pendidikan, tenaga kerja, perindustrian, komunikasi) serta 
sektor swasta dan organisasi profesi agar platform digital nasional 
dapat menjadi simpul koordinasi pengembangan kompetensi secara 
terarah dan terukur. Keberhasilan platform digital nasional tidak hanya 
ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi oleh keberpihakan 
terhadap keadilan akses dan relevansi isi pelatihan dengan dinamika 
kebutuhan kerja yang terus berkembang. 

2. Integrasi AI dan Data dalam Strategi Pengembangan SDM 

Kecerdasan buatan (AI) dan data besar (big data) kini menjadi 
tulang punggung dalam transformasi strategi pengembangan SDM 
yang berbasis bukti dan responsif terhadap perubahan. Integrasi AI 
dan data dalam pengelolaan SDM membuka peluang besar dalam 
melakukan perencanaan, pelatihan, penempatan, serta evaluasi kinerja 
tenaga kerja secara presisi dan efisien. 

Dengan kemampuan analitik AI, organisasi dan institusi 
pendidikan dapat memetakan kebutuhan kompetensi di masa depan, 
memprediksi skill yang akan usang, dan menyesuaikan kurikulum 
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pelatihan sesuai tren industri. Selain itu, data dari platform 
pembelajaran daring bisa digunakan untuk mengidentifikasi preferensi 
belajar individu, kecepatan pemahaman, serta minat dan 
kecenderungan kompetensi. Dengan pendekatan ini, pelatihan 
menjadi lebih personal, adaptif, dan berbasis pada data nyata, bukan 
hanya asumsi umum. 

Di dunia industri, sistem manajemen talenta modern telah 
menggunakan AI untuk menilai potensi karyawan, menyesuaikan 
program pengembangan individu, hingga membantu manajemen 
dalam mengambil keputusan strategis terkait promosi atau rotasi 
jabatan. Bahkan, teknologi Natural Language Processing (NLP) 
memungkinkan perusahaan menganalisis sentimen karyawan melalui 
feedback atau interaksi daring, sehingga pengembangan SDM tidak 
hanya berbasis kinerja, tetapi juga berdasar pada kondisi psikologis 
dan sosial karyawan. 

Namun, pemanfaatan AI dan data dalam pengembangan SDM 
memerlukan regulasi dan tata kelola yang ketat, terutama menyangkut 
privasi data, transparansi algoritma, dan prinsip keadilan. Tanpa 
pengawasan, penggunaan AI dapat menimbulkan bias dalam rekrutmen 
atau pelatihan, bahkan menyebabkan diskriminasi sistemik. Oleh 
karena itu, integrasi teknologi ini harus disertai dengan kerangka etika 
dan kebijakan publik yang memastikan bahwa AI bekerja untuk 
memperkuat kapasitas manusia, bukan menggantikannya secara 
membabi buta. 

3. Masa Depan Pembelajaran Adaptif dan Berbasis Teknologi 

Pembelajaran adaptif adalah konsep di mana sistem 
pendidikan dan pelatihan secara otomatis menyesuaikan konten, 
metode, dan kecepatan belajar berdasarkan kebutuhan dan 
kemampuan peserta didik. Didukung oleh teknologi digital, 
pembelajaran adaptif menjadi salah satu inovasi paling menjanjikan 
dalam menciptakan SDM yang responsif, mandiri, dan unggul dalam 
menghadapi perubahan zaman. 

Sistem pembelajaran adaptif menggunakan teknologi seperti 
machine learning untuk memetakan kekuatan dan kelemahan peserta, 
lalu secara dinamis mengubah pendekatan pengajaran agar lebih 
efektif. Misalnya, peserta yang memiliki gaya belajar visual akan 
disediakan lebih banyak materi berupa video atau infografik, 
sementara mereka yang lebih kuat dalam pemahaman konsep akan 
diarahkan pada studi kasus atau simulasi berbasis masalah. 
Pendekatan ini menghapus paradigma “satu sistem untuk semua” (one-



 Ekonomi Sumber Daya Manusia; Tantangan Digital, Ketimpangan, dan Daya Saing Global | 87 

size-fits-all), dan menggantinya dengan sistem yang berfokus pada 
pencapaian maksimal setiap individu. 

Teknologi seperti gamifikasi, chatbot edukatif, virtual 
assistant, dan real-time feedback semakin memperkuat pengalaman 
pembelajaran digital. Dalam konteks perusahaan, pembelajaran adaptif 
memungkinkan pelatihan dilakukan secara just-in-time, yaitu ketika 
keterampilan itu benar-benar dibutuhkan di lapangan kerja. Sementara 
dalam pendidikan formal, model ini dapat mengurangi angka putus 
sekolah dan meningkatkan motivasi belajar melalui pendekatan yang 
lebih personal dan menyenangkan. 

Namun, masa depan pembelajaran adaptif berbasis teknologi 
juga menghadapi sejumlah prasyarat. Diperlukan infrastruktur digital 
yang merata, literasi teknologi yang tinggi, serta pengembangan 
sumber daya instruktur yang mampu memanfaatkan teknologi tersebut 
secara maksimal. Selain itu, sistem penjaminan mutu perlu 
dikembangkan agar pembelajaran berbasis teknologi tidak kehilangan 
esensi pedagogisnya. 

Dengan dukungan kebijakan yang kuat, kolaborasi 
multisektor, dan keberpihakan terhadap inklusivitas, pembelajaran 
adaptif akan menjadi jantung dari sistem pengembangan SDM masa 
depan. Sistem ini bukan hanya menciptakan tenaga kerja yang 
terampil, tetapi juga individu yang mampu terus belajar, berpikir kritis, 
dan berinovasi di tengah ketidakpastian dunia kerja. 

 
F. STUDI KASUS: IMPLEMENTASI DIGITAL TALENT 

SCHOLARSHIP OLEH KOMINFO 

Transformasi digital yang terjadi secara global menuntut 
kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam berbagai sektor untuk 
menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Dalam konteks 
Indonesia, tantangan tersebut semakin kompleks karena adanya 
ketimpangan akses terhadap pendidikan dan pelatihan digital, serta 
kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dan 
keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Menanggapi tantangan 
ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 
meluncurkan program Digital Talent Scholarship (DTS) sebagai salah 
satu strategi nasional dalam pembangunan SDM berbasis digital. 

Program ini menjadi contoh nyata intervensi pemerintah 
dalam menjawab kebutuhan keterampilan masa depan, dan menjadi 
model pembelajaran penting tentang bagaimana kolaborasi antara 
pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan dapat membentuk 
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ekosistem pengembangan talenta digital yang terstruktur, 
berkelanjutan, dan inklusif. 

1. Desain dan Pelaksanaan Program 

Digital Talent Scholarship diluncurkan pertama kali pada 
tahun 2018 dan terus mengalami ekspansi baik dari segi cakupan materi, 
mitra pelatihan, maupun jumlah peserta. Program ini dirancang untuk 
memberikan pelatihan keterampilan digital tingkat menengah hingga 
lanjutan, dengan fokus pada penguasaan kompetensi yang relevan 
dengan kebutuhan Revolusi Industri 4.0 dan ekonomi digital. 
Pelatihan dilaksanakan dalam bentuk bootcamp intensif berdurasi 
singkat dan dirancang agar langsung aplikatif di dunia kerja. 

Program DTS dibagi ke dalam beberapa akademi, masing-
masing disesuaikan dengan profil peserta: 

a. Fresh Graduate Academy (FGA) – ditujukan untuk lulusan 
perguruan tinggi yang ingin masuk ke industri digital. 

b. Professional Academy (ProA) – menyasar profesional yang sudah 
bekerja dan ingin meningkatkan atau memperbarui 
keterampilan digital. 

c. Thematic Academy (TA) – memberikan pelatihan kepada 
masyarakat umum, termasuk penyandang disabilitas dan 
komunitas spesifik. 

d. Digital Entrepreneurship Academy (DEA) – fokus pada 
pelatihan pelaku UMKM dan wirausahawan digital. 

e. Government Transformation Academy (GTA) – ditujukan 
kepada ASN yang terlibat dalam transformasi layanan publik 
berbasis digital. 

Pelaksanaan program dilakukan secara hybrid (daring dan 
luring), serta diselenggarakan melalui kerja sama dengan perguruan 
tinggi, lembaga pelatihan teknologi, serta mitra global seperti Amazon 
Web Services, Google, Cisco, dan Microsoft. Kurikulum disusun 
berdasarkan standar industri terkini, dan peserta diberikan akses ke 
sertifikasi profesional, yang meningkatkan daya saing mereka di pasar 
kerja. 

Salah satu elemen inovatif dari DTS adalah penggunaan 
Learning Management System (LMS) untuk memantau proses belajar, 
mengukur kemajuan peserta, serta melakukan evaluasi pasca 
pelatihan. Platform ini memungkinkan pemerintah memiliki 
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dashboard data nasional mengenai kapasitas dan distribusi talenta 
digital yang dilatih, serta memetakan sektor dan wilayah yang 
membutuhkan intervensi lebih lanjut. 

2. Hasil dan Dampak Pelaksanaan DTS 

Sejak peluncurannya hingga tahun 2024, DTS telah 
menjangkau lebih dari 350.000 peserta di seluruh Indonesia, dan telah 
membentuk komunitas alumni digital yang tersebar di berbagai sektor 
kerja, baik swasta maupun pemerintahan. Banyak dari peserta yang 
sebelumnya tidak memiliki akses ke pelatihan digital kini mampu 
memahami dan menggunakan teknologi dalam kehidupan kerja dan 
usaha mereka. 

Dampak utama dari DTS dapat dilihat dari beberapa aspek: 

a. Peningkatan Kompetensi dan Daya Saing Kerja Lulusan program 
FGA dan ProA banyak yang berhasil mendapatkan pekerjaan di 
sektor teknologi atau meningkatkan performa dalam pekerjaan 
yang sedang mereka jalani. Adanya sertifikasi industri juga 
memperkuat nilai tawar mereka di pasar tenaga kerja, baik di 
dalam negeri maupun global. 

b. Transformasi Pelayanan Publik ASN yang mengikuti GTA 
melaporkan peningkatan pemahaman terhadap konsep e-
government, manajemen sistem informasi publik, serta 
keamanan siber. Hal ini mendukung agenda pemerintah dalam 
menciptakan layanan publik yang transparan, efisien, dan 
berbasis digital. 

c. Digitalisasi UMKM dan Inklusi Ekonomi Program DEA 
mendorong pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengadopsi 
teknologi seperti marketplace, digital payment, media sosial, 
dan analitik penjualan. Transformasi ini penting untuk 
memperkuat posisi UMKM di tengah persaingan pasar digital 
yang semakin kompetitif. 

d. Pemberdayaan Kelompok Rentan Thematic Academy 
memberikan ruang pelatihan bagi kelompok yang sering 
terpinggirkan, seperti penyandang disabilitas, sehingga mereka 
memperoleh keterampilan kerja yang inklusif dan berkelanjutan, 
khususnya dalam bidang yang dapat dikerjakan secara daring. 

Dalam banyak kasus, pelatihan DTS juga menumbuhkan 
komunitas belajar digital lokal, di mana alumni pelatihan menjadi 
agen perubahan dalam komunitasnya sendiri—baik sebagai mentor, 
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pengusaha baru, atau penggerak digitalisasi di tempat kerja masing-
masing. 

3. Evaluasi, Tantangan, dan Pembelajaran Kebijakan 

Meski DTS memberikan banyak dampak positif, evaluasi 
menyeluruh menunjukkan bahwa terdapat sejumlah tantangan penting 
yang harus diperhatikan untuk memperkuat keberlanjutan program: 

a. Keterbatasan Akses Teknologi dan Infrastruktur. Masih banyak 
peserta dari daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) yang 
mengalami kendala jaringan internet, keterbatasan perangkat, 
serta kurangnya literasi digital dasar. Hal ini membuat pelatihan 
daring menjadi tidak optimal dan membatasi efektivitas 
program dalam menjangkau kalangan paling membutuhkan. 

b. Minimnya Pendampingan Pasca-Pelatihan. Banyak peserta 
menyelesaikan pelatihan tanpa akses ke program magang, 
mentoring, atau jaminan keterhubungan dengan industri. Tanpa 
ekosistem karier yang kuat setelah pelatihan, keterampilan yang 
diperoleh berisiko tidak dimanfaatkan secara maksimal. 

c. Kebutuhan Standarisasi dan Penjaminan Mutu. Dengan ratusan 
modul pelatihan dari berbagai penyedia, kualitas pengajaran, 
konsistensi materi, dan pengalaman belajar bisa sangat 
bervariasi. Pemerintah perlu membangun sistem akreditasi dan 
quality control agar standar kompetensi tetap terjaga di seluruh 
mitra pelatihan. 

d. Kurangnya Integrasi dengan Sistem Ketahanan Kerja Nasional 
Meskipun DTS sudah mencetak talenta digital, program ini 
belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem penempatan kerja 
nasional, pengembangan karier ASN, maupun strategi industri 
nasional. Oleh karena itu, sinkronisasi lintas kementerian dan 
sektor swasta sangat diperlukan. 

Pembelajaran penting dari DTS adalah bahwa pengembangan 
SDM digital tidak bisa dilepaskan dari upaya membangun ekosistem 
yang mendukung—baik dari sisi infrastruktur, kurikulum, 
pembiayaan, hingga jejaring kerja. Pemerintah perlu menjadikan DTS 
sebagai landasan jangka panjang dari kebijakan talenta digital 
nasional, bukan sebagai program temporer. 
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BAB V 
KETENAGAKERJAAN FLEKSIBEL DAN GIG 

ECONOMY 
 

 

 

 

 

 

 

Dalam dua dekade terakhir, dinamika ketenagakerjaan global 
mengalami pergeseran signifikan yang ditandai dengan munculnya 
pola kerja baru yang lebih fleksibel dan tidak lagi mengandalkan 
hubungan kerja konvensional. Salah satu bentuk paling mencolok dari 
fenomena ini adalah tumbuh pesatnya gig economy, yaitu sistem 
ekonomi di mana individu bekerja dalam bentuk proyek-proyek 
jangka pendek, tugas berbasis permintaan (on- demand), atau kontrak 
lepas yang tidak mengikat secara permanen. Di dalam ekosistem ini, 
tenaga kerja yang biasa disebut gig worker tidak lagi menjadi 
karyawan tetap dari suatu perusahaan, melainkan bekerja secara 
mandiri dan fleksibel dengan perantara platform digital seperti 
aplikasi transportasi daring, jasa pengantaran, desain grafis, 
pemrograman, konsultasi, hingga pengajaran jarak jauh. 

Ketenagakerjaan fleksibel muncul sebagai respons terhadap 
kebutuhan masyarakat dan dunia usaha yang semakin dinamis. 
Perusahaan membutuhkan efisiensi biaya, kemampuan adaptasi 
terhadap perubahan pasar yang cepat, serta akses ke tenaga kerja 
terampil tanpa harus melakukan rekrutmen jangka panjang. Di 
sisi lain, pekerja—terutama generasi muda—menginginkan 
kebebasan waktu, otonomi kerja, serta peluang untuk mengejar karier 
multiprofesi. Fleksibilitas ini memberikan keleluasaan bagi pekerja 
untuk mengatur jam kerja, memilih klien atau proyek yang diminati, 
dan menyesuaikan beban kerja dengan kebutuhan hidup pribadi. 

Namun, gig economy tidak datang tanpa tantangan. 
Ketidakpastian pendapatan, ketiadaan jaminan sosial seperti asuransi 
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kesehatan, tunjangan hari tua, maupun perlindungan hukum dalam 
hubungan kerja menjadi isu serius bagi pekerja gig. Mereka tidak 
terlindungi oleh sistem ketenagakerjaan tradisional yang mengatur hak 
dan kewajiban pekerja tetap, sehingga rawan mengalami eksploitasi 
atau kondisi kerja yang tidak manusiawi. Selain itu, karena hubungan 
kerja dalam gig economy cenderung berbasis algoritma dan sistem 
digital yang tidak transparan, para pekerja kerap mengalami 
ketimpangan informasi, ketergantungan pada rating pelanggan, serta 
tekanan performa yang tidak selalu adil. 

Di Indonesia, fenomena gig economy berkembang pesat 
seiring dengan penetrasi internet dan meluasnya penggunaan 
smartphone. Platform seperti Gojek, Grab, Shopee, Tokopedia, dan 
berbagai marketplace freelance lokal maupun global menciptakan 
peluang baru bagi jutaan orang untuk memperoleh pendapatan secara 
instan dan fleksibel. Bagi sebagian kalangan, seperti ibu rumah 
tangga, pelajar, atau pekerja informal yang kehilangan pekerjaan 
akibat pandemi, gig economy menjadi jaring pengaman ekonomi yang 
krusial. Akan tetapi, pertumbuhan yang cepat ini belum sepenuhnya 
diiringi dengan regulasi yang melindungi pekerja. Banyak dari mereka 
masih dikategorikan sebagai "mitra", bukan karyawan, sehingga hak-
haknya tidak diatur secara ketat dalam perundang-undangan 
ketenagakerjaan. 

Oleh karena itu, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu 
menyusun kerangka kebijakan baru yang responsif terhadap realitas 
baru ketenagakerjaan. Konsep perlindungan sosial universal, sistem 
pengumpulan data pekerja gig secara nasional, skema asuransi 
mandiri, serta kolaborasi dengan platform digital untuk memastikan 
keadilan kerja perlu segera dirancang. Selain itu, literasi digital, 
pelatihan keterampilan baru, dan pendampingan kewirausahaan juga 
penting untuk memastikan bahwa pekerja gig tidak hanya terjebak 
dalam pekerjaan informal digital, tetapi mampu naik kelas menjadi 
pelaku ekonomi mandiri yang produktif dan berdaya saing. 

Ketenagakerjaan fleksibel dan gig economy mencerminkan 
transformasi struktur pasar kerja di era digital. Ia membuka peluang 
besar bagi demokratisasi akses kerja, namun juga membawa tantangan 
serius dalam perlindungan dan keadilan kerja. Menyikapi hal ini 
dengan bijak membutuhkan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, 
akademisi, dan komunitas pekerja untuk membentuk ekosistem kerja 
masa depan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. 
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A. TREN PEKERJAAN FLEKSIBEL DAN FREELANCE 

Dalam era disrupsi digital dan perubahan demografi kerja, 
pola ketenagakerjaan tradisional yang bersifat permanen dan berbasis 
kantor semakin bergeser menuju bentuk kerja yang fleksibel, bebas 
lokasi, dan berbasis hasil. Pekerjaan fleksibel dan freelance muncul 
sebagai bentuk adaptasi terhadap tuntutan zaman, baik dari sisi 
pemberi kerja yang menginginkan efisiensi dan kelincahan bisnis, 
maupun dari sisi pekerja yang menginginkan otonomi, kebebasan 
waktu, serta keberagaman peluang kerja. Konsep kerja fleksibel 
mencakup berbagai bentuk hubungan kerja non-tradisional, termasuk 
pekerjaan jarak jauh (remote work), kerja paruh waktu, kerja kontrak 
proyek (project- based), dan pekerjaan berbasis platform digital. 

Freelancer, atau pekerja lepas, adalah individu yang menjual 
keterampilan atau jasanya secara mandiri tanpa komitmen kerja 
jangka panjang kepada satu pemberi kerja. Mereka umumnya bekerja 
berdasarkan kontrak jangka pendek dengan klien yang berbeda-beda, 
baik lokal maupun internasional. Pekerjaan freelance kini meluas ke 
hampir semua sektor—mulai dari industri kreatif seperti desain grafis, 
penulisan konten, fotografi, hingga sektor teknologi seperti 
pengembangan perangkat lunak, keamanan siber, analisis data, dan 
digital marketing. Dengan bantuan platform digital, seorang freelancer 
dapat bekerja dari rumah di Jakarta untuk klien di Singapura, Eropa, 
atau Amerika Serikat, hanya bermodal internet dan keterampilan yang 
relevan. 

1. Perkembangan Global Pekerjaan Fleksibel 

Fenomena pekerjaan fleksibel telah berkembang pesat di seluruh 
dunia, terutama di negara-negara dengan infrastruktur digital yang 
maju. Laporan dari McKinsey Global Institute menyebutkan bahwa 
lebih dari 30% tenaga kerja di Amerika Serikat dan Eropa kini terlibat 
dalam bentuk pekerjaan lepas atau fleksibel. Platform seperti Upwork, 
Freelancer, Fiverr, dan Toptal memainkan peran penting dalam 
mempertemukan klien dan penyedia jasa dari berbagai belahan dunia. 
Bahkan, di negara seperti India dan Filipina, freelance telah menjadi 
salah satu sumber devisa karena banyak tenaga kerja digital mereka 
yang terserap oleh pasar global. 

Selain itu, pandemi COVID-19 menjadi akselerator utama 
bagi normalisasi kerja jarak jauh dan fleksibel di berbagai sektor. 
Perusahaan teknologi, lembaga pendidikan, layanan keuangan, dan 
bahkan sektor pemerintahan mulai mengadopsi sistem kerja hibrida atau 
sepenuhnya jarak jauh. Negara-negara seperti Estonia dan Portugal 
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bahkan sudah menerbitkan visa kerja digital untuk menarik para digital 
nomad—pekerja fleksibel lintas negara. Kebijakan negara-negara 
tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan fleksibel bukan hanya 
fenomena sementara, tetapi bagian dari perubahan struktural dalam 
dunia kerja abad ke-21. 

Namun, pertumbuhan ini juga memunculkan tantangan baru, 
seperti ketimpangan akses digital, kerentanan status hukum pekerja, 
serta munculnya ketergantungan pada platform yang terkadang tidak 
memiliki sistem perlindungan yang adil. Di berbagai negara maju, 
diskusi mengenai perlindungan sosial untuk gig worker dan freelancer 
terus menguat, mendorong reformasi kebijakan ketenagakerjaan agar 
lebih inklusif terhadap bentuk kerja baru ini. 

2. Pekerjaan Freelance di Indonesia: Peluang dan Tantangan 

Di Indonesia, tren pekerjaan freelance tumbuh pesat terutama 
sejak 2015 seiring dengan berkembangnya ekosistem digital dan 
tumbuhnya ekonomi kreatif. Generasi milenial dan Gen Z menjadi 
pelaku utama pekerjaan ini karena mereka memiliki literasi digital yang 
relatif tinggi, serta keinginan untuk bekerja secara fleksibel dan bebas 
dari struktur organisasi yang kaku. Platform lokal seperti Sribulancer, 
Projects.co.id, Fastwork, serta keterlibatan freelancer Indonesia di 
platform global seperti Fiverr, Upwork, dan Freelancer menjadi bukti 
nyata bahwa pasar freelance Indonesia sangat potensial. 

Sektor pekerjaan freelance yang populer di Indonesia meliputi 
desain grafis, video editing, penulisan konten, penerjemahan, 
pemrograman, digital marketing, serta voice over dan layanan UI/UX. 
Bahkan, banyak pekerja freelance Indonesia yang mulai merambah ke 
layanan konsultasi bisnis, pengajaran daring, hingga administrasi jarak 
jauh. Peluang freelance ini tidak hanya terbatas di kota besar, tetapi 
mulai menjangkau daerah-daerah melalui pelatihan berbasis 
komunitas dan pengembangan desa digital. 

Namun, pekerjaan freelance di Indonesia juga dihadapkan 
pada sejumlah tantangan mendasar. Pertama, dari sisi hukum, status 
pekerja freelance masih berada di zona abu-abu karena tidak secara 
eksplisit diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini 
berdampak pada minimnya perlindungan hukum, tidak adanya jaminan 
sosial seperti BPJS, serta ketidakjelasan dalam hak dan kewajiban antara 
freelancer dan pemberi kerja. Kedua, banyak freelancer pemula yang 
belum memahami bagaimana mengelola keuangan, menagih 
pembayaran, menyiapkan kontrak kerja, dan melakukan negosiasi 
harga yang adil. 
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Selain itu, tidak sedikit freelancer yang menghadapi 
ketidakpastian pendapatan bulanan, terutama jika belum memiliki 
portofolio atau jaringan klien yang stabil. Persaingan yang ketat di 
platform digital juga menyebabkan tekanan harga yang tinggi, 
sehingga banyak freelancer yang terjebak dalam upah rendah dan 
burnout akibat beban kerja yang tidak sebanding. Pemerintah 
sebenarnya telah mulai mendorong penguatan pekerja lepas melalui 
Program Kartu Prakerja dan pelatihan digital, namun kebijakan spesifik 
yang menyentuh perlindungan hukum dan keuangan bagi freelancer 
masih belum berkembang optimal. 

3. Adaptasi Keterampilan di Era Fleksibilitas Kerja 

Untuk sukses dalam ekosistem kerja yang fleksibel, pekerja 
freelance dituntut untuk memiliki keterampilan yang tidak hanya 
teknis, tetapi juga keterampilan adaptif dan strategis. Di tengah 
kemajuan teknologi yang sangat cepat, kemampuan untuk melakukan 
reskilling dan upskilling secara mandiri menjadi keharusan. 
Keterampilan teknis seperti web development, mobile app 
programming, data science, dan desain digital menjadi sangat bernilai. 
Namun, keterampilan lunak seperti komunikasi lintas budaya, 
negosiasi, manajemen waktu, dan membangun kepercayaan dengan 
klien secara daring menjadi kunci utama dalam mempertahankan 
keberlanjutan karier freelance. 

Selain itu, pemahaman tentang personal branding digital, cara 
membangun portofolio di platform kerja lepas, strategi pemasaran diri, 
dan kemampuan menggunakan tools kolaboratif seperti Google 
Workspace, Notion, Trello, atau Slack juga penting dimiliki. Tidak 
kalah penting, freelancer perlu memahami aspek perpajakan, 
pembuatan kontrak kerja, serta cara menjaga keseimbangan antara 
pekerjaan dan kehidupan pribadi (work-life balance). 

Pemerintah, lembaga pelatihan, dan komunitas digital perlu 
memperkuat ekosistem pendukung pekerja fleksibel dengan 
menyediakan akses pelatihan berbasis kebutuhan, mentoring karier, 
serta fasilitas coworking dan komunitas berbagi pengalaman. Dalam 
jangka panjang, pekerja freelance bukan hanya akan menjadi 
pelengkap sistem ketenagakerjaan, tetapi juga aktor utama dalam 
perekonomian digital yang mandiri, lincah, dan inovatif. 
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B. CIRI-CIRI DAN DINAMIKA GIG ECONOMY 

Gig economy merupakan fenomena ekonomi yang 
berkembang pesat di era digital, di mana pekerjaan dilakukan secara 
lepas, berbasis tugas (gig), dan tidak terikat oleh hubungan kerja 
permanen. Dalam sistem ini, pekerja—yang sering disebut sebagai gig 
worker—bekerja untuk menyelesaikan proyek-proyek jangka pendek 
atau memberikan layanan berdasarkan permintaan melalui platform 
digital. Model ini menawarkan fleksibilitas tinggi baik bagi 
pemberi kerja maupun pekerja, dan menjadi semakin relevan seiring 
dengan perkembangan teknologi informasi, munculnya platform 
digital, serta perubahan preferensi kerja generasi muda yang 
cenderung menghindari struktur kerja tradisional. Gig economy bukan 
hanya sekadar tren, melainkan representasi nyata dari transformasi 
struktural pasar tenaga kerja global, yang menuntut sistem 
ketenagakerjaan yang lebih adaptif, lincah, dan inklusif terhadap 
berbagai bentuk pekerjaan non-konvensional. 

Salah satu ciri utama gig economy adalah fleksibilitas waktu 
dan tempat kerja. Para pekerja dapat menentukan jam kerja sendiri, 
lokasi kerja yang tidak terbatas oleh kantor fisik, serta memilih proyek 
sesuai dengan kapasitas dan minat pribadi. Hal ini memungkinkan 
peningkatan kualitas hidup bagi sebagian individu yang membutuhkan 
keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ciri lainnya 
adalah hubungan kerja yang bersifat sementara atau berbasis proyek, 
di mana tidak ada komitmen jangka panjang antara pekerja dan 
pemberi kerja. Pekerja gig lebih sering dianggap sebagai mitra atau 
kontraktor independen daripada karyawan tetap. Hal ini menimbulkan 
konsekuensi hukum dan sosial karena status mereka tidak secara 
otomatis dilindungi oleh sistem ketenagakerjaan formal, termasuk 
asuransi, jaminan sosial, dan perlindungan hukum ketenagakerjaan. 

Ciri ketiga dari gig economy adalah penggunaan platform 
digital sebagai perantara utama antara pekerja dan klien. Platform 
seperti Gojek, Grab, Upwork, Fiverr, Tokopedia, dan Shopee tidak 
hanya menyediakan akses pasar, tetapi juga mengatur sistem 
penilaian, algoritma pemilihan pekerja, sistem pembayaran, dan 
bahkan pengelolaan reputasi pekerja. Dengan demikian, keberhasilan 
gig worker sangat bergantung pada peringkat dan ulasan yang 
diberikan pengguna, yang pada akhirnya menciptakan sistem 
kompetisi yang intens dan terkadang tidak adil. Dalam banyak kasus, 
algoritma platform menjadi satu-satunya penentu eksistensi dan 
visibilitas seorang pekerja di tengah jutaan pengguna lainnya. Ini 
membuat posisi tawar pekerja gig menjadi sangat rentan, terutama jika 
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tidak ada transparansi dalam sistem pemeringkatan dan distribusi 
pekerjaan. 

Ciri penting lainnya adalah pendapatan yang tidak tetap dan 
berfluktuasi. Gig worker tidak menerima gaji tetap bulanan seperti 
pekerja formal. Pendapatan mereka tergantung pada jumlah proyek 
yang berhasil didapatkan dan diselesaikan, serta tarif layanan yang 
sering kali ditentukan oleh mekanisme pasar dan platform. Dalam 
kondisi tertentu, hal ini memberikan peluang penghasilan yang besar, 
namun dalam banyak kasus menimbulkan ketidakstabilan ekonomi 
bagi pekerja, terutama mereka yang tidak memiliki keterampilan 
manajemen keuangan yang baik. Di sisi lain, karena tidak memiliki 
kontrak kerja jangka panjang, pekerja gig juga tidak mendapatkan hak 
cuti, tunjangan kesehatan, atau jaminan pensiun, kecuali mereka 
mengatur dan membiayai sendiri perlindungan tersebut secara 
mandiri. 

Dinamika gig economy juga dipengaruhi oleh faktor-faktor 
eksternal seperti perubahan regulasi, perkembangan teknologi, dan 
krisis ekonomi global. Misalnya, selama pandemi COVID-19, banyak 
orang beralih menjadi pekerja gig untuk mengatasi kehilangan 
pekerjaan. Di saat yang sama, permintaan terhadap layanan daring 
seperti pengantaran makanan, layanan transportasi, dan jasa daring 
lainnya melonjak drastis. Namun, kondisi ini juga menimbulkan 
tekanan besar terhadap pekerja karena risiko kesehatan meningkat, 
sementara perlindungan kerja tetap minim. Selain itu, perkembangan 
kecerdasan buatan dan otomatisasi juga mengancam jenis-jenis 
pekerjaan gig yang bersifat rutin, karena banyak tugas yang kini mulai 
dapat dilakukan oleh sistem otomatis atau robotik. 

Dalam konteks Indonesia, dinamika gig economy sangat 
terasa dalam sektor transportasi, pengantaran barang, perdagangan 
daring, serta jasa kreatif digital. Jutaan orang, terutama dari kalangan 
usia produktif, kini bergantung pada pekerjaan berbasis platform 
sebagai sumber penghasilan utama maupun tambahan. Sementara itu, 
dari sisi positif, gig economy membuka peluang ekonomi baru, 
mengurangi pengangguran terbuka, dan memberikan akses kerja 
kepada kelompok yang sebelumnya sulit masuk ke pasar kerja formal. 
Namun, masih terdapat kesenjangan dalam aspek perlindungan sosial, 
jaminan upah layak, serta representasi suara pekerja dalam 
pengambilan keputusan platform. Banyak pekerja gig merasa tidak 
memiliki kendali atas sistem kerja yang mereka ikuti, serta tidak 
memiliki ruang untuk memperjuangkan hak atau mengajukan keluhan 
secara adil. 
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Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan pendekatan 
kebijakan yang progresif dan inklusif. Pemerintah harus mulai 
membangun kerangka hukum baru yang secara eksplisit mengakui 
bentuk kerja fleksibel dan gig, serta menetapkan standar perlindungan 
dasar yang berlaku lintas platform. Selain itu, literasi digital, 
pendidikan kewirausahaan, serta akses terhadap program jaminan 
sosial secara mandiri perlu diperluas. Kolaborasi antara negara, 
platform, serikat pekerja, dan komunitas digital menjadi kunci dalam 
membentuk ekosistem gig economy yang tidak hanya efisien secara 
ekonomi, tetapi juga adil secara sosial. Dengan demikian, gig 
economy dapat menjadi bagian penting dari masa depan 
ketenagakerjaan Indonesia yang lebih dinamis, partisipatif, dan 
berkelanjutan. 

1. Karakteristik Sistem Kerja dalam Gig Economy 

Sistem kerja dalam gig economy memiliki beberapa 
karakteristik khas yang membedakannya secara mendasar dari sistem 
kerja formal. Pertama dan paling utama adalah fleksibilitas. Dalam gig 
economy, pekerja memiliki kebebasan dalam menentukan waktu kerja, 
lokasi kerja, dan jumlah proyek yang akan diambil. Tidak ada 
keterikatan struktural yang mewajibkan pekerja hadir di kantor pada 
jam tertentu, dan tidak ada kontrak kerja jangka panjang. Fleksibilitas 
ini memungkinkan berbagai kalangan, seperti mahasiswa, ibu rumah 
tangga, pensiunan, dan individu dengan keterbatasan fisik, untuk tetap 
produktif secara ekonomi tanpa harus terikat dalam sistem kerja 
konvensional. 

Kedua, hubungan antara pekerja dan pengguna jasa atau 
pemberi kerja umumnya bersifat non-hierarkis dan berbasis perjanjian 
informal atau digital. Pekerja tidak disebut sebagai karyawan, 
melainkan sebagai “mitra” atau “penyedia jasa” yang bekerja secara 
independen. Dalam banyak kasus, mereka tidak memperoleh hak-hak 
ketenagakerjaan standar seperti asuransi, cuti, tunjangan, ataupun 
perlindungan hukum atas pemutusan kontrak sepihak. Hal ini 
menimbulkan ketimpangan relasi kerja yang secara struktural 
menempatkan pekerja pada posisi lemah. 

Ketiga, karakteristik lainnya adalah penilaian berbasis 
algoritma dan ulasan pengguna (user rating). Dalam gig economy, 
performa dan reputasi pekerja sangat tergantung pada sistem digital 
yang digunakan oleh platform. Rating yang buruk atau keluhan dari 
pengguna dapat berdampak langsung pada kesempatan kerja 
selanjutnya. Hal ini menciptakan tekanan psikologis yang tinggi dan 
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mendorong pekerja untuk selalu tampil maksimal dalam kondisi yang 
tidak selalu stabil. Pekerjaan menjadi semakin bergantung pada evaluasi 
digital, bukan hanya pada kualitas sesungguhnya. 

2. Platform Digital sebagai Mediator Ekonomi Baru 

Platform digital adalah tulang punggung dari gig economy. 
Mereka berperan sebagai mediator utama yang mempertemukan 
permintaan dan penawaran jasa secara efisien. Platform seperti Gojek, 
Grab, Shopee, Upwork, Fiverr, dan Tokopedia tidak hanya 
menyediakan pasar digital, tetapi juga mengelola sistem kerja, 
menentukan algoritma distribusi pekerjaan, menetapkan tarif, dan 
bahkan mengatur sanksi atau insentif bagi pekerja. Dengan demikian, 
platform digital tidak sekadar menjadi fasilitator, tetapi juga aktor yang 
memiliki otoritas besar dalam menentukan nasib ekonomi pekerja. 

Model bisnis platform ini umumnya menggunakan 
mekanisme algoritma untuk menentukan siapa yang mendapatkan 
proyek, urutan tampilan pekerja dalam pencarian pengguna, hingga 
cara pekerjaan dinilai dan dihargai. Dalam banyak kasus, pekerja tidak 
memiliki transparansi terhadap bagaimana algoritma bekerja, sehingga 
muncul istilah “platform invisibility” atau ketidakjelasan proses 
penugasan. Akibatnya, banyak pekerja merasa bekerja di bawah sistem 
kontrol yang tidak kasat mata namun sangat dominan—semacam 
manajer digital tanpa wajah. 

Selain itu, sebagian besar platform memberlakukan biaya 
komisi yang dipotong langsung dari penghasilan pekerja. Biaya ini dapat 
bervariasi antara 10% hingga 30%, tergantung pada jenis platform dan 
kesepakatan yang berlaku. Di sinilah ketimpangan terjadi, karena 
sering kali kebijakan platform ditetapkan secara sepihak tanpa 
konsultasi atau keterlibatan pekerja. Platform juga memiliki 
kewenangan untuk memblokir akun pekerja atau menurunkan 
eksposur mereka secara tiba-tiba, yang berdampak langsung 
terhadap hilangnya penghasilan tanpa mekanisme banding yang 
memadai. 

Walaupun demikian, platform digital juga berkontribusi besar 
dalam membuka akses pasar bagi pekerja dari daerah tertinggal, 
memungkinkan mereka menjangkau klien nasional atau global, dan 
menjadi sarana membangun portofolio profesional. Oleh karena itu, 
peran platform perlu diatur dan diawasi secara adil, agar tidak hanya 
berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menciptakan ekosistem kerja 
yang manusiawi dan berkeadilan sosial. 
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3. Dampak Sosial dan Ekonomi terhadap Pekerja Gig 

Dampak gig economy terhadap pekerja sangat luas dan bersifat 
dua sisi. Di satu sisi, gig economy menciptakan peluang kerja yang 
fleksibel dan inklusif, menjembatani kesenjangan antara pasar kerja 
formal yang kaku dengan kebutuhan masyarakat yang semakin 
dinamis. Banyak orang yang sebelumnya tidak memiliki akses 
terhadap pekerjaan tetap kini bisa memperoleh penghasilan melalui 
platform digital. Hal ini sangat membantu dalam konteks Indonesia, 
terutama bagi masyarakat di wilayah urban informal, pedesaan, atau 
kelompok muda dengan latar belakang pendidikan non-formal.  

Namun di sisi lain, muncul pula risiko ekonomi yang tinggi 
dan ketidakpastian hidup. Karena penghasilan tergantung pada jumlah 
gig yang diperoleh, pekerja menghadapi ketidakstabilan pendapatan 
yang tajam dari bulan ke bulan. Tidak adanya jaminan kerja dan hak 
sosial membuat para pekerja gig sangat rentan terhadap risiko sakit, 
kecelakaan, atau krisis ekonomi. Selain itu, karena gig economy 
berbasis sistem “bayar per tugas”, maka tidak ada kepastian pensiun 
atau investasi jangka panjang, sehingga banyak pekerja yang sulit 
merencanakan masa depan keuangan secara berkelanjutan. 

Secara sosial, pekerja gig juga menghadapi isolasi dan 
tekanan psikologis. Tidak adanya interaksi kerja yang stabil, tekanan 
dari sistem rating, dan beban kerja yang tinggi membuat banyak 
pekerja mengalami stres kronis, kelelahan, dan bahkan kehilangan rasa 
aman kerja. Di sisi lain, tidak adanya serikat pekerja atau wadah kolektif 
membuat suara mereka sulit diadvokasi dalam diskusi publik dan 
kebijakan. Kasus seperti pemutusan akses akun secara sepihak, tarif 
yang terus menurun, serta insentif yang berubah-ubah tanpa 
pemberitahuan menjadi cerita umum dalam ekosistem ini. 

Untuk menjawab tantangan ini, penting bagi negara untuk 
mulai membangun kerangka hukum dan kebijakan ketenagakerjaan 
baru yang mengakomodasi kerja fleksibel dan berbasis platform. 
Perlindungan dasar seperti jaminan sosial mandiri, akses ke asuransi, 
hak atas informasi yang transparan, serta peluang peningkatan 
kapasitas harus dijamin bagi seluruh pekerja gig. Selain itu, 
dibutuhkan model kolaborasi antara negara, pelaku platform, dan 
komunitas pekerja untuk menciptakan tata kelola gig economy yang adil, 
seimbang, dan manusiawi. Hanya dengan demikian, gig economy dapat 
menjadi bagian dari solusi ketenagakerjaan masa depan, bukan sekadar 
bentuk baru dari eksploitasi modern. 
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C. HAK DAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA GIG 

Dalam ekosistem kerja modern yang didorong oleh digitalisasi 
dan fleksibilitas, pekerja gig telah menjadi bagian penting dari 
struktur ekonomi baru. Mereka mencakup berbagai profesi seperti 
pengemudi ojek online, kurir logistik, pekerja lepas (freelancer) di 
bidang desain, penulisan, penerjemahan, hingga pengajar daring. 
Meskipun pekerja gig memberikan kontribusi besar terhadap 
pertumbuhan ekonomi digital dan penciptaan lapangan kerja 
alternatif, status mereka dalam hukum ketenagakerjaan masih sangat 
lemah. Mereka tidak diklasifikasikan sebagai karyawan formal dan 
lebih sering dianggap sebagai "mitra usaha" atau "pekerja 
independen", yang mengakibatkan ketiadaan hak-hak normatif 
sebagaimana yang diterima pekerja tetap. 

Ketimpangan ini menjadi sangat nyata dalam konteks jaminan 
sosial. Pekerja gig umumnya tidak menerima perlindungan dalam 
bentuk BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, jaminan kecelakaan 
kerja, atau jaminan hari tua. Tidak sedikit dari mereka yang bekerja 
dalam kondisi risiko tinggi, seperti pengemudi kendaraan bermotor, 
tetapi tidak memiliki jaminan atas pengobatan ketika terjadi 
kecelakaan. Meskipun pemerintah menyediakan skema kepesertaan 
mandiri bagi pekerja bukan penerima upah (BPU), jumlah pekerja gig 
yang mendaftar dan mampu membayar iuran secara konsisten masih 
rendah. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi struktural untuk 
menciptakan sistem perlindungan yang tidak hanya berbasis pada 
hubungan kerja tetap, tetapi juga adaptif terhadap fleksibilitas kerja 
yang menjadi ciri utama gig economy. 

Di samping itu, ketidakpastian hukum memperburuk kondisi 
pekerja gig. Kebanyakan dari mereka bekerja tanpa kontrak formal 
dan tunduk pada ketentuan platform digital yang sering berubah 
secara sepihak. Sistem algoritma yang digunakan oleh aplikasi tidak 
transparan dan sangat menentukan distribusi pekerjaan, sistem penalti, 
dan insentif. Jika pekerja diberhentikan secara sepihak, diblokir 
akunnya, atau mengalami perubahan skema pembayaran, mereka tidak 
memiliki mekanisme banding atau perlindungan hukum yang kuat. 
Kondisi ini menunjukkan bahwa pekerja gig berada dalam posisi 
lemah baik secara struktural maupun fungsional, dan membutuhkan 
kehadiran negara untuk memastikan keadilan sosial dalam dunia kerja 
digital. 

Untuk menjawab tantangan ini, beberapa inisiatif mulai 
bermunculan, baik dari pemerintah, perusahaan digital, maupun 
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organisasi masyarakat sipil. Pemerintah Indonesia melalui BPJS 
Ketenagakerjaan telah membuka ruang bagi pekerja informal untuk 
ikut serta dalam program jaminan sosial. Beberapa platform digital 
juga mulai menggagas kerja sama kolektif untuk mendaftarkan mitra 
mereka, meskipun sifatnya masih sukarela dan belum menjadi 
kewajiban hukum. Sementara itu, organisasi pekerja dan serikat 
digital mulai terbentuk untuk menyuarakan hak-hak pekerja gig dan 
mendorong terciptanya kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif. 

Langkah ke depan memerlukan pendekatan kebijakan yang 
adaptif dan progresif, yang tidak memaksakan bentuk perlindungan 
ala kerja formal, tetapi mendesain skema baru yang sesuai dengan 
karakteristik gig economy: fleksibel, berbasis digital, dan cenderung 
tidak permanen. Perlindungan minimum seperti jaminan kesehatan 
dasar, asuransi kecelakaan kerja, akses terhadap dana darurat, serta 
perlindungan hukum harus menjadi prioritas. Selain itu, regulasi 
terhadap platform digital sebagai penyedia kerja juga penting untuk 
memastikan adanya transparansi algoritma, keterlibatan pekerja dalam 
pengambilan keputusan, serta keadilan dalam pembagian keuntungan. 

Dengan demikian, memberikan hak dan perlindungan sosial 
kepada pekerja gig bukan hanya tentang memenuhi kewajiban negara 
terhadap warga negaranya, tetapi juga merupakan bentuk adaptasi 
terhadap transformasi ekonomi dan sosial di era digital. Jika pekerja 
gig terus dibiarkan dalam situasi kerja tanpa perlindungan, maka 
ekonomi digital akan tumbuh di atas ketimpangan dan ketidakpastian. 
Sebaliknya, jika negara mampu menghadirkan perlindungan yang adil, 
maka gig economy dapat menjadi sektor yang tidak hanya produktif, 
tetapi juga berkelanjutan dan inklusif bagi semua pihak yang terlibat. 

1. Ketimpangan Akses terhadap Jaminan Sosial 

Pekerja gig umumnya tidak terdaftar dalam skema jaminan 
sosial negara seperti BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan. Hal 
ini terjadi karena hubungan kerja yang bersifat tidak tetap, fleksibel, dan 
tidak memiliki ikatan hukum formal dengan pemberi kerja atau platform 
digital. Akibatnya, jutaan pekerja gig di sektor transportasi daring, 
logistik, layanan antar makanan, freelancer digital, serta tenaga kreatif 
bekerja tanpa perlindungan atas risiko yang melekat pada pekerjaan 
mereka—seperti kecelakaan kerja, sakit berat, cacat, bahkan kematian. 
Tidak jarang pula para pekerja ini harus menanggung sendiri seluruh 
biaya kesehatan atau kehilangan pendapatan sepenuhnya saat tidak 
mampu bekerja karena sakit atau cedera. 
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Sementara pemerintah telah menyediakan skema kepesertaan 
mandiri bagi pekerja informal, realitas di lapangan menunjukkan bahwa 
kepesertaan pekerja gig masih sangat rendah. Ada banyak faktor yang 
menyebabkan hal ini, antara lain rendahnya kesadaran literasi jaminan 
sosial, tidak adanya kewajiban hukum, dan keterbatasan finansial 
untuk membayar iuran rutin. Selain itu, sebagian besar platform digital 
belum memiliki komitmen kolektif untuk mendaftarkan mitra mereka 
ke dalam program perlindungan sosial. Akibatnya, para pekerja gig 
tetap terpinggirkan dari sistem jaminan sosial, meskipun kontribusi 
mereka terhadap ekonomi digital terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Jika ketimpangan ini dibiarkan, maka Indonesia akan 
menghadapi beban sosial jangka panjang yang besar. Ketika para 
pekerja gig memasuki usia tua tanpa jaminan pensiun, atau saat 
mereka kehilangan pekerjaan karena teknologi otomatisasi, negara 
akan menanggung risiko sosial yang seharusnya bisa dicegah sejak 
awal. Oleh karena itu, urgensi reformasi sistem jaminan sosial yang 
adaptif terhadap bentuk kerja fleksibel menjadi semakin penting. 
Negara harus mulai menyusun model perlindungan yang portable, 
berbasis kontribusi ringan, dan terintegrasi secara digital untuk 
menjangkau pekerja gig yang tersebar luas di berbagai sektor 
informal. 

2. Tantangan Status Hukum dan Ketiadaan Kontrak Kerja 
Formal 

Status hukum pekerja gig di Indonesia masih berada dalam 
wilayah abu-abu. Mereka tidak diakui sebagai pekerja dalam Undang-
Undang Ketenagakerjaan, melainkan dikategorikan sebagai mitra 
usaha atau kontraktor independen. Kategori ini meniadakan hubungan 
kerja formal, yang berarti mereka tidak dilindungi oleh aturan tentang 
upah minimum, jam kerja maksimum, tunjangan, dan hak-hak lain 
yang biasa diterima pekerja tetap. Akibatnya, para pekerja gig tidak 
memiliki daya tawar hukum ketika menghadapi ketidakadilan, seperti 
pemutusan hubungan kerja sepihak, keterlambatan pembayaran, 
perubahan algoritma tanpa pemberitahuan, atau penghapusan insentif 
yang selama ini menjadi andalan mereka. 

Selain itu, banyak pekerja gig yang bekerja tanpa kontrak 
tertulis. Hubungan kerja sering kali hanya dibangun melalui 
kesepakatan sepihak dari aplikasi atau platform digital, yang dalam 
praktiknya tidak memberikan ruang negosiasi. Pekerja harus 
menyetujui semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh platform, 
termasuk sistem penalti, rating, hingga pemblokiran akun. Dalam 
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kondisi ini, tidak ada perlindungan hukum yang jelas ketika pekerja 
menghadapi perlakuan tidak adil. Bahkan, sebagian besar pekerja gig 
tidak mengetahui mekanisme pengaduan resmi, apalagi memiliki 
akses terhadap bantuan hukum. 

Masalah ini semakin rumit karena lembaga pengawas 
ketenagakerjaan belum memiliki instrumen hukum untuk 
menindaklanjuti kasus-kasus ketenagakerjaan di sektor gig. Tidak 
adanya pengakuan formal atas hubungan kerja membuat pengawasan 
menjadi lemah, dan pekerja kehilangan akses ke sistem hukum yang 
seharusnya melindungi mereka. Oleh karena itu, penting bagi 
pemerintah untuk merumuskan payung hukum baru yang mengakui 
keberadaan dan hak-hak pekerja gig secara eksplisit. Pengakuan ini 
tidak berarti harus menyamakan pekerja gig dengan pekerja tetap, 
tetapi menciptakan kelas perlindungan tersendiri yang relevan dengan 
karakteristik kerja fleksibel, namun tetap menjamin hak dasar dan 
keadilan kerja. 

3. Inisiatif Perlindungan Inklusif bagi Pekerja Gig 

Seiring dengan semakin kuatnya tekanan publik dan 
meningkatnya jumlah pekerja gig, beberapa inisiatif mulai bermunculan 
untuk memberikan perlindungan sosial yang lebih inklusif. Di tingkat 
nasional, BPJS Ketenagakerjaan telah membuka jalur kepesertaan 
untuk pekerja bukan penerima upah (BPU), yang dapat diakses oleh 
pengemudi ojek daring, kurir, dan pekerja lepas lainnya. Beberapa 
platform juga mulai menjalin kerja sama dengan lembaga jaminan 
sosial untuk mendaftarkan mitra mereka secara kolektif, meskipun 
pelaksanaannya masih terbatas dan bersifat sukarela. 

Di sisi lain, komunitas pekerja gig mulai menyuarakan perlunya 
serikat pekerja digital atau forum representatif yang bisa 
memperjuangkan hak-hak mereka. Beberapa organisasi masyarakat 
sipil juga mulai melakukan advokasi hukum dan mendampingi kasus-
kasus pelanggaran terhadap pekerja platform. Di tingkat internasional, 
beberapa negara telah lebih dahulu melakukan terobosan hukum. 
Spanyol, misalnya, telah menetapkan bahwa pengemudi transportasi 
daring adalah karyawan yang berhak atas semua perlindungan tenaga 
kerja. Sementara di Inggris, Mahkamah Agung memutuskan bahwa 
pekerja Uber berhak atas upah minimum dan cuti berbayar. Langkah-
langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam merancang 
regulasi progresif yang mengakomodasi fleksibilitas, namun tidak 
mengorbankan martabat dan keamanan pekerja. 
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Pemerintah Indonesia perlu mengembangkan kerangka 
kebijakan ketenagakerjaan yang baru dan lebih responsif. Ini bisa 
dilakukan melalui pendekatan tripartit antara negara, perusahaan 
digital, dan organisasi pekerja. Skema perlindungan yang ideal untuk 
pekerja gig harus mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, 
perlindungan hukum, dan ruang partisipasi dalam pengambilan 
keputusan platform. Di samping itu, edukasi publik dan peningkatan 
literasi hukum juga perlu digencarkan agar pekerja gig menyadari hak-
haknya dan mampu memperjuangkannya secara mandiri maupun 
kolektif. 

 
D. TANTANGAN REGULASI DAN KEBIJAKAN BARU 

Perkembangan ekonomi digital telah menciptakan fenomena 
kerja baru yang dikenal sebagai gig economy—sebuah sistem kerja 
berbasis tugas (gig) yang dijalankan secara fleksibel dan biasanya 
dimediasi oleh platform digital. Di Indonesia dan berbagai belahan 
dunia lainnya, gig economy telah tumbuh pesat, memberikan peluang 
kerja bagi jutaan orang dari berbagai latar belakang. Namun di balik 
fleksibilitas dan kemajuan teknologi tersebut, muncul tantangan besar 
dalam hal regulasi dan perlindungan pekerja. Sistem hukum dan 
kebijakan ketenagakerjaan yang saat ini berlaku umumnya masih 
berbasis pada paradigma kerja konvensional yang menekankan 
hubungan kerja tetap, kontrak tertulis, dan tempat kerja fisik. Hal ini 
membuat banyak pekerja gig berada di luar cakupan hukum 
ketenagakerjaan, sehingga hak-hak dasar seperti jaminan sosial, upah 
layak, waktu kerja yang wajar, dan perlindungan hukum sulit mereka 
akses. 

Tantangan regulasi gig economy tidak hanya terletak pada 
status hukum pekerja yang tidak jelas, tetapi juga pada peran dominan 
platform digital dalam mengatur sistem kerja tanpa pengawasan 
memadai. Platform berperan sebagai perantara, tetapi pada saat yang 
sama memiliki kontrol penuh terhadap distribusi kerja, sistem insentif, 
rating, hingga pemblokiran akun pekerja. Ketidakseimbangan relasi 
ini menciptakan kekuasaan yang besar di tangan platform, sementara 
pekerja hanya dianggap sebagai “mitra” yang tidak memiliki 
hak untuk menuntut perlindungan sebagaimana karyawan tetap. Dalam 
banyak kasus, tidak ada kontrak kerja yang adil atau mekanisme 
banding yang dapat diakses jika terjadi pemutusan kerja sepihak atau 
perubahan kebijakan yang merugikan. 

Menghadapi tantangan ini, negara memerlukan kerangka 
regulasi baru yang mampu mengakomodasi kompleksitas kerja digital 
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dan fleksibel. Regulasi tersebut tidak dapat sepenuhnya disamakan 
dengan ketenagakerjaan formal, namun harus tetap menjamin hak 
dasar pekerja. Pendekatan yang mulai diterapkan di beberapa negara 
seperti Spanyol dan Inggris adalah menciptakan status hukum antara 
pekerja dan kontraktor independen, di mana pekerja gig tetap 
memperoleh perlindungan minimum seperti jaminan sosial, cuti, dan 
kompensasi kecelakaan kerja. Indonesia perlu mengadopsi pendekatan 
serupa melalui pembaruan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan 
pengembangan aturan teknis yang lebih responsif terhadap gig 
economy. 

Selain itu, penyusunan kebijakan baru harus melibatkan 
berbagai pihak secara partisipatif. Pemerintah tidak bisa berjalan 
sendiri dalam mengatur ekosistem ini. Diperlukan kolaborasi antara 
pemerintah pusat dan daerah, platform digital, organisasi pekerja, 
akademisi, serta masyarakat sipil dalam membentuk regulasi yang adil 
dan implementatif. Mekanisme dialog sosial harus difasilitasi agar 
suara pekerja gig dapat terdengar dan diakomodasi dalam 
pengambilan keputusan. Di saat yang sama, diperlukan sistem data 
nasional untuk mendata pekerja gig secara terintegrasi, karena saat ini 
masih banyak dari mereka yang tidak tercatat secara resmi dalam 
sistem ketenagakerjaan nasional. 

Langkah-langkah konkret yang dapat diambil antara lain: 
mendorong platform digital untuk secara aktif mendaftarkan 
pekerjanya ke dalam program jaminan sosial; membentuk standar 
kerja minimum berbasis digital seperti jam kerja wajar dan 
transparansi algoritma; serta mengembangkan sistem penyelesaian 
sengketa yang dapat diakses oleh pekerja gig tanpa prosedur yang 
rumit. Pemerintah juga dapat memberikan insentif kepada platform 
yang menjalankan praktik kerja adil, seperti pengurangan pajak atau 
dukungan teknologi. Selain itu, penting untuk memperkuat literasi 
hukum dan digital di kalangan pekerja agar mereka memahami hak-
haknya dan dapat berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan kondisi 
kerja yang layak. 

Dengan menciptakan regulasi dan kebijakan baru yang adil, 
adaptif, dan inklusif, negara tidak hanya melindungi jutaan pekerja gig 
yang kini menjadi tulang punggung ekonomi digital, tetapi juga 
membangun fondasi bagi masa depan ketenagakerjaan yang 
berkeadilan sosial di tengah transformasi teknologi yang semakin 
pesat. Gig economy bukan sekadar tren sementara, melainkan 
kenyataan baru yang membutuhkan tata kelola hukum dan kebijakan 
yang visioner dan tanggap terhadap kebutuhan zaman. 
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1. Ketertinggalan Regulasi dari Perkembangan Gig Economy 

Salah satu tantangan paling mendasar dalam pengelolaan 
sektor gig economy adalah ketertinggalan regulasi dari perubahan 
struktur kerja yang cepat. Sistem perundang-undangan 
ketenagakerjaan di Indonesia pada dasarnya masih berakar pada 
paradigma hubungan kerja tradisional, di mana status pekerja diikat 
melalui kontrak kerja tetap, tempat kerja fisik, jam kerja yang terukur, 
dan struktur organisasi yang hierarkis. Sementara itu, dalam gig 
economy, pola kerja sangat fleksibel, tidak terikat waktu dan tempat, 
serta hubungan kerja terjadi melalui platform digital yang tidak tunduk 
pada aturan yang sama. Akibatnya, pekerja gig tidak memenuhi syarat 
untuk mendapatkan perlindungan formal sebagaimana diatur dalam 
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mereka tidak 
dianggap sebagai "pekerja" dalam definisi hukum, sehingga tidak 
berhak atas upah minimum, tunjangan, cuti, jaminan sosial, maupun hak 
normatif lainnya. Ketimpangan ini menciptakan kelompok pekerja yang 
berada di zona abu-abu hukum dan rentan terhadap eksploitasi. Tanpa 
pembaruan regulasi, maka keberadaan mereka akan terus tersisih dari 
sistem perlindungan negara, meskipun kontribusinya terhadap 
ekonomi digital semakin besar. 

2. Kebutuhan Kerangka Kebijakan Baru yang Responsif dan 
Inklusif 

Untuk menjawab tantangan tersebut, Indonesia membutuhkan 
kerangka kebijakan baru yang responsif terhadap dinamika gig 
economy sekaligus inklusif terhadap kondisi sosial pekerja yang 
beragam. Kebijakan baru ini harus menyasar dua arah: pertama, 
memperluas definisi hubungan kerja agar mencakup bentuk kerja 
fleksibel dan platform-based; kedua, menetapkan standar minimum 
perlindungan sosial yang berlaku universal, tanpa membedakan status 
kerja formal atau informal. Dalam praktiknya, banyak negara mulai 
menerapkan pendekatan hukum alternatif seperti kategori "dependent 
contractor" atau "pekerja semi-mandiri", yakni individu yang secara 
teknis bekerja secara independen namun secara ekonomi tergantung 
pada satu platform atau penyedia kerja utama. Pendekatan ini dapat 
menjadi solusi antara yang memberikan hak dasar seperti jaminan 
kesehatan, jam kerja yang wajar, dan perlindungan dari pemutusan kerja 
sepihak tanpa harus merusak fleksibilitas kerja. Di samping itu, perlu 
dikembangkan sistem registrasi nasional untuk pekerja gig agar 
mereka terdata secara resmi dan dapat diikutsertakan dalam program-
program jaminan sosial dan pelatihan kerja dari negara. 
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3. Kolaborasi dan Inovasi Kebijakan Multipihak 

Menyusun regulasi baru untuk gig economy tidak bisa dilakukan 
secara sepihak oleh negara. Diperlukan kolaborasi multipihak yang 
melibatkan pemerintah, perusahaan platform digital, organisasi 
pekerja, lembaga riset, serta masyarakat sipil. Pemerintah sebagai 
pemangku kepentingan utama harus berperan sebagai fasilitator dan 
regulator yang menjamin keadilan sosial, sementara perusahaan 
digital sebagai pelaku utama harus mulai membuka ruang dialog dan 
transparansi dalam sistem kerja mereka. Di sisi lain, organisasi pekerja 
perlu memperluas perannya untuk menjangkau pekerja non-formal 
dan mendampingi mereka dalam proses advokasi dan pengembangan 
kapasitas. Salah satu bentuk kolaborasi yang potensial adalah 
pembentukan forum tripartit atau multi-sektor yang membahas standar 
kerja baru di era digital, termasuk transparansi algoritma, tarif 
minimum, jam kerja maksimal, dan mekanisme penyelesaian 
sengketa. Kolaborasi ini juga dapat diwujudkan dalam bentuk inovasi 
kebijakan seperti platform jaminan sosial digital berbasis aplikasi, 
integrasi data antara platform dan pemerintah, serta pemberian insentif 
fiskal bagi perusahaan yang menjamin hak-hak dasar mitranya. 
Dengan kolaborasi yang solid, maka kebijakan yang dihasilkan akan 
lebih kontekstual, berdaya guna, dan berkelanjutan. 

 
E. PELUANG BARU DI ERA EKONOMI DIGITAL 

Era ekonomi digital telah mengubah secara fundamental cara 
masyarakat bekerja, berbisnis, dan berinteraksi. Perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet, kecerdasan 
buatan (AI), komputasi awan, dan big data, telah menciptakan 
peluang-peluang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Di 
berbagai sektor, digitalisasi telah memungkinkan efisiensi, 
otomatisasi, serta munculnya model-model bisnis baru yang lebih 
adaptif dan inovatif. Bagi individu, hal ini membuka peluang kerja 
yang lebih fleksibel, seperti pekerjaan berbasis platform digital, 
freelance, hingga kewirausahaan berbasis teknologi (techpreneurship). 
Orang tidak lagi harus bekerja dari kantor atau bahkan dalam jam 
kerja tetap, tetapi dapat menjalankan usaha atau profesi dari mana saja 
dan kapan saja selama memiliki koneksi internet. Ini sangat 
mendukung partisipasi masyarakat luas, termasuk kelompok yang 
sebelumnya sulit mengakses pasar tenaga kerja formal seperti 
perempuan, penyandang disabilitas, atau mereka yang tinggal di 
daerah terpencil. 
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Di sisi lain, ekonomi digital juga menciptakan peluang bagi 
pertumbuhan sektor-sektor baru, seperti e-commerce, layanan 
finansial digital (fintech), logistik berbasis aplikasi, layanan 
streaming, kursus daring (edutech), dan pengembangan konten kreatif. 
Kemunculan startup dan ekosistem digital menjadi ladang subur bagi 
penciptaan lapangan kerja baru yang memerlukan keahlian khusus, 
seperti pengembang perangkat lunak, analis data, spesialis pemasaran 
digital, dan desainer UX/UI. Hal ini mendorong perubahan orientasi 
pendidikan dan pelatihan agar lebih selaras dengan kebutuhan industri 
digital yang dinamis dan terus berkembang. Pemerintah, institusi 
pendidikan, dan sektor swasta dituntut untuk berkolaborasi dalam 
menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dan 
beradaptasi di era ini. 

Peluang lainnya hadir dalam bentuk ekonomi kreator (creator 
economy) yang memungkinkan individu memonetisasi kreativitas dan 
keahlian personal melalui platform seperti YouTube, TikTok, 
Substack, dan berbagai marketplace digital. Ini menciptakan jalur 
karier baru yang tidak tergantung pada perusahaan besar atau institusi 
formal, melainkan pada kemampuan individu membangun audiens 
dan merek pribadi. Dalam konteks ini, personal branding, kemampuan 
komunikasi digital, serta penguasaan media sosial menjadi aset 
penting. Di tengah semua peluang tersebut, transformasi digital juga 
mengubah pola konsumsi masyarakat, mempercepat adopsi teknologi, 
dan memperluas pasar bagi produk lokal ke tingkat global, 
memberikan potensi besar bagi UMKM untuk naik kelas. 

Namun demikian, untuk dapat memanfaatkan peluang ini 
secara maksimal, diperlukan kesiapan dari sisi infrastruktur digital, 
literasi teknologi masyarakat, regulasi yang mendukung, dan 
perlindungan terhadap data pribadi serta hak pekerja digital. Tanpa 
hal-hal tersebut, potensi ekonomi digital justru bisa menciptakan 
ketimpangan baru. Oleh karena itu, penting bagi semua pemangku 
kepentingan untuk bergerak bersama membangun ekosistem digital 
yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemberdayaan 
manusia. Dengan strategi yang tepat, era ekonomi digital dapat 
menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan 
kualitas hidup masyarakat secara luas. 

1. Pekerjaan Digital dan Platform Ekonomi 

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan model kerja 
baru yang sangat berbeda dari sistem kerja tradisional. Salah satu 
transformasi paling signifikan adalah munculnya berbagai platform 
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digital yang menjadi penghubung antara penyedia jasa dan pengguna 
secara langsung. Di sinilah pekerjaan digital tumbuh subur, 
memungkinkan individu untuk bekerja secara mandiri, fleksibel, dan 
lintas batas geografis. Model kerja berbasis platform seperti oDesk, 
Upwork, Fiverr, Gojek, Grab, Shopee, Tokopedia, hingga YouTube 
dan TikTok telah membuka peluang ekonomi yang sangat luas. 
Munculnya pekerjaan baru seperti content creator, streamer, UI/UX 
designer, digital marketer, data analyst, hingga manajer komunitas 
online mencerminkan bergesernya permintaan keterampilan kerja ke 
arah yang lebih digital, kreatif, dan analitis. 

Bagi para pekerja, sistem ini memberikan keleluasaan dalam 
memilih proyek dan menentukan waktu serta tarif kerja sendiri. 
Namun, di balik fleksibilitas itu tersembunyi tantangan besar: tidak 
adanya perlindungan ketenagakerjaan formal, seperti jaminan 
kesehatan, tunjangan hari tua, cuti berbayar, dan kepastian pendapatan 
tetap. Banyak pekerja digital yang tidak tercatat secara formal dan tidak 
memiliki kontrak kerja, sehingga rentan terhadap eksploitasi. Di 
Indonesia, hal ini menjadi isu penting karena sebagian besar pekerja 
platform tergolong pekerja informal yang tidak dijamin oleh sistem 
jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Dari sisi kebijakan, berbagai negara mulai mengeksplorasi 
pendekatan untuk memastikan hak-hak dasar pekerja digital tetap 
terlindungi, tanpa mengganggu fleksibilitas yang menjadi daya tarik 
utama model ini. Indonesia pun sedang berada di titik awal 
pengembangan kebijakan inklusif terhadap pekerja digital, termasuk 
dalam regulasi perlindungan sosial berbasis kontribusi sukarela, 
penyediaan pelatihan keterampilan digital, dan pengembangan sistem 
verifikasi identitas digital pekerja. Dalam jangka panjang, pekerjaan 
digital bukan hanya sekadar tren sementara, melainkan cerminan dari 
evolusi struktur pasar tenaga kerja itu sendiri. 

2. Inovasi dan Kewirausahaan Digital 

Ekonomi digital mendorong lahirnya bentuk baru 
kewirausahaan yang ditandai oleh pemanfaatan teknologi dan model 
bisnis berbasis inovasi. Kewirausahaan digital berbeda dari 
kewirausahaan konvensional karena lebih mengandalkan pemikiran 
kreatif, kecepatan iterasi, serta pendekatan teknologi dalam menjawab 
kebutuhan pasar. Siapa pun, termasuk generasi muda dan mereka yang 
berada di daerah, kini dapat menjadi pelaku usaha digital dengan 
memanfaatkan media sosial, marketplace, aplikasi, atau website. 
Model bisnis seperti dropshipping, aplikasi berbasis langganan (SaaS), 
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produk digital (e-book, template, desain), serta layanan berbasis 
cloud telah menciptakan ekosistem wirausaha yang lebih dinamis, 
inklusif, dan cepat berkembang. 

Inovasi menjadi inti dari kewirausahaan digital. Pendekatan 
seperti minimum viable product (MVP) memungkinkan pengusaha 
menguji pasar dengan versi produk sederhana sebelum 
mengembangkan secara penuh. Sementara itu, konsep lean startup 
menekankan pada efisiensi sumber daya dan kecepatan pivot bila 
model bisnis tidak berjalan sesuai ekspektasi. Dalam ekosistem ini, 
keterampilan seperti pemrograman, desain antarmuka, pemikiran 
strategis, dan kemampuan storytelling menjadi modal utama. 

Berbagai inkubator bisnis, akselerator startup, venture capital, 
serta kompetisi inovasi digital turut berperan memperkuat ekosistem 
kewirausahaan digital di Indonesia. Program seperti BEKRAF, 
Startup Studio Indonesia, dan Gerakan 1000 Startup Digital adalah 
contoh nyata komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan 
wirausaha berbasis teknologi. Namun, tantangan tetap ada dalam 
bentuk literasi digital, akses pendanaan, infrastruktur, dan peraturan 
yang adaptif terhadap inovasi. Oleh karena itu, pembangunan 
ekosistem kewirausahaan digital yang sehat memerlukan kerja sama 
erat antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat. 

Jika potensi kewirausahaan digital ini dikembangkan secara 
strategis, maka bukan hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi 
juga mendorong lahirnya solusi-solusi inovatif terhadap tantangan 
sosial-ekonomi bangsa, seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, 
transportasi, dan pemberdayaan daerah terpencil. 

3. Transformasi UMKM dan Digitalisasi Ekonomi Lokal 

UMKM memegang peranan penting dalam struktur 
perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB 
dan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional. Namun, 
mayoritas UMKM masih beroperasi secara tradisional dan belum 
sepenuhnya terdigitalisasi. Transformasi digital UMKM menjadi 
strategi kunci untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan sektor 
ini, terutama dalam menghadapi tekanan global, disrupsi teknologi, 
dan krisis ekonomi seperti pandemi. 

Digitalisasi UMKM mencakup berbagai aspek: dari 
penggunaan aplikasi pencatatan keuangan, pemasaran digital, e-
commerce, manajemen stok berbasis sistem, pembayaran digital, 
hingga pemanfaatan logistik berbasis teknologi. Melalui digitalisasi, 
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UMKM tidak hanya bisa menekan biaya operasional, tetapi juga 
memperluas jangkauan pasar ke luar daerah bahkan ke tingkat 
internasional. Dengan dukungan platform seperti Tokopedia, Shopee, 
Bukalapak, TikTok Shop, dan WhatsApp Business, pelaku usaha kecil 
dapat menjual produk secara daring, berinteraksi dengan konsumen 
lebih cepat, serta meningkatkan kepercayaan pasar melalui review dan 
rating. 

Pemerintah pun mendorong percepatan digitalisasi UMKM 
melalui berbagai inisiatif seperti Program UMKM Go Digital, 
pelatihan literasi digital, subsidi internet, sertifikasi digital, dan 
insentif adopsi teknologi. Program Bangga Buatan Indonesia (BBI), 
misalnya, bertujuan mendorong masyarakat untuk membeli produk 
lokal dan membantu UMKM meningkatkan kualitas produk dan 
pemasaran secara digital. 

Namun, terdapat sejumlah hambatan utama dalam proses 
transformasi ini, termasuk keterbatasan literasi digital, akses teknologi di 
daerah terpencil, rendahnya investasi pada riset dan inovasi, serta 
minimnya pemahaman tentang keamanan data dan perlindungan 
konsumen digital. Selain itu, pelaku UMKM juga perlu dibekali 
dengan keterampilan manajerial dan kepemimpinan untuk mengelola 
pertumbuhan bisnis di era digital yang sangat kompetitif. 

Transformasi digital UMKM bukan hanya soal adopsi 
teknologi, tetapi juga tentang perubahan pola pikir (mindset shift) 
dalam mengelola usaha, menghadapi risiko, serta mengejar peluang 
baru. Jika dilakukan secara sistematis dan inklusif, digitalisasi 
UMKM akan menjadi kekuatan utama dalam membangun ekonomi 
lokal yang mandiri, adaptif, dan terhubung ke pasar global, sekaligus 
mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah. 

 
F. STUDI KASUS: PEKERJA PLATFORM DIGITAL DI 

INDONESIA 

Di tengah transformasi ekonomi digital, salah satu perubahan 
paling signifikan dalam dunia kerja adalah munculnya model kerja 
berbasis platform digital. Pekerja platform digital adalah individu 
yang memperoleh pendapatan melalui aplikasi atau situs daring yang 
menghubungkan mereka dengan konsumen untuk menyediakan 
layanan tertentu, baik itu transportasi, pengantaran, pekerjaan kreatif, 
konsultasi, penulisan, atau lainnya. Model ini tidak hanya mendisrupsi 
struktur kerja tradisional, tetapi juga membuka ruang baru bagi inklusi 
ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini sulit 
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mengakses pasar kerja formal. Di Indonesia, fenomena ini 
berkembang pesat dalam satu dekade terakhir, seiring dengan 
meningkatnya penetrasi internet, pertumbuhan smartphone, dan 
kemunculan startup digital lokal. 

Namun, di balik gambaran modern dan dinamis dari kerja 
digital ini, terdapat tantangan struktural yang kompleks. Pekerja 
platform berada di persimpangan antara kerja formal dan informal—
mereka bekerja dalam sistem yang sangat tergantung pada teknologi 
dan kebijakan platform, namun sering kali tidak menikmati hak-hak 
dasar yang semestinya dimiliki oleh pekerja formal. Oleh karena itu, 
penting untuk memahami dinamika pekerja platform digital melalui 
tiga aspek utama: profil dan motivasi, kondisi kerja dan tantangan 
sosial-ekonomi, serta upaya perlindungan dan inisiatif perbaikan. 

1. Profil dan Motivasi Pekerja Platform Digital 

Pekerja platform digital di Indonesia terdiri dari kelompok yang 
sangat heterogen, mencerminkan luasnya cakupan demografis 
masyarakat yang terlibat dalam ekonomi digital. Secara umum, mereka 
didominasi oleh laki- laki usia produktif (18–45 tahun), namun 
semakin banyak juga perempuan dan lansia yang terlibat, terutama 
dalam sektor pekerjaan rumah tangga, edukasi daring, atau penjualan 
daring. Latar belakang pendidikan para pekerja ini bervariasi, mulai 
dari lulusan sekolah dasar hingga sarjana. Banyak dari mereka 
sebelumnya bekerja di sektor informal atau pernah menjadi korban 
PHK, terutama pasca-pandemi COVID-19. 

a) Motivasi utama mereka memilih pekerjaan platform digital 
mencakup: 

b) Fleksibilitas waktu dan tempat kerja, 
c) Kemudahan masuk (low barrier to entry)—hanya butuh ponsel 

dan kendaraan untuk memulai, 
d) Kemungkinan memperoleh penghasilan harian, 
e) Ketiadaan pilihan pekerjaan formal lainnya, terutama bagi 

mereka yang tinggal di kota kecil atau kawasan padat 
penduduk. 

Platform seperti Gojek, Grab, ShopeeFood, Maxim, TikTok, 
YouTube, Freelancer, dan Upwork menjadi tempat utama para pekerja 
ini mengakses pasar. Untuk banyak orang, pekerjaan platform 
bukanlah pilihan utama, melainkan alternatif yang tersedia di tengah 
ketiadaan akses pada lapangan kerja yang stabil. Sebagian melihat 
pekerjaan ini sebagai solusi jangka pendek, sementara yang lain telah 
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mengandalkannya sebagai sumber penghidupan utama dalam jangka 
panjang. 

Menariknya, di kalangan generasi muda dan mahasiswa, 
pekerjaan platform juga dianggap sebagai cara untuk menambah 
penghasilan, membangun portofolio, dan bahkan mengejar passion di 
bidang kreatif digital. Ini menunjukkan bahwa ekonomi platform 
memiliki daya tarik yang luas, meskipun dengan kondisi kerja yang 
masih sangat rentan. 

2. Kondisi Kerja dan Tantangan Sosial-Ekonomi 

Di balik narasi kebebasan dan fleksibilitas, pekerja platform 
digital menghadapi berbagai tantangan struktural yang berdampak 
langsung pada kesejahteraan mereka. Salah satu isu utama adalah 
ketidakjelasan status hubungan kerja. Sebagian besar pekerja platform 
tidak dianggap sebagai pegawai tetap oleh perusahaan penyedia 
platform, melainkan sebagai "mitra". Status ini menyebabkan mereka 
tidak mendapatkan hak-hak dasar ketenagakerjaan seperti jaminan 
sosial, cuti berbayar, perlindungan terhadap PHK sepihak, dan 
kompensasi atas kecelakaan kerja. 

Selain itu, pekerja platform umumnya bekerja dengan sistem 
insentif dan algoritma yang tidak transparan. Misalnya, pengemudi ojek 
daring atau kurir sering kali tidak mengetahui secara pasti bagaimana 
sistem menentukan insentif, pemotongan komisi, atau pembagian 
order. Mereka juga sangat tergantung pada sistem rating pelanggan, 
yang dapat mempengaruhi jumlah pesanan yang diterima, bahkan 
status keaktifan mereka di platform. Dalam banyak kasus, pekerja 
mengalami penangguhan akun (suspend) atau pemblokiran (banned) 
secara sepihak tanpa ada mekanisme banding yang adil. 

Aspek finansial juga menjadi tantangan. Meski ada potensi 
pendapatan harian yang tinggi, sebagian besar pekerja platform justru 
bekerja dalam kondisi overwork dan underpaid. Tidak sedikit 
pengemudi yang bekerja lebih dari 10 jam sehari hanya untuk 
mencapai target minimal insentif, sambil menanggung sendiri semua 
biaya operasional seperti bahan bakar, perawatan kendaraan, dan pulsa 
internet. Tidak adanya jaminan pendapatan minimum menyebabkan 
ketidakstabilan ekonomi dan beban mental yang tinggi. 

Di sisi lain, pekerja freelance digital (desainer, penulis konten, 
pengembang situs web) juga menghadapi tantangan serupa: sulitnya 
menegosiasikan tarif, keterlambatan pembayaran dari klien, hingga 
potensi eksploitasi oleh agensi pihak ketiga. Meskipun mereka terlihat 
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lebih bebas dan profesional, kenyataannya masih banyak yang belum 
memahami kontrak kerja digital dan perlindungan hukum yang 
melekat. 

Tantangan sosial lain yang muncul adalah keterasingan sosial, 
tekanan mental, dan kelelahan kronis. Tidak adanya struktur kerja 
kolektif membuat pekerja platform merasa sendirian dalam 
menghadapi permasalahan kerja. Sebagian bahkan tidak memiliki 
asuransi kesehatan, perlindungan pensiun, atau akses ke pelatihan 
peningkatan keterampilan. Ketimpangan digital dan kesenjangan 
literasi juga memperparah keadaan, terutama di kalangan pekerja dari 
daerah atau kelompok marginal. 

3. Upaya Perlindungan dan Inisiatif Perbaikan 

Menanggapi realitas kompleks tersebut, sejumlah langkah 
telah diupayakan oleh berbagai pihak untuk memperbaiki kondisi 
pekerja platform digital di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui 
Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan mulai 
melakukan pendekatan sukarela agar pekerja platform dapat 
mengakses perlindungan sosial dasar. Namun, belum ada regulasi 
nasional yang secara spesifik mengatur status hukum pekerja platform, 
sehingga perlindungan masih bersifat terbatas dan tidak mengikat. 

Di tingkat masyarakat sipil, telah muncul sejumlah komunitas 
dan serikat pekerja alternatif, seperti Serikat Pekerja Transportasi Online 
(SPTO) atau komunitas ojek daring di berbagai kota, yang mendorong 
advokasi kolektif, diskusi kebijakan, hingga negosiasi insentif dengan 
platform. Mereka juga mulai mendorong penggunaan koperasi digital 
sebagai wadah alternatif bagi pekerja untuk mengelola sumber daya 
dan kesejahteraan secara kolektif. 

Beberapa perusahaan platform juga mulai melakukan inisiatif 
sukarela, seperti menyediakan asuransi kecelakaan kerja, program 
pelatihan keterampilan, serta fasilitas kesehatan ringan. Gojek, misalnya, 
telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menawarkan 
program JKK dan JHT bagi mitra pengemudi, sementara Grab memiliki 
program GrabBenefits yang mencakup potongan harga layanan 
kesehatan dan keuangan. 

Namun, langkah-langkah ini masih belum cukup untuk 
mengatasi akar permasalahan struktural. Maka dari itu, dibutuhkan 
kerangka regulasi nasional yang komprehensif untuk mengatur 
hubungan kerja platform digital—tidak hanya dalam hal perlindungan, 
tetapi juga pengakuan terhadap kontribusi pekerja digital dalam 
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pembangunan ekonomi. Salah satu pendekatan yang dapat 
dipertimbangkan adalah status kerja hibrida, di mana pekerja tetap 
memiliki fleksibilitas tetapi juga mendapatkan jaminan perlindungan 
minimum yang setara dengan pekerja formal. 

Selain itu, penting pula untuk mengembangkan ekosistem 
pendukung, seperti pelatihan digital gratis, peningkatan literasi hukum 
ketenagakerjaan, akses ke pendanaan mikro, dan infrastruktur pendukung 
(akses Wi-Fi publik, ruang kerja bersama, layanan konsultasi hukum). 
Hanya dengan strategi yang menyeluruh, pekerja platform digital di 
Indonesia dapat benar-benar diberdayakan, bukan hanya sebagai alat 
ekonomi, tetapi sebagai subjek pembangunan digital yang berdaya, 
terlindungi, dan dihormati hak-haknya. 
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BAB VI 
INKLUSIVITAS DAN KEADILAN DALAM 

AKSES SDM 
 

 

 

Dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan dan 
berkeadilan, aspek inklusivitas dan keadilan dalam akses terhadap 
sumber daya manusia (SDM) menjadi fondasi penting. Tidak cukup 
hanya meningkatkan kualitas SDM secara agregat, tetapi juga 
memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat—terlepas dari latar 
belakang sosial, ekonomi, gender, lokasi geografis, atau kemampuan 
fisik—memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh 
pendidikan, pelatihan, pekerjaan, dan mobilitas ekonomi. Konsep 
inklusivitas menuntut adanya jaminan bahwa pertumbuhan tidak 
hanya dinikmati oleh segelintir kelompok elite atau masyarakat 
perkotaan, tetapi juga oleh kelompok rentan, marginal, dan daerah 
tertinggal. Dalam konteks SDM, hal ini mencakup akses terhadap 
layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, teknologi, dan pasar 
kerja. 

Kesenjangan akses SDM kerap terlihat dari ketimpangan 
pendidikan dan pelatihan antarwilayah. Daerah perkotaan umumnya 
memiliki lebih banyak institusi pendidikan bermutu, pelatihan 
vokasional, serta infrastruktur digital yang memadai. Sebaliknya, 
masyarakat di pedesaan, wilayah perbatasan, dan kawasan timur 
Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan 
pendidikan yang berkualitas. Hal ini memperbesar kesenjangan 
keterampilan dan produktivitas tenaga kerja antarwilayah. Di samping 
itu, hambatan budaya, sosial, dan ekonomi juga menjadi penghalang 
bagi kelompok tertentu—seperti perempuan, penyandang disabilitas, 
dan masyarakat adat—untuk memperoleh akses setara dalam 
pendidikan dan kesempatan kerja. Dalam banyak kasus, norma sosial 
yang patriarkal dan stigma terhadap kelompok minoritas menjadi 
kendala struktural yang sulit diatasi tanpa kebijakan afirmatif yang 
sistematis. 

Pembangunan SDM yang inklusif juga harus memperhatikan 
keadilan gender. Masih terdapat ketimpangan yang signifikan 
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antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi kerja, akses 
pelatihan, posisi kepemimpinan, dan penghasilan. Banyak perempuan 
yang berhenti bekerja setelah menikah atau memiliki anak karena 
minimnya dukungan sistem seperti cuti melahirkan, ruang laktasi, atau 
fleksibilitas kerja. Dalam konteks ini, kebijakan ramah keluarga, 
sistem kerja fleksibel, dan pendidikan kesetaraan gender sejak dini 
menjadi bagian penting dari upaya menciptakan SDM yang inklusif 
dan adil secara struktural. 

Di era digital, dimensi baru dari inklusivitas muncul dalam 
bentuk akses terhadap teknologi dan literasi digital. Masyarakat yang 
tidak memiliki akses internet, perangkat teknologi, dan keterampilan 
digital dasar akan tertinggal dari transformasi ekonomi yang makin 
bergantung pada teknologi. Kesenjangan digital (digital divide) antara 
masyarakat kota dan desa, antara generasi muda dan tua, maupun 
antara kelompok miskin dan kaya, menjadi tantangan besar dalam 
menciptakan pemerataan akses terhadap peluang ekonomi digital. 
Maka dari itu, literasi digital dan penyediaan infrastruktur internet 
menjadi instrumen utama dalam memperluas partisipasi dalam 
ekonomi masa depan. 

Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah 
untuk mendorong inklusivitas SDM, seperti melalui Program 
Indonesia Pintar, Kartu Prakerja, pelatihan vokasi berbasis komunitas, 
dan dukungan terhadap pendidikan inklusif bagi penyandang 
disabilitas. Namun, pendekatan ini perlu diperluas dan diperkuat, 
khususnya dengan sistem monitoring yang mampu memastikan bahwa 
kelompok sasaran benar-benar mendapatkan manfaatnya. Dalam 
jangka panjang, dibutuhkan reformasi sistemik yang melibatkan 
berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan 
teknologi informasi, agar pembangunan SDM tidak hanya bersifat 
simbolik, melainkan benar-benar transformatif. 

Inklusivitas dan keadilan dalam pembangunan SDM bukan 
hanya urusan moral dan sosial, tetapi juga merupakan investasi 
ekonomi strategis. Negara dengan SDM yang merata dan setara akan 
memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik, produktivitas tenaga 
kerja yang tinggi, dan stabilitas sosial yang kuat. Oleh karena itu, 
agenda keadilan dalam akses terhadap SDM harus menjadi prioritas 
utama dalam setiap kebijakan pembangunan, baik di tingkat nasional 
maupun daerah. Perlu pendekatan multisektor, berbasis data, dan 
responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, agar tidak ada satu 
pun warga negara yang tertinggal dalam arus kemajuan. 
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A. KETIMPANGAN DALAM DUNIA KERJA 

Ketimpangan gender dalam dunia kerja merupakan isu 
multidimensi yang mencerminkan ketidaksetaraan sistemik dalam 
struktur sosial, ekonomi, dan institusi. Meskipun kemajuan telah 
dicapai dalam pemberdayaan perempuan, data global dan nasional 
menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai bentuk 
diskriminasi di tempat kerja. Diskriminasi tersebut tidak selalu 
bersifat eksplisit, melainkan sering tersembunyi dalam sistem 
kebijakan, praktik kerja, dan norma sosial yang membatasi ruang 
gerak perempuan. Dalam konteks Indonesia, tantangan ini semakin 
kompleks mengingat adanya perbedaan geografis, budaya lokal, dan 
tingkat pendidikan yang memengaruhi bagaimana peran gender 
dikonstruksikan. 

Ketimpangan gender dalam kerja tidak hanya menurunkan 
potensi produktivitas nasional, tetapi juga menghambat pencapaian 
pembangunan berkelanjutan. Kesetaraan gender merupakan salah satu 
tujuan utama dalam Sustainable Development Goals (SDGs), 
khususnya SDG 5 tentang Kesetaraan Gender dan SDG 8 tentang 
Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Oleh karena itu, 
membedah ketimpangan ini menjadi langkah strategis dalam 
merancang kebijakan pembangunan SDM yang lebih adil, responsif 
gender, dan inklusif. Tiga dimensi penting yang perlu dikaji secara 
mendalam adalah partisipasi dan peluang karier, kesenjangan upah, 
serta beban ganda dan tanggung jawab domestik. 

1. Partisipasi Angkatan Kerja dan Peluang Karier 

Perempuan di Indonesia telah menunjukkan peningkatan 
signifikan dalam bidang pendidikan selama beberapa dekade terakhir. 
Jumlah perempuan lulusan pendidikan tinggi meningkat, bahkan 
dalam beberapa bidang studi, seperti kesehatan, pendidikan, dan ilmu 
sosial, mereka mendominasi. Namun, peningkatan ini belum tercermin 
secara proporsional dalam partisipasi angkatan kerja. Menurut data 
BPS, pada tahun 2024, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan 
masih berada di angka 54– 56%, dibandingkan dengan lebih dari 80% 
untuk laki-laki. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa banyak 
perempuan usia kerja yang tidak aktif secara ekonomi, baik karena 
alasan sosial, budaya, atau struktural. 

Salah satu faktor utama rendahnya partisipasi perempuan 
adalah keterbatasan akses terhadap dukungan sistemik seperti 
layanan penitipan anak, jam kerja fleksibel, serta transportasi dan 
lingkungan kerja yang aman. Banyak perempuan, terutama di pedesaan 



120 | Ekonomi Sumber Daya Manusia; Tantangan Digital, Ketimpangan, dan Daya Saing Globa 

atau daerah dengan budaya patriarkal kuat, menghadapi tekanan untuk 
tidak bekerja atau tetap di rumah sebagai pengasuh utama keluarga. 
Bahkan ketika perempuan bekerja, mereka cenderung terkonsentrasi 
di sektor informal yang rentan terhadap eksploitasi, tidak terlindungi 
secara hukum, dan tidak memiliki jalur mobilitas karier yang jelas. 

Di sektor formal pun, "plafon kaca" (glass ceiling) masih 
menjadi kendala nyata. Perempuan sering kali tidak mendapatkan 
promosi atau akses ke posisi strategis meskipun memiliki kualifikasi 
yang setara atau bahkan lebih tinggi dari rekan laki-lakinya. Faktor 
seperti bias implisit, stereotip tentang kemampuan kepemimpinan 
perempuan, serta kurangnya peran model (role model) perempuan 
dalam posisi puncak memperkuat penghalang tersebut. Selain itu, 
dalam proses rekrutmen dan promosi, pertanyaan atau pertimbangan 
tentang status pernikahan dan rencana memiliki anak sering kali 
digunakan secara tidak adil terhadap perempuan. 

Untuk mendorong partisipasi dan karier perempuan, 
diperlukan pendekatan menyeluruh mulai dari kebijakan afirmatif, 
penghapusan diskriminasi dalam rekrutmen dan promosi, hingga 
pembangunan ekosistem kerja yang mendukung kesetaraan karier 
jangka panjang bagi perempuan. 

2. Kesenjangan Upah dan Nilai Pekerjaan 

Kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan yang 
bekerja di posisi dan industri yang sama merupakan fenomena global 
yang terus berlanjut hingga kini. Di Indonesia, meskipun Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah 
menjamin prinsip upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, realitas 
di lapangan menunjukkan sebaliknya. Studi menunjukkan bahwa 
perempuan rata-rata menerima 20– 30% lebih rendah dari laki-laki 
untuk pekerjaan serupa. Perbedaan ini disebabkan oleh berbagai 
faktor, termasuk perbedaan sektor, jam kerja, pengalaman, dan 
negosiasi upah, tetapi juga oleh diskriminasi struktural dan bias gender 
yang sistemik. 

Salah satu penyebab utama adalah nilai sosial yang diberikan 
terhadap jenis pekerjaan. Pekerjaan yang mayoritas dijalankan oleh 
perempuan— seperti tenaga pengasuh, perawat, guru PAUD, kasir, 
dan pekerja rumah tangga—dianggap sebagai pekerjaan "feminin" dan 
secara historis dianggap memiliki nilai ekonomi lebih rendah. 
Sementara itu, pekerjaan di bidang teknik, keuangan, atau teknologi, 
yang didominasi laki-laki, dianggap memiliki nilai tambah lebih 
tinggi dan dihargai lebih besar secara finansial. Selain itu, perempuan 
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sering kali menghadapi hambatan dalam negosiasi gaji dan 
kenaikan jabatan. Budaya organisasi yang tidak inklusif dan kurangnya
 transparansi dalam sistem penggajian menyulitkan 
perempuan untuk memahami dan menuntut hak mereka secara adil. 
Dalam beberapa kasus, perempuan yang bersikap asertif dalam 
meminta kenaikan gaji justru mendapat stigma negatif, dianggap 
tidak sopan atau terlalu ambisius, sesuatu yang jarang dialami oleh 
laki-laki. 

Kesenjangan upah gender bukan hanya merugikan individu 
perempuan, tetapi juga mengurangi pendapatan rumah tangga, 
memperkuat kemiskinan antargenerasi, dan menghambat pertumbuhan 
ekonomi secara keseluruhan. Penelitian dari McKinsey Global 
Institute menunjukkan bahwa menutup kesenjangan gender dalam 
partisipasi dan upah dapat meningkatkan PDB nasional secara 
signifikan. 

Oleh karena itu, langkah-langkah seperti audit gaji berbasis 
gender, sistem evaluasi kerja berbasis kompetensi, transparansi 
struktur upah, dan pemberian insentif bagi perusahaan yang 
menerapkan kebijakan kesetaraan harus menjadi bagian dari strategi 
pembangunan SDM nasional. 

3. Beban Ganda, Cuti, dan Ketidaksetaraan Tanggung Jawab 
Domestik 

Salah satu tantangan besar yang dihadapi perempuan pekerja 
adalah beban ganda yang berasal dari kombinasi peran publik dan 
domestik. Dalam masyarakat Indonesia yang masih kuat nilai 
patriarkalnya, perempuan tetap diposisikan sebagai pengurus utama 
rumah tangga, bahkan ketika mereka memiliki pekerjaan penuh 
waktu. Mereka diharapkan untuk mengelola urusan rumah tangga, 
mengasuh anak, merawat orang tua, dan tetap produktif di dunia 
kerja. Beban ini menciptakan tekanan fisik dan mental yang tinggi, 
serta memengaruhi stabilitas karier perempuan. 

Masalah ini semakin diperburuk oleh minimnya kebijakan 
pendukung, seperti cuti ayah yang layak, tempat penitipan anak di 
kantor, ruang laktasi, dan sistem kerja fleksibel. Cuti melahirkan di 
Indonesia masih terbatas pada 3 bulan, sedangkan cuti ayah tidak 
diwajibkan dan tidak umum diberlakukan. Akibatnya, tanggung jawab 
pengasuhan sepenuhnya dibebankan kepada ibu, dan perempuan lebih 
sering mengalami gangguan karier, kehilangan peluang promosi, atau 
bahkan memilih keluar dari dunia kerja. 
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Fenomena “leaky pipeline”—di mana perempuan berhenti 
bekerja setelah fase pernikahan atau melahirkan anak—menunjukkan 
bahwa sistem ketenagakerjaan saat ini belum mampu menciptakan 
lingkungan yang ramah terhadap kebutuhan biologis dan sosial 
perempuan. Ketidakseimbangan ini juga menyebabkan kurangnya 
representasi perempuan dalam posisi strategis karena banyak dari 
mereka tidak bisa bertahan dalam jalur karier jangka panjang. 

Solusi atas persoalan ini tidak hanya terletak pada kebijakan 
perusahaan, tetapi juga membutuhkan perubahan budaya sosial, 
edukasi publik mengenai pembagian peran rumah tangga, serta 
kebijakan negara yang progresif. Negara-negara seperti Norwegia, 
Swedia, dan Jepang telah membuktikan bahwa penerapan cuti ayah 
wajib, subsidi penitipan anak, dan sistem kerja fleksibel dapat 
meningkatkan partisipasi kerja perempuan dan memperbaiki 
keseimbangan kehidupan kerja-keluarga secara signifikan. 

Indonesia perlu mulai merumuskan pendekatan kebijakan 
yang tidak hanya menyentuh aspek formal, tetapi juga menyasar 
perubahan struktural dan budaya yang mendalam. Tanpa pembagian 
tanggung jawab domestik yang adil, mustahil menciptakan dunia kerja 
yang benar-benar setara bagi perempuan dan laki-laki. 

 
B. INKLUSI PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS 

Pembangunan SDM yang inklusif menuntut jaminan bahwa 
setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak, 
peluang, dan akses yang setara dalam dunia kerja. Inklusi pekerjaan 
bagi penyandang disabilitas bukan hanya soal memberikan ruang 
bekerja, tetapi juga merombak struktur ketenagakerjaan agar dapat 
menampung dan memaksimalkan potensi dari kelompok dengan 
keragaman kondisi fisik, sensorik, mental, dan intelektual. 

Penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi 
berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi, baik secara sistemik 
maupun kultural. Kesenjangan partisipasi kerja, rendahnya tingkat 
pendidikan, ketimpangan akses infrastruktur, serta stigma sosial 
menjadi penghalang besar bagi mereka untuk berdaya secara ekonomi. 
Padahal, data dari WHO dan ILO menunjukkan bahwa banyak 
penyandang disabilitas yang mampu bekerja secara produktif jika 
diberikan pelatihan dan lingkungan yang tepat. 

Dalam kerangka kebijakan, inklusi kerja penyandang 
disabilitas juga berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 8 (Pekerjaan 
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Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan SDG 10 (Mengurangi 
Ketimpangan). Namun untuk mencapainya, dibutuhkan kerja sama 
lintas sektor, reformasi kelembagaan, serta transformasi sikap 
masyarakat terhadap disabilitas. Tiga aspek penting yang harus 
menjadi fokus utama adalah aksesibilitas, stigma sosial, serta 
kebijakan dan praktik inklusi. 

1. Aksesibilitas dan Hambatan Struktural 

Aksesibilitas dalam konteks ketenagakerjaan mencakup akses 
fisik, informasi, teknologi, pelatihan, dan sistem kerja yang mendukung 
partisipasi aktif penyandang disabilitas. Namun, dalam kenyataan, 
dunia kerja di Indonesia masih sangat terbatas dalam memberikan 
akses yang layak bagi mereka. Banyak bangunan perkantoran yang 
belum memiliki ramp, lift dengan braille, atau toilet yang ramah 
difabel. Bahkan perusahaan- perusahaan besar pun masih jarang yang 
menyediakan alat bantu kerja khusus seperti screen reader, perangkat 
isyarat visual, atau interpreter bahasa isyarat. 

Hambatan tidak hanya hadir dalam bentuk fisik, tetapi juga 
dalam proses administrasi dan desain rekrutmen. Mayoritas lowongan 
kerja masih mencantumkan persyaratan “sehat jasmani dan rohani”, 
yang secara tidak langsung mengeksklusi penyandang disabilitas. 
Formulir digital tidak dirancang inklusif, dan sistem penilaian kerja 
pun belum mempertimbangkan metode kerja alternatif. Penyandang 
disabilitas juga sering tidak mendapat informasi lowongan karena 
saluran distribusi kerja tidak menjangkau komunitas mereka. 

Akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja menjadi 
prasyarat penting. Namun, hingga kini hanya sedikit lembaga 
pelatihan kerja yang menerima peserta disabilitas. Kurikulum 
pendidikan vokasi nasional juga belum seluruhnya responsif terhadap 
kebutuhan khusus, baik dari segi metode maupun konten. Hal ini 
membuat banyak penyandang disabilitas tidak memenuhi “standar 
kompetensi” yang digunakan perusahaan, bukan karena 
ketidakmampuan, melainkan karena sistem yang tidak 
mengakomodasi kebutuhan mereka. 

Untuk mengatasi hambatan struktural ini, dibutuhkan 
penerapan “reasonable accommodation” secara luas: adaptasi yang 
memungkinkan individu bekerja secara efektif sesuai kebutuhannya 
tanpa menurunkan standar kerja. Pemerintah dan perusahaan juga 
harus mulai menerapkan prinsip “universal design”, yaitu merancang 
sistem, fasilitas, dan layanan yang dapat diakses oleh semua orang, 
termasuk mereka yang memiliki keterbatasan. 
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2. Stigma Sosial dan Budaya Kerja 

Stigma sosial dan diskriminasi terhadap penyandang 
disabilitas merupakan penghalang tersembunyi yang sangat kuat 
dalam dunia kerja. Masyarakat sering memandang penyandang 
disabilitas sebagai beban atau objek belas kasihan, bukan sebagai 
individu yang memiliki potensi ekonomi dan sosial. Pandangan ini 
diperkuat oleh kurangnya representasi penyandang disabilitas  dalam  
posisi  publik,  media,  dan  kepemimpinan,  yang menyebabkan 
terbentuknya image bahwa mereka tidak mampu bekerja setara 
dengan individu nondisabilitas. 

Banyak perusahaan yang merasa “berbuat baik” ketika 
mempekerjakan penyandang disabilitas, tetapi tidak memberikan 
mereka posisi atau tugas yang bermakna. Akibatnya, beberapa pekerja 
disabilitas hanya ditempatkan sebagai simbol CSR atau pencitraan 
belaka, tanpa benar-benar dilibatkan secara produktif. Dalam beberapa 
kasus, rekan kerja bahkan menolak bekerja bersama penyandang 
disabilitas karena menganggap mereka akan memperlambat tim atau 
membutuhkan perhatian lebih. 

Budaya kerja yang kompetitif, berbasis efisiensi, dan seragam 
dalam sistem pelaporan, komunikasi, serta mobilitas, menyulitkan 
penyandang disabilitas untuk menyesuaikan diri. Tanpa pelatihan 
inklusi dan perubahan mindset di tempat kerja, maka keberadaan 
penyandang disabilitas hanya akan menjadi simbolik dan rentan 
dipinggirkan. 

Pendidikan tentang disability awareness dan pelatihan 
diversity and inclusion bagi seluruh karyawan merupakan langkah 
awal penting. Perusahaan perlu membangun sistem mentoring, peer 
support, serta komunikasi terbuka yang mendorong kerja tim lintas 
kemampuan. Dalam jangka panjang, menciptakan budaya kerja yang 
menghargai perbedaan akan memperkuat solidaritas, loyalitas, dan 
reputasi perusahaan sebagai institusi yang progresif dan adil. 

3. Kebijakan Inklusif dan Praktik Baik di Dunia Kerja 

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah memberikan landasan 
hukum yang cukup kuat untuk mendorong inklusi kerja penyandang 
disabilitas. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 
Disabilitas dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2020 menetapkan 
bahwa instansi pemerintah wajib mempekerjakan penyandang 
disabilitas sebanyak 2% dari total pegawai, sementara perusahaan 
swasta wajib sebesar 1%. Namun, implementasi kebijakan ini masih 
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minim, dan pengawasan pelaksanaannya belum efektif. 

Di sisi lain, mulai bermunculan praktik-praktik baik yang bisa 
menjadi inspirasi. Misalnya, PT BCA secara aktif mempekerjakan 
tunarungu dalam pelayanan call center visual dan administrasi 
keuangan. PT Astra dan beberapa perusahaan manufaktur telah 
membuka pelatihan teknis untuk difabel daksa. Di sektor publik, 
sejumlah kementerian dan lembaga telah membuka jalur CPNS 
khusus untuk penyandang disabilitas. Bahkan beberapa pemerintah 
daerah mulai merancang perda yang mendorong perusahaan lokal 
untuk menerapkan prinsip inklusif. 

Kebijakan afirmatif juga bisa diperkuat melalui insentif fiskal, 
subsidi pelatihan, dan kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat 
yang berpengalaman dalam pendampingan penyandang disabilitas. 
Pemerintah juga perlu menyediakan pusat layanan kerja inklusif di 
tingkat provinsi atau kabupaten yang menghubungkan penyandang 
disabilitas dengan dunia kerja secara aktif. 

Selain itu, penting untuk membangun mekanisme pengaduan 
dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di tempat kerja. 
Banyak kasus pelecehan, pengucilan, hingga pemecatan sewenang-
wenang yang menimpa mereka, namun tidak tersampaikan karena 
kurangnya akses ke keadilan. Oleh karena itu, sistem pendampingan 
hukum dan mediasi ketenagakerjaan yang ramah disabilitas menjadi 
sangat penting. 

Inklusi penyandang disabilitas di dunia kerja bukan hanya 
agenda sosial, melainkan juga agenda pembangunan ekonomi 
nasional. Penelitian dari Harvard Business Review menunjukkan 
bahwa perusahaan inklusif terhadap disabilitas memiliki tingkat 
inovasi lebih tinggi dan kepuasan karyawan lebih baik. Dengan kata 
lain, inklusi bukan beban, melainkan keunggulan kompetitif. 

 
C. AKSES SDM DI DAERAH 3T (TERTINGGAL, TERDEPAN, 

DAN TERLUAR) 

Salah satu tantangan paling mendasar dan mendesak dalam 
agenda pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia 
adalah memastikan akses yang adil dan merata terhadap pendidikan, 
pelatihan, serta peluang kerja bagi masyarakat yang tinggal di daerah 
3T—yaitu daerah-daerah yang tergolong tertinggal, terdepan, dan 
terluar. Daerah 3T mencerminkan kawasan-kawasan geografis yang 
memiliki posisi strategis secara geopolitik, namun menghadapi 
berbagai kendala serius dalam pembangunan, terutama dari sisi 
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infrastruktur dasar, layanan publik, dan mobilitas sosial-ekonomi. 
Ketertinggalan pembangunan di wilayah-wilayah ini bukan hanya soal 
jarak atau lokasi, melainkan juga merupakan refleksi dari 
ketimpangan kebijakan pembangunan nasional yang selama bertahun-
tahun berpusat di wilayah perkotaan dan pulau- pulau besar seperti 
Jawa dan Sumatra. 

Kondisi ini berdampak langsung terhadap kualitas dan 
kapasitas SDM lokal, yang pada akhirnya memengaruhi pertumbuhan 
ekonomi wilayah tersebut, ketahanan sosial, dan kemandirian 
masyarakat. Ketika anak-anak dan pemuda di daerah 3T tidak 
memiliki akses pendidikan yang memadai, tidak tersedia pelatihan 
kerja berbasis kebutuhan lokal, dan tidak ada jalur karier yang 
menjanjikan di wilayah mereka sendiri, maka mereka cenderung 
bermigrasi ke kota besar atau bahkan keluar negeri dengan 
keterampilan yang minim. Situasi ini bukan hanya menciptakan brain 
drain dari desa ke kota, tetapi juga memperdalam siklus kemiskinan 
dan ketimpangan antarwilayah. Oleh karena itu, pembangunan SDM 
di daerah 3T tidak bisa dipisahkan dari agenda nasional untuk 
mencapai keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Untuk itu, 
tiga elemen utama perlu dianalisis secara kritis dan diintervensi secara 
sistematis, yakni kondisi infrastruktur pendidikan dan pelatihan, 
ketersediaan dan kualitas tenaga profesional, serta inovasi 
kelembagaan untuk mempercepat pemerataan. 

1. Infrastruktur Pendidikan dan Pelatihan 

Pendidikan dan pelatihan merupakan pilar fundamental dalam 
membangun SDM yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan 
zaman. Namun di wilayah 3T, realitas yang dihadapi sangat kontras 
dengan wilayah perkotaan dan pusat ekonomi. Di banyak desa 
terpencil dan pulau terluar, fasilitas pendidikan formal masih jauh dari 
memadai, baik dari segi jumlah, kualitas fisik bangunan, sarana 
penunjang belajar, hingga ketersediaan guru dan tenaga pendidik. 
Beberapa sekolah bahkan masih berada dalam kondisi yang sangat 
darurat—beratap daun, berdinding papan, tanpa meja dan kursi yang 
layak, serta tidak memiliki sumber listrik yang stabil. Jaringan internet 
yang menjadi tulang punggung pendidikan modern juga masih 
merupakan barang mewah bagi banyak daerah 3T, membuat program 
pembelajaran digital atau daring sulit dijangkau secara merata. 

Lembaga pelatihan kerja yang dapat memberikan keterampilan 
praktis berbasis kebutuhan lokal juga sangat minim atau bahkan tidak 
ada sama sekali di sebagian besar wilayah 3T. Ketiadaan akses 
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terhadap pelatihan vokasi menyebabkan pemuda dan angkatan kerja 
usia produktif tidak memiliki keterampilan yang relevan untuk 
bersaing di pasar kerja, baik di dalam maupun luar wilayahnya. Dalam 
konteks ini, pembangunan BLK Komunitas (Balai Latihan Kerja 
Komunitas), mobile training unit (MTU), dan pusat vokasi desa sangat 
krusial untuk menjembatani kesenjangan keterampilan. Namun, 
implementasinya harus disesuaikan dengan konteks lokal agar tidak 
hanya menjadi proyek formalitas atau seremonial belaka. 

Selain itu, penting untuk memahami bahwa infrastruktur tidak 
hanya menyangkut bangunan fisik, tetapi juga mencakup akses terhadap 
kurikulum yang relevan, teknologi pembelajaran, serta sistem 
penjaminan mutu yang menjamin kualitas pendidikan dan pelatihan 
yang setara di semua wilayah. Ketika semua unsur ini tidak tersedia 
secara memadai di daerah 3T, maka kesenjangan SDM antara wilayah 
pusat dan pinggiran akan semakin melebar. Oleh sebab itu, 
pemerintah perlu mempercepat investasi infrastruktur pendidikan di 
wilayah 3T, baik melalui APBN maupun kemitraan dengan sektor 
swasta dan organisasi masyarakat sipil, serta memastikan bahwa 
program digitalisasi sekolah benar-benar sampai ke pelosok yang 
paling tertinggal. 

2. Ketersediaan Tenaga Profesional dan Fasilitator 

Dapat disangkal bahwa ketersediaan tenaga pendidik, pelatih, 
dan tenaga profesional lain yang berkualitas merupakan faktor 
penentu dalam pembangunan SDM. Sayangnya, wilayah 3T masih 
mengalami kesenjangan sangat besar dalam hal distribusi dan 
kompetensi tenaga profesional. Banyak sekolah di daerah terpencil 
hanya memiliki satu atau dua guru untuk mengajar seluruh kelas 
dan seluruh mata pelajaran. Dalam bidang pelatihan kerja, penyuluhan 
pertanian, pengembangan UMKM, dan sektor pelayanan dasar lainnya, 
jumlah fasilitator yang tersedia sangat terbatas dan sering kali tidak 
memiliki latar belakang keahlian yang memadai. 

Program-program penempatan tenaga profesional seperti Guru 
Garis Depan (GGD), Nusantara Sehat, atau program relawan pendidikan 
memang telah membantu mengisi kekosongan ini secara temporer. 
Namun dalam banyak kasus, tantangan geografis, ketidaknyamanan 
fasilitas, dan minimnya insentif membuat banyak tenaga profesional 
tidak bertahan lama di lokasi penugasan. Akibatnya, proses 
pembangunan kapasitas SDM lokal menjadi terputus-putus dan tidak 
berkelanjutan. Ditambah lagi, dalam sistem pelatihan kerja, para pelatih 
dari luar daerah sering kali tidak memahami konteks sosial, budaya, 



128 | Ekonomi Sumber Daya Manusia; Tantangan Digital, Ketimpangan, dan Daya Saing Globa 

dan bahasa lokal sehingga pelatihan menjadi tidak efektif atau tidak 
tepat sasaran. 

Solusi jangka panjang harus mencakup strategi pelibatan dan 
pemberdayaan SDM lokal sebagai fasilitator komunitas, termasuk 
dengan memberikan beasiswa afirmatif bagi pemuda dari daerah 3T 
untuk dididik menjadi guru, pelatih, penyuluh, atau tenaga profesional 
lainnya, lalu kembali dan mengabdi di wilayahnya sendiri. Pemerintah 
juga perlu menciptakan sistem insentif yang lebih menarik, termasuk 
tunjangan khusus wilayah, pengakuan karier, dan jaminan 
kesejahteraan bagi tenaga profesional yang bersedia bekerja dan tinggal 
di daerah 3T secara permanen. Tanpa kehadiran sumber daya manusia 
yang kompeten di lapangan, pembangunan infrastruktur dan program 
pelatihan tidak akan optimal dalam menciptakan transformasi jangka 
panjang. 

3. Strategi Pemerataan dan Inovasi Kelembagaan 

Untuk mencapai pemerataan SDM secara berkelanjutan di 
wilayah 3T, dibutuhkan pendekatan kebijakan yang tidak sekadar 
berorientasi proyek jangka pendek, melainkan berbasis kelembagaan 
yang adaptif dan inovatif, serta terintegrasi dengan potensi dan 
kebutuhan lokal. Strategi pemerataan tidak bisa dilakukan hanya 
dengan pendekatan sentralistik dari pemerintah pusat, melainkan harus 
melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah da h, lembaga pendidikan, 
pelaku usaha, serta masyarakat sipil setempat.era 

Salah satu terobosan yang dapat dikembangkan adalah 
penerapan model kolaboratif multi-pihak (quadruple helix) yang 
mengintegrasikan pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan 
komunitas lokal. Melalui model ini, lembaga pendidikan tinggi yang 
berlokasi di dekat wilayah 3T dapat menjadi pusat inovasi SDM, baik 
melalui program pengabdian masyarakat produktif, pengembangan 
inkubator bisnis desa, atau program pelatihan teknis berbasis 
kebutuhan lokal. Di sisi lain, perusahaan besar yang beroperasi di 
sekitar wilayah 3T dapat dilibatkan melalui skema tanggung jawab 
sosial perusahaan (CSR) atau kemitraan pelatihan berbasis industri. 

Selain itu, kelembagaan desa seperti BUMDes, koperasi, dan 
PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) perlu dihidupkan 
kembali sebagai ujung tombak penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan berbasis komunitas. Dengan pendekatan desentralisasi dan 
pelibatan komunitas lokal, daerah 3T tidak hanya menjadi penerima 
program, tetapi juga subjek aktif dalam merancang dan menjalankan 
strategi pembangunan SDM sesuai dengan konteks dan identitasnya. 
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Pemerintah pusat juga perlu memperbaiki tata kelola program 
afirmatif nasional seperti Dana Desa, Kartu Prakerja, dan Program 
Indonesia Pintar, agar benar-benar menyasar wilayah-wilayah dengan 
indeks ketimpangan SDM paling tinggi. Harmonisasi lintas 
kementerian dan pemantauan berbasis data spasial harus diperkuat 
agar intervensi tidak tumpang tindih dan lebih tepat guna. 

Akhirnya, pembangunan SDM di daerah 3T adalah cerminan 
dari komitmen nasional terhadap prinsip keadilan, kesetaraan, dan 
integrasi bangsa. Ketika negara hadir secara nyata untuk menjembatani 
kesenjangan SDM di wilayah-wilayah terjauh dan tertinggal, maka 
pembangunan tidak hanya berbicara tentang angka pertumbuhan, 
melainkan tentang martabat, hak, dan masa depan yang setara bagi 
seluruh warga negara Indonesia—dari Sabang sampai Merauke, dari 
Miangas hingga Pulau Rote. 

 
D. URBANISASI DAN KONSENTRASI PELUANG KERJA 

Fenomena urbanisasi yang terus meningkat di Indonesia 
dalam beberapa dekade terakhir telah membawa dampak besar 
terhadap pola pembangunan nasional, khususnya dalam hal distribusi 
peluang kerja dan pengembangan sumber daya manusia. Urbanisasi 
yang idealnya menjadi proses transformasi ekonomi dan sosial menuju 
kemajuan sering kali berubah menjadi pemicu ketimpangan baru, 
terutama ketika pertumbuhan penduduk di kota tidak diiringi dengan 
pemerataan kesempatan dan layanan dasar. 

Perkotaan tumbuh sebagai pusat konsentrasi ekonomi, 
investasi, dan teknologi. Peluang kerja yang berkualitas cenderung 
terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, 
Bandung, dan Makassar, sehingga terjadi pergerakan penduduk dari 
desa ke kota secara massif—terutama dari kelompok usia produktif. 
Di satu sisi, hal ini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan 
ekonomi kota. Namun di sisi lain, hal ini memunculkan tekanan besar 
terhadap infrastruktur kota, memperparah ketimpangan antarwilayah, 
serta menimbulkan masalah sosial baru seperti kemiskinan perkotaan, 
pengangguran terselubung, dan kekurangan tenaga kerja di wilayah 
asal migran. 

Konsentrasi peluang kerja di kawasan urban tidak hanya 
mempengaruhi dinamika ketenagakerjaan, tetapi juga menciptakan 
ketimpangan dalam pengembangan SDM secara nasional. Wilayah 
yang tertinggal akan semakin kehilangan talenta terbaiknya, sementara 
kota-kota besar mengalami overpopulasi dan ketidakseimbangan 
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antara suplai dan permintaan tenaga kerja. Oleh karena itu, penting 
untuk memahami dinamika ini secara lebih dalam dan merumuskan 
strategi yang tidak hanya menyikapi urbanisasi sebagai gejala 
alamiah, tetapi juga sebagai tantangan struktural yang harus direspons 
dengan kebijakan yang adil dan terarah. 

1. Pola Migrasi dan Ketimpangan Akses 

Urbanisasi di Indonesia ditandai oleh pergerakan migrasi dari 
desa ke kota yang sangat dinamis, baik secara temporer (migrasi 
sirkuler) maupun permanen. Motif utama di balik migrasi ini 
umumnya adalah keinginan untuk mencari peluang kerja yang lebih 
luas, pendapatan yang lebih tinggi, serta akses terhadap pendidikan 
dan layanan sosial yang lebih baik. Sayangnya, fenomena ini 
menunjukkan bahwa akses terhadap peluang pembangunan masih 
belum merata, dan sebagian besar kemajuan ekonomi masih 
terkonsentrasi di kawasan-kawasan metropolitan. 

Migrasi yang tidak diimbangi oleh pemerataan akses dan 
pelayanan menimbulkan berbagai ketimpangan. Masyarakat desa, 
terutama generasi muda, lebih memilih untuk meninggalkan kampung 
halaman karena merasa bahwa tidak ada masa depan yang menjanjikan 
di tempat asal mereka. Hal ini menyebabkan penurunan produktivitas 
desa, kekosongan tenaga kerja terampil di sektor pertanian dan 
kelautan, serta hilangnya regenerasi pelaku ekonomi lokal. Di sisi lain, 
para migran sering kali datang ke kota tanpa keterampilan yang cukup 
atau tanpa akses terhadap jaringan sosial yang kuat, sehingga hanya 
dapat mengakses pekerjaan informal dengan penghasilan minim dan 
tanpa perlindungan sosial. 

Lebih jauh, proses migrasi ini juga memunculkan 
ketimpangan akses terhadap pelatihan kerja, informasi pasar kerja, dan 
jaminan sosial tenaga kerja. Kelompok migran yang berasal dari daerah 
tertinggal sering kali tidak memiliki informasi yang cukup tentang 
regulasi ketenagakerjaan, tidak mendapat akses ke layanan pelatihan 
yang disediakan oleh pemerintah kota, dan hidup dalam kondisi 
permukiman kumuh yang tidak layak. 

Dalam konteks ini, pemahaman terhadap pola migrasi menjadi 
penting untuk membangun kebijakan SDM yang responsif terhadap 
mobilitas penduduk. Negara tidak bisa hanya fokus pada daerah tujuan 
migrasi (perkotaan), tetapi juga harus membangun sistem 
pembangunan SDM yang kuat di daerah asal migran agar mereka tidak 
merasa perlu untuk berpindah demi mendapat kesempatan hidup yang 
lebih baik. 
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2. Efek Konsentrasi Ekonomi di Perkotaan 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama ini banyak 
bertumpu pada sektor-sektor yang berkembang pesat di wilayah 
perkotaan, seperti sektor jasa, perdagangan, manufaktur, dan teknologi 
informasi. Hal ini menyebabkan konsentrasi investasi, infrastruktur, 
dan fasilitas pelatihan kerja juga terpusat di kota-kota besar. Dengan 
sendirinya, peluang kerja yang berkualitas dan bergaji tinggi pun 
tersedia lebih banyak di kota, sementara desa dan wilayah pinggiran 
hanya menjadi penyedia tenaga kerja kasar dan konsumen produk-
produk urban. 

Konsekuensi dari konsentrasi ini adalah terjadinya 
ketimpangan struktural dalam pengembangan SDM antarwilayah. Kota 
menjadi pusat dari segala hal: universitas unggulan, pusat pelatihan 
berteknologi tinggi, perusahaan multinasional, inkubator startup, dan 
fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Sementara itu, banyak daerah luar 
kota tidak memiliki lembaga pelatihan sama sekali, atau hanya 
memiliki sekolah-sekolah dengan kualitas minim dan guru yang tidak 
lengkap. Ketimpangan ini menciptakan siklus ketidakadilan, karena 
masyarakat di luar kota tidak memiliki akses setara untuk bersaing 
secara nasional. 

Efek lain dari konsentrasi ekonomi adalah terjadinya urban 
overemployment dan rural underemployment. Di kota, terjadi surplus 
pencari kerja, bahkan banyak lulusan perguruan tinggi yang hanya 
bisa mengakses pekerjaan di bawah kualifikasi mereka. Di sisi lain, di 
desa-desa dan kota kecil justru kekurangan tenaga profesional, seperti 
guru, tenaga kesehatan, teknisi, dan pelatih. Ketidakseimbangan ini 
merugikan kedua pihak: kota mengalami stagnasi sosial akibat 
pengangguran dan beban layanan publik, sementara daerah mengalami 
stagnasi ekonomi karena kekurangan talenta pembangunan. 

Tanpa intervensi kebijakan yang terarah, konsentrasi ini akan 
semakin memburuk dan memperlemah daya saing nasional secara 
keseluruhan. Maka dari itu, penting untuk menciptakan sistem insentif 
dan regulasi yang mendorong distribusi peluang secara lebih merata 
ke seluruh wilayah Indonesia. 

3. Strategi Desentralisasi Peluang dan Pembangunan Berbasis 
Wilayah 

Mengatasi dampak negatif dari urbanisasi dan konsentrasi 
ekonomi membutuhkan strategi desentralisasi pembangunan SDM 
yang berbasis wilayah dan potensi lokal. Pendekatan ini harus 
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menempatkan wilayah luar kota khususnya daerah-daerah penyangga, 
kawasan pertanian, dan wilayah 3T sebagai pusat-pusat pertumbuhan 
baru yang layak ditumbuhkan dan dikembangkan secara sistemik. 

Langkah pertama adalah pemetaan potensi ekonomi lokal dan 
penyusunan rencana pembangunan SDM yang sesuai dengan 
kebutuhan wilayah. Misalnya, jika suatu wilayah memiliki potensi 
besar dalam sektor perikanan, maka pendidikan vokasi dan pelatihan 
kerja yang dikembangkan harus menyesuaikan dengan teknologi, 
manajemen, dan kewirausahaan sektor perikanan. Hal yang sama 
berlaku untuk pertanian, pariwisata, energi terbarukan, dan sektor 
ekonomi kreatif lokal. 

Langkah kedua adalah memperluas keberadaan dan kualitas 
lembaga pelatihan kerja di luar kota besar. Pemerintah pusat dan daerah 
perlu bekerja sama membangun balai latihan kerja (BLK), BLK 
komunitas, pusat inovasi desa, serta program magang industri di 
wilayah-wilayah penyangga. Teknologi digital dan hybrid learning 
dapat digunakan untuk menjangkau peserta di daerah dengan akses 
terbatas. 

Langkah ketiga adalah menciptakan insentif ekonomi bagi 
perusahaan dan institusi pelatihan untuk beroperasi di luar kota besar, 
termasuk potongan pajak, subsidi pelatihan, dan prioritas dalam 
proyek pemerintah. Selain itu, perlu diterapkan kebijakan afirmatif 
untuk mengarahkan lulusan perguruan tinggi dan tenaga profesional 
agar bersedia mengabdi di wilayah dengan konsentrasi peluang kerja 
yang rendah. 

Lebih dari itu, strategi jangka panjang pembangunan SDM 
nasional harus berorientasi pada keadilan spasial—yaitu memastikan 
bahwa setiap warga negara Indonesia, tanpa memandang lokasi 
tempat tinggalnya, memiliki kesempatan yang setara untuk belajar, 
tumbuh, bekerja, dan berkontribusi. Ketika peluang kerja tidak lagi 
terpusat di segelintir kota besar, maka mobilitas sosial dan pemerataan 
kesejahteraan bisa benar-benar terwujud. 

 
E. STRATEGI MEWUJUDKAN EKONOMI SDM YANG 

INKLUSIF 

Ekonomi yang inklusif bukanlah sekadar konsep retoris atau 
jargon pembangunan, melainkan sebuah fondasi etis dan strategis 
yang harus menjadi prinsip utama dalam pembangunan sumber daya 
manusia di Indonesia. Dalam konteks negara berkembang yang 
tengah menuju struktur ekonomi berorientasi pengetahuan dan 
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keterampilan, inklusivitas menjadi penentu apakah pertumbuhan 
ekonomi yang dicapai benar-benar dapat dirasakan secara luas oleh 
seluruh warga negara, atau justru hanya menguntungkan segelintir 
kelompok yang memiliki akses terhadap sumber daya, pendidikan, 
teknologi, dan jejaring sosial. 

Ekonomi SDM yang inklusif berarti memastikan bahwa 
seluruh individu— apa pun latar belakang sosial, gender, kondisi 
disabilitas, wilayah tempat tinggal, status pekerjaan, atau tingkat 
pendidikan—memiliki kesempatan yang setara untuk 
mengembangkan kapasitas dirinya, memperoleh pelatihan, mengakses 
pekerjaan layak, dan mendapatkan penghargaan yang adil atas 
kontribusinya. Hal ini tidak hanya soal moralitas, tetapi juga logika 
produktivitas: semakin banyak kelompok masyarakat yang 
diberdayakan secara optimal, semakin besar potensi kolektif bangsa 
untuk tumbuh dan bersaing secara global. 

Namun kenyataannya, hingga kini masih banyak kelompok 
masyarakat yang mengalami eksklusi struktural dari proses 
pembangunan SDM dan ekonomi nasional. Penyandang disabilitas, 
perempuan kepala keluarga, masyarakat adat, penduduk di daerah 3T, 
pekerja informal, dan kaum muda putus sekolah adalah sebagian dari 
kelompok yang sering kali terpinggirkan dari arus utama program 
pelatihan, pengembangan kompetensi, maupun sistem 
ketenagakerjaan formal. Oleh karena itu, strategi untuk membangun 
ekonomi SDM yang inklusif harus dirancang secara menyeluruh, 
bersifat lintas sektor, dan responsif terhadap keragaman konteks 
sosial-budaya masyarakat Indonesia. 

1. Reformasi Regulasi dan Kebijakan Afirmatif 

Langkah pertama dan mendasar dalam menciptakan ekonomi 
SDM yang inklusif adalah melakukan reformasi regulasi dan sistem 
kebijakan secara menyeluruh, terutama dalam menghapus hambatan 
struktural yang selama ini menyebabkan kelompok rentan tidak 
mendapatkan akses setara. Banyak peraturan perundang-undangan dan 
kebijakan teknis yang masih bias terhadap kelompok tertentu, secara 
tidak sadar mengabaikan kebutuhan spesifik masyarakat yang 
termarjinalkan. 

Contohnya, proses rekrutmen pegawai, baik di sektor publik 
maupun swasta, sering kali masih menggunakan standar kualifikasi 
umum yang tidak mempertimbangkan konteks kesenjangan wilayah 
atau keragaman kemampuan. Penyandang disabilitas masih kerap 
dihadapkan pada sistem pendaftaran dan seleksi yang tidak ramah 



134 | Ekonomi Sumber Daya Manusia; Tantangan Digital, Ketimpangan, dan Daya Saing Globa 

akses. Sementara itu, kebijakan pelatihan kerja sering kali disusun 
tanpa melibatkan perwakilan komunitas perempuan, buruh migran, 
atau masyarakat adat. 

Kebijakan afirmatif menjadi penting dalam konteks ini. 
Kebijakan afirmatif adalah strategi untuk mempercepat keadilan 
substantif dengan memberikan perlakuan berbeda secara positif bagi 
kelompok yang secara historis mengalami diskriminasi atau 
keterpinggiran. 

Selain merancang regulasi afirmatif, penguatan sistem 
pengawasan dan evaluasi berbasis data disaggregasi (berdasarkan 
gender, wilayah, disabilitas, status sosial) menjadi kunci agar inklusivitas 
tidak hanya menjadi narasi politik, tetapi benar-benar tercermin dalam 
praktik pembangunan SDM di lapangan. Pemerintah juga harus 
memperkuat lembaga advokasi dan pengaduan untuk menjamin bahwa 
setiap warga memiliki saluran untuk memperjuangkan haknya secara 
setara. 

2. Kolaborasi Multipihak dan Pemberdayaan Komunitas Lokal 

Strategi kedua adalah membangun kolaborasi yang efektif 
antara seluruh aktor pembangunan—pemerintah pusat dan daerah, 
dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan 
komunitas lokal— dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan 
pemantauan program pengembangan SDM. Pendekatan top-down 
yang sentralistik tidak akan cukup menjawab keragaman kebutuhan 
masyarakat di seluruh Indonesia. Yang dibutuhkan adalah ekosistem 
kolaboratif berbasis lokalitas. 

Komunitas lokal merupakan sumber kekuatan sosial dan 
budaya yang sangat penting dalam proses pemberdayaan SDM. 
Mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga produsen 
nilai, pelaku utama pelatihan, dan penjaga keberlanjutan program. 
Oleh karena itu, peran lembaga seperti koperasi, kelompok tani, 
komunitas perempuan, PKBM, pesantren, organisasi keagamaan, serta 
komunitas adat harus diperkuat sebagai mitra aktif pemerintah dalam 
pendidikan dan pelatihan kerja. 

Dalam sistem kolaboratif yang sehat, pemerintah berfungsi 
sebagai fasilitator dan regulator, bukan pelaksana tunggal. Pemerintah 
menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekosistem SDM 
lokal, termasuk dengan memberikan dukungan anggaran, bantuan 
teknis, serta regulasi yang fleksibel dan akomodatif terhadap inisiatif 
berbasis komunitas. 
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3. Digitalisasi Inklusif dan Inovasi Sosial Teknologi 

Di era transformasi digital, teknologi harus digunakan bukan 
hanya sebagai sarana efisiensi, tetapi juga sebagai alat untuk 
memperluas inklusivitas. Namun kenyataannya, kesenjangan digital 
(digital divide) di Indonesia masih sangat lebar, baik dalam hal akses 
perangkat dan konektivitas, maupun dalam hal kapasitas literasi dan 
konten yang relevan. Jika tidak diatasi, digitalisasi justru akan 
memperdalam ketimpangan dan eksklusi sosial. 

Untuk itu, strategi pengembangan SDM harus mencakup 
digitalisasi inklusif yang dirancang dengan prinsip universal access dan 
teknologi untuk pemberdayaan. Hal ini berarti semua warga, tanpa 
terkecuali, harus bisa mengakses teknologi pendidikan dan pelatihan, 
memiliki kemampuan dasar untuk menggunakannya, serta merasa 
bahwa konten yang disediakan sesuai dengan bahasa, konteks, dan 
kebutuhan mereka. 

Model-model inovatif seperti AI untuk pemetaan potensi 
SDM desa, blockchain untuk pencatatan sertifikasi pelatihan, dan 
gamifikasi dalam e- learning untuk pemuda desa dapat menjadikan 
proses digitalisasi lebih humanistik dan menyenangkan. Namun 
teknologi ini hanya akan berdampak jika dibarengi dengan 
pembangunan infrastruktur dasar (internet, listrik, pusat belajar) dan 
pelatihan literasi digital di level akar rumput. 

 
F. STUDI KASUS: PROGRAM INKLUSIF OLEH 

PERUSAHAAN MULTINASIONAL 

Dalam era globalisasi dan revolusi industri digital, perusahaan 
multinasional (MNCs) tidak hanya dituntut menjadi pemain ekonomi 
yang kompetitif, tetapi juga agen perubahan sosial yang memiliki 
tanggung jawab terhadap keberlanjutan pembangunan dan keadilan 
sosial. Salah satu wujud nyata tanggung jawab ini adalah melalui 
program inklusif dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), 
yang menjadikan keanekaragaman (diversity), kesetaraan (equity), dan 
inklusi (inclusion) sebagai bagian integral dari strategi bisnis mereka. 
Perusahaan multinasional memiliki posisi strategis karena: 

a. Sumber daya finansial dan teknologinya besar, 
b. Standar etika dan keberagaman global yang lebih progresif, 
c. Jaringan produksi dan distribusi lintas wilayah, 

Kemampuan untuk membentuk standar industri dan budaya 
organisasi di tingkat lokal. 
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Mereka tidak hanya menjadi pemberi kerja, tetapi juga aktor 
pendidikan alternatif, fasilitator inovasi sosial, dan katalisator 
pemberdayaan komunitas. Dengan pendekatan yang tepat, mereka 
mampu mengisi kesenjangan akses SDM, terutama di kelompok 
marjinal, melalui program pelatihan kerja, perekrutan inklusif, transfer 
teknologi, hingga pendampingan komunitas secara langsung. 

Di Indonesia, beberapa perusahaan multinasional telah 
menjalankan inisiatif inklusif yang layak menjadi teladan. Studi kasus 
berikut ini menunjukkan bagaimana program tersebut dirancang, 
dijalankan, dan apa saja dampaknya terhadap ekosistem SDM lokal. 

1. PT Unilever Indonesia Tbk: Inklusi Sosial dalam Keseharian 
Operasional 

Sebagai perusahaan yang sudah lebih dari 90 tahun beroperasi 
di Indonesia, Unilever mengintegrasikan inklusivitas ke dalam 
berbagai lini operasionalnya. Inisiatif ini tercermin melalui dua jalur: 
pemberdayaan komunitas eksternal dan penguatan keberagaman 
internal. 

Di ranah eksternal, Unilever menjalankan berbagai program 
yang menyasar pelaku UMKM, terutama perempuan di lapisan bawah 
ekonomi. Salah satu flagship programnya, "Unilever Sekolah Ibu" dan 
"Ibu Inspiratif", adalah pelatihan literasi keuangan, manajemen usaha 
mikro, dan keterampilan digital dasar yang diperuntukkan bagi ibu 
rumah tangga di wilayah-wilayah dengan tingkat partisipasi ekonomi 
perempuan yang rendah. Pendekatan ini tidak hanya memberi 
keterampilan teknis, tetapi juga memberdayakan secara sosial, 
mendorong kepercayaan diri dan jaringan usaha antar komunitas. 

Unilever juga menjalankan program pengumpulan sampah 
berbasis masyarakat, di mana para pemulung, kelompok marjinal, dan 
pekerja sektor informal difasilitasi untuk menjadi bagian dari rantai 
nilai daur ulang. Mereka tidak hanya diberi pelatihan teknis dan alat 
kerja yang layak, tetapi juga dilibatkan dalam proses penetapan harga 
dan rantai pasok yang lebih adil. 

Di ranah internal perusahaan, Unilever menerapkan kebijakan 
yang mendorong kesetaraan kesempatan: seperti kuota perekrutan 
penyandang disabilitas, program magang untuk mahasiswa dari daerah 
3T, dan pelatihan kepemimpinan untuk perempuan. Semua manajer 
Unilever wajib mengikuti training unconscious bias dan penilaian 
kinerja karyawan juga mencakup aspek keterlibatan sosial dan 
kepemimpinan inklusif. 
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Dengan pendekatan holistik seperti ini, Unilever tidak hanya 
menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga ekosistem SDM yang lebih 
setara dan memberdayakan, baik di dalam maupun di luar 
organisasinya. 

2. Microsoft Indonesia: Akses Teknologi dan Pelatihan untuk 
Semua 

Sebagai perusahaan teknologi, Microsoft menyadari bahwa 
transformasi digital tidak boleh meninggalkan siapa pun. Oleh karena 
itu, Microsoft Indonesia aktif mengembangkan program pelatihan 
keterampilan digital inklusif, terutama untuk kelompok-kelompok yang 
berisiko tertinggal dari arus digitalisasi seperti penyandang disabilitas, 
pemuda dari keluarga tidak mampu, dan penduduk luar kota besar. 

Salah satu program unggulannya adalah "Skills for Jobs", yang 
bermitra dengan pemerintah, NGO, dan komunitas untuk menyediakan 
pelatihan daring dan luring terkait keterampilan digital dasar, data 
entry, hingga pemrograman dasar. Program ini dirancang dengan 
antarmuka aksesibel, misalnya: 

a. Teks besar untuk pengguna low vision, 
b. Narasi audio otomatis, 
c. Mode offline untuk wilayah minim koneksi internet. 

Microsoft juga bekerja sama dengan Yayasan Mitra Netra 
untuk mengembangkan modul pelatihan IT bagi tunanetra, 
menggunakan screen reader dan sistem pengujian adaptif. Di Jakarta dan 
Surabaya, perusahaan ini mengadakan bootcamp inklusif di mana 
peserta disabilitas dilatih bersama dengan peserta umum, dalam satu 
ekosistem kolaboratif, dengan pelatih yang telah dilatih tentang 
pendekatan pengajaran inklusif. 

Secara internal, Microsoft Indonesia menerapkan kebijakan 
"open recruitment with accessibility check", di mana proses perekrutan 
diperiksa untuk memastikan ramah akses bagi semua. Mereka juga 
memiliki unit internal yang fokus pada diversity, inclusion & 
accessibility, yang bertugas memastikan bahwa semua lini bisnis dan 
kebijakan HR tidak diskriminatif dan mendorong keberagaman 
perspektif. 

Program ini mencerminkan filosofi bahwa teknologi yang 
memberdayakan hanya bermakna jika semua orang bisa mengaksesnya. 
Di tengah percepatan digitalisasi nasional, pendekatan Microsoft 
menjadi model strategis tentang bagaimana korporasi global bisa 
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berkontribusi dalam meminimalkan kesenjangan digital dan sosial. 

3. Nestlé Indonesia: Intervensi Inklusif di Sektor Agribisnis dan 
Pemuda 

Nestlé, sebagai perusahaan pangan global, menghadapi 
tantangan besar dalam membangun rantai pasok yang berkelanjutan 
dan inklusif. Di Indonesia, Nestlé mengembangkan dua jalur program 
strategis: pelatihan petani lokal dan pemberdayaan generasi muda. 

Program "Farmer Connect" yang dijalankan Nestlé bekerja 
langsung dengan lebih dari 15.000 petani susu dan kopi di Jawa Barat 
dan Sumatera. Nestlé tidak hanya membeli hasil panen, tetapi juga 
menyediakan pelatihan agribisnis, manajemen keuangan, 
keberlanjutan lingkungan, dan teknologi pertanian modern. Dalam 
banyak kasus, Nestlé membantu membentuk koperasi petani dan 
mendampingi regenerasi petani muda melalui insentif finansial dan 
mentoring. 

Sementara itu, program "Nestlé Needs YOUth" secara spesifik 
menyasar generasi muda dari keluarga petani, komunitas rural, dan 
pemuda nonformal untuk dilatih di bidang kewirausahaan pangan, 
pengolahan hasil pertanian, hingga digital marketing. Dalam 
pelaksanaannya, Nestlé bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja 
(BLK), SMK, serta LSM lokal, guna memastikan pendekatan 
pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan konteks komunitas. 

Dari sisi internal, Nestlé menetapkan standar keberagaman 
tenaga kerja dalam perekrutan dan promosi, serta menerapkan 
kebijakan toleransi nol terhadap diskriminasi. Mereka juga aktif 
mempromosikan partisipasi perempuan dalam bidang produksi, riset, 
dan manajemen logistik—yang umumnya didominasi laki-laki. 

Dengan pendekatan ini, Nestlé menunjukkan bahwa rantai pasok 
bukan hanya tentang efisiensi dan profitabilitas, melainkan juga 
tentang inklusi sosial dan pemberdayaan komunitas yang menjadi 
tulang punggung produksi pangan nasional. 
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BAB VII 
MIGRASI TENAGA KERJA DAN MOBILITAS 

GLOBAL 
 

 

 

 

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan terhadap 
pola kerja dan distribusi tenaga kerja lintas negara. Perdagangan 
bebas, perkembangan teknologi, dan keterbukaan pasar internasional 
mendorong peningkatan mobilitas tenaga kerja dari satu negara ke 
negara lain. Di tengah dinamika ini, Indonesia menjadi salah satu 
negara pengirim tenaga kerja terbesar di dunia, baik dalam bentuk 
pekerja migran formal maupun informal. Fenomena ini tidak hanya 
mencerminkan keterkaitan ekonomi antarnegara, tetapi juga 
menimbulkan berbagai konsekuensi sosial, politik, dan kultural yang 
kompleks. 

Bab ini mengkaji secara komprehensif bagaimana migrasi 
tenaga kerja menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi, serta 
bagaimana mobilitas global menciptakan peluang sekaligus tantangan 
bagi tenaga kerja Indonesia. Dalam kerangka ini, pembahasan akan 
dimulai dari dinamika migrasi tenaga kerja Indonesia, dilanjutkan 
dengan analisis atas fenomena brain drain, urgensi sertifikasi 
internasional, hingga peran negara dalam perlindungan pekerja 
migran. Bab ini juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas 
tenaga kerja terampil sebagai bagian dari daya saing bangsa di kancah 
internasional, serta ditutup dengan studi kasus mengenai potensi 
tenaga kerja Indonesia yang telah berhasil menembus pasar global. 
Dengan pendekatan yang holistik, bab ini diharapkan memberikan 
pemahaman mendalam mengenai pentingnya kesiapan sumber daya 
manusia dalam menghadapi realitas pasar tenaga kerja global yang 
terus berkembang. 

 
A. DINAMIKA MIGRASI TENAGA KERJA INDONESIA 

Migrasi tenaga kerja Indonesia merupakan fenomena sosial-
ekonomi yang telah berlangsung selama beberapa dekade dan terus 
mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Sejak tahun 1970-an, 
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pemerintah Indonesia mulai secara sistematis mendorong 
pengiriman tenaga kerja ke luar negeri sebagai salah satu strategi 
pengurangan pengangguran dan peningkatan devisa negara. Dalam 
periode awal, negara-negara di Timur Tengah menjadi tujuan utama, 
terutama untuk sektor domestik dan konstruksi. Namun seiring dengan 
berjalannya waktu, peta tujuan migrasi tenaga kerja Indonesia semakin 
meluas ke negara-negara Asia Timur seperti Hong Kong, Taiwan, 
Jepang, Korea Selatan, hingga kawasan Eropa dan Australia. 

Dinamika ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal 
seperti pertumbuhan penduduk, keterbatasan lapangan kerja domestik, 
dan ketimpangan pembangunan antarwilayah, tetapi juga oleh faktor 
eksternal seperti permintaan pasar tenaga kerja global, kebijakan 
imigrasi negara tujuan, serta fluktuasi ekonomi dunia. Ketersediaan 
tenaga kerja murah dari Indonesia dianggap menarik bagi negara-
negara yang menghadapi tantangan demografis berupa populasi 
menua dan penurunan angkatan kerja produktif. 

Namun demikian, dominasi sektor informal dalam komposisi 
tenaga kerja migran Indonesia masih menjadi perhatian. Sebagian 
besar pekerja migran Indonesia—khususnya perempuan—bekerja 
sebagai pekerja rumah tangga, pengasuh, atau buruh kasar dengan 
perlindungan hukum yang terbatas. Hal ini menciptakan kerentanan 
terhadap eksploitasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. 
Meskipun berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk meningkatkan 
perlindungan, termasuk Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, implementasi di lapangan 
seringkali menghadapi berbagai kendala struktural dan birokratis. 

Di sisi lain, terdapat pula tren positif yang menunjukkan 
peningkatan jumlah tenaga kerja terampil yang bekerja di luar negeri, 
seperti perawat, tenaga teknis, pelaut, hingga profesional di sektor 
teknologi informasi. Migrasi jenis ini umumnya membawa dampak 
ekonomi yang lebih besar, baik dari sisi remitansi maupun transfer 
pengetahuan dan keterampilan. Namun sayangnya, kelompok ini 
masih menjadi minoritas dibandingkan migrasi tenaga kerja sektor 
informal. 

Perubahan kebijakan migrasi global, perjanjian bilateral, serta 
dinamika politik internasional juga turut mempengaruhi alur dan 
karakter migrasi tenaga kerja Indonesia. Misalnya, moratorium 
pengiriman tenaga kerja ke negara-negara tertentu sering dilakukan 
sebagai bentuk reaksi terhadap tingginya kasus kekerasan atau 
perlakuan diskriminatif. Namun, langkah ini sering menimbulkan 
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dilema antara perlindungan dan kebutuhan ekonomi masyarakat yang 
bergantung pada migrasi sebagai sumber penghidupan. 

Dengan demikian, dinamika migrasi tenaga kerja Indonesia 
tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai mobilitas ekonomi 
semata. Ia merupakan manifestasi dari hubungan kompleks antara 
kebutuhan domestik, kebijakan negara, tekanan ekonomi global, dan 
aspirasi individu untuk kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, 
pemahaman yang komprehensif dan respons kebijakan yang adaptif 
sangat diperlukan agar migrasi dapat menjadi sarana pemberdayaan, 
bukan justru memperkuat rantai ketergantungan dan kerentanan sosial. 

1. Sejarah dan Pola Migrasi Tenaga Kerja Indonesia 

Sejarah migrasi tenaga kerja Indonesia tidak dapat dipisahkan 
dari dinamika pembangunan nasional dan kebutuhan ekonomi global. 
Migrasi tenaga kerja skala besar mulai terorganisir sejak era Orde 
Baru, ketika pemerintah memformalkan penempatan tenaga kerja ke 
luar negeri sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional dalam 
mengatasi pengangguran dan meningkatkan perolehan devisa. Tahun 
1970-an menandai awal dari kebijakan penempatan tenaga kerja 
secara resmi ke negara-negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi, 
Kuwait, dan Uni Emirat Arab, yang saat itu mengalami booming 
minyak dan kekurangan tenaga kerja untuk sektor domestik dan 
konstruksi. 

Pada tahap awal, migrasi ini didominasi oleh pekerja 
berpendidikan rendah yang mengisi sektor informal dan pekerjaan 
rumah tangga. Penempatan dilakukan melalui Perusahaan Penempatan 
Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan dikoordinasikan oleh 
Departemen Tenaga Kerja. Namun, lemahnya regulasi dan 
pengawasan menyebabkan banyak kasus pelanggaran hak pekerja, 
penipuan agen, hingga eksploitasi. Meskipun demikian, jumlah 
pengiriman tenaga kerja terus meningkat karena tingginya kebutuhan 
negara tujuan dan dorongan ekonomi dari daerah-daerah pengirim, 
seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa 
Tenggara Timur. 

Seiring berjalannya waktu, pola migrasi tenaga kerja mulai 
bergeser. Pada dekade 1990-an dan 2000-an, negara tujuan mulai 
meluas ke kawasan Asia Timur seperti Taiwan, Hong Kong, Korea 
Selatan, dan Jepang. Selain itu, terdapat pula peningkatan migrasi 
tenaga kerja terampil, khususnya di bidang perawatan lansia, tenaga 
medis, pelaut, serta teknisi manufaktur. Negara-negara seperti Jepang 
dan Korea Selatan bahkan mulai membuka program magang dan 
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pelatihan kerja yang menjadi pintu masuk bagi tenaga kerja Indonesia 
untuk bekerja secara legal di sektor formal. 

Secara umum, pola migrasi tenaga kerja Indonesia dapat 
dibedakan menjadi dua: migrasi tenaga kerja rendah keterampilan 
(low-skilled labor migration) dan tenaga kerja terampil (skilled labor 
migration). Migrasi tenaga kerja rendah keterampilan masih 
mendominasi, meskipun terdapat tren meningkatnya permintaan 
tenaga kerja profesional. Di sisi lain, masih banyak migrasi yang 
terjadi melalui jalur informal, baik karena terbatasnya akses terhadap 
jalur resmi maupun lemahnya literasi hukum dan administrasi calon 
pekerja. 

Transformasi pola migrasi juga didorong oleh perubahan 
kebijakan di negara-negara tujuan yang mulai lebih selektif terhadap 
kualifikasi dan legalitas tenaga kerja asing. Akibatnya, Indonesia 
menghadapi tantangan besar dalam mempersiapkan tenaga kerja yang 
tidak hanya siap secara teknis, tetapi juga memenuhi standar 
internasional dalam hal kompetensi, bahasa, dan etika kerja. Oleh 
karena itu, memahami sejarah dan pola migrasi tenaga kerja Indonesia 
menjadi landasan penting untuk merancang kebijakan yang lebih efektif, 
berkelanjutan, dan berpihak pada perlindungan serta pemberdayaan 
pekerja migran. 

2. Karakteristik Sosial dan Ekonomi Pekerja Migran Indonesia 

Karakteristik sosial dan ekonomi pekerja migran Indonesia 
mencerminkan realitas struktural yang kompleks, mencakup latar 
belakang pendidikan, asal daerah, jenis kelamin, status ekonomi, serta 
motif keberangkatan. Secara umum, mayoritas pekerja migran 
Indonesia berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, dengan 
tingkat pendidikan yang terbatas, dan berasal dari daerah-daerah 
dengan tingkat pembangunan rendah serta minimnya kesempatan kerja 
di dalam negeri. Daerah-daerah pengirim utama seperti Jawa Tengah, 
Jawa Timur, NTB, dan NTT menunjukkan korelasi antara tingginya 
angka kemiskinan dengan ting ginya angka migrasi tenaga kerja keluar 
negeri. 

Dari sisi pendidikan, sebagian besar pekerja migran 
Indonesia— terutama di sektor informal—memiliki tingkat pendidikan 
maksimal SMP. Hal ini menyebabkan mereka umumnya bekerja di 
sektor yang tidak memerlukan kualifikasi tinggi, seperti pekerjaan 
domestik, buruh kebun, pekerja tambang, atau sektor jasa informal 
lainnya. Keterbatasan ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam 
meningkatkan daya tawar dan mobilitas vertikal pekerja migran, serta 
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menjadi tantangan serius dalam proses pemenuhan standar kerja 
internasional, termasuk pemenuhan hak-hak dasar tenaga kerja. 

Secara gender, data menunjukkan bahwa perempuan 
mendominasi pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, 
khususnya pada sektor pekerjaan rumah tangga. Hal ini menjadikan 
migrasi tenaga kerja juga sebagai fenomena feminisasi kemiskinan, di 
mana perempuan dari keluarga miskin menjadi bagian dari strategi 
bertahan hidup keluarga melalui remiten. Namun demikian, dominasi 
perempuan dalam sektor informal juga membuat mereka lebih rentan 
terhadap eksploitasi, pelecehan, kekerasan berbasis gender, serta 
perlakuan diskriminatif di negara tujuan. 

Motivasi ekonomi menjadi pendorong utama migrasi tenaga 
kerja Indonesia. Bagi banyak keluarga, bekerja di luar negeri 
dipandang sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan, 
membiayai pendidikan anak, membangun rumah, atau memulai usaha 
kecil setelah pulang. Namun, kenyataan tidak selalu seindah harapan. 
Banyak pekerja migran yang menghadapi kondisi kerja berat, upah 
rendah, kontrak tidak jelas, hingga penahanan dokumen atau gaji. Hal 
ini diperparah oleh minimnya pemahaman hukum, ketergantungan 
pada agen penyalur, dan lemahnya perlindungan negara asal dan 
negara tujuan. 

Meski demikian, terdapat pula kelompok pekerja migran yang 
menunjukkan tingkat kemandirian dan keberdayaan ekonomi yang 
meningkat. Sebagian dari mereka berhasil menabung, membuka usaha 
setelah kembali ke tanah air, serta menjadi agen perubahan di 
komunitas asalnya. Selain itu, migrasi juga turut membawa dampak 
sosial, seperti perubahan peran gender dalam rumah tangga, 
peningkatan aspirasi pendidikan anak-anak, serta perluasan wawasan 
global di tingkat lokal. 

Karakteristik sosial dan ekonomi pekerja migran Indonesia 
yang beragam ini menunjukkan bahwa kebijakan migrasi tenaga kerja 
tidak dapat bersifat seragam. Dibutuhkan pendekatan yang sensitif 
terhadap keragaman latar belakang serta kebutuhan spesifik kelompok 
tertentu—terutama perempuan, pekerja informal, dan mereka yang 
berasal dari daerah tertinggal—agar migrasi tidak menjadi jebakan 
kemiskinan baru, melainkan jalan menuju transformasi sosial dan 
ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. 
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B. PELUANG DAN RISIKO BRAIN DRAIN 

Fenomena brain drain, atau keluarnya tenaga kerja terdidik 
dan terampil ke luar negeri, telah menjadi isu strategis dalam konteks 
pembangunan sumber daya manusia di negara berkembang, termasuk 
Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, peningkatan mobilitas 
global, kemajuan teknologi, dan ketimpangan upah serta peluang kerja 
antara negara berkembang dan negara maju telah mendorong 
gelombang migrasi profesional dan lulusan perguruan tinggi ke luar 
negeri. Indonesia tidak terkecuali. Ribuan tenaga terampil Indonesia 
memilih bekerja, belajar, atau menetap di negara lain karena insentif 
ekonomi, iklim kerja yang kondusif, serta kesempatan pengembangan 
karier yang lebih luas. 

Di satu sisi, brain drain dapat dipandang sebagai peluang. 
Diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai belahan dunia memiliki 
potensi besar sebagai agen pembangunan, baik melalui alih teknologi, 
transfer pengetahuan, maupun jejaring global. Negara seperti India 
dan Tiongkok telah berhasil memanfaatkan diaspora profesional 
mereka untuk mendukung pembangunan nasional, melalui program 
reverse brain drain dan kerja sama riset lintas negara. Dalam kerangka 
ini, tenaga profesional Indonesia di luar negeri dapat menjadi 
jembatan antara Indonesia dan dunia, baik dalam sektor teknologi, 
pendidikan, kesehatan, hingga investasi dan diplomasi ekonomi. 

Namun di sisi lain, brain drain juga menyimpan risiko besar 
bagi pembangunan domestik. Kehilangan tenaga ahli di bidang-bidang 
strategis seperti teknologi informasi, kedokteran, energi, dan 
pendidikan dapat melemahkan daya saing nasional dan memperlambat 
inovasi. Ketika tenaga terampil lebih memilih berkontribusi pada 
ekonomi negara lain daripada membangun negeri sendiri, Indonesia 
kehilangan potensi sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk 
mendorong transformasi ekonomi. Hal ini semakin diperparah dengan 
belum meratanya akses terhadap fasilitas riset, insentif profesional, 
serta lingkungan kerja yang mendukung di dalam negeri. 

Faktor pendorong terjadinya brain drain di Indonesia 
mencakup beberapa hal: kurangnya penghargaan terhadap 
kompetensi, birokrasi yang berbelit, rendahnya pendapatan di sektor 
publik, serta keterbatasan kesempatan karier berbasis meritokrasi. 
Banyak ilmuwan, insinyur, dan tenaga medis yang merasa lebih 
dihargai secara profesional di luar negeri, baik dari segi fasilitas, 
pengakuan, maupun pengembangan kapasitas. Di sisi lain, faktor 
penarik dari negara tujuan seperti beasiswa pendidikan tinggi, tawaran 
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gaji tinggi, serta sistem kerja yang terbuka dan inovatif, semakin 
memperbesar keinginan untuk bermigrasi permanen. 

Menghadapi tantangan ini, Indonesia perlu merumuskan 
kebijakan yang cerdas dan strategis. Bukan semata-mata menahan 
mobilitas global tenaga terampil, tetapi menciptakan ekosistem dalam 
negeri yang mampu bersaing dalam menarik dan mempertahankan 
SDM unggul. Hal ini meliputi reformasi sektor pendidikan tinggi, 
peningkatan insentif bagi peneliti dan profesional, serta penguatan 
kerja sama internasional yang memungkinkan sirkulasi pengetahuan 
tanpa kehilangan talenta. Program seperti brain circulation, 
pengembangan riset kolaboratif lintas negara, dan pemanfaatan 
diaspora dalam diplomasi ekonomi dapat menjadi alternatif yang lebih 
konstruktif daripada sekadar membatasi migrasi. 

Dengan demikian, brain drain adalah tantangan sekaligus 
peluang. Jika dikelola dengan baik, mobilitas tenaga kerja terampil 
justru dapat menjadi bagian dari strategi peningkatan daya saing 
bangsa di tingkat global. Yang diperlukan adalah kemampuan negara 
dalam merancang kebijakan yang adaptif, integratif, dan pro-investasi 
sumber daya manusia, agar Indonesia tidak hanya menjadi negara 
pengirim tenaga kerja, tetapi juga produsen talenta global yang 
disegani. 

1. Faktor Pendorong Brain Drain di Indonesia 

Fenomena brain drain di Indonesia tidak terjadi dalam ruang 
hampa. Ia dipicu oleh kombinasi berbagai faktor pendorong yang 
bersifat struktural maupun kultural, baik dari dalam negeri (faktor 
push) maupun dari luar negeri (faktor pull). Memahami akar penyebab 
ini sangat penting agar kebijakan yang dirancang tidak hanya bersifat 
reaktif, tetapi mampu menjawab persoalan dari hulu ke hilir. 

Salah satu faktor pendorong utama adalah keterbatasan 
kesempatan kerja dan karier profesional yang kompetitif di dalam 
negeri. Banyak lulusan perguruan tinggi, termasuk yang memiliki 
kualifikasi tinggi dari luar negeri, merasa sulit mendapatkan pekerjaan 
yang sepadan dengan keahlian mereka. Ketimpangan antara 
pertumbuhan tenaga terampil dengan ketersediaan lapangan kerja 
berbasis riset, teknologi, atau inovasi menyebabkan munculnya 
frustrasi profesional. Hal ini semakin diperparah dengan lambannya 
regenerasi posisi strategis di sektor publik dan akademik, yang masih 
sering mengabaikan sistem meritokrasi. 
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Faktor kedua adalah rendahnya insentif ekonomi dan non-
ekonomi bagi tenaga terampil. Banyak profesional di bidang sains, 
teknologi, kesehatan, atau pendidikan merasa kurang dihargai secara 
finansial maupun institusional. Ketika negara lain menawarkan gaji 
berlipat, tunjangan riset, kebebasan akademik, serta lingkungan kerja 
yang lebih modern, maka pilihan untuk bermigrasi menjadi rasional. 
Bagi sebagian besar ilmuwan dan profesional, bukan hanya gaji yang 
menjadi pertimbangan, tetapi juga dukungan terhadap pengembangan 
diri, kebebasan berekspresi ilmiah, serta akses terhadap fasilitas yang 
mendukung produktivitas dan inovasi. 

Faktor ketiga berkaitan dengan budaya birokrasi yang kaku 
dan tidak adaptif. Banyak talenta unggul merasa terkekang dalam 
sistem birokrasi yang berbelit, penuh konflik kepentingan, serta minim 
transparansi. Praktik- praktik seperti senioritas buta, politik jabatan, atau 
keterbatasan ruang untuk ide-ide segar kerap menghambat generasi 
muda untuk berkontribusi secara maksimal. Akibatnya, banyak dari 
mereka memilih lingkungan kerja yang lebih dinamis, terbuka 
terhadap gagasan baru, dan berbasis prestasi di luar negeri. 

Faktor berikutnya adalah kurangnya ekosistem riset dan 
inovasi yang mapan di dalam negeri. Indonesia masih menghadapi 
tantangan besar dalam menyediakan dana riset yang cukup, 
membangun pusat-pusat keunggulan berbasis sains dan teknologi, 
serta menjembatani hasil riset dengan kebutuhan industri. Lulusan 
doktor atau peneliti muda yang memiliki spesialisasi di bidang frontier 
seperti kecerdasan buatan, bioteknologi, atau energi terbarukan 
seringkali tidak menemukan wadah yang layak untuk berkarya di 
tanah air. Di sisi lain, negara maju dengan visi sains jangka panjang 
justru membuka peluang besar bagi mereka untuk berkarya secara 
global. 

Tak kalah penting, terdapat pula pengaruh sosial dan psikologis, 
seperti persepsi bahwa bekerja atau tinggal di luar negeri adalah 
simbol keberhasilan sosial. Dalam banyak komunitas, terutama kelas 
menengah terdidik, migrasi ke negara maju dipandang sebagai jalan 
prestise dan peningkatan status. Hal ini memperkuat tren brain drain 
sebagai aspirasi kelas profesional yang tidak hanya didorong oleh 
kebutuhan ekonomi, tetapi juga oleh dorongan identitas dan 
pencapaian pribadi. 

Secara keseluruhan, brain drain di Indonesia merupakan 
refleksi dari ketidaksiapan sistem nasional dalam mengelola dan 
mempertahankan SDM unggul. Jika tidak segera ditangani, negara akan 
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terus mengalami kebocoran talenta, kehilangan potensi inovasi, dan 
semakin tertinggal dalam kompetisi global. Maka, upaya menahan laju 
brain drain harus dimulai dengan pembenahan mendasar terhadap 
sistem pendidikan, dunia kerja, dan budaya penghargaan terhadap 
keahlian serta kreativitas. 

2. Strategi Mengelola Brain Drain Menjadi Brain Gain 

Alih-alih memandang brain drain sebagai ancaman semata, 
banyak negara berkembang mulai menggeser paradigma menjadi 
brain gain— sebuah pendekatan yang menekankan pemanfaatan potensi 
diaspora terdidik sebagai aset nasional. Indonesia pun memiliki 
peluang besar untuk mengikuti jejak negara-negara seperti India, 
Tiongkok, dan Filipina yang telah berhasil mengelola diaspora 
profesional mereka secara strategis dan terstruktur. Untuk itu, 
dibutuhkan kebijakan holistik yang tidak hanya menahan laju migrasi 
keluar, tetapi juga menciptakan mekanisme agar tenaga terampil di 
luar negeri tetap terhubung dan berkontribusi terhadap pembangunan 
nasional. 

Salah satu strategi utama adalah pemetaan dan pengelolaan 
database diaspora Indonesia secara komprehensif. Selama ini, 
keberadaan tenaga profesional Indonesia di luar negeri cenderung 
tersebar dan tidak terdokumentasi secara baik. Dengan membangun 
sistem data yang terintegrasi—berbasis kementerian luar negeri, 
pendidikan tinggi, dan lembaga penelitian—pemerintah dapat 
mengidentifikasi potensi keahlian diaspora serta menjalin komunikasi 
yang lebih efektif untuk kolaborasi jangka panjang. 

Selanjutnya, perlu dikembangkan program-program 
pemanfaatan keahlian diaspora, seperti visiting scholars, diaspora 
research fellows, atau collaborative innovation hubs yang 
memungkinkan ilmuwan dan profesional Indonesia di luar negeri 
berkontribusi secara periodik di tanah air. Program ini tidak hanya 
berfungsi untuk alih teknologi dan ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk 
membangun budaya riset yang terbuka, dinamis, dan global. 
Pengalaman internasional mereka menjadi sumber inspirasi dan 
pembelajaran yang sangat berharga bagi generasi muda di dalam 
negeri. 

Di sisi lain, penting pula untuk menciptakan stimulus 
kepulangan (return incentives) bagi tenaga terampil Indonesia di luar 
negeri. Stimulus ini bisa berbentuk kemudahan kepulangan, fasilitas 
perpajakan, penempatan karier strategis di institusi nasional, serta 
dukungan finansial dan regulasi untuk pengembangan riset atau 
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usaha berbasis teknologi. Tanpa insentif yang jelas dan 
berkelanjutan, banyak diaspora enggan kembali karena merasa tidak 
ada jaminan karier yang memadai atau sistem kerja yang progresif di 
dalam negeri. 

Strategi lainnya adalah menumbuhkan ekosistem domestik 
yang kompetitif dan mendorong reverse brain drain, yaitu kembalinya 
talenta ke tanah air karena adanya perubahan positif di sektor riset, 
pendidikan, dan industri. Ketika Indonesia mampu menawarkan 
lingkungan kerja yang sehat, insentif riset yang cukup, serta dukungan 
terhadap inovasi dan kreativitas, maka kepulangan bukan lagi sekadar 
panggilan nasionalisme, tetapi juga pilihan rasional. Dalam hal ini, 
sektor swasta, perguruan tinggi, dan lembaga riset harus didorong untuk 
bersinergi dengan pemerintah dalam menyediakan ruang aktualisasi 
bagi tenaga ahli yang kembali. 

Selain itu, Indonesia juga dapat mendorong strategi brain 
circulation, yakni perputaran pengetahuan secara dua arah antara 
diaspora dan institusi dalam negeri. Tidak semua tenaga terampil 
harus kembali secara fisik ke tanah air. Dalam era digital, kerja sama 
dapat dibangun melalui proyek daring, konferensi virtual, bimbingan 
akademik jarak jauh, atau inkubasi teknologi lintas negara. 
Pendekatan ini lebih fleksibel dan memungkinkan diaspora tetap 
produktif di luar negeri sambil tetap memberi kontribusi nyata bagi 
Indonesia. 

Terakhir, keberhasilan mengelola brain drain menjadi brain gain 
sangat ditentukan oleh komitmen politik dan sinergi lintas lembaga. 
Tanpa keberpihakan nyata terhadap pengembangan SDM unggul dan 
reformasi sistemik di sektor ketenagakerjaan dan pendidikan tinggi, 
semua strategi akan menjadi retorika tanpa hasil. Oleh karena itu, 
dibutuhkan kepemimpinan nasional yang visioner dan konsisten 
dalam menjadikan talenta global Indonesia sebagai kekuatan 
transformasional, bukan sekadar statistik migrasi tenaga kerja. 

 
C. SERTIFIKASI INTERNASIONAL DAN PENGAKUAN 

KOMPETENSI 

Dalam dunia kerja global yang semakin kompetitif dan 
terstandar, sertifikasi internasional dan pengakuan kompetensi 
menjadi kunci utama untuk meningkatkan mobilitas, perlindungan, 
dan daya saing tenaga kerja lintas negara. Bagi Indonesia, isu ini 
sangat strategis, mengingat mayoritas tenaga kerja migran yang 
dikirim ke luar negeri masih bekerja di sektor informal dan 
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menghadapi tantangan dalam pengakuan keterampilan secara resmi. 
Sertifikasi bukan hanya sebatas dokumen administratif, melainkan 
representasi dari kualitas, kredibilitas, dan kepercayaan dunia 
internasional terhadap kapabilitas seorang tenaga kerja. 

Globalisasi menuntut kesesuaian antara keterampilan tenaga 
kerja dengan kebutuhan pasar internasional yang berbasis pada 
standar kompetensi yang baku. Organisasi internasional seperti 
International Labour Organization (ILO), World Health Organization 
(WHO), dan lembaga sertifikasi profesi regional seperti ASEAN 
Qualification Reference Framework (AQRF), telah mengembangkan 
skema standar yang dijadikan rujukan oleh banyak negara tujuan 
tenaga kerja. Sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga berstandar 
internasional menjadi pintu masuk bagi pekerja untuk mendapatkan 
pekerjaan yang lebih baik, dengan perlindungan yang lebih kuat dan 
gaji yang lebih layak. 

Namun, tantangan utama Indonesia terletak pada masih 
terbatasnya jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikasi 
internasional, baik karena kurangnya akses terhadap pelatihan 
berkualitas, keterbatasan lembaga sertifikasi yang terakreditasi 
internasional, maupun kurangnya pemahaman calon pekerja terhadap 
pentingnya sertifikasi. Banyak pekerja yang berangkat tanpa 
kompetensi formal yang terukur, sehingga ditempatkan di pekerjaan 
dengan risiko tinggi dan perlindungan rendah. Hal ini bukan hanya 
berdampak pada pekerja itu sendiri, tetapi juga pada citra tenaga kerja 
Indonesia secara keseluruhan di mata dunia. 

Upaya pemerintah dalam membangun sistem sertifikasi 
nasional melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan 
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) patut diapresiasi. Namun demikian, 
masih diperlukan langkah akseleratif untuk menyelaraskan standar 
nasional dengan standar internasional. Kolaborasi antara dunia 
pendidikan, pelatihan vokasional, industri, dan lembaga internasional 
sangat dibutuhkan agar proses pelatihan dan sertifikasi di Indonesia 
mampu menjawab kebutuhan pasar kerja global yang terus berubah. 

Pengakuan kompetensi lintas negara juga menjadi tantangan 
dalam kerangka kerjasama internasional. Meski ASEAN telah 
mengembangkan kerangka kerja untuk pengakuan kualifikasi lintas 
negara (mutual recognition arrangements), implementasinya di tingkat 
praktis masih terbatas pada sektor tertentu seperti teknik, keperawatan, 
arsitektur, dan pariwisata. Padahal, sektor-sektor lain seperti pertanian 
modern, teknologi informasi, dan industri kreatif juga membutuhkan 
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standardisasi kompetensi yang diakui secara lintas batas. Tanpa skema 
pengakuan yang jelas, tenaga kerja Indonesia akan terus berada di 
posisi yang lemah dalam negosiasi upah, jaminan kerja, dan 
perlindungan sosial. 

Selain itu, pendekatan budaya terhadap nilai sebuah sertifikasi 
juga perlu dibangun. Di beberapa komunitas, keberangkatan kerja ke 
luar negeri dianggap cukup melalui jalur informal atau berdasarkan 
pengalaman kerja sebelumnya, tanpa memperhatikan aspek legalitas 
dan sertifikasi. Edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya 
sertifikasi internasional sebagai bagian dari martabat profesional dan 
jaminan keselamatan harus ditanamkan sejak dini, baik dalam 
pendidikan formal, pelatihan vokasional, maupun program orientasi 
pra- penempatan. 

Dengan kata lain, sertifikasi internasional bukan semata 
kebutuhan teknis, tetapi bagian dari strategi nasional untuk 
mentransformasi tenaga kerja migran Indonesia dari buruh murah 
menjadi tenaga terampil berstandar global. Melalui investasi di bidang 
pelatihan, penyelarasan standar, dan integrasi pengakuan kompetensi, 
Indonesia dapat meningkatkan posisi tawar tenaga kerjanya di pasar 
dunia, sekaligus menciptakan kebanggaan nasional atas kualitas SDM 
yang diakui dan dihargai secara internasional. 

1. Tantangan Sertifikasi bagi Tenaga Kerja Indonesia 

Meskipun urgensi sertifikasi internasional telah diakui secara 
luas, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam 
pelaksanaan dan pemanfaatan sistem sertifikasi, khususnya bagi 
tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri. Tantangan ini tidak 
hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural, kultural, dan 
institusional, yang berdampak pada rendahnya jumlah tenaga kerja 
Indonesia yang tersertifikasi secara internasional dan diakui 
kompetensinya oleh negara tujuan. 

Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan akses 
terhadap pelatihan dan uji sertifikasi yang berkualitas. Sebagian besar 
calon pekerja migran berasal dari daerah pedesaan atau wilayah 
dengan infrastruktur pendidikan dan pelatihan vokasi yang belum 
memadai. Lembaga pelatihan kerja (LPK) yang ada kerap kali tidak 
memiliki fasilitas modern atau instruktur yang bersertifikat 
internasional. Akibatnya, proses pelatihan yang dijalani belum 
memenuhi standar pasar kerja global, dan peserta didik tidak 
memperoleh keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri 
negara tujuan. 
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Selain itu, biaya sertifikasi dan pelatihan masih menjadi 
hambatan signifikan. Untuk mengikuti pelatihan bersertifikasi 
internasional, calon tenaga kerja sering kali harus mengeluarkan biaya 
yang besar, yang tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi 
mereka. Dalam banyak kasus, pekerja terpaksa mengambil jalur 
informal atau menjadi korban praktik percaloan karena tidak mampu 
mengikuti prosedur resmi. Ketiadaan skema subsidi atau pembiayaan 
khusus dari negara membuat sertifikasi berstandar global menjadi 
sesuatu yang elitis dan tidak terjangkau oleh mayoritas pencari kerja 
dari kalangan bawah. 

Tantangan berikutnya adalah minimnya harmonisasi antara 
standar nasional dan internasional, baik dalam kurikulum pelatihan, 
mekanisme pengujian, maupun kelembagaan. Lembaga Sertifikasi 
Profesi (LSP) yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional 
Sertifikasi Profesi (BNSP) sering kali hanya berorientasi pada 
kebutuhan domestik. Sementara itu, sertifikat mereka belum tentu 
diakui oleh lembaga atau industri di negara tujuan. Hal ini 
menyebabkan sertifikasi nasional belum bisa secara otomatis 
meningkatkan daya tawar tenaga kerja Indonesia di pasar global. 

Masalah lainnya terletak pada kurangnya literasi dan kesadaran 
tenaga kerja terhadap pentingnya sertifikasi. Banyak calon pekerja 
migran yang belum memahami bahwa sertifikasi bukan sekadar 
persyaratan administratif, melainkan perlindungan atas keterampilan 
dan martabat profesi. Edukasi mengenai fungsi, proses, dan manfaat 
sertifikasi masih sangat terbatas, baik di tingkat sekolah, lembaga 
pelatihan, maupun dalam program orientasi kerja luar negeri. Tanpa 
pemahaman yang kuat, motivasi untuk menjalani pelatihan dan uji 
kompetensi secara serius akan rendah. 

Secara kelembagaan, koordinasi antarinstansi dalam 
pengelolaan sertifikasi juga belum optimal. Kementerian 
Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BNSP, 
serta instansi daerah sering kali memiliki program masing-masing 
tanpa integrasi yang kuat. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kebijakan, 
inkonsistensi pelaksanaan di lapangan, dan lemahnya akuntabilitas 
terhadap kualitas pelatihan dan sertifikasi. Hal ini semakin 
menyulitkan pengembangan sistem sertifikasi nasional yang mampu 
bersaing secara internasional. 

Tantangan lainnya berkaitan dengan perubahan cepat di sektor 
kerja global, termasuk munculnya pekerjaan baru berbasis teknologi 
dan digital yang belum memiliki skema sertifikasi yang mapan di 
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dalam negeri. Ketika dunia kerja berubah lebih cepat daripada sistem 
pelatihan yang ada, Indonesia berisiko mencetak lulusan yang 
ketinggalan zaman dan tidak relevan dengan kebutuhan dunia usaha 
dan industri internasional. 

Dengan demikian, untuk mengatasi berbagai tantangan 
tersebut, Indonesia perlu melakukan transformasi menyeluruh dalam 
sistem pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja. Ini mencakup perluasan 
akses, subsidi biaya, peningkatan mutu lembaga pelatihan, 
penyelarasan kurikulum dengan standar global, serta edukasi publik 
yang berkelanjutan. Tanpa langkah konkret, sertifikasi hanya akan 
menjadi formalitas tanpa fungsi nyata dalam melindungi dan 
memajukan tenaga kerja Indonesia di pentas global. 

2. Strategi Penguatan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja 
Indonesia 

Menghadapi tantangan rendahnya jumlah tenaga kerja 
Indonesia yang memiliki sertifikasi berstandar internasional, 
diperlukan strategi yang menyeluruh dan berorientasi pada penguatan 
sistem dari hulu ke hilir. Sertifikasi bukan hanya menjadi alat seleksi, 
tetapi juga merupakan mekanisme peningkatan kualitas tenaga kerja 
dan instrumen diplomasi ketenagakerjaan Indonesia dalam pasar 
global. Oleh karena itu, penguatan sistem sertifikasi harus mencakup 
dimensi kebijakan, kelembagaan, sumber daya, serta kerja sama 
internasional. 

Strategi pertama adalah penyelarasan standar kompetensi 
nasional dengan standar global. Ini melibatkan revisi dan penyesuaian 
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) agar kompatibel 
dengan kerangka kerja internasional seperti ASEAN Qualification 
Reference Framework (AQRF) atau bahkan kerangka dari negara-
negara tujuan tenaga kerja seperti Australia Qualifications Framework 
(AQF) dan European Qualifications Framework (EQF). Sinkronisasi 
ini memungkinkan sertifikat yang diterbitkan di dalam negeri dapat 
diakui lintas negara secara lebih luas, sehingga memperkuat daya 
saing tenaga kerja Indonesia di pasar internasional. 

Strategi kedua adalah penguatan kelembagaan sertifikasi 
nasional. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) perlu diperkuat 
secara fungsional dan struktural, baik dari sisi pendanaan, otoritas, 
maupun pengawasan terhadap Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). 
Pemerintah juga perlu memperluas jumlah LSP yang kompeten dan 
tersebar merata, terutama di daerah-daerah pengirim utama tenaga 
kerja migran. Selain itu, LSP harus dipastikan mengikuti standar mutu 
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yang diakui secara internasional, dengan auditor dan asesor yang 
terlatih serta bersertifikat global. 

Strategi ketiga adalah perluasan akses dan subsidi biaya 
sertifikasi, khususnya bagi calon tenaga kerja dari keluarga 
prasejahtera. Sertifikasi tidak boleh menjadi beban finansial yang justru 
menghalangi pekerja untuk maju. Skema pembiayaan inovatif seperti 
beasiswa pelatihan, kredit pelatihan bersubsidi, atau insentif pajak 
bagi industri yang mendanai sertifikasi tenaga kerjanya, dapat 
diterapkan untuk memperluas jangkauan. Program padat karya 
bersertifikasi juga dapat digalakkan untuk menyiapkan tenaga kerja 
tersertifikasi sejak dari tahap pelatihan awal. 

Strategi keempat adalah integrasi pelatihan vokasi dengan 
proses sertifikasi. Kurikulum pendidikan vokasional dan pelatihan 
kerja harus dirancang agar langsung terhubung dengan proses uji 
kompetensi berbasis standar industri global. Dengan demikian, peserta 
pelatihan akan mendapatkan sertifikasi sebagai bagian dari proses 
pembelajaran, bukan sebagai tambahan opsional. Kemitraan antara 
lembaga pelatihan, industri, dan lembaga sertifikasi sangat penting 
untuk memastikan bahwa keterampilan yang diajarkan relevan dengan 
kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI). 

Strategi kelima adalah penguatan diplomasi pengakuan 
kompetensi di level internasional. Pemerintah perlu aktif menjalin 
perjanjian pengakuan sertifikasi bilateral (mutual recognition 
arrangements) dengan negara-negara tujuan utama tenaga kerja. Hal ini 
termasuk penyusunan standar kompetensi yang disesuaikan dengan 
kebutuhan spesifik tiap negara tujuan dan pelibatan industri negara 
tujuan dalam proses validasi skema pelatihan nasional. Pendekatan ini 
tidak hanya meningkatkan pengakuan terhadap tenaga kerja Indonesia, 
tetapi juga menciptakan kepercayaan dan peluang kerja yang lebih 
luas di luar negeri. 

Strategi terakhir, namun sangat penting, adalah pembangunan 
kesadaran publik dan budaya kualitas kerja melalui sertifikasi. 
Pemerintah, media, lembaga pendidikan, serta tokoh masyarakat harus 
mendorong pemahaman bahwa sertifikasi adalah bentuk penghargaan 
terhadap profesi dan perlindungan terhadap pekerja. Dengan 
mendorong budaya kerja berbasis kompetensi dan kualitas, 
masyarakat akan lebih menghargai pentingnya pelatihan dan 
pengakuan resmi terhadap keterampilan. 

Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara simultan, 
Indonesia dapat menciptakan sistem sertifikasi yang tidak hanya 
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memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga mampu menempatkan 
tenaga kerja Indonesia sejajar dengan tenaga kerja dari negara maju 
dalam pasar kerja global. Sertifikasi akan menjadi simbol 
profesionalisme dan daya saing, bukan sekadar dokumen 
administratif. 

 
D. PERAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN 

PEKERJA MIGRAN 

Migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri telah menjadi 
fenomena sosial- ekonomi yang masif, mencakup jutaan pekerja yang 
tersebar di berbagai sektor dan negara tujuan. Namun, di balik 
kontribusi mereka terhadap devisa negara dan kesejahteraan keluarga, 
pekerja migran kerap menghadapi berbagai tantangan: mulai dari 
eksploitasi kerja, diskriminasi, kekerasan, hingga ketidakpastian 
hukum. Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi sangat krusial 
dalam memastikan bahwa setiap warga negara yang bekerja di luar 
negeri mendapatkan perlindungan yang memadai, bermartabat, dan 
berbasis hak asasi manusia. 

Perlindungan pekerja migran harus dimulai dari pra-
keberangkatan. Pemerintah wajib menyediakan akses terhadap 
informasi yang transparan, akurat, dan mudah dipahami tentang 
negara tujuan, jenis pekerjaan, hak dan kewajiban, serta risiko yang 
mungkin dihadapi. Program edukasi pra-penempatan (Pre- Departure 
Orientation Program/PDOP) harus diperkuat dan disesuaikan dengan 
konteks masing-masing negara tujuan, termasuk aspek budaya kerja, 
hukum lokal, dan perlindungan sosial. Pelatihan kerja sebelum 
keberangkatan juga harus diwajibkan dan terstandar secara nasional, 
sehingga pekerja tidak hanya siap secara administratif, tetapi juga 
kompeten secara teknis. 

Dalam tahap penempatan, pemerintah melalui Badan 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memiliki mandat 
untuk mengawasi proses rekrutmen agar bebas dari praktik percaloan, 
biaya berlebih, dan penipuan kontrak. Penempatan pekerja harus 
dilakukan melalui jalur resmi dan sesuai dengan perjanjian kerja yang 
jelas. Di sinilah pentingnya diplomasi bilateral—pemerintah Indonesia 
harus menjalin kerja sama yang kuat dengan negara tujuan melalui 
memorandum of understanding (MoU), agar kontrak kerja, sistem 
perlindungan, dan mekanisme penyelesaian sengketa diakui secara 
hukum oleh kedua belah pihak. 
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Selama masa bekerja di luar negeri, pekerja migran 
membutuhkan perlindungan nyata yang responsif dan mudah diakses. 
Pemerintah melalui kedutaan besar atau kantor perwakilan harus 
menyediakan layanan pengaduan, bantuan hukum, dan pendampingan 
sosial secara aktif. Peningkatan jumlah dan kualitas Atase 
Ketenagakerjaan, serta keberadaan Labour Attaché, menjadi penting 
untuk menjamin pengawasan yang efektif terhadap kondisi kerja, 
upah, kesehatan, dan perlakuan pekerja Indonesia di luar negeri. 
Pemerintah juga perlu membentuk dan memperkuat jaringan 
komunitas diaspora pekerja migran sebagai mitra dalam mendeteksi 
dini potensi pelanggaran atau krisis. 

Peran penting lainnya adalah dalam hal perlindungan hukum 
dan reintegrasi pascakepulangan. Tidak sedikit pekerja migran yang 
mengalami konflik hukum, overstay, atau pemutusan kerja sepihak 
tanpa kompensasi. Dalam situasi ini, pemerintah harus hadir melalui 
mekanisme bantuan hukum lintas negara dan repatriasi yang 
manusiawi. Setelah kepulangan, pekerja migran harus diberikan 
layanan reintegrasi berupa pelatihan keterampilan lanjutan, akses 
permodalan, dan program kewirausahaan agar mereka dapat 
membangun kehidupan produktif di tanah air. Sayangnya, aspek ini 
sering kali terabaikan, sehingga banyak mantan pekerja migran 
kembali ke lingkaran kemiskinan. 

Di sisi kebijakan, pemerintah harus memperkuat regulasi dan 
penegakan hukum yang melindungi pekerja migran secara 
menyeluruh. Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah memberikan dasar 
hukum yang lebih progresif, namun implementasinya di lapangan 
masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya koordinasi 
antarlembaga, keterbatasan anggaran, dan birokrasi yang panjang. 
Oleh karena itu, diperlukan reformasi institusional yang berorientasi 
pada pelayanan cepat, terintegrasi, dan berbasis digital agar 
perlindungan dapat diberikan secara efisien dan merata. 

Tak kalah penting adalah perlindungan berbasis gender dan 
kelompok rentan, mengingat mayoritas pekerja migran Indonesia 
adalah perempuan yang bekerja di sektor domestik, seperti asisten 
rumah tangga atau perawat lansia. Mereka kerap menjadi korban 
kekerasan, pelecehan, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. 
Pemerintah harus memiliki sistem pelaporan dan respons cepat 
berbasis keadilan gender, serta memperkuat kerja sama dengan 
organisasi internasional seperti ILO dan UN Women dalam 
membangun perlindungan yang inklusif dan transformatif. 
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Dengan demikian, peran pemerintah tidak dapat dibatasi 
hanya sebagai regulator, tetapi juga harus berfungsi sebagai 
pelindung, fasilitator, dan pembela hak-hak pekerja migran, baik di 
dalam maupun luar negeri. Hanya dengan komitmen politik yang kuat, 
koordinasi lintas sektor, serta pendekatan berbasis hak, Indonesia 
dapat membangun ekosistem migrasi tenaga kerja yang aman, adil, dan 
bermartabat. 

1. Penguatan Fungsi BP2MI dalam Perlindungan Pekerja 
Migran 

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 
sebagai lembaga negara yang diberi mandat khusus dalam 
perlindungan dan 

penempatan pekerja migran, memiliki peran sentral dalam 
mewujudkan tata kelola migrasi tenaga kerja yang aman, tertib, dan 
bermartabat. Sejak transformasi kelembagaan dari BNP2TKI menjadi 
BP2MI melalui Undang- Undang No. 18 Tahun 2017, lembaga ini tidak 
lagi hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi telah diamanatkan untuk 
menjadi aktor strategis dalam penyusunan kebijakan, koordinasi 
antarlembaga, serta pemberi perlindungan menyeluruh bagi Pekerja 
Migran Indonesia (PMI). Namun, peran besar ini tidak akan efektif 
tanpa adanya penguatan fungsi, kapasitas, dan otonomi kelembagaan 
BP2MI secara sistematis. 

Pertama, BP2MI perlu diperkuat secara struktural dan 
fungsional agar mampu menjalankan peran multisektor. Lembaga ini 
memerlukan dukungan anggaran yang memadai, jaringan kantor 
daerah yang merata, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, 
termasuk tenaga pendamping, asesor kompetensi, dan petugas 
pengawasan. Dalam praktiknya, kantor BP2MI di daerah masih 
menghadapi keterbatasan fasilitas, tenaga kerja, dan jangkauan layanan, 
padahal daerah-daerah inilah yang menjadi titik awal perekrutan dan 
pengiriman PMI. Oleh karena itu, perlu strategi nasional untuk 
menjadikan BP2MI sebagai lembaga yang kuat dari pusat hingga desa, 
dengan sistem pelayanan satu pintu berbasis teknologi digital. 

Kedua, BP2MI harus diperkuat dalam fungsi pendataan dan 
pelacakan pekerja migran secara digital dan real time. Selama ini, 
tidak sedikit PMI yang tidak terdata dengan baik akibat proses 
rekrutmen informal atau keberangkatan ilegal. Hal ini menyulitkan 
upaya perlindungan ketika terjadi kasus di negara tujuan. Maka dari itu, 
pengembangan sistem digital terpadu seperti SISKOP2MI (Sistem 
Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) perlu terus 



 Ekonomi Sumber Daya Manusia; Tantangan Digital, Ketimpangan, dan Daya Saing Global | 157 

ditingkatkan, baik dari sisi akurasi data, interoperabilitas 
antarlembaga, maupun integrasi dengan sistem informasi tenaga kerja 
global. Dengan data yang akurat, BP2MI dapat mengambil kebijakan 
berbasis bukti dan merespons persoalan secara cepat dan tepat. 

Ketiga, fungsi edukasi dan pemberdayaan calon pekerja 
migran harus menjadi prioritas BP2MI. Lembaga ini tidak boleh 
hanya berperan dalam penempatan, tetapi juga dalam menyiapkan 
pekerja sejak awal. Hal ini mencakup pelatihan pra-penempatan, 
penyuluhan hukum dan HAM, literasi keuangan, pelatihan bahasa 
asing, serta penguatan kapasitas sosial-kultural calon pekerja sesuai 
negara tujuan. Materi pelatihan pun harus diperbarui secara berkala 
berdasarkan analisis kebutuhan pasar global dan tren ketenagakerjaan 
internasional. BP2MI juga perlu menggandeng sektor swasta, lembaga 
pelatihan, dan perguruan tinggi vokasi untuk memperluas cakupan dan 
meningkatkan mutu pelatihan. 

Keempat, BP2MI perlu diberikan kewenangan yang lebih luas 
dalam pengawasan rekrutmen dan penempatan, termasuk terhadap 
P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia). Banyak 
kasus pelanggaran yang tidak dapat ditindak tegas karena terbatasnya 
wewenang atau tumpang tindih dengan instansi lain. Diperlukan 
reformasi regulasi yang memperjelas posisi BP2MI sebagai lembaga 
utama pengawas migrasi tenaga kerja, yang memiliki otoritas untuk 
memberikan sanksi, mencabut izin, hingga memproses hukum pihak-
pihak yang terbukti menelantarkan atau mengeksploitasi pekerja 
migran. 

Kelima, BP2MI harus menjadi motor penggerak reintegrasi 
pekerja migran pascakepulangan. Saat ini, belum ada skema 
reintegrasi nasional yang komprehensif dan berkelanjutan. Banyak 
mantan PMI kembali ke kampung halaman tanpa dukungan modal, 
pelatihan, atau akses usaha, sehingga mereka kembali ke pekerjaan 
informal yang tidak produktif. BP2MI dapat membangun ekosistem 
reintegrasi yang terhubung dengan koperasi PMI, bank penyalur kredit 
usaha, pelatihan wirausaha, serta program padat karya desa berbasis 
dana desa. Program-program ini tidak hanya mengangkat martabat 
mantan PMI, tetapi juga mencegah migrasi ulang yang tidak aman. 

Terakhir, BP2MI harus mampu membangun diplomasi 
pelindungan di level global, khususnya dalam menjalin kerja sama 
dengan lembaga pelindungan tenaga kerja negara tujuan, organisasi 
internasional (ILO, IOM), serta diaspora Indonesia di luar negeri. 
Keberhasilan BP2MI dalam membangun kepercayaan dan negosiasi 
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bilateral akan berdampak besar pada posisi tawar PMI dalam perjanjian 
kerja, skema asuransi, serta akses keadilan di negara penempatan. 

Dengan memperkuat peran dan kapasitas BP2MI secara 
menyeluruh, pemerintah Indonesia tidak hanya akan menciptakan 
sistem migrasi tenaga kerja yang lebih aman dan manusiawi, tetapi juga 
mampu membangun wajah baru pekerja migran sebagai duta 
kompetensi bangsa di pentas global. 

2. Tantangan BP2MI dalam Pelindungan Migran di Era Digital 

Di tengah semakin kompleksnya dinamika migrasi 
internasional dan cepatnya transformasi teknologi digital, Badan 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menghadapi berbagai 
tantangan dalam mewujudkan sistem perlindungan pekerja migran 
yang efektif, adaptif, dan berbasis digital. Meskipun BP2MI telah 
melakukan banyak inovasi, termasuk pengembangan sistem 
SISKOP2MI dan peluncuran layanan berbasis daring, sejumlah 
hambatan masih perlu diatasi agar perlindungan digital tidak berhenti 
pada aspek administratif, tetapi benar-benar menyentuh kepentingan 
dan keselamatan pekerja migran Indonesia secara nyata. 

Pertama, keterbatasan infrastruktur teknologi dan literasi 
digital di tingkat akar rumput masih menjadi hambatan serius. 
Sebagian besar calon PMI berasal dari pedesaan dan daerah tertinggal, 
di mana akses terhadap internet, perangkat digital, dan literasi 
teknologi masih rendah. Akibatnya, mereka sulit mengakses informasi 
resmi dari BP2MI, mendaftar secara mandiri melalui sistem daring, 
atau mengikuti pelatihan pra-penempatan berbasis digital. Dalam 
kondisi ini, migran rentan terhadap informasi palsu, rekrutmen ilegal, 
dan jebakan calo. Upaya digitalisasi perlu dibarengi dengan program 
literasi digital massal, pelatihan langsung, dan pembukaan pusat 
layanan migran digital di desa-desa. 

Kedua, sistem informasi antarinstansi belum sepenuhnya 
terintegrasi dan real time. Meski BP2MI telah membangun 
SISKOP2MI, sistem ini belum sepenuhnya sinkron dengan database 
dari Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja Daerah, 
bahkan sistem informasi negara tujuan. Akibatnya, banyak data pekerja 
migran tidak ter-update, sulit dilacak ketika terjadi kasus, dan tidak 
dapat diverifikasi secara cepat. Hal ini berdampak pada lambatnya 
respon terhadap krisis seperti kekerasan, deportasi, atau pengaduan 
pelanggaran kontrak kerja. Integrasi sistem digital lintas sektor, dengan 
skema berbagi data yang aman dan efisien, menjadi tantangan 
strategis yang mendesak. 
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Ketiga, keterbatasan kapasitas SDM BP2MI dalam 
pengelolaan data digital dan perlindungan siber. Digitalisasi menuntut 
keahlian baru, mulai dari pemrograman sistem, analisis data, 
manajemen database, hingga keamanan siber. Sayangnya, banyak 
kantor BP2MI, terutama di daerah, belum memiliki personel yang 
cukup terlatih untuk menjalankan layanan berbasis teknologi tinggi. 
Selain itu, perlindungan terhadap data pribadi PMI masih menjadi titik 
lemah yang dapat menimbulkan pelanggaran privasi atau 
penyalahgunaan informasi oleh pihak tidak bertanggung jawab. Oleh 
karena itu, investasi dalam pelatihan staf dan sistem keamanan digital 
sangat penting. 

Keempat, pemanfaatan teknologi belum menyentuh aspek 
perlindungan substansial. Layanan digital BP2MI saat ini masih 
dominan pada proses administrasi (pendaftaran, verifikasi dokumen, 
tiket keberangkatan). Padahal, perlindungan sejati justru terjadi dalam 
proses yang lebih kompleks: seperti pemantauan kondisi kerja di luar 
negeri, deteksi dini kekerasan, dan mekanisme pengaduan yang 
responsif. Platform daring seharusnya mampu menyediakan fitur-fitur 
seperti pelaporan langsung melalui aplikasi, deteksi lokasi darurat 
(geolokasi), koneksi cepat ke kantor perwakilan RI, hingga akses 
hukum daring. Sayangnya, layanan-layanan ini masih sangat terbatas 
dalam jangkauan dan pemanfaatannya. 

Kelima, BP2MI menghadapi tantangan dalam membangun 
kepercayaan terhadap sistem digital di tengah maraknya penipuan daring 
dan calo online. Banyak calon PMI dan keluarga mereka yang masih 
lebih percaya pada perantara informal dibanding pada sistem resmi. 
Hal ini diperparah oleh rendahnya literasi hukum dan budaya birokrasi 
yang lambat di masa lalu. Membangun kembali kepercayaan publik 
terhadap layanan digital BP2MI memerlukan pendekatan yang 
humanis, kampanye edukatif yang luas, serta perbaikan kualitas 
layanan secara nyata di lapangan. 

Keenam, keterbatasan dukungan politik dan fiskal dalam 
penguatan transformasi digital. Meskipun BP2MI telah menunjukkan 
berbagai inisiatif, tanpa dukungan anggaran yang memadai dari 
pemerintah pusat maupun daerah, transformasi digital hanya akan 
berjalan setengah hati. Pemerintah perlu menjadikan perlindungan PMI 
sebagai prioritas nasional dalam agenda transformasi digital pelayanan 
publik, serta mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan penyedia 
teknologi dalam membangun sistem yang kuat, aman, dan berorientasi 
pada pengguna (user-centered). 
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Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan peta jalan 
transformasi digital perlindungan pekerja migran yang mencakup lima 
hal utama: perluasan akses dan literasi digital, integrasi sistem 
antarinstansi, penguatan kapasitas SDM, pengembangan fitur 
perlindungan substansial, serta kampanye edukasi publik secara luas. 
Dengan strategi ini, BP2MI tidak hanya menjadi lembaga birokratis, 
tetapi dapat tampil sebagai pusat layanan modern dan pelindung digital 
bagi jutaan warga negara yang bekerja di luar negeri. 

 
E. TENAGA TERAMPIL DAN DAYA SAING 

INTERNASIONAL 

Dalam era globalisasi ekonomi dan transformasi teknologi, 
daya saing tenaga kerja menjadi salah satu indikator utama kemajuan 
suatu bangsa. Negara-negara yang berhasil mengembangkan tenaga 
kerja terampil (skilled labor) tidak hanya mampu memenuhi 
kebutuhan domestiknya, tetapi juga mengekspor sumber daya manusia 
berkualitas ke pasar global dengan nilai tambah tinggi. Indonesia, 
dengan bonus demografi yang masih berjalan hingga satu dekade ke 
depan, memiliki peluang besar untuk mendorong migrasi tenaga kerja 
berbasis keterampilan (skilled migration) sebagai strategi peningkatan 
devisa, reputasi profesional, dan transfer pengetahuan dari luar negeri. 

Namun, hingga kini, profil migrasi tenaga kerja Indonesia 
masih didominasi oleh pekerja sektor informal dan berkeahlian 
rendah, seperti asisten rumah tangga, buruh kebun, atau pekerja 
konstruksi tanpa sertifikasi. Akibatnya, posisi tawar pekerja migran 
Indonesia di luar negeri cenderung lemah, upah yang diterima lebih 
rendah, dan kerentanan terhadap eksploitasi lebih tinggi dibandingkan 
dengan tenaga kerja dari negara pesaing seperti Filipina, India, atau 
Vietnam yang telah lebih dulu mendorong ekspor tenaga kerja 
terampil di sektor kesehatan, perhotelan, dan teknologi informasi. 

Untuk mengubah situasi ini, Indonesia harus melakukan 
reorientasi kebijakan migrasi tenaga kerja dari kuantitas menuju 
kualitas. Artinya, alih-alih menargetkan angka keberangkatan yang 
tinggi semata, pemerintah dan sektor swasta perlu memprioritaskan 
peningkatan keterampilan, sertifikasi, dan rekognisi kompetensi 
internasional bagi calon pekerja. Pengembangan tenaga terampil harus 
dilandaskan pada mapping kebutuhan pasar global secara akurat— 
misalnya, permintaan perawat dan care worker di Jepang dan Jerman, 
teknisi kendaraan listrik di Timur Tengah, chef bersertifikat di Eropa, 
hingga programmer dan analis data di negara-negara maju. 
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Untuk mendukung pengembangan tenaga terampil, sistem 
pendidikan dan pelatihan vokasi nasional harus bertransformasi 
menjadi lebih adaptif, responsif, dan berbasis industri global. 
Kurikulum pelatihan harus disusun bersama dunia usaha dan asosiasi 
profesi internasional. Lembaga pelatihan kerja (LPK) dan politeknik 
vokasi harus dilengkapi dengan fasilitas modern dan konektivitas 
digital, serta diberikan akses terhadap uji kompetensi berbasis standar 
global seperti ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF), 
ISO competency standards, atau skema-skema sertifikasi dari negara 
mitra. Kemampuan bahasa asing, literasi digital, serta soft skills 
seperti komunikasi lintas budaya juga harus menjadi bagian inti dari 
pelatihan tenaga kerja Indonesia. 

Negara-negara pesaing telah lebih dahulu menempatkan 
tenaga terampil di pasar global dengan strategi nasional yang 
sistematis. Filipina, misalnya, telah menjadi eksportir terbesar perawat 
dan pelaut dunia berkat kebijakan pendidikan vokasi yang terstandar 
internasional dan sistem migrasi yang terkoordinasi. India telah 
mengembangkan pusat pelatihan teknologi informasi dan perangkat 
lunak (IT hubs) untuk menyuplai kebutuhan industri digital global. 
Sementara itu, Vietnam mengirim ribuan teknisi dan insinyur ke 
Jepang dan Korea Selatan melalui kerja sama G-to-G dan program 
pemagangan bersertifikat. 

Indonesia perlu meniru bahkan melampaui model-model 
tersebut dengan merancang strategi nasional tenaga kerja terampil 
ekspor yang mencakup: 

a) Peta jalan pengembangan 10 sektor prioritas tenaga terampil 
ekspor; 

b) Harmonisasi standar pelatihan dalam negeri dengan kebutuhan 
pasar luar negeri; 

c) Insentif fiskal dan kemudahan izin untuk LPK dan BLK yang 
berorientasi ekspor SDM; 

d) Perjanjian bilateral tentang pengakuan sertifikasi dan 
perlindungan tenaga kerja terampil; 

e) Diplomasi ketenagakerjaan proaktif dalam membuka jalur 
migrasi profesional dan skilled visa; 

f) Digital talent database sebagai basis informasi dan penempatan 
tenaga terampil lintas negara. 

Pengembangan tenaga kerja terampil bukan hanya soal 
ekonomi, tetapi juga penguatan posisi Indonesia dalam rantai nilai 
global (global value chains). Ketika Indonesia berhasil menempatkan 
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arsitek, teknisi, ahli robotika, hingga perawat bersertifikat di pasar 
internasional, maka bukan hanya devisa yang bertambah, tetapi juga 
nama baik bangsa di mata dunia. Para pekerja terampil menjadi agen 
transformasi yang membawa pulang pengetahuan, pengalaman, dan 
koneksi global yang sangat berharga untuk pembangunan nasional. 

Namun demikian, keberhasilan strategi ini sangat bergantung 
pada komitmen lintas sektor—pemerintah pusat dan daerah, dunia 
pendidikan, industri, hingga lembaga internasional. Tanpa konsistensi 
kebijakan, peningkatan mutu pelatihan, dan sistem pengawasan yang 
andal, pengiriman tenaga terampil justru bisa menjadi bumerang yang 
menimbulkan frustrasi, ketimpangan, dan gagal saing. Oleh karena 
itu, pengembangan tenaga kerja terampil untuk daya saing 
internasional harus diposisikan sebagai proyek strategis nasional yang 
berkelanjutan dan inklusif. 

1. Strategi Penguatan Vokasi untuk Tenaga Terampil Global 

Untuk menjawab kebutuhan pasar kerja internasional yang 
semakin menuntut kompetensi tinggi, penguatan pendidikan dan 
pelatihan vokasi menjadi langkah krusial dalam menyiapkan tenaga 
kerja Indonesia yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga kompetitif di 
tingkat global. Pendidikan vokasi harus tidak lagi dipandang sebagai 
“jalur kedua” setelah pendidikan akademik, melainkan sebagai jalur 
utama dalam membangun tenaga kerja profesional dan bersertifikasi 
internasional. 

Pertama, penguatan vokasi harus dimulai dari reorientasi 
kurikulum berbasis kebutuhan pasar global. Kurikulum pendidikan 
vokasi, baik di tingkat SMK, politeknik, maupun lembaga pelatihan 
kerja (LPK), harus dirancang dengan mengacu pada kompetensi 
industri internasional. Misalnya, untuk sektor perhotelan, kurikulum 
harus memenuhi standar ASEAN Tourism Professional Certification; 
untuk sektor keperawatan dan perawatan lansia, mengacu pada standar 
Jepang (Kaigo) atau Jerman (Pflege); untuk teknologi informasi, 
menyesuaikan dengan standar dari Cisco, Microsoft, atau Google 
Certification. Artinya, kurikulum tidak cukup hanya memenuhi 
kebutuhan lokal, tetapi harus relevan dan adaptif terhadap tren global. 

Kedua, perlu dibangun kemitraan strategis antara lembaga 
vokasi dan dunia usaha/industri global (DUDI). Kolaborasi ini dapat 
berbentuk dual system (pendidikan teori dan praktik di industri), 
magang internasional, penyusunan modul pelatihan bersama, hingga 
penyediaan instruktur dari perusahaan multinasional. Program seperti 
ini telah sukses diterapkan di Jerman dan Swiss, dan Indonesia dapat 
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mengadopsinya secara kontekstual melalui program link and match. 
Dunia industri juga dapat dilibatkan dalam uji kompetensi dan 
sertifikasi, sehingga lulusan vokasi benar-benar “siap pakai” dan 
sesuai standar profesional global. 

Ketiga, revitalisasi infrastruktur pendidikan vokasi sangat 
penting. Banyak SMK dan LPK di Indonesia masih belum memiliki 
peralatan, laboratorium, dan teknologi yang sesuai dengan standar 
industri terkini. Untuk mengatasi ini, pemerintah perlu mendorong 
investasi pada peralatan modern, pelatihan guru/instruktur yang 
relevan, serta konektivitas digital. Pusat Pelatihan Kerja (BLK) harus 
ditransformasi menjadi pusat vokasi unggulan, bukan hanya untuk 
angkatan kerja baru, tetapi juga untuk pekerja migran yang ingin 
melakukan upskilling atau reskilling sebelum berangkat ke luar negeri. 

Keempat, penguatan sistem sertifikasi kompetensi menjadi 
bagian tak terpisahkan dari penguatan vokasi. Sistem ini harus 
menjamin bahwa setiap lulusan vokasi dapat memperoleh sertifikat yang 
diakui lintas negara (mutual recognition). Kolaborasi antara Badan 
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Lembaga Sertifikasi Profesi 
(LSP), dan lembaga internasional harus diperkuat agar sertifikat yang 
dikeluarkan memiliki legitimasi internasional. Pemerintah juga harus 
memperjuangkan pengakuan sertifikasi Indonesia dalam forum-forum 
bilateral dan multilateral sebagai bentuk diplomasi tenaga kerja. 

Kelima, penguatan vokasi juga mencakup pengembangan soft 
skills dan multibahasa, terutama bahasa Inggris, Jepang, Mandarin, 
dan bahasa negara tujuan lainnya. Keterampilan komunikasi, kerja tim 
lintas budaya, adaptabilitas, dan etika profesional menjadi aspek penting 
yang menentukan keberhasilan seorang tenaga kerja di luar negeri. 
Pelatihan soft skills ini harus dimasukkan secara sistematis dalam 
kurikulum vokasi dan pelatihan kerja, bukan sekadar tambahan 
pelengkap. 

Keenam, pemerintah perlu menyediakan beasiswa vokasi dan 
insentif pelatihan bagi calon tenaga kerja ekspor, terutama dari 
kalangan ekonomi menengah ke bawah. Skema pembiayaan seperti 
Kartu Prakerja, Dana Abadi Vokasi, hingga skema pelatihan berbasis 
desa perlu dioptimalkan untuk menjangkau lebih banyak calon tenaga 
kerja yang potensial, tetapi belum mampu secara finansial. Dengan 
demikian, penguatan vokasi tidak hanya melahirkan tenaga kerja 
terampil, tetapi juga menjamin inklusivitas dan pemerataan manfaat 
ekonomi. 
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Ketujuh, perlu adanya pengembangan platform digital terpadu 
vokasi- migrasi, yang menghubungkan data lulusan vokasi, pelatihan, 
sertifikasi, dan peluang kerja internasional. Sistem ini dapat menjadi 
jembatan antara lulusan vokasi dengan perusahaan luar negeri yang 
membutuhkan tenaga kerja. Selain itu, platform ini juga bisa menjadi 
pusat informasi lowongan kerja global yang valid, pendaftaran 
pelatihan bersertifikat, dan validasi digital sertifikat kompetensi. 
Dengan sistem digital ini, proses migrasi tenaga kerja terampil menjadi 
lebih transparan, cepat, dan bebas calo. 

Sebagai penutup, penguatan vokasi bukan hanya persoalan 
pendidikan atau pelatihan kerja, tetapi menyangkut arah pembangunan 
SDM nasional secara menyeluruh. Dalam menghadapi persaingan 
global yang makin tajam, Indonesia harus berani menjadikan vokasi 
sebagai pilar utama strategi ekspor tenaga kerja terampil yang 
bermartabat, aman, dan berdaya saing tinggi. Vokasi adalah jalan 
cepat menuju keunggulan global jika dibangun dengan sistem yang 
terintegrasi dan visi jangka panjang yang konsisten. 

2. Pemetaan Kebutuhan Global dan Perencanaan Tenaga Kerja 
Indonesia 

Agar Indonesia dapat menjadi pemain utama dalam pasar 
tenaga kerja global, diperlukan strategi yang tidak hanya bersifat reaktif 
terhadap peluang yang datang, tetapi juga proaktif dalam melakukan 
pemetaan kebutuhan tenaga kerja dunia dan merencanakan penyiapan 
SDM secara sistematis. Tanpa perencanaan yang berbasis data dan 
tren pasar, pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri akan terus 
berada dalam posisi lemah— mengisi sektor-sektor yang tidak strategis, 
kurang perlindungan, dan bernilai tambah rendah. 

Pertama, pemetaan kebutuhan global harus berbasis pada riset 
pasar tenaga kerja internasional yang berkelanjutan dan dinamis. 
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, BPS, serta 
dukungan dari Kedutaan Besar RI, perlu membentuk Global Labor 
Intelligence Unit— yakni satuan kerja khusus yang bertugas 
memantau, menganalisis, dan mempublikasikan secara berkala sektor-
sektor kerja yang mengalami pertumbuhan di berbagai negara. 
Misalnya, tren penuaan penduduk di Jepang dan Eropa Barat 
membuka peluang besar untuk perawat dan tenaga perawatan lanjut 
usia; revolusi industri 4.0 memunculkan permintaan tinggi akan 
programmer, teknisi AI, dan analis data; sementara sektor logistik dan 
hospitality berkembang pesat di negara-negara Timur Tengah. 
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Kedua, data hasil pemetaan tersebut harus diintegrasikan 
dalam perencanaan nasional tenaga kerja melalui sistem Labor Market 
Forecasting and Planning, yang memproyeksikan: Jenis keahlian yang 
paling dibutuhkan; Negara-negara tujuan yang potensial; Estimasi 
jumlah tenaga kerja yang diperlukan; Level pendidikan dan sertifikasi 
yang relevan; Skema visa dan aturan imigrasi terbaru dari negara tujuan. 
Perencanaan tenaga kerja berbasis proyeksi ini akan menjadi landasan 
bagi penyusunan kurikulum pendidikan vokasi, pelatihan kerja, 
hingga kebijakan beasiswa dan migrasi tenaga kerja. 

Ketiga, diperlukan koordinasi antarlembaga untuk menyusun 
peta jalan penyiapan tenaga kerja ekspor, yang mencakup kementerian 
terkait (Ketenagakerjaan, Luar Negeri, Pendidikan, Perindustrian), 
pemerintah daerah, dunia usaha, serta lembaga pelatihan dan 
sertifikasi. Koordinasi ini harus diwujudkan dalam bentuk dokumen 
perencanaan lintas sektoral yang disebut Rencana Induk 
Pengembangan Tenaga Kerja Ekspor Nasional (RIPTKEN). Dalam 
dokumen ini ditetapkan target sektoral, wilayah prioritas, jumlah 
SDM, dan tahapan implementasi, serta evaluasi secara berkala. 

Keempat, pemerintah harus menjadikan pemetaan kebutuhan 
global sebagai basis penentuan sektor unggulan vokasi daerah. Setiap 
provinsi atau kabupaten/kota sebaiknya diarahkan untuk 
mengembangkan keahlian tertentu yang disesuaikan dengan potensi 
daerah dan permintaan global. Misalnya, Sumatera Barat fokus pada 
kuliner dan hospitality; Jawa Tengah pada perawat dan teknisi 
manufaktur; Nusa Tenggara Timur pada sektor konstruksi dan 
pertanian modern. Dengan model ini, Indonesia membangun klaster 
kompetensi tenaga kerja yang terfokus, efisien, dan unggul. 

Kelima, penting untuk membangun dashboard digital 
kebutuhan pasar tenaga kerja global yang terbuka untuk publik, 
khususnya calon tenaga kerja, lembaga pelatihan, dan dunia usaha. 
Dashboard ini menampilkan informasi terkini tentang peluang kerja, 
negara tujuan, syarat kompetensi, serta prosedur migrasi yang legal 
dan aman. Akses terhadap informasi ini akan mendorong keterlibatan 
aktif masyarakat dalam menyiapkan diri sesuai kebutuhan pasar. 

Keenam, pemetaan juga harus mencakup analisis risiko dan 
kerentanan pekerja migran di negara tujuan, termasuk aspek hukum, 
politik, sosial, dan perlindungan HAM. Dengan memahami potensi 
risiko, pemerintah dapat merancang strategi mitigasi sejak awal, 
termasuk penempatan di negara- negara dengan tingkat perlindungan 
tinggi, penyusunan MoU bilateral yang lebih kuat, dan pembekalan 
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khusus bagi calon pekerja ke negara dengan risiko tinggi. 

Ketujuh, perencanaan tenaga kerja ke luar negeri tidak boleh 
dipisahkan dari rencana pembangunan nasional jangka panjang, 
khususnya dalam konteks pembangunan SDM unggul dan pencapaian 
visi Indonesia Emas 2045. Pengiriman tenaga kerja terampil ke luar 
negeri harus menjadi bagian dari strategi globalisasi SDM Indonesia—
yakni menempatkan pekerja Indonesia sebagai bagian dari ekosistem 
ekonomi dunia, bukan sekadar tenaga migran, tetapi juga agen inovasi 
dan diplomasi kompetensi bangsa. 

Sebagai penutup, pemetaan kebutuhan global dan perencanaan 
tenaga kerja Indonesia bukan lagi pilihan, tetapi keniscayaan. Tanpa 
keduanya, migrasi tenaga kerja hanya akan menjadi pengiriman 
tenaga kasual tanpa arah, dan tidak membawa manfaat strategis bagi 
bangsa. Dengan pemetaan yang kuat, Indonesia akan memasuki era 
baru migrasi tenaga kerja: terencana, terampil, dan berdaya saing 
global. 

 
F. STUDI KASUS: POTENSI TENAGA TERAMPIL 

INDONESIA DI PASAR GLOBAL 

Untuk memahami lebih konkret potensi dan tantangan tenaga 
terampil Indonesia di pasar kerja global, penting untuk menelaah 
beberapa studi kasus yang menggambarkan keberhasilan, hambatan, 
serta peluang perluasan penempatan tenaga kerja terampil di berbagai 
sektor strategis dan negara tujuan. Studi-studi ini menunjukkan bahwa 
Indonesia memiliki SDM yang berkualitas dan mampu bersaing, 
asalkan didukung dengan pelatihan yang tepat, sistem migrasi yang 
legal, dan pengakuan internasional atas kompetensi mereka. 

1. Tenaga Perawat Indonesia di Jepang (Program G to G 
Indonesia–Jepang) 

Sejak 2008, Indonesia telah menjalin kerja sama penempatan 
perawat dan care worker dengan pemerintah Jepang melalui skema 
Government to Government (G to G) berdasarkan Indonesia–Japan 
Economic Partnership Agreement (IJEPA). Dalam program ini, 
peserta yang lolos seleksi akan dikirim ke rumah sakit atau panti 
jompo di Jepang, setelah mengikuti pelatihan bahasa Jepang dan lulus 
uji kompetensi setempat. Keberhasilan: 

a) Ratusan perawat Indonesia telah bekerja secara legal dengan 
perlindungan penuh di Jepang. 

b) Gaji dan tunjangan relatif tinggi dibandingkan dengan sektor 
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domestik. 
c) Terjadi transfer teknologi perawatan lansia dan 

pengalaman kerja internasional. 

Tantangan: 

a) Tingginya tingkat kesulitan ujian sertifikasi perawat nasional 
Jepang (Nursing National Exam). 

b) Hambatan bahasa dan adaptasi budaya yang cukup besar. 
c) Masih terbatasnya jumlah peserta yang bisa dikirim per tahun. 

Potensi: 

a) Kebutuhan Jepang akan caregiver diperkirakan terus 
meningkat seiring dengan penuaan penduduk. 

b) Peluang ekspansi program serupa ke negara-negara lain 
seperti Jerman dan Taiwan. 

2. Pekerja Teknologi Informasi Indonesia di Singapura dan 
Eropa 

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor teknologi informasi 
(TI) menjadi sektor yang sangat menjanjikan bagi tenaga kerja 
Indonesia. Banyak lulusan teknik informatika dan bootcamp digital 
dari Indonesia yang berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai software 
engineer, UI/UX designer, dan data analyst di Singapura, Belanda, 
hingga Jerman, baik secara fisik maupun melalui skema kerja jarak 
jauh (remote). 

Keberhasilan: 

a) Banyak startup dan perusahaan internasional mengakui kualitas 
teknis pekerja TI Indonesia. 

b) Platform seperti GitHub, LinkedIn, dan Upwork menjadi sarana 
promosi kompetensi secara global. 

c) Beberapa universitas dan lembaga swasta telah menawarkan 
sertifikasi kompetensi internasional (seperti Google Developer, 
Microsoft Azure, dll). 

Tantangan: 

a) Lemahnya kemampuan bahasa asing dan komunikasi 
profesional di sebagian lulusan. 

b) Belum adanya regulasi migrasi TI yang terstruktur secara 
nasional. 
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Potensi: 

a) Indonesia dapat menjadi hub digital talent Asia Tenggara jika 
pendidikan TI dan literasi digital diperkuat sejak dini. 

3. Tenaga Konstruksi dan Welder Indonesia di Timur Tengah 

Sejumlah perusahaan konstruksi di Uni Emirat Arab, Arab 
Saudi, dan Qatar telah mempekerjakan tenaga kerja Indonesia yang 
terampil di bidang bangunan, pengelasan (welding), dan perakitan 
logam. Lulusan BLK dan LPK yang telah mendapatkan sertifikasi 
seperti 3G, 4G, hingga 6G Welding mendapatkan gaji yang cukup 
tinggi serta lingkungan kerja yang lebih profesional dibandingkan 
sektor informal. 

Keberhasilan: 

a) Pengakuan terhadap tenaga teknis Indonesia semakin 
meningkat. 

b) Ketersediaan pelatihan kejuruan di dalam negeriyang cukup 
berkembang di sektor ini. 

Tantangan: 

a) Masih banyak yang diberangkatkan melalui jalur tidak resmi 
sehingga rawan eksploitasi. 

b) Perluasan skema sertifikasi global masih terbatas pada wilayah 
tertentu. 

Potensi: 

a) Proyek pembangunan besar di Timur Tengah (seperti NEOM 
City di Arab Saudi) menyerap puluhan ribu tenaga teknis asing. 

4. Chef dan Tenaga Kuliner Indonesia di Asia Tenggara dan 
Australia 

Chef Indonesia, terutama yang menguasai masakan Asia dan 
internasional, mulai mendapatkan tempat di hotel, restoran, dan kapal 
pesiar internasional. Lulusan sekolah perhotelan dan kuliner nasional 
yang telah mengikuti sertifikasi seperti ASEAN Culinary Professional 
Certification dapat bekerja di Singapura, Malaysia, bahkan Australia. 

Keberhasilan: 

a) Keunikan masakan Indonesia mulai dikenal dunia. 
b) Banyak restoran internasional mencari chef dengan spesialisasi 

fusion food. 
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Tantangan: 

a) Persaingan dengan tenaga kerja dari Filipina dan Thailand yang 
lebih dahulu terorganisasi. 

b) Keterbatasan pengakuan atas sertifikasi kuliner lokal. 

Potensi: 

a. Dengan branding “gastro-diplomasi,” chef Indonesia juga bisa 
menjadi duta budaya yang memperkenalkan kuliner nasional di 
dunia. 

Refleksi Umum 

Studi-studi kasus di atas menunjukkan bahwa potensi tenaga 
terampil Indonesia untuk bersaing di pasar global sangat besar, 
terutama jika dibekali dengan pelatihan berkualitas, sertifikasi yang 
diakui internasional, dan jalur migrasi legal yang aman. Namun, 
upaya ini masih bersifat sporadis dan belum menjadi arus utama 
kebijakan migrasi nasional. Oleh karena itu, diperlukan strategi 
nasional pengembangan tenaga terampil ekspor, integrasi antara 
pendidikan vokasi dan pasar kerja global, serta diplomasi aktif dalam 
memperluas peluang kerja luar negeri. 

Dengan pembenahan sistemik, tenaga terampil Indonesia 
dapat menjadi sumber kekuatan baru ekonomi nasional, tidak hanya 
melalui remitansi, tetapi juga melalui jaringan global, pengalaman 
profesional, dan kontribusi pada reputasi Indonesia sebagai eksportir 
SDM unggulan. 
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BAB VIII 
SDM UNTUK PEMBANGUNAN 

BERKELANJUTAN 
 

 

 

 

Pembangunan berkelanjutan bukan sekadar agenda 
lingkungan, melainkan pendekatan holistik yang mencakup aspek 
sosial, ekonomi, dan ekologis demi kesejahteraan generasi kini dan 
mendatang. Di tengah urgensi global untuk mengatasi krisis iklim, 
ketimpangan sosial, dan penipisan sumber daya alam, peran Sumber 
Daya Manusia (SDM) menjadi semakin sentral. SDM yang 
berkualitas, adaptif, dan memiliki kesadaran lingkungan tinggi adalah 
fondasi utama dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). 

Bab ini menguraikan keterkaitan antara pengembangan SDM 
dan pencapaian SDGs secara langsung, dengan menyoroti bagaimana 
tenaga kerja yang terlatih dan sadar lingkungan mampu berkontribusi 
pada transformasi sistem sosial-ekonomi ke arah yang lebih adil dan 
ramah lingkungan. Lebih jauh, bab ini juga mengulas peran SDM 
dalam mendukung ekonomi hijau melalui penciptaan dan pemenuhan 
kebutuhan akan green jobs, serta pentingnya pendidikan berkelanjutan 
dan literasi lingkungan dalam membentuk pola pikir dan perilaku 
generasi masa depan. 

Di tengah tantangan perubahan iklim, inovasi dalam 
pengelolaan dan pemberdayaan SDM menjadi krusial. Bagaimana 
SDM dirancang, dikembangkan, dan dikelola akan menentukan 
keberhasilan strategi mitigasi dan adaptasi. Tanggung jawab sosial 
korporasi juga menjadi panggung penting bagi keterlibatan sektor 
swasta dalam memberdayakan SDM demi tujuan keberlanjutan. Untuk 
memberikan ilustrasi nyata, bab ini ditutup dengan studi kasus 
pemberdayaan SDM lokal dalam proyek energi terbarukan, yang 
menunjukkan bagaimana sinergi antara kepentingan lingkungan dan 
pembangunan manusia dapat tercapai secara konkret di tingkat akar 
rumput. 
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A. HUBUNGAN ANTARA SDM DAN SDGS 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan 
agenda global yang terdiri dari 17 tujuan utama dengan 169 target 
yang dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan multidimensional, 
mulai dari kemiskinan, ketimpangan, pendidikan, hingga perubahan 
iklim. Dalam konteks ini, Sumber Daya Manusia (SDM) memegang 
peran strategis sebagai agen perubahan sekaligus objek pembangunan 
itu sendiri. SDM bukan hanya bagian dari input pembangunan, tetapi 
juga menjadi sasaran utama yang harus diberdayakan agar 
pembangunan bersifat inklusif dan berkelanjutan. 

Keterkaitan antara pengembangan SDM dan SDGs sangat 
erat. Misalnya, SDG 4 menekankan pentingnya pendidikan berkualitas 
yang merata, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan 
kapasitas manusia. SDG 8 mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif 
melalui penciptaan pekerjaan yang layak, yang tak bisa dicapai tanpa 
SDM yang terlatih dan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan zaman. 
Sementara itu, SDG 13 tentang penanganan perubahan iklim menuntut 
keterlibatan SDM yang sadar lingkungan dan mampu berinovasi 
dalam solusi adaptif dan mitigatif. 

Di banyak negara, kesenjangan dalam kualitas dan akses 
pengembangan SDM menjadi salah satu penghambat utama 
pencapaian SDGs. Oleh karena itu, investasi dalam sektor pendidikan, 
pelatihan vokasi, kesehatan, serta kesetaraan gender menjadi fondasi 
penting untuk membangun SDM yang berdaya saing dan berkontribusi 
terhadap pencapaian target-target global. Tanpa perencanaan SDM 
yang strategis, tujuan-tujuan ambisius dalam SDGs akan sulit 
diwujudkan secara menyeluruh. 

Dengan demikian, pengembangan SDM yang menyeluruh, 
inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan merupakan kunci utama 
dalam mendorong transformasi global yang lebih adil, hijau, dan 
berketahanan. 

 
B. PERAN SDM DALAM EKONOMI HIJAU (GREEN JOBS) 

Peralihan menuju ekonomi hijau merupakan strategi penting 
dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, degradasi lingkungan, 
dan ketimpangan sosial. Ekonomi hijau berorientasi pada pertumbu-
han yang rendah emisi karbon, efisien dalam penggunaan sumber 
daya, serta inklusif secara sosial. Di tengah transformasi ini, peran 
Sumber Daya Manusia menjadi sangat vital, terutama dalam 
menciptakan dan mengisi ruang kerja yang dikenal sebagai green jobs 
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atau pekerjaan hijau. 

Green jobs adalah pekerjaan yang berkontribusi pada 
pelestarian atau pemulihan kualitas lingkungan, baik di sektor energi 
terbarukan, pengelolaan limbah, efisiensi energi, pertanian 
berkelanjutan, maupun transportasi ramah lingkungan. Agar sektor-
sektor ini berkembang optimal, dibutuhkan SDM yang tidak hanya 
memiliki kompetensi teknis, tetapi juga memiliki kesadaran ekologis 
dan komitmen terhadap keberlanjutan. 

Transformasi menuju ekonomi hijau menuntut adanya 
penyesuaian besar dalam kebijakan ketenagakerjaan, sistem 
pendidikan, dan pelatihan kejuruan. Peningkatan keterampilan 
(upskilling) dan alih keterampilan (reskilling) menjadi agenda utama 
untuk memastikan transisi yang adil bagi tenaga kerja, terutama di 
sektor-sektor tradisional yang terdampak oleh kebijakan 
dekarbonisasi. Misalnya, pekerja di sektor batu bara perlu disiapkan 
untuk beralih ke pekerjaan di bidang energi terbarukan, seperti panel 
surya atau turbin angin. 

Selain aspek teknis, ekonomi hijau juga membuka peluang 
untuk memperkuat inklusivitas, dengan melibatkan perempuan, kaum 
muda, dan komunitas lokal dalam proyek-proyek berbasis 
lingkungan. Dengan demikian, pembangunan kapasitas SDM 
menjadi prasyarat mutlak bagi keberhasilan ekonomi hijau, sekaligus 
menjadi jalan menuju keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. 

Oleh karena itu, negara-negara yang serius mengembangkan 
green jobs perlu memiliki kebijakan SDM yang proaktif, inklusif, dan 
adaptif terhadap kebutuhan masa depan, dengan menempatkan 
manusia sebagai pusat dari transisi menuju ekonomi yang lebih hijau 
dan berkelanjutan. 

 
C. PENDIDIKAN BERKELANJUTAN DAN LITERASI 

LINGKUNGAN 

Pendidikan berkelanjutan dan literasi lingkungan merupakan 
dua konsep penting yang saling melengkapi dalam membentuk 
masyarakat yang peduli, kritis, dan bertanggung jawab terhadap masa 
depan planet ini. Pendidikan berkelanjutan bertujuan untuk 
menanamkan nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang 
mendukung terciptanya pola hidup yang menghargai keberlanjutan 
lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pendidikan ini tidak hanya terbatas 
pada institusi formal seperti sekolah atau universitas, tetapi juga 
mencakup pembelajaran sepanjang hayat di berbagai konteks, 
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termasuk di komunitas, tempat kerja, dan media. Di sisi lain, literasi 
lingkungan adalah kemampuan individu untuk memahami konsep dan 
proses yang berkaitan dengan lingkungan alam, termasuk hubungan 
antara manusia dan lingkungannya, dampak aktivitas manusia terhadap 
ekosistem, serta pentingnya menjaga keseimbangan ekologis. Literasi 
ini memungkinkan seseorang untuk mengambil keputusan yang bijak, 
kritis, dan berbasis pada pengetahuan ilmiah dalam menghadapi 
berbagai isu lingkungan seperti perubahan iklim, pencemaran, dan 
kerusakan alam. Ketika pendidikan berkelanjutan dan literasi 
lingkungan diterapkan secara sinergis dalam sistem pendidikan dan 
kehidupan sehari-hari, masyarakat akan lebih siap menghadapi 
tantangan global, seperti krisis energi, ketimpangan sosial, dan 
degradasi lingkungan. Integrasi kedua konsep ini sangat penting untuk 
menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi 
juga memiliki empati, kesadaran ekologis, serta komitmen untuk 
menjaga bumi sebagai tempat hidup bersama bagi generasi kini dan 
yang akan datang. 

1. Pendidikan Berkelanjutan sebagai Fondasi Transformasi 
Sosial 

Pendidikan berkelanjutan merupakan pilar utama dalam 
menciptakan masyarakat yang sadar lingkungan, adil secara sosial, 
dan tangguh dalam menghadapi perubahan zaman. Berbeda dengan 
pendekatan pendidikan konvensional yang cenderung berorientasi 
pada capaian akademik dan keterampilan kerja semata, pendidikan 
berkelanjutan mengedepankan pembentukan karakter, kesadaran 
kritis, serta tanggung jawab kolektif terhadap keberlangsungan hidup 
umat manusia dan ekosistem bumi. 

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pendidikan tidak 
hanya berperan sebagai alat untuk mentransfer pengetahuan, tetapi 
juga sebagai sarana untuk mentransformasi cara pandang dan perilaku 
masyarakat terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim, keadilan 
sosial, kemiskinan, dan pelestarian sumber daya alam. Melalui 
pendidikan yang kontekstual, partisipatif, dan berbasis nilai, individu 
didorong untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam 
komunitasnya. 

Pendidikan berkelanjutan perlu diintegrasikan ke dalam 
seluruh jenjang dan jalur pendidikan, mulai dari pendidikan dasar 
hingga pendidikan tinggi, serta melalui jalur non-formal dan informal. 
Kurikulum harus dirancang agar mencakup dimensi ekologis, sosial, 
dan ekonomi secara seimbang, dengan pendekatan yang interdisipliner 
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dan reflektif. Lebih jauh, metode pembelajaran yang mendorong 
kolaborasi, pemecahan masalah, dan aksi nyata sangat penting dalam 
memperkuat pemahaman dan komitmen peserta didik terhadap prinsip 
keberlanjutan. 

Di tingkat masyarakat, pendidikan berkelanjutan juga dapat 
berperan dalam membangun ketangguhan sosial terhadap berbagai 
krisis, seperti bencana alam, pandemi, dan konflik sosial. Ketika 
masyarakat memiliki pengetahuan dan nilai yang mendalam mengenai 
keberlanjutan, mereka lebih mampu mengambil keputusan yang bijak 
dalam menghadapi tantangan lokal maupun global. 

Dengan demikian, pendidikan berkelanjutan bukan sekadar 
bagian dari sistem pendidikan, tetapi merupakan fondasi transformasi 
sosial menuju masyarakat yang adil, inklusif, dan berwawasan masa 
depan. 

2. Literasi Lingkungan dalam Pengembangan SDM 

Literasi lingkungan merupakan kemampuan individu untuk 
memahami, menilai, dan mengambil keputusan berdasarkan 
pengetahuan tentang lingkungan serta kesadarannya terhadap dampak 
dari aktivitas manusia terhadap alam. Dalam kerangka pembangunan 
berkelanjutan, literasi lingkungan menjadi komponen krusial dalam 
pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak hanya 
kompeten secara teknis, tetapi juga bijaksana secara ekologis. 

Tingginya tingkat eksploitasi sumber daya alam, pencemaran 
lingkungan, dan krisis iklim global sebagian besar disebabkan oleh 
rendahnya literasi lingkungan dalam pengambilan keputusan di 
berbagai level—mulai dari individu hingga institusi. Oleh karena itu, 
peningkatan literasi lingkungan tidak bisa dipisahkan dari upaya 
membangun SDM yang berdaya saing dan berorientasi pada masa 
depan. 

Literasi lingkungan yang kuat memungkinkan SDM 
memahami keterkaitan antara aktivitas ekonomi, sosial, dan 
lingkungan. Hal ini membentuk pola pikir sistemik yang penting 
untuk merancang solusi inovatif yang mempertimbangkan dampak 
jangka panjang terhadap ekosistem. Misalnya, seorang pengusaha yang 
memiliki literasi lingkungan tinggi cenderung mengadopsi praktik 
bisnis ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, 
pengurangan limbah, dan efisiensi sumber daya. 

Dalam dunia kerja, literasi lingkungan juga menjadi nilai 
tambah yang semakin dicari oleh perusahaan, terutama di sektor-



 Ekonomi Sumber Daya Manusia; Tantangan Digital, Ketimpangan, dan Daya Saing Global | 175 

sektor yang tengah bertransformasi menuju ekonomi hijau. Pegawai 
yang memahami prinsip- prinsip keberlanjutan lebih mampu 
berkontribusi dalam pencapaian target lingkungan perusahaan dan 
mendukung penerapan kebijakan tanggung jawab sosial korporasi. 

Untuk itu, literasi lingkungan perlu diintegrasikan dalam 
berbagai bentuk pelatihan dan pendidikan SDM, baik dalam konteks 
formal maupun non-formal. Program  magang, workshop, 
kampanye publik, hingga pelatihan karyawan dapat menjadi wahana 
efektif untuk menanamkan nilai- nilai keberlanjutan secara praktis. 

Dengan meningkatnya literasi lingkungan di kalangan SDM, 
diharapkan tercipta generasi pekerja, pemimpin, dan warga negara 
yang tidak hanya produktif, tetapi juga bertanggung jawab terhadap 
kelestarian planet ini. 

 
D. INOVASI SDM DALAM MENJAWAB KRISIS IKLIM 

Krisis iklim merupakan salah satu tantangan terbesar abad ke-
21, dengan dampak yang meluas terhadap ekosistem, kesehatan, 
ekonomi, dan stabilitas sosial. Menjawab tantangan ini tidak hanya 
memerlukan kebijakan yang kuat dan teknologi yang canggih, tetapi 
juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang inovatif, adaptif, dan 
memiliki kepedulian tinggi terhadap keberlanjutan. Inovasi SDM 
menjadi elemen kunci dalam menciptakan solusi transformatif yang 
dapat merespons dinamika perubahan iklim secara cepat dan 
berkelanjutan. 

SDM yang inovatif mampu menciptakan terobosan dalam 
berbagai bidang, seperti pengembangan teknologi energi terbarukan, 
pertanian cerdas iklim, desain kota berkelanjutan, serta sistem 
transportasi rendah emisi. Inovasi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi 
juga mencakup pendekatan sosial dan kelembagaan, misalnya melalui 
pengembangan model bisnis sirkular, kebijakan insentif hijau, atau 
sistem pembiayaan iklim berbasis komunitas. 

Penguatan kapasitas SDM dalam bidang riset, teknologi, dan 
kewirausahaan berkelanjutan menjadi langkah strategis untuk 
mendorong inovasi iklim. Institusi pendidikan tinggi, pusat pelatihan 
kejuruan, dan inkubator bisnis berperan penting dalam membekali 
individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan 
untuk mengembangkan solusi iklim yang kontekstual dan berdampak 
luas. 
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Selain kemampuan teknis, inovasi iklim membutuhkan 
karakter SDM yang memiliki nilai empati, keberanian mengambil 
risiko, serta kemauan untuk berkolaborasi lintas disiplin dan sektor. 
Budaya kerja yang mendukung kreativitas dan eksperimentasi perlu 
dibangun di berbagai tingkat organisasi, baik di pemerintahan, dunia 
usaha, maupun masyarakat sipil. 

Lebih jauh, keterlibatan generasi muda sebagai pelopor 
inovasi iklim perlu didorong melalui program mentoring, kompetisi 
ide hijau, dan dukungan terhadap start-up lingkungan. Dengan 
memberikan ruang bagi SDM muda untuk berinovasi, maka akan lahir 
solusi-solusi segar yang dapat mempercepat transisi menuju masa 
depan yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim. 

Dengan demikian, pengembangan SDM yang berjiwa inovatif 
bukan hanya respons terhadap krisis iklim, tetapi merupakan investasi 
jangka panjang untuk mewujudkan ketahanan iklim, keadilan 
ekologis, dan pembangunan berkelanjutan. 

1. Penguatan Kapasitas SDM dalam Inovasi Iklim 

Untuk menjawab tantangan krisis iklim secara efektif, 
penguatan kapasitas SDM menjadi langkah strategis yang tak 
terelakkan. Krisis iklim tidak hanya menuntut respons darurat, tetapi 
juga solusi jangka panjang yang berbasis pada pengetahuan, 
keterampilan, dan kreativitas manusia. Oleh karena itu, kapasitas 
SDM dalam hal inovasi iklim harus terus dikembangkan melalui 
pendekatan yang terstruktur, inklusif, dan berorientasi pada masa 
depan. 

Penguatan kapasitas SDM meliputi peningkatan kompetensi 
teknis di berbagai bidang terkait iklim, seperti teknologi energi 
terbarukan, manajemen risiko bencana, pemodelan iklim, sistem 
informasi geografis (GIS), serta adaptasi sektor-sektor rentan seperti 
pertanian dan perikanan. Pelatihan yang bersifat praktis dan berbasis 
kebutuhan lokal sangat penting agar inovasi yang lahir dapat diterapkan 
secara nyata dan efektif di lapangan. Selain keterampilan teknis, 
kemampuan analitis, kepemimpinan, dan komunikasi menjadi kunci 
penting dalam merancang dan menyebarluaskan inovasi iklim. SDM 
yang mampu menerjemahkan data ilmiah ke dalam kebijakan publik 
atau inisiatif komunitas akan berperan besar dalam mempercepat 
aksi iklim di tingkat nasional maupun lokal. Oleh karena itu, pelatihan 
interdisipliner dan lintas sektor perlu dikembangkan untuk membekali 
SDM dengan wawasan yang holistik. 
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Institusi pendidikan dan lembaga riset berperan penting dalam 
menyediakan ekosistem pembelajaran yang mendorong inovasi. 
Kolaborasi antara dunia akademik, industri, dan pemerintah perlu 
diperkuat untuk menciptakan jalur pembelajaran yang dinamis dan 
relevan. Skema beasiswa, magang, dan program pelatihan iklim juga 
harus diperluas agar lebih banyak individu, khususnya generasi muda, 
memiliki akses terhadap pengetahuan dan pengalaman di bidang ini. 

Tak kalah penting, kapasitas kelembagaan juga harus 
mendukung perkembangan SDM inovatif. Lingkungan kerja yang 
kondusif, budaya organisasi yang terbuka terhadap perubahan, serta 
adanya ruang untuk eksplorasi ide baru akan mendorong SDM untuk 
terus berkembang dan berkontribusi maksimal dalam menangani isu 
iklim. 

Dengan membangun kapasitas SDM secara komprehensif, 
masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan iklim dengan solusi 
yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan. 

 
E. SDM DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL KORPORASI 

Tanggung Jawab Sosial Korporasi (Corporate Social 
Responsibility/CSR) telah berkembang dari sekadar aktivitas 
filantropi menjadi bagian integral dari strategi bisnis berkelanjutan. 
Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, CSR menjadi wujud 
nyata dari komitmen sektor swasta untuk berkontribusi terhadap 
kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Di balik 
keberhasilan pelaksanaan CSR, peran Sumber Daya Manusia (SDM) 
sangat krusial sebagai pelaksana, pengelola, sekaligus pengarah visi 
keberlanjutan perusahaan. 

SDM dalam konteks CSR tidak hanya bertugas menjalankan 
program- program sosial perusahaan, tetapi juga menjadi duta nilai-
nilai etika dan keberlanjutan dalam budaya kerja. Melalui pelatihan 
dan penguatan kapasitas, karyawan dapat memiliki pemahaman yang 
mendalam tentang dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan 
operasional perusahaan. Hal ini memungkinkan mereka untuk 
mengambil keputusan yang lebih bertanggung jawab, baik di tingkat 
individu maupun organisasi. 

Lebih jauh, pelibatan karyawan dalam inisiatif CSR mampu 
meningkatkan motivasi kerja, loyalitas, serta rasa kepemilikan 
terhadap misi sosial perusahaan. Banyak perusahaan mulai 
mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam sistem penilaian kinerja, 
pengembangan karier, dan program kepemimpinan, sehingga SDM 
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menjadi aktor utama dalam menginternalisasi nilai-nilai tanggung 
jawab sosial ke dalam aktivitas bisnis sehari-hari. 

Selain itu, SDM juga berperan dalam membangun relasi yang 
konstruktif dengan komunitas lokal. Melalui pendekatan partisipatif, 
perusahaan dapat merancang program CSR yang lebih relevan dengan 
kebutuhan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan 
lingkungan, akses kesehatan, atau dukungan terhadap UMKM lokal. 
Dalam hal ini, kepekaan sosial dan kemampuan komunikasi yang baik 
dari SDM menjadi aset yang sangat berharga. 

Di era di mana reputasi perusahaan semakin dipengaruhi oleh 
komitmen sosial dan keberlanjutan, penguatan SDM dalam bidang 
CSR menjadi kebutuhan strategis. Perusahaan yang mampu 
memberdayakan SDM sebagai penggerak CSR akan lebih mudah 
meraih kepercayaan publik, meningkatkan nilai merek, dan 
berkontribusi secara nyata terhadap pembangunan berkelanjutan. 

Dengan demikian, sinergi antara pengelolaan SDM dan 
tanggung jawab sosial korporasi bukan hanya mendukung 
profitabilitas jangka panjang perusahaan, tetapi juga memperkuat 
kontribusinya terhadap transformasi sosial dan perlindungan 
lingkungan. 

1. Integrasi Nilai Keberlanjutan dalam Manajemen SDM 
Perusahaan 

Di tengah tuntutan global terhadap praktik bisnis yang 
bertanggung jawab, integrasi nilai-nilai keberlanjutan ke dalam 
manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi strategi penting 
bagi perusahaan yang ingin tetap relevan dan berdaya saing. Nilai 
keberlanjutan yang mencakup kepedulian terhadap lingkungan, 
keadilan sosial, dan etika kerja yang tinggi perlu ditanamkan tidak 
hanya dalam visi perusahaan, tetapi juga dalam seluruh proses 
pengelolaan SDM — mulai dari perekrutan hingga pengembangan 
karier. 

Proses rekrutmen, misalnya, kini semakin mempertimbangkan 
aspek nilai dan komitmen kandidat terhadap keberlanjutan. 
Perusahaan yang visioner tidak hanya mencari tenaga kerja yang 
kompeten secara teknis, tetapi juga mereka yang memiliki kesadaran 
lingkungan dan tanggung jawab sosial. Dalam tahap orientasi dan 
pelatihan, karyawan dibekali dengan pemahaman mengenai dampak 
sosial dan ekologis dari kegiatan operasional perusahaan serta peran 
mereka dalam mendukung misi keberlanjutan tersebut. 
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Dalam pengembangan karier, keberlanjutan dapat dijadikan 
indikator kinerja dan bagian dari kompetensi inti yang harus dimiliki 
oleh setiap karyawan. Program-program kepemimpinan dan pelatihan 
lanjutan dapat diarahkan untuk memperkuat kemampuan berpikir 
strategis, inovatif, dan etis dalam menghadapi isu-isu keberlanjutan. 
Selain itu, kebijakan insentif dan penghargaan terhadap kontribusi 
karyawan dalam proyek-proyek berkelanjutan menjadi bentuk 
pengakuan nyata terhadap peran SDM dalam mendukung tanggung 
jawab sosial korporasi. 

Tak kalah penting, lingkungan kerja yang inklusif, transparan, 
dan mendukung keseimbangan antara produktivitas dan keberlanjutan 
hidup menjadi cerminan dari praktik manajemen SDM yang 
berorientasi jangka panjang. Kesejahteraan karyawan, kesempatan 
pengembangan diri, dan ruang partisipasi dalam pengambilan 
keputusan bukan hanya meningkatkan motivasi, tetapi juga 
memperkuat keterikatan mereka terhadap misi sosial perusahaan. 

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan secara 
menyeluruh ke dalam manajemen SDM, perusahaan dapat 
membangun budaya kerja yang progresif, tangguh, dan siap 
menghadapi tantangan masa depan. SDM yang terinternalisasi dengan 
semangat keberlanjutan akan menjadi kekuatan utama dalam 
menjembatani tujuan bisnis dan kontribusi nyata terhadap 
pembangunan berkelanjutan. 

2. Peran Karyawan sebagai Agen Perubahan dalam Program 
CSR 

Keberhasilan program Tanggung Jawab Sosial Korporasi 
(CSR) tidak semata bergantung pada kebijakan manajemen puncak, 
tetapi sangat ditentukan oleh partisipasi aktif para karyawan sebagai 
pelaku utama di lapangan. Dalam konteks ini, karyawan bukan hanya 
objek dari kebijakan perusahaan, melainkan aktor perubahan (change 
agent) yang berperan dalam menjembatani nilai-nilai keberlanjutan 
perusahaan dengan kebutuhan nyata masyarakat dan lingkungan. 

Karyawan yang diberdayakan dan dilibatkan secara langsung 
dalam perencanaan dan pelaksanaan program CSR cenderung 
memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap keberhasilan 
inisiatif tersebut. Mereka menjadi jembatan komunikasi yang efektif 
antara perusahaan dan komunitas, karena memiliki pemahaman ganda: 
visi perusahaan dan realitas sosial di sekitar mereka. Peran ini sangat 
penting, terutama dalam memastikan bahwa program CSR tidak 
bersifat seremonial, tetapi benar- benar menjawab isu-isu lokal secara 
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relevan dan berkelanjutan. 

Banyak perusahaan mulai mengadopsi model partisipatif 
dalam CSR, seperti program sukarelawan karyawan (employee 
volunteering), kompetisi ide sosial dari internal perusahaan, hingga 
penugasan khusus untuk menjalankan proyek sosial berbasis keahlian 
mereka. Keterlibatan semacam ini tidak hanya memperkuat dampak 
sosial dari program CSR, tetapi juga meningkatkan kepuasan kerja, 
loyalitas, dan semangat kolaboratif antar pegawai. 

Selain itu, karyawan yang terlibat aktif dalam kegiatan sosial 
perusahaan sering kali menjadi motor perubahan budaya kerja yang 
lebih empatik, inklusif, dan berwawasan jangka panjang. Mereka 
menjadi role model di lingkungan kerja dalam menginternalisasi nilai-
nilai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam tindakan sehari-hari, 
baik dalam urusan pekerjaan maupun dalam hubungan antarpersonal. 

Agar potensi ini dapat dimaksimalkan, perusahaan perlu 
menciptakan sistem yang mendukung partisipasi karyawan secara 
berkelanjutan. Hal ini mencakup pelatihan CSR, ruang inovasi sosial 
di tempat kerja, pengakuan terhadap kontribusi sosial karyawan, serta 
dukungan manajerial yang kuat. 

Dengan demikian, karyawan sebagai agen perubahan bukan 
hanya memperluas dampak CSR secara horizontal, tetapi juga 
memperdalam transformasi nilai-nilai keberlanjutan dalam tubuh 
perusahaan itu sendiri. Mereka adalah kekuatan moral dan operasional 
yang menjembatani bisnis dengan kemanusiaan dan kelestarian bumi. 

 
F. STUDI KASUS: PEMBERDAYAAN SDM LOKAL DALAM 

PROYEK ENERGI TERBARUKAN 

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal menjadi 
aspek penting dalam keberhasilan proyek energi terbarukan, 
khususnya di daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam 
melimpah namun masih terbatas akses teknologi dan keterampilan. 
Studi kasus ini mengilustrasikan bagaimana pengembangan kapasitas 
SDM lokal tidak hanya mendukung pencapaian target energi bersih, 
tetapi juga memperkuat kemandirian dan kesejahteraan komunitas 
setempat. 

Salah satu contoh nyata adalah proyek pemasangan panel 
surya di wilayah pedesaan terpencil yang sebelumnya bergantung 
pada bahan bakar fosil dan sumber energi tidak stabil. Melalui 
pelatihan teknis yang intensif, warga lokal dibekali kemampuan 
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instalasi, pemeliharaan, dan manajemen sistem energi terbarukan. 
Pendekatan ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi 
juga meningkatkan kesadaran lingkungan dan kemampuan masyarakat 
dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan. 

Selain aspek teknis, pemberdayaan SDM lokal dalam proyek 
ini melibatkan pelatihan manajemen dan kewirausahaan, sehingga 
masyarakat dapat mengelola usaha energi terbarukan secara mandiri 
dan berkelanjutan. Kemitraan antara pemerintah, swasta, dan lembaga 
masyarakat sipil menjadi kunci sukses dalam menciptakan ekosistem 
yang mendukung pengembangan kapasitas ini. 

Keberhasilan proyek ini juga diukur dari dampak sosial-
ekonomi yang terjadi, seperti peningkatan pendapatan keluarga, 
pengurangan biaya energi, serta peningkatan akses pendidikan dan 
kesehatan berkat pasokan listrik yang lebih stabil dan ramah 
lingkungan. Pemberdayaan SDM lokal menunjukkan bahwa teknologi 
saja tidak cukup tanpa keterlibatan manusia sebagai penggerak utama. 

Studi kasus ini menegaskan pentingnya pendekatan inklusif 
dan berkelanjutan dalam pengembangan energi terbarukan, di mana 
SDM lokal diberi kesempatan dan dukungan untuk berkembang. 
Dengan demikian, pembangunan energi bersih bukan hanya solusi 
teknologi, tetapi juga transformasi sosial yang memperkuat ketahanan 
dan kesejahteraan komunitas. 
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BAB IX 
PERAN PEMERINTAH DAN KEBIJAKAN 

STRATEGIS SDM 
 

 

 

 

Dalam pembangunan suatu negara, kualitas sumber daya 
manusia (SDM) menjadi salah satu pilar utama yang menentukan arah 
dan kecepatan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan sosial. 
Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam merancang, 
mengarahkan, dan mengimplementasikan kebijakan strategis yang 
mampu menciptakan SDM unggul, adaptif, dan berdaya saing tinggi. 
Bab ini mengulas secara komprehensif bagaimana peran negara tidak 
hanya bersifat regulatif, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam 
menyinergikan berbagai sektor – pendidikan, ketenagakerjaan, dan 
kesehatan – untuk mendorong pengembangan SDM secara 
menyeluruh dan berkelanjutan. 

Pembahasan diawali dengan penjabaran Rencana Induk 
Pembangunan SDM Nasional sebagai kerangka besar yang 
mengatur arah pembangunan jangka panjang, diikuti oleh analisis 
terhadap Program Kartu Prakerja dan transformasi pelatihan kerja 
berbasis digital sebagai respons terhadap disrupsi teknologi. Bab ini 
juga menggali dinamika dalam reformasi sistem pendidikan dan 
ketenagakerjaan, serta mengevaluasi kesiapan daerah dalam 
menghadapi tantangan dan peluang pengembangan SDM di tingkat 
lokal. Akhirnya, integrasi lintas kebijakan yang menyatukan aspek 
pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan akan ditelaah untuk 
menunjukkan pentingnya pendekatan holistik. Sebagai penutup, 
disajikan studi kasus evaluatif terhadap Program Kartu Prakerja guna 
memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas implementasi 
kebijakan strategis pemerintah dalam pembangunan SDM. 

 
A. RENCANA INDUK PEMBANGUNAN SDM NASIONAL 

Rencana Induk Pembangunan Sumber Daya Manusia 
Nasional merupakan dokumen strategis yang disusun sebagai landasan 
arah pembangunan manusia Indonesia secara sistematis, terintegrasi, 
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dan berkelanjutan. Rencana ini mencerminkan komitmen pemerintah 
untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga 
menjamin bahwa pertumbuhan tersebut berakar pada peningkatan 
kualitas manusia. Dalam konteks ini, pembangunan SDM tidak 
dipandang sekadar sebagai upaya peningkatan keterampilan kerja, 
melainkan sebagai proses holistik yang mencakup pendidikan, 
kesehatan, karakter, serta daya saing global. 

Secara umum, rencana induk ini memuat peta jalan (roadmap) 
pengembangan SDM yang melibatkan seluruh jenjang usia—mulai 
dari usia dini, remaja, produktif, hingga lansia—dengan strategi yang 
menyesuaikan kebutuhan setiap tahap kehidupan. Di dalamnya, 
terdapat fokus utama pada pembentukan SDM unggul yang sehat, 
terdidik, terampil, dan berintegritas, dengan penekanan pada 
penguatan pendidikan vokasi, peningkatan kualitas guru, revitalisasi 
balai pelatihan kerja, serta perluasan akses pendidikan tinggi 
berkualitas. 

Pemerintah juga mengintegrasikan dimensi spasial dalam 
rencana ini, yaitu dengan memperhatikan kesenjangan antardaerah 
dalam hal akses, mutu, dan sumber daya pembangunan manusia. Oleh 
karena itu, pendekatan desentralisasi fiskal dan penguatan kapasitas 
pemerintah daerah menjadi bagian integral dalam pelaksanaan strategi 
ini. Selain itu, rencana induk ini dikuatkan dengan kerangka indikator 
kinerja yang terukur dan target tahunan yang disesuaikan dengan visi 
jangka panjang, seperti capaian Human Development Index (HDI), 
partisipasi pendidikan, hingga serapan tenaga kerja formal. 

Dengan hadirnya rencana induk ini, diharapkan seluruh 
kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan dapat bergerak 
dalam satu arah yang terkoordinasi. Pengembangan SDM pun tidak 
lagi dilakukan secara sektoral atau fragmentaris, melainkan secara 
terpadu dan saling menguatkan, untuk menciptakan generasi 
Indonesia yang mampu beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi 
tantangan global. 

1. Tujuan Strategis dan Pilar Utama Rencana Induk SDM 
Nasional 

Rencana Induk Pembangunan SDM Nasional disusun dengan 
sejumlah tujuan strategis yang mencerminkan visi jangka panjang 
pembangunan manusia Indonesia. Tujuan utama dari rencana ini adalah 
menciptakan SDM Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berdaya 
saing global, serta memiliki karakter kebangsaan yang kuat. Dengan 
fondasi tersebut, diharapkan Indonesia mampu menghadapi tantangan 
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masa depan seperti bonus demografi, disrupsi teknologi, perubahan 
iklim, serta dinamika ekonomi global yang semakin kompleks dan tak 
terduga. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, rencana induk ini dibangun 
di atas lima pilar utama, yang masing-masing mewakili aspek 
fundamental dalam pembangunan manusia. Pertama, pembangunan 
anak usia dini yang berkualitas, dengan fokus pada pemenuhan gizi, 
stimulasi dini, dan akses pendidikan PAUD yang merata. Kedua, 
pendidikan dasar hingga tinggi yang relevan dan merata, dengan 
penekanan pada penguatan literasi, numerasi, serta penguasaan 
keterampilan abad 21. 

Pilar ketiga adalah pelatihan dan pengembangan keterampilan 
kerja, yang mencakup revitalisasi balai latihan kerja (BLK), pelatihan 
berbasis industri, serta integrasi teknologi digital dalam proses 
pembelajaran. Keempat, peningkatan kesehatan masyarakat dan 
produktivitas tenaga kerja, melalui akses pelayanan kesehatan dasar, 
program pencegahan penyakit, serta promosi kesehatan kerja. 
Terakhir, pilar kelima adalah penguatan karakter dan nilai 
kebangsaan, yang bertujuan membangun etos kerja, integritas, serta 
semangat gotong royong dalam setiap individu. 

Setiap pilar ini bukan hanya berdiri sendiri, tetapi saling 
berhubungan dan memperkuat satu sama lain. Misalnya, tanpa gizi 
yang baik di usia dini, efektivitas pendidikan akan menurun; tanpa 
pendidikan yang baik, pelatihan kerja pun tidak maksimal; dan tanpa 
karakter yang kuat, SDM unggul berisiko kehilangan arah. Oleh 
karena itu, pendekatan pembangunan SDM yang diusung dalam 
rencana induk ini bersifat holistik, lintas sektor, dan berorientasi 
jangka panjang. 

2. Strategi Implementasi dan Tahapan Pelaksanaan Rencana 
Induk SDM Nasional 

Agar Rencana Induk Pembangunan SDM Nasional tidak hanya 
menjadi dokumen normatif, pemerintah merancang strategi 
implementasi yang konkret, bertahap, dan terukur. Strategi ini 
berlandaskan pada prinsip inklusivitas, desentralisasi yang terkendali, 
serta pendekatan berbasis data (data-driven policy). Pendekatan ini 
memungkinkan setiap kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan 
wilayah, potensi lokal, serta kondisi sosial- ekonomi masyarakat yang 
beragam di seluruh Indonesia. 
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Secara garis besar, pelaksanaan rencana induk ini dibagi 
dalam tiga tahapan utama: jangka pendek (1–5 tahun), jangka 
menengah (6–10 tahun), dan jangka panjang (11–20 tahun). Pada 
tahap jangka pendek, fokus diarahkan pada penguatan pondasi 
kelembagaan dan infrastruktur dasar SDM, seperti peningkatan 
kapasitas guru, perluasan akses pelatihan vokasi, serta pemenuhan gizi 
anak usia dini. Selain itu, sistem pelaporan dan monitoring berbasis 
digital mulai dikembangkan untuk memastikan transparansi dan 
akuntabilitas. 

Memasuki tahap jangka menengah, strategi bergeser pada 
konsolidasi program dan perluasan skala. Pelatihan vokasi berbasis 
industri diperluas, konektivitas antarwilayah untuk akses pendidikan 
dan kesehatan diperbaiki, serta kemitraan strategis dengan sektor 
swasta dan lembaga internasional diperkuat. Pemerintah juga 
menargetkan peningkatan kualitas dan daya saing lulusan pendidikan 
tinggi melalui kerja sama internasional, program magang global, dan 
riset kolaboratif. 

Pada tahap jangka panjang, visi besar pembangunan SDM 
nasional difokuskan pada pencapaian daya saing global. Indonesia 
ditargetkan menjadi pusat regional pengembangan talenta unggul di 
Asia Tenggara, dengan sistem pendidikan dan pelatihan yang 
terintegrasi secara digital, berbasis inovasi, dan berstandar 
internasional. Pada tahap ini pula, pembangunan karakter, budaya 
kerja produktif, serta kepemimpinan transformatif menjadi titik berat 
utama. 

Pelaksanaan strategi ini dijalankan melalui skema lintas sektor 
dan multisumber pendanaan. Selain APBN dan APBD, pembiayaan 
juga diupayakan dari skema kerja sama pemerintah-swasta (PPP), 
dana hibah internasional, serta pemanfaatan dana CSR perusahaan. 
Untuk menjamin keberlanjutan dan konsistensi, dibentuk pula sistem 
pengawasan dan evaluasi berkala yang berbasis indikator kinerja 
utama (Key Performance Indicators/KPI), yang terhubung langsung 
ke dashboard nasional pemantauan SDM. 

Dengan tahapan implementasi yang jelas dan strategi yang 
terukur, rencana induk ini diharapkan menjadi pedoman utama yang 
mampu mengarahkan semua program pengembangan manusia ke arah 
yang selaras, efektif, dan berdampak jangka panjang bagi kemajuan 
bangsa. 
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B. PROGRAM KARTU PRAKERJA DAN PELATIHAN 
BERBASIS DIGITAL 

Program Kartu Prakerja merupakan salah satu inovasi 
kebijakan pemerintah Indonesia dalam merespons tantangan 
pengangguran, ketidakcocokan keterampilan kerja (skills mismatch), 
serta disrupsi pasar tenaga kerja akibat perkembangan teknologi dan 
pandemi COVID-19. Diluncurkan pada tahun 2020, program ini pada 
awalnya dirancang sebagai skema reskilling dan upskilling bagi 
angkatan kerja muda dan pencari kerja. Namun dalam 
implementasinya, Kartu Prakerja berkembang menjadi model baru 
pelayanan pelatihan kerja yang bersifat digital, adaptif, dan inklusif. 

Program ini mengintegrasikan tiga komponen utama: bantuan 
pelatihan berbasis digital, insentif pasca pelatihan, dan akses terhadap 
ekosistem ketenagakerjaan yang lebih luas. Dengan menggunakan 
platform digital sebagai kanal utama, peserta dapat memilih pelatihan 
sesuai minat dan kebutuhan melalui berbagai mitra penyedia yang 
telah dikurasi. Topik pelatihan mencakup bidang keterampilan teknis 
seperti desain grafis, pemasaran digital, pemrograman, kuliner, hingga 
keterampilan non-teknis seperti komunikasi, kepemimpinan, dan 
manajemen waktu. 

Keunggulan utama Kartu Prakerja terletak pada pendekatan 
yang personal dan fleksibel. Tidak seperti pelatihan konvensional 
yang kaku dan terpusat, program ini memungkinkan peserta belajar 
secara mandiri, kapan saja, dan dari mana saja. Model blended 
learning juga diperkenalkan dalam beberapa gelombang terbaru, yang 
menggabungkan pembelajaran daring dengan pendampingan langsung 
di lapangan, terutama untuk sektor-sektor yang memerlukan praktik 
kerja. 

Secara strategis, program ini tidak hanya menyasar pencari 
kerja, tetapi juga pekerja informal, korban PHK, hingga pelaku usaha 
mikro. Dengan demikian, Kartu Prakerja turut berperan dalam 
memperluas inklusi ekonomi dan mengurangi ketimpangan 
kesempatan pelatihan. Pemerintah menegaskan bahwa program ini 
bukan hanya intervensi sosial, tetapi investasi jangka panjang dalam 
pembangunan SDM yang relevan dengan kebutuhan ekonomi digital 
dan industri masa depan. 

Meskipun banyak menuai pujian karena inovatif dan berbasis 
teknologi, pelaksanaan Kartu Prakerja juga menghadapi sejumlah 
kritik dan tantangan, mulai dari kualitas pelatihan yang bervariasi, 
keterbatasan jangkauan pada daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan 
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terluar), hingga kebutuhan akan peningkatan sistem evaluasi pasca 
pelatihan. Namun secara umum, program ini telah membuka jalan 
bagi transformasi sistem pelatihan nasional menuju arah yang lebih 
adaptif, responsif, dan berbasis data. 

Dalam konteks pembangunan SDM nasional, Kartu Prakerja 
menandai pergeseran paradigma dari pelatihan kerja yang bersifat 
birokratis menjadi sistem pembelajaran yang digerakkan oleh 
teknologi dan kebutuhan individu. Oleh karena itu, keberlanjutan 
dan peningkatan kualitas program ini akan menjadi bagian penting 
dari strategi jangka panjang pemerintah dalam menciptakan tenaga 
kerja Indonesia yang siap menghadapi era digital dan kompetisi 
global. 

1. Struktur dan Alur Program Kartu Prakerja 

Struktur Program Kartu Prakerja dirancang dengan 
pendekatan user- centric yang menempatkan peserta sebagai pusat dari 
seluruh proses. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan akses 
pelatihan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan 
kompetensi kerja, terutama dari kelompok rentan seperti pencari kerja 
muda, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerja informal, 
dan pelaku usaha mikro. Seluruh sistem berjalan secara digital dan 
terintegrasi melalui platform resmi pemerintah di bawah koordinasi 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan pelaksana 
teknis oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. 

a. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta 

Tahap pertama dimulai dari proses pendaftaran secara daring 
melalui situs resmi prakerja.go.id. Peserta diwajibkan 
memenuhi syarat dasar, seperti WNI berusia minimal 18 tahun 
dan tidak sedang menempuh pendidikan formal. Setelah itu, 
peserta menjalani verifikasi identitas, termasuk pengunggahan 
KTP, NIK, dan nomor KK. Selain itu, peserta harus 
menyelesaikan tes motivasi dan kemampuan dasar yang 
digunakan sebagai instrumen penyaringan awal. 

b. Seleksi dan Penetapan Penerima 

Setelah verifikasi berhasil, sistem akan melakukan seleksi 
gelombang berdasarkan kuota yang tersedia dan penyebaran 
wilayah. Setiap peserta yang lolos seleksi akan menerima 
notifikasi sebagai penerima Kartu Prakerja, yang secara 
otomatis memberi akses terhadap insentif pelatihan serta akun 
dashboard pribadi untuk memilih pelatihan. 
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c. Pemilihan Pelatihan 

Melalui dashboard, peserta dapat memilih pelatihan daring 
maupun campuran dari berbagai mitra platform digital seperti 
Tokopedia, Bukalapak, Pijar Mahir, Pintaria, dan lainnya. Mitra 
pelatihan yang bekerja sama harus telah melalui proses kurasi 
dan akreditasi dari Manajemen Pelaksana, dengan standar 
kualitas dan struktur materi yang relevan dengan kebutuhan 
pasar kerja. Peserta wajib menyelesaikan pelatihan dan 
mengikuti evaluasi sebelum bisa menerima sertifikat. 

d. Sertifikat dan Insentif 

Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta akan mendapatkan 
sertifikat kelulusan yang tercatat di akun mereka. Sertifikat ini 
dapat digunakan untuk melamar kerja atau mengakses program 
lanjutan. Peserta juga berhak menerima insentif pasca pelatihan, 
yang terdiri dari dana transportasi dan survei, sebagai bentuk 
dukungan pemerintah terhadap keberlanjutan proses 
pembelajaran dan transisi menuju dunia kerja. 

e. Evaluasi dan Survei 

Pada tahap akhir, peserta diminta mengisi beberapa survei 
evaluatif untuk menilai kepuasan terhadap materi, kualitas 
penyampaian, dan manfaat pelatihan. Data ini digunakan oleh 
pemerintah untuk menyempurnakan kurasi mitra pelatihan, 
menyusun laporan kinerja, serta melakukan policy adjustment 
secara berkala. 

Dengan struktur yang fleksibel namun terstandardisasi, 
Program Kartu Prakerja mampu menjangkau jutaan peserta dari 
berbagai latar belakang. Alur program yang dirancang digital end-to-
end ini telah mempercepat transformasi sistem pelatihan kerja nasional 
menjadi lebih terbuka, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan 
zaman. 

2. Peran Mitra Digital dan Ekosistem Pelatihan 

Keberhasilan Program Kartu Prakerja tidak dapat 
dilepaskan dari keterlibatan aktif mitra digital dan lembaga 
pelatihan dalam membentuk ekosistem pembelajaran yang inklusif, 
adaptif, dan terdesentralisasi. Pemerintah, melalui Manajemen 
Pelaksana, tidak menjalankan pelatihan secara langsung, melainkan 
membuka kolaborasi strategis dengan sektor swasta, lembaga 
pendidikan, dan platform teknologi. Skema ini menciptakan struktur 
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pelayanan pelatihan kerja yang baru—berbasis pasar, berbasis 
teknologi, dan berorientasi pada pengguna. 

Mitra Platform Digital 

Mitra digital berperan sebagai penyedia marketplace 
pelatihan, yaitu wadah yang menghubungkan peserta Kartu Prakerja 
dengan lembaga pelatihan yang menawarkan beragam jenis 
keterampilan. Platform seperti Tokopedia, Bukalapak, Pintaria, Pijar 
Mahir, dan Karier.mu menjadi penghubung utama antara peserta dan 
penyedia pelatihan. Mereka memastikan proses navigasi pengguna 
berjalan lancar, menyediakan ulasan pelatihan, serta memfasilitasi 
pembayaran pelatihan dengan sistem yang transparan dan real-time. 

Peran platform digital ini melampaui sekadar perantara. 
Mereka juga membantu dalam pengumpulan data pengguna, pemetaan 
tren pelatihan yang diminati, serta menyediakan feedback loop yang 
digunakan oleh pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas program. 
Dalam ekosistem ini, platform digital bertindak sebagai katalisator yang 
mempercepat distribusi layanan pelatihan secara merata ke seluruh 
wilayah Indonesia. 

 
C. REFORMASI SISTEM PENDIDIKAN DAN 

KETENAGAKERJAAN 

Dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul 
dan siap menghadapi tantangan global, Indonesia menghadapi urgensi 
untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan 
dan ketenagakerjaan. Kedua sektor ini selama bertahun-tahun berjalan 
dalam jalur yang relatif terpisah, menyebabkan terjadinya 
ketimpangan antara output pendidikan dengan kebutuhan riil pasar 
kerja. Reformasi yang dimaksud bukan hanya bersifat teknis, tetapi 
juga struktural dan paradigmatik—menyangkut visi, orientasi, dan tata 
kelola institusional. 

Permasalahan mendasar yang menjadi pemicu reformasi 
adalah ketidaksesuaian kompetensi lulusan pendidikan dengan 
permintaan dunia kerja (skills mismatch), rendahnya proporsi 
pendidikan vokasi, lemahnya link and match antara lembaga 
pendidikan dan industri, serta belum optimalnya pelatihan kerja pasca 
pendidikan formal. Di sisi lain, sistem ketenagakerjaan nasional masih 
menghadapi tantangan berupa tingginya proporsi pekerja informal, 
rendahnya produktivitas tenaga kerja, dan belum menyeluruhnya 
sistem sertifikasi kompetensi nasional. 
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Reformasi pendidikan diarahkan untuk mengubah sistem 
pembelajaran dari berbasis kurikulum tetap menjadi berbasis 
kompetensi dan kebutuhan dunia kerja. Pemerintah mendorong 
sekolah dan perguruan tinggi, khususnya pendidikan vokasi, untuk 
menjalin kemitraan dengan industri lokal dan global. Kurikulum 
disusun secara fleksibel, adaptif terhadap perubahan teknologi, dan 
menekankan pada penguasaan keterampilan abad 21: berpikir kritis, 
kolaborasi, literasi digital, dan inovasi. Revitalisasi SMK, penguatan 
program magang, serta penyelarasan standar kompetensi nasional 
dengan kerangka kerja ASEAN menjadi bagian dari langkah konkret 
reformasi ini. 

Di sisi ketenagakerjaan, reformasi dilakukan melalui 
modernisasi pelayanan ketenagakerjaan, perluasan sistem jaminan 
sosial, serta penyesuaian regulasi ketenagakerjaan agar lebih adaptif 
dan responsif terhadap pola kerja baru, seperti gig economy dan 
remote working. Pemerintah juga memperkuat peran balai latihan 
kerja (BLK), mendorong digitalisasi pelatihan, serta memperluas 
akses terhadap sertifikasi berbasis okupasi. Langkah-langkah ini 
bertujuan membangun ekosistem pasar tenaga kerja yang dinamis, 
fleksibel, dan adil bagi seluruh kalangan. 

Selain itu, upaya reformasi mengedepankan sinkronisasi lintas 
sektor. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; 
Kementerian Ketenagakerjaan; serta Bappenas bekerja sama dalam 
menyusun kebijakan bersama, membangun sistem informasi tenaga 
kerja nasional, dan menyelaraskan indikator keberhasilan pendidikan 
dengan capaian ketenagakerjaan. Ini menjadi titik balik dari praktik 
lama yang terfragmentasi, menuju tata kelola SDM yang terpadu. 

Dengan menjalankan reformasi pendidikan dan 
ketenagakerjaan secara simultan dan terkoordinasi, Indonesia 
diharapkan dapat mencetak generasi pekerja yang tidak hanya 
kompeten secara teknis, tetapi juga adaptif, produktif, dan mampu 
bersaing secara global. Reformasi ini adalah langkah strategis menuju 
ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi, yang menjadi fondasi 
penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. 

1. Digitalisasi Layanan Ketenagakerjaan dan Balai Latihan 
Kerja (BLK) 

Seiring dengan percepatan transformasi digital di berbagai 
sektor, sistem ketenagakerjaan nasional juga diarahkan untuk 
mengalami digitalisasi secara menyeluruh. Fokus utama dari upaya ini 
adalah modernisasi layanan ketenagakerjaan dan revitalisasi Balai 
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Latihan Kerja (BLK) agar lebih responsif, efisien, dan terhubung 
langsung dengan dinamika pasar kerja. Digitalisasi menjadi kata kunci 
dalam menciptakan sistem ketenagakerjaan yang tidak hanya adaptif 
terhadap disrupsi, tetapi juga inklusif bagi seluruh kelompok 
masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah terpencil. 

a. Modernisasi Layanan Ketenagakerjaan 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah 
mengembangkan sejumlah platform digital seperti SIAPkerja, 
Karirhub, dan SISNAKER yang berfungsi sebagai pusat 
layanan daring untuk pencari kerja, perusahaan, dan lembaga 
pelatihan. Melalui platform ini, pencari kerja dapat membuat 
profil digital, mengakses lowongan pekerjaan, mendaftar 
pelatihan, hingga mengikuti proses asesmen kompetensi secara 
daring. 

Platform ini juga memberikan layanan bimbingan karier, 
informasi pasar kerja terkini, serta notifikasi program pelatihan 
bersertifikat yang tersedia di daerahnya. Bagi perusahaan, 
sistem ini menjadi sarana untuk mencari kandidat yang sesuai, 
memverifikasi kompetensi calon pekerja, serta menyampaikan 
kebutuhan pelatihan industri secara langsung ke pemerintah. 
Langkah ini mendorong terjadinya konektivitas dua arah 
antara dunia pendidikan-pelatihan dan dunia usaha. 

b. Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) 

BLK, sebagai institusi pelatihan milik pemerintah, selama ini 
menghadapi berbagai tantangan klasik: keterbatasan fasilitas, 
kurikulum yang usang, serta keterputusan dengan kebutuhan 
industri. Oleh karena itu, pemerintah menginisiasi program 
revitalisasi BLK secara nasional, dengan pendekatan yang 
mengedepankan digitalisasi, kemitraan, dan spesialisasi 
keahlian. 

BLK kini didorong untuk menjadi pusat unggulan pelatihan 
(center of excellence) di bidang-bidang tertentu sesuai potensi 
daerah, seperti manufaktur, agribisnis, digital marketing, 
pariwisata, hingga perhotelan. Digitalisasi dilakukan tidak 
hanya dalam proses pendaftaran dan sertifikasi, tetapi juga 
dalam pembelajaran. BLK mulai menerapkan pelatihan hybrid 
yang menggabungkan modul daring dengan praktik langsung, 
sehingga lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan zaman. 

Pemerintah juga membangun BLK Komunitas di berbagai 
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pesantren dan lembaga keagamaan untuk menjangkau lapisan 
masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses pelatihan kerja. 
BLK Komunitas menjadi sarana pemberdayaan lokal dengan 
pelatihan berbasis keterampilan praktis seperti tata boga, desain 
busana, perbengkelan, dan digital kreatif. 

c. Tantangan dan Arah Penguatan 

Meski digitalisasi memperluas jangkauan layanan, masih 
terdapat tantangan seperti keterbatasan literasi digital, 
ketimpangan infrastruktur teknologi, dan kurangnya pelatih 
bersertifikasi di BLK. Oleh karena itu, strategi digitalisasi 
harus diiringi dengan peningkatan kapasitas SDM pelaksana, 
penguatan regulasi mutu pelatihan, serta insentif bagi industri 
yang mau terlibat aktif dalam proses pelatihan dan sertifikasi. 

Ke depan, integrasi data antarinstansi dan pemanfaatan big data 
untuk perencanaan tenaga kerja menjadi prioritas. Dengan 
dukungan digitalisasi yang menyeluruh, sistem ketenagakerjaan 
nasional diharapkan mampu melayani masyarakat secara cepat, 
tepat sasaran, dan terhubung dengan arah pembangunan 
ekonomi berbasis kompetensi. 
 

D. KESIAPAN DAERAH DALAM PENGEMBANGAN SDM 

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul 
tidak hanya menjadi urusan pusat, tetapi juga sangat bergantung pada 
kapasitas dan kesiapan pemerintah daerah dalam merancang dan 
menjalankan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik lokal. 
Ketimpangan kualitas SDM antarwilayah menjadi salah satu 
tantangan serius dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, 
penguatan peran daerah menjadi strategi penting untuk mewujudkan 
SDM yang merata, inklusif, dan berdaya saing di seluruh pelosok 
Indonesia. 

a. Variasi Kapasitas Antardaerah 

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan SDM di 
daerah adalah variasi kapasitas kelembagaan, fiskal, dan sumber 
daya manusia aparatur. Beberapa daerah maju seperti DKI 
Jakarta, Jawa Barat, atau Jawa Timur memiliki kemampuan 
relatif tinggi dalam mengelola pendidikan, pelatihan kerja, serta 
layanan kesehatan. Sebaliknya, daerah tertinggal, terdepan, dan 
terluar (3T) masih menghadapi keterbatasan serius dalam hal 
akses infrastruktur, tenaga pendidik, dan fasilitas pelatihan. 
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Disparitas ini menciptakan kesenjangan dalam akses terhadap 
layanan dasar pengembangan SDM seperti pendidikan bermutu, 
pelatihan berbasis industri, dan layanan kesehatan produktif. 
Akibatnya, kualitas angkatan kerja daerah yang satu dengan 
yang lain sangat tidak merata, yang pada gilirannya berdampak 
pada ketimpangan ekonomi regional. 

b. Desentralisasi dan Inovasi Daerah 

Dalam kerangka desentralisasi, pemerintah daerah sebenarnya 
memiliki kewenangan luas untuk mengembangkan program 
pendidikan, pelatihan, dan ketenagakerjaan. Banyak daerah 
telah menunjukkan inovasi kebijakan yang patut dicontoh, 
seperti penguatan pendidikan vokasi berbasis potensi daerah 
(misalnya pertanian di Jawa Tengah, kelautan di Sulawesi), 
pembangunan BLK mini berbasis desa, hingga kolaborasi 
dengan sektor swasta lokal untuk program magang dan 
penempatan kerja. 

Beberapa pemerintah daerah juga aktif menggunakan teknologi 
untuk meningkatkan efisiensi pelayanan SDM, seperti sistem 
pendaftaran pelatihan digital, program literasi digital desa, dan 
integrasi data pendidikan dan ketenagakerjaan daerah. Hal ini 
menunjukkan bahwa, dengan komitmen dan dukungan yang 
tepat, daerah memiliki potensi besar untuk menjadi pusat-pusat 
pertumbuhan SDM baru di luar Jawa. 

c. Kebutuhan Sinergi dan Dukungan Pemerintah Pusat 

Namun demikian, kesiapan daerah tidak dapat tumbuh sendiri. 
Diperlukan dukungan terstruktur dari pemerintah pusat, baik 
dalam bentuk pendampingan teknis, peningkatan kapasitas 
aparatur daerah, distribusi dana alokasi khusus (DAK) untuk 
pelatihan kerja dan vokasi, maupun penyediaan infrastruktur 
digital yang memadai. Pemerintah pusat juga harus memastikan 
adanya sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah, sehingga 
program nasional seperti Kartu Prakerja, revitalisasi SMK, dan 
sertifikasi kompetensi dapat diimplementasikan secara efektif 
hingga tingkat kabupaten/kota. 

Selain itu, perlu dibangun sistem monitoring dan evaluasi 
berbasis wilayah, agar pemerintah dapat mengidentifikasi 
daerah-daerah yang mengalami stagnasi atau kemajuan cepat 
dalam pengembangan SDM. Hasil evaluasi ini bisa dijadikan 
dasar untuk pengambilan keputusan berbasis data (data-driven 



194 | Ekonomi Sumber Daya Manusia; Tantangan Digital, Ketimpangan, dan Daya Saing Globa 

policy) dan penyaluran insentif pembangunan daerah. 

d. Penguatan Peran Komunitas dan Lembaga Lokal 

Kesiapan daerah juga bergantung pada partisipasi aktif 
masyarakat sipil, lembaga adat, pesantren, perguruan tinggi 
lokal, dan dunia usaha daerah. Mereka dapat menjadi 
katalisator transformasi sosial dan ekonomi berbasis 
keterampilan lokal. Misalnya, di beberapa wilayah, pesantren 
membentuk BLK Komunitas, kampus mengembangkan 
program community-based training, dan UMKM menjadi 
tempat magang produktif. Kolaborasi aktor lokal ini menjadi 
kunci dalam menciptakan ekosistem pengembangan SDM 
berbasis wilayah. 

Dengan memperkuat kesiapan daerah secara merata dan 
terintegrasi, Indonesia dapat mendorong pertumbuhan SDM unggul 
tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, tetapi menyebar ke 
seluruh penjuru nusantara. Hal ini penting untuk menciptakan 
pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan inklusif. 

1. Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan SDM. 

Dalam kerangka desentralisasi pembangunan nasional, 
pemerintah desa memiliki peran yang semakin strategis dalam 
pengembangan sumber daya manusia (SDM). Desa bukan hanya entitas 
administratif paling bawah, tetapi juga ruang sosial dan ekonomi yang 
hidup, tempat berlangsungnya proses pembelajaran, pelatihan, dan 
transformasi keterampilan secara langsung. Mengingat sekitar 43% 
penduduk Indonesia tinggal di wilayah perdesaan, maka memperkuat 
peran pemerintah desa dalam pengembangan SDM menjadi kunci 
bagi pencapaian pemerataan dan keadilan pembangunan nasional. 

a. Potensi Dana Desa untuk Pendidikan dan Pelatihan 

Sejak bergulirnya kebijakan Dana Desa, pemerintah desa 
memiliki keleluasaan fiskal yang lebih besar untuk merancang 
program-program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. 
Salah satu potensi terbesarnya adalah penggunaan Dana Desa 
untuk mendukung program pelatihan kerja, pemberdayaan 
pemuda, literasi digital, serta pendidikan non-formal. Beberapa 
desa bahkan telah menyisihkan sebagian alokasinya untuk 
mendanai kegiatan seperti pelatihan pengelolaan keuangan 
rumah tangga, budidaya pertanian modern, hingga pelatihan 
teknologi informasi dasar. 
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Pemerintah desa juga dapat bekerja sama dengan BLK 
Komunitas, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), dan 
UMKM lokal untuk menyelenggarakan pelatihan berbasis 
kebutuhan setempat. Kegiatan pelatihan ini tidak hanya 
berfungsi meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga 
mendorong tumbuhnya ekonomi lokal yang lebih produktif. 

b. Digitalisasi dan Akses Informasi SDM 

Di era digital, desa juga berperan penting dalam memperluas 
akses masyarakat terhadap informasi pendidikan dan 
ketenagakerjaan. Dengan dukungan koneksi internet dan 
perangkat teknologi dasar, pemerintah desa dapat 
mengoperasikan Desa Digital atau Pojok Pelatihan—ruang 
publik tempat masyarakat bisa mendaftar program pelatihan 
daring seperti Kartu Prakerja, mengakses lowongan kerja, 
hingga memperoleh layanan administrasi pendidikan dan 
kependudukan secara digital. 

Beberapa desa di Indonesia, terutama di Jawa Barat, 
Yogyakarta, dan NTB, telah mengembangkan aplikasi 
pelayanan terpadu desa yang mencakup pendidikan, pelatihan, 
dan informasi pasar kerja. Pemerintah pusat perlu mendukung 
praktik baik ini dengan pelatihan aparatur desa dan insentif 
pengembangan teknologi tepat guna. 

c. Pemberdayaan Kelompok Rentan 

Pemerintah desa juga menjadi aktor utama dalam menjangkau 
kelompok rentan yang sering kali terpinggirkan dari sistem 
pelatihan konvensional, seperti perempuan kepala keluarga, 
penyandang disabilitas, remaja putus sekolah, dan lansia 
produktif. Melalui pendekatan partisipatif, desa dapat 
menyusun program pelatihan yang sesuai dengan potensi dan 
keterbatasan mereka, serta menciptakan ruang aman untuk 
belajar dan berkembang di tingkat komunitas. 

Banyak desa juga menjalankan Bumdes (Badan Usaha Milik 
Desa) yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat magang, pelatihan 
kewirausahaan, hingga praktik kerja lapangan bagi pemuda. 
Integrasi antara pengembangan SDM dan penguatan ekonomi 
desa akan menciptakan ekosistem pembangunan lokal yang 
berkelanjutan. 

Dengan mengoptimalkan kapasitas fiskal, sosial, dan digital 
yang dimiliki, pemerintah desa dapat menjadi pilar transformasi 
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SDM dari bawah. Peran mereka yang dekat dengan warga 
menjadikan desa sebagai garda terdepan dalam menciptakan 
generasi pekerja yang mandiri, terampil, dan berdaya saing—
baik secara lokal maupun nasional. 

2. Studi Kasus Daerah Tertinggal vs Daerah Maju dalam 
Pengembangan SDM 

Ketimpangan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di 
Indonesia sangat mencolok antara daerah tertinggal dan daerah maju. 
Ketimpangan ini bukan hanya terlihat dari akses pendidikan dan 
pelatihan, tetapi juga dari kualitas layanan, infrastruktur digital, 
kapasitas fiskal, dan partisipasi masyarakat. Dengan memahami 
perbandingan konkret antara daerah tertinggal dan daerah maju, kita 
dapat menarik pelajaran penting mengenai tantangan, strategi, dan 
potensi solusi berbasis wilayah. 

a. Daerah Tertinggal: Tantangan Struktural dan Keterbatasan 
Ekosistem Contoh kasus: Kabupaten Asmat, Papua 

Sebagai salah satu wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), 
Asmat menghadapi kendala serius dalam pengembangan SDM. 
Rendahnya jumlah tenaga pendidik berkualitas, minimnya 
fasilitas pelatihan kerja, serta keterbatasan akses transportasi 
dan jaringan internet menjadi hambatan utama. Lembaga 
pelatihan atau Balai Latihan Kerja hampir tidak ada, dan 
program nasional seperti Kartu Prakerja atau pelatihan daring 
sulit diakses karena hambatan teknis. 

Selain itu, tantangan kultural dan geografis menambah 
kompleksitas. Banyak warga yang belum memiliki dokumen 
kependudukan atau rekening bank, sehingga proses pendaftaran 
pelatihan daring dan penyaluran insentif sulit dilakukan. 
Pemerintah pusat perlu hadir lebih kuat di wilayah seperti ini, 
dengan pendekatan berbasis afirmasi, pendampingan intensif, 
serta penyediaan fasilitas fisik yang bisa diakses langsung oleh 
masyarakat lokal. 

b. Daerah Maju: Sinergi Antaraktor dan Inovasi Berbasis 
Teknologi 

Contoh kasus: Kota Surabaya, Jawa Timur 

Sebaliknya, daerah maju seperti Surabaya menunjukkan kapasitas 
yang lebih tinggi dalam merancang dan menjalankan kebijakan 
pengembangan SDM. Pemerintah kota bekerja sama dengan 
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universitas, dunia usaha, dan komunitas digital untuk 
menyediakan pelatihan kerja berbasis teknologi seperti coding, 
desain grafis, dan bisnis digital. Surabaya juga memiliki 
Command Center yang mengintegrasikan data pendidikan, 
pelatihan, dan ketenagakerjaan secara real-time. 

Inovasi lainnya adalah program pelatihan inkubasi wirausaha 
muda, pengembangan coworking space berbasis kecamatan, 
serta kolaborasi dengan platform edutech untuk mengakses 
pelatihan daring bersertifikat. Dukungan infrastruktur dan SDM 
yang kuat memungkinkan implementasi kebijakan berjalan 
lebih cepat, lebih luas, dan lebih berdampak. 

c. Refleksi dan Arah Perbaikan 

Perbandingan ini menunjukkan bahwa pengembangan SDM 
sangat dipengaruhi oleh kapasitas daerah dalam hal kebijakan, 
anggaran, kemitraan, dan pemanfaatan teknologi. Namun, bukan 
berarti daerah tertinggal tidak memiliki potensi. Justru, dengan 
intervensi terarah dari pemerintah pusat dan kolaborasi lintas 
sektor, daerah tertinggal dapat mengejar ketertinggalan melalui 
program afirmatif seperti: 

a) Pendampingan teknis oleh provinsi atau kabupaten induk 
b) Pembangunan BLK mobile dan pelatihan berbasis desa 
c) Penyediaan offline learning kit di daerah tanpa internet 

Penguatan peran tokoh adat dan lokal dalam edukasi dan 
pelatihan 

Sementara itu, praktik baik dari daerah maju harus dapat 
direplikasi dan disesuaikan dengan konteks daerah lain melalui 
program berbasis klaster regional. 

 
E. INTEGRASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN, KESEHATAN, 

DAN KETENAGAKERJAAN 

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul tidak 
dapat dicapai melalui pendekatan sektoral yang terpisah-pisah. 
Pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan merupakan tiga pilar 
utama yang saling berkaitan dan harus diintegrasikan dalam satu 
kerangka kebijakan nasional. Ketiganya tidak hanya menopang 
perkembangan individu secara fisik dan intelektual, tetapi juga 
menentukan kesiapan seseorang untuk masuk dan bertahan di dunia 
kerja yang semakin kompetitif. 
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a. Keterkaitan Sistemik antara Pendidikan, Kesehatan, dan 
Ketenagakerjaan 

 

Pendidikan yang berkualitas akan meningkatkan keterampilan 
dan kapasitas kognitif seseorang, tetapi tanpa kondisi kesehatan yang 
baik, potensi ini tidak bisa dimaksimalkan. Begitu pula, seseorang 
yang sehat dan berpendidikan tinggi tetap akan kesulitan memperoleh 
kesejahteraan jika sistem ketenagakerjaan tidak inklusif dan adaptif. 
Ketimpangan di satu sektor akan melemahkan hasil di sektor lain. 

Contohnya, tingkat stunting yang tinggi pada anak-anak di 
daerah tertentu tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga 
menurunkan kapasitas belajar, yang pada akhirnya memengaruhi 
produktivitas tenaga kerja di masa depan. Oleh karena itu, pendekatan 
integratif diperlukan agar kebijakan di satu sektor mendukung dan 
memperkuat sektor lainnya. 

b. Strategi Integrasi: Dari Perencanaan hingga Pelaksanaan 

Pemerintah telah mulai menerapkan pendekatan perencanaan 
pembangunan SDM lintas sektor, khususnya melalui RPJMN 
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan dokumen 
Rencana Aksi Nasional. Di tingkat implementasi, integrasi dapat 
dilakukan melalui: 

Peta jalan SDM terintegrasi di setiap daerah, yang mencakup 
indikator pendidikan, gizi, kesehatan reproduksi, dan kesiapan 
kerja.Sistem data terpadu yang menggabungkan data siswa, data 
gizi dan kesehatan dasar, serta rekam pelatihan dan sertifikasi 
kerja.Program lintas sektor, seperti pemberian makanan tambahan di 
sekolah, pelatihan keterampilan hidup (life skills) untuk remaja, dan 
layanan kesehatan kerja di kawasan industri. 

Selain itu, integrasi kelembagaan juga penting. Koordinasi 
antarkementerian (Kemendikbudristek, Kemenkes, Kemenaker) harus 
diperkuat melalui forum lintas sektor, perumusan anggaran 
terintegrasi, serta pelatihan bersama bagi petugas lapangan dan 
penyuluh. 

c. Contoh Praktik Baik 

Beberapa daerah telah mulai menerapkan integrasi kebijakan 
secara konkret: Kabupaten Klaten mengembangkan program "Sekolah 
Sehat dan Siap Kerja" yang menggabungkan pemeriksaan kesehatan 
berkala, pelatihan keterampilan dasar, dan penguatan karakter siswa 
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SMK. 

Provinsi Bali mengintegrasikan pelatihan keterampilan kerja 
dengan layanan kesehatan mental bagi remaja putus sekolah, bekerja 
sama dengan LSM dan puskesmas setempat. 

DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
menyelenggarakan pelatihan kerja bagi pemuda pengangguran yang 
juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis dan layanan 
konseling. 

Program-program ini menunjukkan bahwa sinergi antarbidang 
mampu meningkatkan efektivitas pembangunan SDM secara 
menyeluruh, bukan hanya dari sisi keterampilan, tetapi juga dari sisi 
kesiapan fisik dan psikologis individu. 

d. Tantangan dan Arah Kebijakan ke Depan 

Meskipun penting, integrasi kebijakan masih menghadapi 
beberapa kendala, antara lain: 

a) Ego sektoral di tingkat kementerian dan dinas daerah 

b) Kurangnya sistem data lintas sektor yang terhubung 

c) Keterbatasan pendanaan dan mekanisme anggaran fleksibel 

d) Minimnya pelatihan aparatur memahami pendekatan lintas 
sektor 

Oleh karena itu, ke depan diperlukan kerangka kebijakan 
SDM nasional yang benar-benar lintas sektor, disertai peta tanggung 
jawab yang jelas dan sistem evaluasi bersama. Reformasi sistem 
pendidikan juga harus melibatkan sektor kesehatan dan 
ketenagakerjaan sejak tahap perencanaan. 

1. Implementasi Program Lintas Sektor di Daerah 

Upaya integrasi kebijakan pendidikan, kesehatan, dan 
ketenagakerjaan tidak hanya harus diwujudkan dalam tingkat nasional, 
tetapi juga pada tataran implementasi daerah. Daerah menjadi ruang 
konkret di mana kebijakan pusat dijalankan, disesuaikan dengan 
konteks lokal, serta diuji efektivitasnya dalam menjawab kebutuhan 
masyarakat. Maka dari itu, keberhasilan integrasi kebijakan sangat 
ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah menyusun, mengelola, 
dan mengevaluasi program lintas sektor secara kolaboratif. 
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1. Tantangan Implementasi di Lapangan 

Beberapa tantangan yang umum ditemukan dalam 
pelaksanaan program lintas sektor di daerah antara lain: 

Fragmentasi kelembagaan: Dinas Pendidikan, Dinas 
Kesehatan, dan Dinas Ketenagakerjaan seringkali bekerja secara 
terpisah, dengan agenda dan anggaran masing-masing. 

Kurangnya perencanaan terpadu: Program disusun secara 
sektoral, tanpa forum kolaborasi antardinas untuk menyatukan arah 
dan tujuan kebijakan SDM. 

Ketidakterpaduan data dan sistem informasi: Data siswa, 
status gizi, dan status ketenagakerjaan tidak saling terhubung, 
sehingga menyulitkan identifikasi masalah lintas sektor. 

Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran: Beberapa 
daerah mengalami kekurangan tenaga teknis dan anggaran untuk 
menjalankan program terpadu secara optimal. 

2. Strategi Implementasi yang Efektif 

Meski penuh tantangan, sejumlah daerah telah membuktikan 
bahwa program lintas sektor dapat dirancang dan dijalankan secara 
efektif melalui beberapa pendekatan berikut: 

a. Pembentukan Tim Terpadu SDM Daerah 

Beberapa kabupaten/kota telah membentuk task force lintas 
OPD (organisasi perangkat daerah) yang bertugas menyusun 
peta jalan pembangunan SDM secara holistik. Tim ini 
merumuskan program bersama, seperti integrasi pelatihan kerja 
berbasis sekolah dengan layanan kesehatan remaja. 

b. Perencanaan Terpadu Berbasis Musrenbang 

Dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
(Musrenbang), beberapa daerah mulai memasukkan program 
tematik SDM yang melibatkan Dinas Pendidikan, Kesehatan, 
dan Ketenagakerjaan. Contohnya, pelatihan keterampilan untuk 
ibu rumah tangga disinergikan dengan layanan kesehatan 
reproduksi dan parenting education. 

c. Penguatan Sistem Data SDM Terpadu Tingkat Kabupaten/Kota 
Daerah-daerah seperti Sleman dan Banyuwangi telah mulai 
mengembangkan dashboard data SDM yang mengintegrasikan 
data peserta didik, status imunisasi, capaian pelatihan kerja, dan 
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status gizi—sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti 
(evidence- based policy). 

d. Contoh Program Lintas Sektor yang Berhasil 

Program “Sekolah Sehat & Siap Kerja” di Kota Semarang: 
Menggabungkan layanan gizi sekolah, konseling karier, dan 
pelatihan kewirausahaan di SMK. “Pojok SDM Desa” di Kulon 
Progo: Mengintegrasikan layanan pelatihan kerja, klinik 
kesehatan ibu dan anak, serta program literasi keuangan dalam 
satu ruang layanan desa. “Pendidikan Vokasi Gizi” di 
Kabupaten Mamuju: Menghubungkan pelatihan keahlian boga 
di SMK dengan kampanye pencegahan stunting dan penyediaan 
makanan tambahan berbasis produk lokal. Rekomendasi Ke 
Depan Untuk memperluas dan memperkuat implementasi lintas 
sektor di daerah, dibutuhkan: 

a) Insentif anggaran khusus untuk program kolaboratif 
antardinas 

b) Pelatihan manajemen lintas sektor bagi aparatur daerah 
c) Dukungan teknis dari pemerintah pusat dalam bentuk 

model integrasi 
d) Dokumentasi dan replikasi praktik baik antarwilayah 

Dengan implementasi program lintas sektor yang baik di 
tingkat daerah, pembangunan SDM tidak lagi berjalan parsial. Setiap 
kebijakan akan saling menopang dan memperkuat, sehingga 
menghasilkan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan bagi 
masyarakat. 

2. Peran Puskesmas dan Sekolah sebagai Pusat Intervensi SDM 

Dalam konteks integrasi kebijakan pembangunan sumber daya 
manusia, puskesmas dan sekolah memegang peranan vital sebagai 
simpul intervensi paling dekat dengan masyarakat. Keduanya bukan 
hanya tempat pelayanan dasar di sektor kesehatan dan pendidikan, 
tetapi juga titik temu strategis untuk menjalankan program lintas 
sektor yang mendukung pertumbuhan manusia secara menyeluruh. Di 
banyak daerah, puskesmas dan sekolah menjadi institusi yang paling 
dikenal dan dipercaya masyarakat, sehingga ideal dijadikan pusat 
pelaksanaan program terpadu yang mencakup promosi kesehatan, 
pendidikan keterampilan hidup, serta penguatan kesiapan kerja sejak 
usia dini. 

Puskesmas, misalnya, tidak hanya bertugas memberikan 
layanan kuratif, tetapi juga memiliki fungsi promotif dan preventif 
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yang sangat relevan untuk pembangunan SDM. Dengan memperluas 
peran puskesmas sebagai pusat edukasi gizi, konseling kesehatan 
mental, dan pemantauan tumbuh kembang anak, pembangunan SDM 
dapat dimulai sejak tahap prasekolah.  Program  kesehatan  remaja  
di  puskesmas  juga  dapat diintegrasikan dengan penguatan 
pendidikan karakter dan bimbingan karier di sekolah, menciptakan 
kesinambungan antara kondisi fisik-psikologis anak dan kesiapan 
mereka dalam menghadapi dunia kerja ke depan. 

Sekolah, di sisi lain, tidak lagi cukup hanya berfungsi sebagai 
lembaga akademik. Sekolah, khususnya SMK dan sekolah berbasis 
komunitas, perlu menjadi pusat pembelajaran lintas bidang yang 
mengajarkan keterampilan hidup, literasi digital, kewirausahaan, dan 
kesadaran akan kesehatan diri. Integrasi program seperti sarapan 
sehat, kelas kesehatan, pelatihan dasar keterampilan kerja, dan 
orientasi dunia industri menjadikan sekolah lebih relevan terhadap 
tantangan masa depan. Sekolah juga menjadi tempat ideal untuk 
mendeteksi dini masalah sosial dan kesehatan, seperti stunting, 
kekerasan rumah tangga, hingga kecemasan remaja, yang semuanya 
berpengaruh langsung terhadap kualitas SDM. 

Melalui kolaborasi antara puskesmas dan sekolah, serta 
dukungan dinas-dinas terkait, pembangunan SDM dapat bergerak 
lebih inklusif dan menyeluruh. Keduanya dapat menjadi ujung tombak 
pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat akar rumput, sekaligus 
menjadi wahana penghubung antara layanan negara dengan kebutuhan 
riil masyarakat. Oleh karena itu, memperkuat kapasitas puskesmas dan 
sekolah bukan hanya agenda sektoral, melainkan strategi utama dalam 
menciptakan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan siap kerja. 

 
F. STUDI KASUS: EVALUASI DAMPAK PROGRAM KARTU 

PRAKERJA 

Program Kartu Prakerja merupakan salah satu inisiatif paling 
inovatif dalam sejarah kebijakan pengembangan sumber daya manusia 
di Indonesia. Diluncurkan pada tahun 2020 sebagai respon terhadap 
disrupsi tenaga kerja akibat pandemi COVID-19, program ini 
bertujuan memberikan akses pelatihan kerja dan insentif kepada 
pencari kerja, korban PHK, maupun pekerja informal yang ingin 
meningkatkan keterampilannya. Seiring berjalannya waktu, Kartu 
Prakerja telah berevolusi dari program semi-bantuan sosial menjadi 
instrumen pelatihan vokasi berbasis digital berskala nasional. 
Evaluasi dampaknya menjadi sangat penting, bukan hanya untuk 
menilai keberhasilan teknis, tetapi juga untuk melihat sejauh mana 
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program ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas SDM 
Indonesia. 

Secara kuantitatif, Kartu Prakerja berhasil menjangkau lebih 
dari 17 juta peserta hingga tahun 2024. Evaluasi yang dilakukan oleh 
berbagai lembaga, termasuk Bappenas dan World Bank, menunjukkan 
bahwa mayoritas peserta mengalami peningkatan keterampilan, 
kepercayaan diri, dan pemahaman dunia kerja setelah mengikuti 
pelatihan. Bahkan, sebagian besar peserta menyatakan bahwa 
pelatihan yang mereka ikuti relevan dengan kebutuhan pekerjaan 
mereka. Program ini juga berhasil menjangkau kelompok-kelompok 
marjinal seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan pekerja 
informal yang sebelumnya sulit mengakses pelatihan formal dari 
pemerintah. 

Namun demikian, evaluasi juga menunjukkan sejumlah 
tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan antara pelatihan yang 
diambil dan peluang kerja nyata di lapangan. Banyak peserta memilih 
pelatihan karena popularitas atau kemudahan akses, bukan karena 
sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja lokal. Selain itu, sistem 
pelatihan daring yang dominan dalam fase awal program juga belum 
sepenuhnya inklusif bagi mereka yang tinggal di wilayah dengan 
keterbatasan akses internet atau minim literasi digital. Sementara itu, 
sistem insentif tunai yang diberikan setelah penyelesaian pelatihan 
dinilai sangat membantu secara ekonomi, tetapi menimbulkan 
kekhawatiran akan orientasi jangka pendek dalam mengikuti 
pelatihan. 

Dari sisi kelembagaan, Program Kartu Prakerja menunjukkan 
model koordinasi lintas sektor yang relatif berhasil, melibatkan 
Kementerian Koordinator Perekonomian, Kemenaker, dan berbagai 
mitra pelatihan swasta. Namun, pengawasan kualitas pelatihan masih 
menjadi isu penting, karena tidak semua lembaga pelatihan mampu 
memberikan modul yang relevan, terkini, dan aplikatif. Selain itu, 
minimnya pelacakan pasca pelatihan (tracer study) menyulitkan 
evaluasi jangka panjang atas dampak program terhadap peningkatan 
pendapatan, partisipasi kerja, dan mobilitas sosial peserta. 

Meski masih memiliki ruang perbaikan, Kartu Prakerja telah 
membuka jalan baru dalam desain kebijakan pelatihan kerja di 
Indonesia: berbasis teknologi, inklusif, dan berorientasi pengguna. 
Model ini berpotensi menjadi inspirasi bagi pengembangan kebijakan 
pelatihan lainnya di masa depan, baik untuk kalangan muda, 
perempuan, pekerja informal, maupun sektor prioritas seperti industri 
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kreatif, teknologi digital, dan wirausaha. Dengan perbaikan sistem 
penjaminan mutu, integrasi data ketenagakerjaan, serta penguatan 
pendampingan lokal, Kartu Prakerja dapat bertransformasi dari solusi 
saat krisis menjadi pilar utama pembangunan SDM jangka panjang di 
Indonesia. 
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